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Alhamdulillah Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama dapat terselenggara. Sebagai majelis
permusyawaratan tertinggi, Muktamar merupakan forum yang tinggi kedudukannya dan sangat
strategis posisinya. Oleh karena itu, sangat tepat bila majelis ini dijadikan sebagai momentum untuk
menata dan memajukan NU dan sekaligus dijadikan sebagai wahana untuk turut menyelesaikan
berbagai persoalan yang dihadapi bangsa dan negara ini. Dua bidang itu yang menjadi perhatian

dan tujuan dari Muktamar NU saat ini, agar NU terus berperan dan terus relevan bagi kebutuhan
umat dan bangsa.

Sesuai dengan AD/ART, Muktamar memiliki otoritas untuk membicarakan dan menetapkan
hal-hal berikut: 2) memutuskan masalah-masalah keagamaan (masail diniyah) baik bersifat tematik
(maudluiyah), qonuniyah (berkaitan dengan perundang-undangan dan kebijakan pemerintahan)
dan waqi'iyah (masalah yang terjadi di masyarakat); b) perubahan Anggaran Dasar/Anggaran
Rumah Tangga; ¢) menetapkan Garis-garis Besar Program Nahdlatul Ulama untuk 5 tahun, dan;
d) taushiyah (rekomendasi) baik untuk internal jam‘iyyah maupun kepada masyarakat dan
pemerintah, serta ¢) Pemilihan Rais Am dan Ketua Umum Nahdlatul Ulama.

Muktamar yang insya Allah akan diselenggarakan mulai tanggal 27—31 Agustus 2026 adalah
Muktamar yang ke-35 sejak NU didirikan. Berbagai agenda yang telah dipersiapkan, kiranya
memiliki makna yang strategis bagi pembangunan peradaban bangsa, termasuk pengembangan
organisasi NU di masa depan. Nilai strategis Muktamar tentu menuntut para ulama dan pengurus
NU untuk berpikir keras memberikan keputusan dan kebijakan yang terbaik. Karena itu tugas kita
adalah melakukan pembahasan secara cermat, cerdas dan serius melalui forum persidangan selama
Muktamar berlangsung. Mengingat substansinya, maka Muktamar akan diikuti oleh peserta utusan
dari PWNU dan PCNU se-Indonesia, anggota Pleno PBNU, dan para alim ulama, pengasuh
pondok pesantren, dan tenaga ahli. Konsepsi dan pemikiran yang dihasilkan tentu menjadi pijakan
Nahdlatul Ulama dalam memecahkan berbagai persoalan bangsa.

Berbagai persoalan akan dikaji, dibahas dan dicari jalan keluarnya dengan langkah-langkah
sebagai berikut: Pertama mencari dan menetapkan dasar hukum; Kedua, merumuskan menjadi
sebuah konsep yang utuh; Ketiga, mencari jalan keluar untuk mengatasi berbagai persoalan yang
dihadapi NU dan bangsa ini. Dengan langkah ini diharapkan kita dapat menyelesaikan berbagai

masalah dengan baik.

Dalam menjalanklan kebijakan orgaisasi baik yang berkaitan dengan masalah kemasyarakat-
an apalagi dalam soal politik kenegaraan kita memerlukan landasan hukum syar’i yang kokoh.
Selain itu membutuhkan konsep yang matang, utuh dan komprehensif. Selanjutnya dibutuhkan
kerangka kerja yang operasional. Ini yang perlu digarap dalam Muktamar ini.
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Di antara apa yang kita cita-citakan itu sudah tertuang dalam materi Muktamar ini, yaitu:
Hukum komersialisasi data genetika; hukum penggunaan neoralinkchip pada otak manusia;
hukum bitkoin; standar kadar emas dalam nisob zakat mal; kebijakan fiskal negara dalam perspektif
Islam; konsep i'adatun nazhor atas keputusan hukum NU; telaah RUU Sistem Pindidikan Nasional;
RUU Ketenagakerjaan; jinayat dalam Qonun Aceh; rancangan perubahan AD/ART NU;
rekomendasi tentang tata kelola SDA, lingkungan hidup, perbaikan pendidikan dan kesejahteraan
guru, peran agama dan masyarakat dalam perdaiaman, dan pemberdayaan ekonomi rakyat; dan
tidak ketinggalan akan membahas program kerja NU 2026-2031 serta peta jalan NU 2050.
Dengan pengajuan materi semacam itu diharapkan nanti organisasi NU dapat terkonsolidasikan
dengan baik, memiliki konsep kemasyarakatan dan keagamaan yang utuh dan komprehensif yang
bisa dijalankan warga NU dan bangsa Indonesia pada umumnya dalam berpolitik dan dalam
mengelola masyarakat dan negara.

Dengan susah payah materi Muktamar ini telah dirumuskan, tinggal ditangan peserta
Muktamar ini untuk menyempurnakan dan mematangkan, sehingga diharapkan nantinya menjadi
keputusan yang baku, yang memiliki keabsahan secara agama, dan memiliki ketepatan secara
konsep dan memiliki kecocokan dalam penerapannya.

Atas nama Pengurus Besar Nahdlatul Ulama kami menyampaikan penghargaan setinggi-
tingginya serta ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan perhatian,
partisipasi dalam penyusunan materi dan kesuksesan Muktamar tahun ini.

Dengan memohon hidayah dan ma'unah dari Allah SWT dan syafa’at dari Nabi Muhammad
SAW kita berharap semua materi ini dapat digarap dengan sungguh-sungguh, schingga bisa men-
capai hasil sebagaimana yang diharapkan. Semuanya ini perlu dijalankan dengan keikhlasan karena
ini merupakan amal dan ibadah kita.
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MATERI BAHTSUL MASAIL AD-DINIYYAH AL-WAQI'TYAH
MUKTAMAR KE-35 NAHDLATUL ULAMA
MATERI 1

KOMERSIALISASI DATA GENETIKA (DNA)
1. Komersialisasi Data Genetik (DNA)
A. Deskripsi Masalah

Saat ini teknologi kesehatan sudah sangat canggih. Hanya dengan sampel air liur atau setetes
darah, laboratorium bisa membaca DNA (Deoxyribonucleic Acid), dalam bahasa Indonesia disebut
Asam Deoksiribonukleat. DNA adalah kode cetak biru biologis yang ada di dalam tubuh setiap
manusia. Di dalam DNA tersebut, tersimpan informasi yang sangat rahasia dan pribadi, mulai dari
garis keturunan, sifat fisik, hingga risiko penyakit yang mungkin kita derita di masa depan.

Sekarang muncul tren di masyarakat, orang-orang dengan sukarela memeriksakan DNA
mereka ke perusahaan swasta, misalnya untuk sekadar tahu asal-usul nenek moyang atau

memetakan bakat anak sejak kecil.

Masalahnya, setelah tes selesai, data DNA yang sudah diarsip menjadi data itu tidak dihapus.
Data DNA dapat dikumpulkan dalam jumlah besar oleh perusahaan, lalu dijual atau
dikerjasamakan dengan pabrik obat (farmasi), dan perusahaan teknologi luar negeri untuk bahan
penelitian sains dan pembuatan obat dengan nilai keuntungan mencapai miliaran rupiah.

Kasus paling masif dan menjadi sorotan internasional adalah perusahaan tes DNA komersial
asal Amerika Serikat, 23andMe. Perusahaan ini mengumpulkan jutaan data profil genetik/silsilah
individu melalui layanan tes DNA rumahan yang populer.' Ketika 23andMe menghadapi krisis
finansial dan mengajukan kebangkrutan, basis data genetik berisi jutaan informasi biologis milik
pengguna sempat terancam dilelang atau dijual kepada pihak ketiga (seperti perusahaan farmasi
atau investor komersial) untuk melunasi utang perusahaan. Hal ini memicu kecaman keras dari
regulator global (seperti Federal Trade Commission/FTC di AS) karena data paling privat milik
manusia diperlakukan layaknya aset komersial biasa.”

Sebelumnya, sistem 23andMe juga pernah mengalami pembobolan keamanan (eksploitasi
kredensial) yang membocorkan data jutaan profil DNA, silsilah keluarga, serta laporan kesehatan
pengguna ke tangan peretas (hacker), yang berujung pada investigasi gabungan internasional dan
sanksi denda besar oleh otoritas pelindungan data global.’

Meskipun belum ada skandal komersialisasi massal tes DNA komersial seperti di Barat,
ancaman nyata di Indonesia berpusat pada minimnya literasi privasi genetik masyarakat saat
mengikuti cek kesehatan gratis, riset biomedis komersial berkedok kerja sama internasional, atau
pengumpulan sampel spesimen medis tanpa pengawasan ketat yang melanggar koridor Undang-
Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP).

Dalam hukum Islam (figih), tubuh manusia itu mulia dan hukum asalnya tidak boleh
diperjualbelikan. Tetapi dalam kasus ini, yang diperjualbelikan bukan lagi daging atau darah secara

1 https:/ /ico.org.uk/about-the-ico/ media-centre / news-and-blogs /2025 /06 / 23andme-fined-for-
failing-to-protect-uk-users-genetic-data/. Diakses pada 27 Juli 2026, 23:22 WIB.

2 https:/ /id.investing.com/news/stock-market-news/ ftc-khawatir-penanganan-data-pribadi-
23andme-di-tengah-kebangkrutan-93CH-2749572. Diakses pada 27 Juli 2026, 23:22 WIB.

3 https:/ / www.tek.id/ tek/23andme-ungkap-kebocoran-69-juta-data-dna-ke-hacker-b2icg9rmM.
Diakses pada 27 Juli 2026, 23:18 WIB.
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fisik, melainkan data yang berisi informasi rahasia tubuh kita. Di sinilah para ulama perlu
memperjelas statusnya: apakah data rahasia tubuh boleh dikomersialkan atau tidak.

Selain itu, DNA kita tidak berdiri sendiri. DNA kita adalah cerminan cetak biru genetik
keluarga, dari DNA orang tua dan akan diwariskan ke anak cucu. Jadi, ketika seseorang setuju
untuk memberikan data DNA-nya ke pihak tertentu, dia secara tidak langsung juga membocorkan
rahasia keschatan seluruh anggota keluarga dan keturunannya. Jika data ini bocor, anak cucunya
bisa dirugikan, misalnya ditolak saat mendaftar asuransi kesehatan karena diketahui punya data
genetik yang bermasalah, seperti kemungkinan risiko terkena penyakit kanker, Alzheimer, dan

semisalnya.
B. Pertanyaan

1. Apakah data DNA yang diambil dari tubuh bisa dianggap sebagai hak milik pribadi yang sah
untuk diperjualbelikan, ataukah data itu tetap harus dijaga karena merupakan data rahasia
pribadi yang bersifat spesifik yang dilindungi sebagaimana dalam UU Nomor 27 Tahun 2022
tentang Pelindungan Data Pribadi Bab III Pasal 4?

2. Bolehkah sesecorang memberikan izin kepada pihak tertentu semisal korporasi komersial atau
platform tes DNA, padahal data DNA juga berisi informasi spesifik keluarga dan keturunannya
yang bisa berdampak buruk pada masa depan nanti?

C. Jawaban

1. Data DNA yang diambil dari tubuh merupakan hak privasi pemilik DNA yang tidak boleh
diperjualbelikan tanpa seizin pemiliknya, sebab penggunaan data DNA tanpa seizin pemiliknya
berpotensi merugikan pemiliknya seperti:
a. Digunakan instrumen penipuan yang merugikan pemilik data DNA, misalnya mendaftar

pinjol dan semisalnya atas nama pemilik data DNA;

b. Digunakan sebagai alat pencurian kekayaan pemilik DNA;
c. Disalahgunakan untuk menjatuhkan reputasi pemilik data DNA;
d. Dijadikan bahan untuk mengeksploitasi hak komersial pemilik data DNA.

Adapun mengkomersilkan data DNA, baik oleh pemilik data DNA maupun Korporasi atas izin
pemilik, hukumnya diperbolehkan melalui skema 7ag/ yad (alih kuasa) selama tidak merugikan
pihak lain yang masih memiliki keterkaitan dengan pemilik data DNA.

2. Idem
D. Referensi
Data DNA merupakan hak Privasi Pemilik DNA yang tidak boleh disebarluaskan
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MATERI 11
PENGGUNAAN NEURALINK CHIP PADA TUBUH MANUSIA

2. Penggunaan Neuralink Chip Pada Otak Manusia
A. Deskripsi Masalah

Seiring pesatnya perkembangan neuroteknologi, inovasi perangkat antarmuka otak-
komputer (Brain-Computer Interface/BCI) nirkabel kini telah diimplementasikan pada manusia.
Salah satu pelopor utamanya adalah Neuralink yang hingga Januari 2026 dilaporkan telah me-

nanamkan perangkat BCI pada 21 pasien manusia.
Brain Computer Interface (BCI)

Brain Computer Interface (BCI) adalah teknologi yang memungkinkan komunikasi lang-
sung antara otak manusia dan komputer atau perangkat elektronik. Tujuan utama BCI adalah
menangkap aktivitas neuron dari otak, kemudian menerjemahkannya menjadi perintah yang dapat

dipahami oleh komputer.
Klasifikasi BCI
Brain-Computer Interface atau BCI secara garis besar dibagi menjadi dua jenis.

1. Non-Invasive BCI, contohnya adalah EEG atau Electro encephalo graphy. Pada jenis ini, sensor
ditempatkan di luar kepala untuk menangkap sinyal listrik otak. Sinyal otak tersebut kemudian
diproses oleh komputer untuk menjadi sebuah perintah. Pada BCI non-invasif seperti EEG,

tidak diperlukan tindakan operasi karena sensor hanya dipasang di permukaan kepala.

2. Invasive BCI, contohnya adalah Neuralink Chip. Pada jenis ini, chip ditanamkan di dalam
otak melalui operasi untuk membaca sinyal neuron secara langsung. Chip tersebut dilengkapi
dengan benang elektroda yang sangat tipis. Pada Neuralink yang bersifat invasif, chip yang
sangat tipis ditempatkan langsung di area otak yang menjadi target, schingga mampu merekam
aktivitas neuron dengan resolusi yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan EEG. Sinyal ter-
sebut kemudian diproses menggunakan perangkat elektronik dan algoritma program komputer
untuk diterjemahkan menjadi perintah, misalnya untuk menggerakkan kursor komputer, me-

ngetik, atau mengendalikan perangkat lain hanya melalui aktivitas otak.

Karena sinyal direkam secara langsung dari jaringan otak, tingkat akurasi dan kecepatan
respons yang dihasilkan jauh lebih baik dibandingkan dengan BCI non-invasif. Namun, metode
ini memiliki tantangan yang lebih besar karena memerlukan prosedur bedah, memiliki risiko medis,
serta membutuhkan pengujian keamanan dan efektivitas jangka panjang sebelum dapat digunakan

secara luas.
Teknis Penempatan dan Pemasangan Neuralink

Menurut penjelasan dari BRIN, penempatan Neuralink di otak dapat dijelaskan dalam empat
poin:

1. Lokasi penempatan di otak. Target utama dari Neuralink adalah Area Motorik Primer atau M1,
yang berfungsi untuk membaca niat seseorang untuk bergerak. Di sekitar area tersebut terdapat
Area Premotor yang berfungsi untuk merencanakan gerakan, dan Area Somatosensorik yang
berfungsi menerima informasi sensorik dari tubuh. Secara anatomi, lokasinya berurutan dari

Premotor Cortex, Primary Motor Cortex (M1), hingga Somatosensory Cortex.
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2. Proses pemasangan Neuralink. Prosesnya melalui empat tahap. Tahap pertama, chip Neuralink
ditempatkan tepat di atas area motorik atau M1. Tahap kedua, elektroda yang sangat tipis yang
disebut Thread ditanam ke dalam korteks motorik. Tahap ketiga, chip tersebut mulai membaca
sinyal aktivitas neuron. Dan tahap keempat, sinyal tersebut dikirim secara nirkabel ke perangkat
eksternal di luar tubuh.

3. Area elektroda di korteks motorik. Jika dilihat dari tampak atas otak atau kedua hemisfer,
terdapat pembagian fungsi. M1 Kiri berfungsi untuk mengontrol gerakan sisi kanan tubuh,
sementara M1 Kanan mengontrol gerakan sisi kiri tubuh. Begitu juga terdapat Premotor Kiri
dan Premotor Kanan, serta Somatosensorik Kiri dan Kanan. Pada pembesaran area M1, terlihat
bahwa elektroda yang digunakan sangat tipis dalam ukuran mikrometer dan mampu membaca
aktivitas neuron secara individu.

4. Alur kerja Neuralink. Alurnya dimulai dari adanya aktivitas neuron di korteks motorik,
kemudian aktivitas tersebut ditangkap sebagai sinyal listrik oleh elektroda, lalu sinyal tersebut
diproses oleh chip Neuralink, setelah itu sinyal dikirim secara nirkabel melalui bluetooth,
kemudian komputer atau Al menerjemahkannya menjadi sebuah perintah, dan akhirnya
perintah tersebut digunakan untuk mengendalikan perangkat eksternal seperti komputer atau
lengan robotik.

Cara Kerja BCI dan Neuralink

Secara definisi, BCI atau Brain-Computer Interface adalah teknologi yang menerjemahkan
sinyal listrik dari otak menjadi perintah bagi perangkat luar, seperti kursor komputer, lengan

robotik, atau sintesis suara, tanpa harus melalui jalur saraf dan otot.

Adapun perangkat Neuralink yang disebut Implan N1, bentuknya adalah cakram seukuran
koin yang akan menggantikan sepotong kecil tulang tengkorak. Perangkat ini memiliki 64 benang
elektroda yang ukurannya lebih tipis dari rambut manusia. Pemasangannya dilakukan di korteks
motorik melalui robot bedah khusus. Sifatnya nirkabel dan dapat diisi ulang dayanya. Versi yang
diujikan pada manusia saat ini menggunakan 1.024 elektroda yang terbagi dalam 64 benang
tersebut.

Sebagai data pendukung, perlu diketahui bahwa jumlah sel saraf di otak manusia itu men-
capai 86 miliar sel. Sementara elektroda yang ada pada implan N1 saat ini berjumlah 1.024 elektro-
da. Hingga bulan Januari tahun 2026, peserta uji klinisnya berjumlah 21 orang, dengan total jam
pemakaian yang terkumulasi sudah lebih dari 15.000 jam.

Klasifikasi Tiga Kluster Penggunaan BCI

Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) membagi penggunaan teknologi Brain-Computer
Interface (BCI) atau implan otak ke dalam tiga kluster besar, untuk membedakan mana yang sudah
nyata, mana yang sudah mapan, dan mana yang masih wacana.

1. Kluster Pertama adalah Kluster Medis / Restoratif

Ini adalah teknologi nyata yang sedang berjalan saat ini. Contohnya adalah Neuralink dengan
implan N1, Synchron dengan Stentrode, dan BrainGate dari konsorsium riset akademik.
Statusnya saat ini masih dalam tahap uji klinis berjalan, diperuntukkan bagi pasien lumpuh
berat dan penderita ALS. Hingga hari ini belum ada satu pun yang disetujui untuk pasar penuh.

Secara umum, fungsi dari teknologi ini adalah untuk memulihkan fungsi mobilitas dan
komunikasi pasien dengan kondisi medis berat yang kehilangan kendali atas tubuhnya, seperti
kelumpuhan atau paraplegia, amputasi untuk mengontrol lengan bionik, dan ALS non-verbal
yang tidak bisa bicara.
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Perlu dicatat bahwa izin Neuralink dari FDA diberikan pada September 2023 khusus untuk
pasien dengan kondisi berat seperti kelumpuhan dan ALS, bukan untuk penggunaan pada orang
yang schat. Seluruh uji klinis Neuralink pada manusia berada pada kategori restoratif bagi
penyandang disabilitas berat. Per Januari 2026, implan tersebut sudah digunakan oleh 21 orang.

Riset terkait yang sedang berjalan adalah PRIME Study dengan kode NCT06429735 untuk
kendali kursor, CONVOY Study dengan kode NCT06710626, dan VOICE untuk pemulihan
bicara. Prinsip utama yang dipegang adalah manfaat harus lebih besar untuk pasien daripada
risikonya, atau risk-benefit ratio. Selain Neuralink, Synchron juga mengembangkan Stentrode,
yaitu BCI yang dipasang melalui pembuluh darah memakai kateter, sementara BrainGate
dikembangkan oleh Brown University dan Massachusetts General Hospital.

2. Kluster Kedua adalah Kluster Preventif / Psikiatris

Teknologi pada kluster ini sudah ada, tetapi menggunakan perangkat yang berbeda, bukan
Neuralink. Contohnya adalah NeuroPace RNS System untuk epilepsi, serta DBS atau Deep
Brain Stimulation untuk Parkinson yang sudah disetujui FDA sejak tahun 1997, dan DBS
untuk OCD berat yang disetujui FDA tahun 2009. Statusnya sudah disetujui FDA. Perlu
ditegaskan bahwa ini bukan Neuralink, melainkan perangkat terpisah yang sudah mapan
penggunaannya di dunia medis.

3. Kluster Ketiga adalah Kluster Augmentatif / Transhumanis

Kluster ini masih bersifat spekulatif, tanpa bukti klinis. Yang dibayangkan adalah manusia
memiliki daya ingat super, penyatuan otak dengan Al, dan augmentasi kognisi bagi manusia
yang schat. Statusnya masih spekulatif. Tidak ada satu pun produk yang disetujui, ini baru
wacana industri, bukan realitas yang terbukti.

Kluster ketiga ini merupakan teknologi implan otak oleh manusia yang schat dengan tujuan
untuk meningkatkan kapasitas kognitif melampaui batas normal, yang dalam istilahnya disebut
sebagai transhumanisme. Namun perlu ditegaskan, klaim-klaim tentang adanya daya ingat super,
percepatan pemrosesan otak, hingga penyatuan otak manusia dengan kecerdasan buatan untuk
manusia sehat, itu semua tidak memiliki bukti ilmiah dan tidak pernah diujikan secara klinis.

Maka, augmentasi kognitif melalui implan otak pada manusia schat adalah sesuatu yang
masih bersifat spekulatif, belum terbukti, dan lebih merupakan wacana industri, bukan realitas
klinis yang terbuki.

Apa yang Bisa dan Tidak Bisa Didekode dari Otak?

Dalam teknologi Brain-Computer Interface atau BCI, harus dibedakan antara yang didekode
dan yang tidak didekode. Yang didekode oleh BCI adalah Niat Gerak Motorik. Yaitu rencana gerak
fisik yang berasal dari korteks motorik, berupa pola aktivasi neuron saat seseorang membayangkan
sedang bergerak, dan perintah motorik tersebut tetap bisa dibaca meskipun tubuh dalam keadaan

lumpuh.
Berbeda dengan itu, yang tidak bisa didekode adalah Isi Pikiran dan Niat Moral. Seperti ke-

yakinan, aqidah, dan batin seseorang, niat moral, emosi, atau isi percakapan, serta pikiran, memori,
atau hasrat yang tersembunyi.

Relevansinya untuk masalah taklif, BCI itu hanya mendekode rencana gerak fisik dari korteks
motorik, bukan keyakinan batin atau niat moral seseorang. Bahkan akurasi dekode itu pun masih
terbatas, yaitu sekitar 80% untuk dua jari dan sekitar 60% untuk tiga jari, sebagaimana dilaporkan
dalam Nature Communications tahun 2025. Sehingga, membaca pikiran dalam arti membaca niat
batin bukanlah kemampuan yang tersedia saat ini.
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Kesimpulan

Dari ketiga kluster penggunaan BCI dapat disimpulkan sebagai berikut: kluster pertama
yang untuk pengobatan lumpuh masih uji coba, kluster kedua yang untuk Parkinson dan epilepsi
sudah mapan tapi beda alat (bukan Newuralink Chip), sementara kluster ketiga yang untuk membuat

manusia sehat menjadi super cerdas masih sekadar wacana®.
B. Pertanyaan

1. Bagaimana hukum menanamkan chip ke dalam jaringan otak manusia (Newralink Chip) dalam
jenis Kluster Medis/Restoratif?

2. Bagaimana hukum menanamkan chip ke dalam jaringan otak manusia dalam Kluster
Augmentatif/Transhumanis?

3. Chip tesebut bisa membaca sinyal otak saat seseorang yang baru berniat atau baru berpikir mau
melakukan sesuatu, lalu datanya diproses oleh kecerdasan buatan (AI) dari luar. Sejauh mana
orang tersebut tetap dianggap mandiri secara akal dan bertanggung jawab penuh di hadapan
Allah (terkena hukum dosa/pahala) atas perbuatannya, jika pikirannya sudah dipengaruhi atau
dibantu oleh algoritma komputer?

C. Jawaban

1. Hukum menanamkan chip ke dalam jaringan otak manusia dalam jenis Kluster Medis/ Resto-
ratif ialah diperbolehkan karena masih dalam cakupan konsep tadawi yang disyariatkan, dengan
syarat:

a. Terdapat hajat atau darurat yang diakui syariat, seperti mengembalikan fungsi anggota tubuh
yang hilang sebagaimana konsep tadawi itu sendiri;

b. Tingkat keselamatan dan keberhasilan pemasangan chip lebih besar daripada resikonya;

c. Efektifitas keberhasilannya dinilai dan dilakukan oleh tenaga medis yang kompeten;

d. Tidak terdapat alternatif pengobatan lain yang tidak melibatkan tindakan pembedahan.

2. Hukum menanamkan chip ke dalam jaringan otak manusia dalam Kluster Augmentatif/ Trans-
humanis tidak diperbolehkan karena kluster ini (peningkatan kapasitas kognitif otak) bukan
sebagai pengobatan schingga tidak termasuk Aajar yang melegalkan tindakan pem-bedahan
(jarh).

D. Referensi
Neuralink Kluster Medis
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Penggunaan Neuralink tidak menghilangkan status seseorang sebagai mukallaf, sechingga ia
tetap memikul tanggung jawab syar'i atas setiap perbuatannya. Sebab, teknologi Neura-link
yang ada saat ini hanya berfungsi menangkap dan menerjemahkan sinyal motorik otak, bukan
menghilangkan akal, merampas kehendak (iradah), ataupun memaksa seseorang untuk
melakukan suatu perbuatan. Oleh karena itu, selama pengguna masih memiliki kesadaran,
kemampuan memahami (idrak), dan kebebasan memilih (ikhtiyar), maka taklif syariat tetap
berlaku baginya.
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MATERI 111
HUKUM BITCOIN

. HUKUM BITCOIN
. Deskripsi Masalah

Aset Kripto adalah representasi digital dari nilai yang dapat disimpan dan ditransfer
menggunakan teknologi buku besar terdistribusi seperti blockchain, yang berfungsi untuk
memverifikasi transaksi serta memastikan keamanan dan validitas informasi yang tersimpan.
Aset kripto ini terbagi menjadi dua jenis.

Pertama, Aset Kripto Terdukung (Backed Crypto Asset), yaitu aset kripto yang nilainya
didukung atau diikat (pegged) dengan aset dunia nyata, biasanya mata uang. Contohnya adalah
USDT yang memiliki nilai 1:1 dengan USD, dan Astwrix. Jenis ini dapat dipertimbangkan sebagai
aset kripto yang sesuai dengan prinsip syariah. Kedua, Aset Kripto Tidak Terdukung (Unbacked
Crypto Asset), yaitu aset kripto yang tidak didukung atau tidak memiliki underlying aset lainnya
dan biasanya berdasarkan proyek tertentu. Sehingga nilainya murni berdasarkan supply dan demand
pasar. Contohnya adalah Bitcoin (BTC) dan Ethereum (ETH).

Secara hukum, alat pembayaran yang sah adalah uang, sesuai Pasal 1 angka 2 Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (UU Mata Uang). Bahkan, berdasarkan Pasal
21 UU Mata Uang, rupiah sebagai mata uang wajib digunakan dalam setiap transaksi pembayaran.
Penggunaan Kripto di Indonesia dianggap sah secara hukum, bukan sebagai alat pembayaran yang
sah, tetapi sebatas sebagai komoditi saja. Artinya, cryptocurrency baru dapat diperjualbelikan
sebagai aset berjangka sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99
Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto
(Crypto Asset). Hal ini menunjukkan bahwa cryptocurrency dapat digolongkan sebagai hak (benda

tidak berwujud) karena dapat dikuasai.”

Berdasarkan UU No. 4 Tahun 2026 P2SK, regulasi kripto di Indonesia kini diatur lebih ketat
oleh OJK dengan ekosistem yang terdiri dari Bursa Aset Kripto, Lembaga Kliring, Kustodian, dan
Pedagang.

Untuk Bursa Aset Kripto, aturannya harus didirikan minimal oleh 11 perseroan terbatas,
mayoritas PT merupakan PAKD, dan kepemilikan saham oleh setiap pemegang saham maksimal
20% dari modal disetor. Sedangkan Lembaga Kliring wajib memiliki sistem untuk penerapan
identitas tunggal bagi para konsumen aset kripto, serta memiliki rekening terpisah yang digunakan
khusus untuk penempatan seluruh dana konsumen terkait perdagangan aset kripto. Untuk
Kustodian, ditetapkan bahwa kustodian aset kripto terpusat harus berlisensi. Sementara untuk
Pedagang, dapat menerima konsumen baik dalam bentuk orang persecorangan maupun non-
perseorangan.

Ada tiga ketentuan utama yang ditegaskan:

1. Seluruh aktivitas kripto wajib ditransaksikan melalui dan/atau dilaporkan kepada bursa aset

kripto.

2. Praktik insider trading dan manipulasi harga kripto dilarang secara tegas.

> Materi Otoritas Jasa Keuangan.

6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

7 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Umum
Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (Crypto Asset).

Kamis — Senin, 27 — 31 Agustus 2026
Di PP Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang Jawa Timur

28



PENGURUS BESAR NAHDLATUL ULAMA

3. OJK berwenang untuk membekukan atau memblokir transaksi kripto.

Jika melanggar, ada Sanksi Pidana Pasal 304A, yaitu: penyelenggara yang beroperasi tanpa
izin OJK diancam 10 tahun penjara, pelanggaran terhadap kerahasiaan data konsumen diancam 5
tahun penjara, dan pelaku insider trading atau manipulasi pasar juga diancam 5 tahun penjara.

Otoritas Jasa Keuangan memaparkan per Juni 2026 jumlah akun Kripto Warga Negara
Indonesia adalah 22.649.770, sejumlah 41.507 warg asing, dan 943 badan usaha. Pada Juni 2026,
nilai transaksi aset Kripto sebesar Rp 28,58 triliun. Angka ini meningkat sebesar 24,2 %
dibandingkan dengan bulan sebelumnya.

Perkembangan aset kripto yang dapat diperdagangkan secara legal di Indonesia menunjukkan
dinamika yang cukup signifikan dalam tiga tahun terakhir. Pada tahun 2024, jumlah aset kripto
yang terdaftar hanya sebanyak 545 koin. Memasuki tahun 2025, terjadi lonjakan yang sangat besar
menjadi 1.301 koin. Kenaikan hampir 2,5 kali lipat ini seiring dengan peralihan pengawasan dari
Bappebti ke OJK dan pelonggaran aturan whitelist koin. Namun pada tahun 2026, jumlah tersebut
mengalami penyesuaian menjadi 1.214 koin. Penurunan sebanyak 87 koin ini menandakan adanya
proses evaluasi dan delisting terhadap aset-aset yang dianggap tidak memenuhi standar keamanan
dan likuiditas.

Mayoritas aset yang diperdagangkan hingga saat ini masih didominasi oleh Aset Kripto Luar
Negeri, seperti Tether (USDT), Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Solana (SOL) dan Render Token.
Hal ini tercermin dari data transaksi bulan Juni, dimana 5 aset dengan nilai transaksi terbesar
semuanya adalah aset luar negeri. USDT menjadi yang paling dominan dengan nilai transaksi
mencapai Rp 7,47 Triliun, disusul Bitcoin sebesar Rp 2,53 Triliun. Di posisi selanjutnya ada HYPE
sebesar Rp 753 Miliar, Ethereum Rp 740 Miliar, dan Solana Rp 613 Miliar8.

Di antara semua jenis mata uang cryptocurrency, saat ini Bitcoin menjadi yang paling populer
di pasaran. Harganya sangat tinggi membuat banyak orang mulai tertarik untuk menekuni investasi
menggunakan Bitcoin. Saat ini harga 1 koin BTC di pasaran 1.175.525.000 (Update 27 Juli
2026).” Hal ini membuat Bitcoin sebagai cryptocurrency termahal hingga saat ini. Pada awal 2020,
popularitas cryptocurrency meningkat di banyak negara, termasuk Indonesia.

Berbeda dengan uang biasa yang dikontrol pemerintah, Bitcoin itu desentralisasi dan berjalan
di teknologi blockchain yang transparan dan aman. Salah satu yang bikin Bitcoin berharga adalah
jumlahnya yang terbatas, hanya 21 juta koin di dunia, sehingga harganya sangat dipengaruhi oleh
hukum kelangkaan. Karena itulah harganya sangat volatil, bisa naik dan turun drastis dalam
hitungan jam karena sentimen pasar dan ckonomi global. Meski risikonya tinggi, Bitcoin
menawarkan keunggulan besar: bisa digunakan untuk transaksi global lintas negara tanpa perantara
bank, prosesnya cepat, dan biayanya relatif lebih rendah.

. PERTANYAAN
1. Menurut fiqih, apakah Bitcoin memenuhi syarat sebagai ma/ dan alat tukar (zsaman)?
2. Apa hukum transaksi menggunakan Bitcoin?

. JAWABAN

1. Secara figih Bitcoin memenuhi syarat sebagai mal (harta) dan dapat dijadikan sebagai
tsaman (alat tukar).

2. Diperbolehkan selama tidak dilarang oleh negara dan membahayakan masyarakat.

8 Otoritas Jasa Keuangan.
% Ajaib.co.id
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Cryptocurrency tidak sama dengan uang fiat (fiat money), karena tidak diterbitkan oleh bank

sentral maupun otoritas moneter yang sah, serta tidak terdapat pihak yang menjamin nilai dan

keberlakuannya.
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1. Hukum bertransaksi menggunakan cryptocurrency tidak boleh karena termasuk
transaksi atas aset madum (mondial) yang mengandung gharar dan gimar
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MATERI IV
STANDARISASI KADAR EMAS DALAM NISAB ZAKAT MAL

4. Standarisasi Kadar Emas dalam Nisab Zakat Mal
A. Deskripsi Masalah

Dalam praktik pengelolaan zakat mal di Indonesia, muncul perbedaan pendapat mengenai
standar nisab yang digunakan sebagai acuan kewajiban zakat. Sebagian pihak menggunakan standar
emas murni (24 karat), sementara sebagian lainnya menggunakan standar emas 14 karat dengan
alasan menyesuaikan kondisi pasar dan kemudahan implementasi.

Penggunaan standar emas 14 karat menimbulkan persoalan karena nilai nisab menjadi lebih
rendah dibanding emas murni, schingga berpotensi mewajibkan zakat kepada masyarakat yang
secara ckonomi belum tergolong kaya. Kekhawatiran tersebut kian diperparah oleh potret riil sistem
penghitungan zakat profesi di Indonesia yang umumnya masih menerapkan penarikan pajak dari
pendapatan bruto. Dalam hal ini, persentase zakat langsung dipotong dari total gaji atau
honorarium yang diterima, tanpa terlebih dulu mengurangkan biaya kebutuhan pokok, cicilan

utang, serta biaya proteksi kelayakan hidup keluarga (hadul kifayah).

Akibatnya, muncul anomali sosial seorang muzakki secara nominal di atas kertas dianggap
telah dianggap mempunyai harta yang mencapai nisab, namun secara faktual di lapangan ia justru
terseok-seok untuk sekadar memenuhi kebutuhan primer sehari-hari.

Karenanya, diperlukan penjelasan hukum mengenai keabsahan penggunaan standar emas 14
karat dalam konteks pelaksanaan zakat mal di Indonesia.

B. Pertanyaan

Apakah penggunaan standar emas 14 karat dalam menentukan nisab zakat mal, termasuk
zakat tijaroh dan zakat profesi, dibenarkan menurut syariat?

C. Jawaban

Emas 14 karat mengandung emas murni sekitar 58,33%-62,49 %. Sisanya, sekitar 41,67%-
37,51%, berupa campuran logam lain seperti perak, tembaga, atau nikel. Menurut mazhab Syafi’i,
standar nisab zakat mal harus menggunakan emas murni. Emas campuran, meskipun kadar
emasnya lebih besar, tidak dapat dijadikan acuan nisab. Emas campuran dapat terkena kewajiban
zakat jika kadar murninya mencapai nisab. Dengan demikian, menggunakan emas 14 karat sebagai
standar nisab tidak dibenarkan dalam mazhab Syaft’i.

Adapun menurut mazhab Hanafi diperinci sebagai berikut:

1. Zakat mal berupa nugud yang nisabnya ditentukan berdasarkan emas diperbolehkan dihitung
menggunakan emas campuran apabila kadar emasnya lebih dominan, seperti emas 14 karat.

2. Dalam zakat #ijarah, madzhab Hanafi tidak membatasi penghitungan nisab hanya pada emas,
melainkan menggunakan standart nisab yang pertama kali tercapai dari salah satu emas dan
perak. Ketentuan ini berlaku juga untuk emas atau perak campuran yang kadarnya lebih
dominan dari campurannya, seperti 14 karat. Pada masa sekarang, nisab perak umumnya lebih
dahulu tercapai karena qimah nya jauh lebih rendah dari qimah emas. Dalam perkataan lain,
apabila qimah zakat #ijarah telah mencapai salah satu dari nisab emas atau perak campuran yang
lebih dominan kadarnya, maka wajib dikeluarkan zakatnya.

D. Referensi
Laalal) qisl) 413310 —a 4 g glisal) ddasi ]
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“Tidak ada kewajiban zakat dalam nuqud campuran, yaitu emas yang dicampur dengan semisal
perak dan perak dicampur dengan semisal tembaga, sampai kadar murni nuqud mencapai nisab.
Hal ini karena hadits al-Bukhari dan Muslim: “Tidak ada kewajiban zakat dalam perak yang di
bawah 5 wasaq.” Sebab itu, apabila kadar murni emas/ perak campuran mencapai nisab atau
muzakki memiliki emas/ perak murni yang menyempurnakan nisab, maka muzakki wajib
mengeluarkan kadar wajibnya emas/perak murni atau dari emaslperak campuran yang diketahui

mencapai kadar wajib zakat”. "'
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“Perak dan emas yang dominan (dari logam campuran) dibukumi seperti perak dan emas (murni).
Logam campuran yang lebibh dominan dari emas dan perak, maka ditaksir nilainya seperti harta
tijarah. Terjadi perbedaan pendapat dalam logam campuran yang sebanding dengan kadar
emas/perak. Menurut pendapat al-Mukbtar, wajib dizakati karena kebati-hatian. Demikian dalam
Fatawa Khaniyah. Karenanya, logam campuran tersebut tidak boleh dijual kecuali dengan cara
ditimbang. Adapun emas yang dicampur dengan perak, bila emas lebih dominan, maka dihukumi

emas. Jika tidak, maka jika emas atau perak mencapai nisabnya, maka wajib dizakati”."?

dalall (gl J\J 17 w2 C &.\Luali T SIEW 3

J}m@um\ Y elRa Aadl) 5 G R cmwuﬂs RRAE
Joal ool 3 3 L B3N G s o e el o35 1 Bl
\.Aj M\L@S@de\uy d‘.ﬁ .M&;)Al\}‘dASAS‘} Jé_’\.d\juy)l\j

FA\JJS\M\;u;J\&)J\j lASLAeA\JJS\ \AJ’L’CBMQE,J;}/' ;\L_a/
Adapun jika mata uang perak itu campuran, maka apabila unsur yang dominan adalah perak,
hukumnya sama wajib zakat; karena unsur campuran di dalamnya dianggap tenggelam dan musnah.
Demikianlah riwayat Al-Hasan dari Abu Hanifah bahwa zakat itu wajib pada dirham jiyad
(kualitas bagus), zuyuf (kualitas rendablrusak), nabharajab (yang tidak laku), mukublah (yang
dicampur dengan celak sehingga kebitaman), dan muzayyafah (palsu/berkurang nilainya). Imam
Abu Hanifah berkata: “Karena pada semua jenis tersebut, unsur yang dominan adalah perak, dan
segala sesuatu yang unsur peraknya dominan atas unsur campurannya, maka ia tercakup dalam
penyebutan nama "dirham" secara mutlak. Sementara syarviat menetapkan kewajiban zakat

berdasarkan namalsebutan dirham'”*2

1 Ibnu Hajar al-Haitami, Tuhfahul Muhtaj Hamisy Hasyiyah as-Syirwani, (Beirut, Darul Kutub al-‘llmiah: 2015),
juz IV, halaman 310.

2 Muhammad ‘Alauddin al-Hashkafi, ad-Durrul Mukhtar Hamisy Hasyiyah Raddil Muhtar, (Beirut: Darul Kutub
al-‘limiah: 2011), juz lll, halaman 230-231.

13 ‘Alauddin al-Kasani, Badai’ al-Shanai’, (Beirut: Darul Kutub al-‘limiyah: 1986), juz Il, halaman 17.
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An-Nasafi berkata: "Dan (hukum) dirham yang didominasi olebh perak adalah (tetap dianggap)
perak, tidak sebaliknya." Maksudnya, jika unsur yang dominan pada dirham adalah perak, maka
ia adalah perak. Namun, tidak berlaku sebaliknya—yakni jika unsur yang dominan adalah
campuran (ghisy), maka tidak dianggap sebagai perak, melainkan sebagai 'urudh (barang dagangan).

Mengapa demikian? Karena dirham secara lazim tidak pernah terlepas dari sedikit campuran,

namun terlepas dari campuran yang banyak. Karena itu, kami menetapkan dominasi (kadar lebih
dari 50%) sebagai batas pemisah, yakni apabila perak melebihi separub (dari total berat), dengan
mempertimbangkan hakikatr bendanya. Selanjutnya:

1.

2.

Jika perak dominan: maka wajib zakat secara mutlak, bagaimanapun bentuknya, karena statusnya

adalah perak.

Jika campuran yang dominan: maka perlu diperhatikan:

a. [ika diniatkan untuk dagang: maka nilainya diperhitungkan secara mutlak (sebagai barang
dagangan,).

b. Jika tidak diniatkan dagang: maka diperiksa kembali; jika perak di dalamnya dapat dimurnikan,
maka peraknya diperbitungkan dan wajib zakat jika mencapai nishab (sendiri atau digabung
dengan harta lain), karena zat perak tidak mensyaratkan niar dagang.

c. [ika perak tidak dapat dimurnikan: maka tidak ada kewajiban zakat apa pun, karena zat
peraknya dianggap telah "binasa" atau musnab, tidak bisa dimanfaatkan baik saat ini maupun
di masa depan. Yang tersisa hanyalah unsur campurannya, dan karena ia statusnya adalah 'wrudh
(barang komoditas), maka disyaratkan harus ada niat dagang. Hukumnya sama seperti pakaian
yang disepub dengan air emas.

Pertanyaan (i'tiradh): "Apa perbedaan antara perak yang kalah dominan (tapi bisa dimurnikan)

dengan unsur campuran yang kalah dominan, sehingga perak yang kalah dominan tetap dianggap perak,

sedangkan campuran yang kalah dominan justru "ditelan" (dianggap semua perak)?”

Jawaban: Perbedaannya adalah, pada perak yang kalah dominan, zat peraknya tetap ada secara
hakiki—saat ini tampak dari warnanya, dan di masa depan dapar diperoleh melalui peleburan.
Berbeda dengan campuran yang kalah dominan; ia tidak tampak saat ini dan tidak bisa dimurnikan
di masa depan (ia akan terbakar saat peleburan). Demikian pula ketentuan ini berlaku untuk emas

yang tercampur. Imam an-Nasafi tidak menyebutkan emas karena hukumnya sudah dipabami melalui
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penjelasan hukum perak yang tercampur.™
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"Jika penentuan nisab harta tijarah didasarkan pada taksiran nilai dengan emas atau perak, yaitu

bahwa nilai harta tijarah tersebur mencapai kadar nisab emas atau perak, maka pentaksiran nilai
harga harus dilakukan agar dapat diketahui nisabnya. Lalu, dengan apakah penilaian itu dilakukan?

Al-Quduri dalam syarabnya terbadap Mukhtasar al-Karkhi menyebutkan bahwa harta tijarah
ditaksir dengan mata wang dinar atau dirham yang paling menguntungkan (mustahiq zakat).
Sehingga apabila taksiran menggunakan dirham nilainya mencapai nisab, sedangkan dengan dinar
tidak mencapai nisab, maka pentaksiran dilakukan dengan alat ukur yang mencapai nisab (dalam
contoh ini Adalah dirham) ... Bagaimanapun juga, seharusnya pentaksiran nilai menggunakan mata
uang yang paling minimal masih layak disebut sebagai dirham atau dinar, yaitu mara wang yang

kandungan emas atau peraknya lebibh dominan (ketimbang unsur campurannya). ™

18 Utsman bin ‘Ali az-Zaila’i, Tabyinul Hagaid Syarhu Kanzid Daqaid, (Beirut: Darul Kutub al-‘limiyah, 2010),
juz Il, halaman 76-77.

15 Al-Kasani, Bada’i ash-Shanai fi Tartib asy-Syarai, (Beirut: Darul Kutub al-‘llmiyah, 1986), juz I, halaman
21.
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MATERI BAHTSUL MASAIL AL-MAUDHU'IYAH
MUKTAMAR KE-35 NAHDLATUL ULAMA
MATERI 1
KEBIJAKAN FISKAL NEGARA DALAM PERSPEKTIF ISLAM
A. Pola kebijakan fiskal negara dalam perspektif islam
Dalam MUNAS Nahdlatul Ulama di Hotel Sultan Jakarta tahun 2025, diputuskan bahwa
negara harus memprioritaskan penerimaan APBN non-pajak. Sehingga pemerintah wajib meng-
optimalkan badan usaha milik negara sebagai sumber pendapatan utamanya. Dan posisi pene-
rimaan pajak ditempatkan pada kondisi dimana keuangan negara tidak tercukupi oleh penerimaan

BUMN.

B. Dalam harta ada kewajiban lain selain zakat
Imam al-Mubarakfuri'® dalam kitab Tuhfarul Ahwadzi mengatakan bahwa kewajiban bagi
harta selain zakat diwujudkan dalam bentuk kontribusi membebaskan tawanan, memberi makan
orang kelaparan, dan pertolongan penyelamatan.

(B3 53 N BV PR P <)
wu@\wm\wmwﬂ\éﬁﬁ\dutjm\mqmje.‘.d\ (denu.idml_uh)éd)s
H) A L 5ok Tal e 355 Gka S gl 3l s 5 LA Tagall JA (480 paas 4355
Leash 5 ST e daal5 (5 588 53gh o i ) 5 Halind alada) 5 yuudl KK (33 (5 50 BT JU) 8

G le
Artinya : Selain zakat, ada kewajiban yang harus dilakukan untuk membebaskan tawanan, memberi
makan kepada orang yang kelaparan, memberikan pertolongan penyelamatan. Kewajiban ini diluar
kewajiban zakat karena adanya faktor kebutuban

C. Legalitas zakat dan pajak sebagi instrument fiskal negara
Berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP)

pembayaran pajak merupakan perwujudan sikap gotong-royong warga negara untuk bersama-sama
membiayai pengeluaran negara dan pembangunan nasional demi memberikan kesejahteraan dan
kemakmuran bagi seluruh masyarakat.

Allah SWT berfirman®’:
e@ﬂjmdwu“;cBPJJ’AJJ@UAJ\}“L’JU}MCP\A}CPMU\ )ﬂ\\.ﬁ\.}bﬂﬁ

v

Artinya: Mereka berkata: Wahai Dzulqurnain, sesunggubnya Yajuj dan Majuj adalah bangsa pem-
buat kerusakan di bumi. Bolehkah kami memberimu imbalan agar engkau membuatkan tembok peng-
halang antara kami dan mereka?

Menurut Imam Ahmad bin Yahya al-Maliki'®, ayat ini adalah menjadi dalil bahwa zakat dan
pajak yang dipungut pemerintah merupakan instrumen pokok dalam mengatasi berbagai persoalan
keuangan negara dalam misalkan dalam sektor keamanan. Menurut beliau, ada beberapa syarat
yang wajib dipenuhi dalam pemungutan pajak. Agar pajak memiliki konsep a/-‘adl dan al-Maslahat

u\)sx\uj\ujots)xuuguu\jgﬂumby_wuwax.us\ uxum\zu\ dm\z\ 5]

6 Abdul Rahman ibn Abdul Rahim al-Mubarakfuri, Tuhfah al-Ahwadzi Vol Il him 262

17 Al-QUr'an surat Al-Kahfi ayat 94
18 Ahmad bin Yahya bin Muhammad al-Wansyarisi al-Maliki, al-Mi’yar al_Mu’arrob, Vol X;him 127-138
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Artinya : Dalam pungutan pajak, tata kelolanya meliputi:
1. Kondisi keuangan negara tidak tercukupi oleh zakat dan sektor usaha lain
2. Pajak dipungut secara adil dan merata. Tidak boleh membebaskan pajak bagi sebagian
kelompok namun terlalu menekan pada kelompok lain
3. Pajak didistribusikan tepat sasaran dengan skala prioitas.
4. pembayar pajak tergolong mampu (al-aghniya), dan besaran pajak tidak memberatkan
rakyat
5. Diberlakukan secara temporal tidak bersifat permanen
Maka sebagai bentuk partisipasi rakyat bergotong-royong dalam membantu negara, Imam al-
Haramain®® berkata, negara manarik zakat dan boleh memungut pajak dengan syarat-syarat
seperti di atas.
. Integrasi zakat dan pajak menuju tax credit
Dalam konsep islam, ada sebuah kewajiban yang menjadi tanggung jawab negara, yakni
memungut zakat dan mengelolanya. Pungutan zakat ini diambil dari segmen masyarakat yang
mampu untuk kemudian didistribusikan kepada kaum fakir miskin. Nabi bersabda®

UAMUJ‘UJ\J.:QUJ@MUQ cdl;m\u.abJSJus MA.\S\LUA;\ d\ﬁ cm&\@a‘)uaﬁhd\bﬁ\
w;dnwdud‘.ﬂehjé\_\lc ‘Glsaﬁ\d)u_)u\m&\gm‘)whcuﬂuccw@\
((*\)ﬂ@d}je@hm\whyﬂdm?@c u\ ?@A&Ud}a\;\ u\ﬁ» 4..\:..1
Artinya: Jika mereka telah menerimamu maka informasikan kepada mereka, bahwa mereka
memiliki kewajiban zakat yang dipungut dari orang-orang yang kaya dan dikembalikan kepada
orang-orang yang fakir
Al-Qur’an menetapkan bahwa Zakat dialokasikan untuk pengentasan kemiskinan, pendidikan
keagamaan dan lainnya. Pada sisi lain, negara mengalokasikan anggaran belanja untuk pem-
bangunan infrastruktur, membangun sekolah dan fasilitas Kesehatan,penanggulangan kemiskinan,
bantuan sosial, pemberdayaan eckonomi, dan penanganan bencana. Ada ruang perjumpaan yang
sangat nyata. Dana zakat yang dikelola secara amanah adalah dana umat islam yang bekerja untuk
kepentingan bangsa. Maka bilamana dana zakat dan pajak dalam kebijakan fiskal bisa di-
integrasikan secara proporsional tentu secara signifikan akan menghapus beban ganda umat islam.
Keduanya memiliki kontribusi besar dalam mengurangi kemiskinan, memperkuat perlindungan
sosial, memberdayakan masyarakat, serta menghadirkan kesejahteraan yang lebih merata.
Sayangnya, hingga kini kebijakan yang berlaku masih menempatkan zakat hanya sebagai pengurang

19 Abu al-Ma’ali al-Juwaini, Ghiyats al-Umam, him 280
20 Muhammad ibn Idris al-Syaf’l, Musnad Al-Syafi’l, Vol 11 hlm 131
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penghasilan bruto dalam penghitungan penghasilan kena pajak. Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 114 Tahun 2025 telah mengatur bahwa zakat yang dibayarkan melalui badan atau lembaga
amil resmi dapat dikurangkan dari penghasilan bruto, bukan langsung dari pajak yang terutang.
Artinya, zakat baru diperlakukan sebagai tax deduction. Maka agar tidak menjadi beban ganda
umat perlu didorong agar zakat bisa diperlakukan sebagai tax credit.

Konsep integrasi zakat dan pajak dalam kebijakan fiskal ini tidaklah dipahami bahwa dengan
membayar zakat secara otomatis telah membayar pajak. Dua beban ini tetap berjalan pada relnya
masing-masing. Zakat sebagai kewajiban seorang muslim untuk melaksanakan rukun islam. Dan
pajak adalah kontribusi dan partisipasinya sebagai warga negara. Diperlukan perhitungan akumu-
latif unuk mengintegrasikan zakat dan pajak. Misalkan si fulan kewajiban akumulatifnya senilai 10
juta. Dengan membayar zakat mal sebesar 4 juta kepada LAZISNU, maka fulan tinggal membayar
6 juta sisanya dalam bentuk pajak.

. Prinsip-prinsip dasar dalam pajak berkeadilan dan bermaslahat
1. Prinsip al-Maslabat

Al-Syaikh Husein bin Ibrahim Al-Maghrabi al-Maliki menyatakan bahwa pungutan pajak di
atas didasarkan pada kaidah fiqih al-Maslahah al-mursalah. Beliau berkata® :

Jmudwuyude.&\}\ @\u)ﬂ\m}ﬁ\cumd@@@sﬂm@m d\a(d.m.‘\)
u)mj\};d}umm).d\ muautsjmu@kmu)@\ RSN Gkh)ﬂ\sa;ﬂ\
C_\.uﬂcﬁ_, wu\éwehﬂ\u;dw\wmeybbjwmw\_\l\ujr_c\)aj\

‘d....;)d\ CJ\.@A\UAM\QJ;C\);J\u.dayduzjjl\uhs‘_g.@lw\
Artinya : Hukum pungutan pajak kepada orang-orang muslim didasarkan pada kaidah figih
al-maslahah al-mursalah. Dan menurut kami (madzhab malikiyyah) tidak diragukan hukum
bolehnya.

2. Pajak haram diterapkan kepada rakyat miskin

Pajak adalah solusi dari persoalan keuangan negara yang berdasar pada prinsip al-maslahab.
Artinya, pajak diterapkan pada segmen rakyat yang telah mencapai taraf al-ghaniy (ber-
kecukupan). Dan batasan kaya yang ideal dalam perspektif islam Adalah satu nishab emas (85
gram emas). Maka bilamana seseorang telah menerima gaji setahun senilai 85 gram emas maka
baru bisa dipungut pajak. Hukumnya haram bilamana pajak dipungut dari segmen masyarakat
yang tidak mampu (#/-Fagir). Imam ‘Izzuddin bin ‘Abdis Salam berkata®
[pe) 55 8Y 50 caiial L Jiad]
mms\j))mﬂ \;Jam@ﬂ@‘ay\ﬁmu&w\wuﬁqu 355 B9 5 Lasaty
M‘_A\ L;Jj.\u\ \)ﬂ C-La\)ﬂujc DJM\CACM\‘_“JQ a&h\)m.\ﬁ.t\ﬁj cdu)j\j@.\ﬂhl;j
cgq.u.u
Artinya : Para pemimpin negara dan perangkatnya harus merumuskan kebiijakan yang terbaik
untuk rakyatnya. Demi menghindarkan kondisi bahaya dan kerusuhan. Serta untuk menggapai
kemanfaatan dan kesejahteraan. Dan kebijakan ini haruslah yang terbaik. Bukan sekedar baik saja.
Pajak hanya boleh diterapkan pada sektor produktif yang profitable seperti sektor pertanian, per-
tambangan, jasa transortasi. Bukan pada sektor non profit seperti pendidikan, area keagamaan
(masjid dan musholla). Regulasi pajak model semacam ini adalah sebagai bentuk partisipasi para
al-aghniya’ dalam pembangunan negara. Imam Al-Syatibi*> mengatakan:

21 Husein bin Ibrahim al-Maliki Al-Maghrobi, Qurrotul ‘Ain, him 332
2 Kitab Qowaidul Ahkam fi Masholih Anam, Izzuddin bin ‘Abdis Salam, Juz 2 Hal 89, Maktabah Syamilah
23 Abu Ishagq Ibrahim ibn Musa al-Syathibi, Al-I'tishom, Vol I, him 169
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[%;ui\ Yo sVl e JeY1 ik )
c..n.ud\ AL dlan s AR 0 580 a8 D) 15 s W) G55 13 1) a8
ujayu\ NEYS B \J\-e\..o)ds ?@_\SS.\YLAGJ\ A.\;j\ u\a\.;;us.a)\jdbd\t_mb} c)UaSY\
dhu.dayuﬁ)la.d\d\ ‘dl.d\a_u.adl..o)g_ia.\u\u‘i\‘dlal\‘:ﬁ?@m&o\}u;hm‘!\‘;s
M@JJJ} c&_ajhl\ U.u\;.a\ (‘;\)mw\_d\ umday)us cdh_).u: 3l Jw\ju)\aj\uir_
&Lm‘)[u.djwuc \Amd.mds.uelbub }As.d\uaﬂ\dm}hbum.ﬁ‘ﬁa_uu).usw
(‘J)lﬂ\_ﬂﬁ Gﬁ&mw\ﬁj‘} ‘LSJ;\MM\UU GI_ULAJCJ)\AJ(‘LGJLAJ‘EJLAMQ_LUJ\A

_)lASS\ iy At Uiy &ijlias ‘eug\ 45.}\» ulL.geUa:J\ &l e\.n:)_” du.q
Artinya: Bab pungutan pajak kepada orang-orang kaya dalam kondisi al-hajat. Di saat situasi
negara membutubkan anggaran penguatan keamanan dan menjaga stabilitas negara. Sementara
kondisi keuwangan negara belum bisa memenubinya, maka pemerintah bisa menerapkan pungutan
pajak kepada orang-orang yang mampu di berbagai sektor, misalkan sektor pertanian, perkebunan
dan lainnya. Pungutan pajak ini harus hati-hati dan proporsional. Tidak boleh hanya dibebankan
kepada sebagian rakyat. Dan dipungut dalam prosentase yang kecil. Hal ini agar tidak menimbulkan
kegaduhan Masyarakat. Konsep pajak tersebut berlandaskan kemaslahatan. Dan bilamana
pemerintah tidak memungut pajak maka akan bisa runtub kedaulatan nagaranya dan akan bisa
ditaklukkan oleh negara lain
Prinsip al-“Adl
Dalam prinsip a/-"Ad/ ini, regulasi pajak harus mematuhi tata kelola internal yang transparan.
Maksudnya, setiap uang pajak yang diterima akan dikelola secara amanah dan disalurkan pada
sektor yang membutuhkan. Setiap bentuk korupsi dana pajak dan penyelewengan APBN adalah
kejahatan yang wajib diberikan sangsi berat. Dan pemerintah wajib menjaga dana pajak ini agar
tersalurkan dengan optimal dan terserap dengan baik. Pemborosan anggaran negara merupakan
bentuk khianat pada amanah yang telah diterima. Prinsip a/- Ad/ mewajibkan pemerintah untuk

berhati-hati dalam pengelolaan. Imam al-Nawawi mengutip penjelasan dari Imam al-Qodli
‘Iyadl. Beliau berkata :

»ﬁi@&é\s&:&\ 5308 Gl Cpaaliadll (i Gy e 3 (5 e ) Aas ) (e i) 08
) oalsmemueh‘ulc Sl Lad HA \m»mj\ e@q@?@ﬂmdmj*lcab)m\j
uﬂ\jeg.u\ylas;uedc A Luﬁhslhu\jm»h\jﬁ_quw‘)hu?@mﬁw
d).ij\ e@ﬁjs;c_umq}\amdjhdm‘ }\@Mwﬁj\@&\dd\adymdﬁ\{_ﬂ:
dc&\‘;mudﬂjemm‘db&mc Jssee_\&ddaj\a‘).\ud‘).a‘j\eh}lc aJA\AAJr‘;@_iJPMLA;

(J;;\A,UUA_AJ\U:; aqa_ml\m}d\ }hﬁ\wdhu\éselm}
Artinya : Al-Qodli “Iyadl berkata: makna hadits tersebut memberikan peringatan kepada orang-
orang yang diberikan amanah jabatan memimpin rakyat. agar menjalankan amanahnya dengan
baik, mengedepankan prinsip kemaslabatan dunia dan akhbiratr dalam setiap regulasinya. Maka
pemimpin ini bisa dikategorikan telah melakukan penipuan atas rakyatnya manakala telah
berkhianat atas amanah yang diterimanya, tidak menjalankan tugas dengan baik, menerlantarkan
kewajibannya, tidak menegakkan supremasi hukum, tidak memberikan hak-hak rakyatnya, tidak
menerapkan prinsip keadilan kepada rakyatnya. Dan semua ini termasuk dosa besar yang bisa
menjaubkan dari surga.

50

2 Imam Muhyiddin Yahya bin Syaraf al-Nawawi. Kitab Syarah Muslim juz 2 hal 166 (Maktabah Syamilah)
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4. Prinsip al-rifq
Dalam sebuah hadits shahih, Nabi Muhammad SAW memperingatkan agar para pemimpin

negara memberikan kemudahan kepada rakyat dan tidak memberikan beban berat kepada
mereka. Nabi bersabda® :

o ol 5 o 3 el BB cpgile (528 G5 LAl (e 0 5 B el S8 5 3 15k
A (38 W cag (38 8 Lud dal al

Artinya : Nabi Mubammad SAW bersabda: Ketika beliau di rumabku (Sayidah ‘Aisyah) : Ya Allah,
barangsiapa dari pemimpin rakyat yang memberatkan rakyatnya maka timpakanlah berat (siksa)
padanya. Dan barangsiapa dari pemimpin rakyat yang memberikan kemudahan kepada rakyatnya,
maka berilah kasih sayang (surga) kepadanya.

Pungutan pajak di hampir semua sektor adalah bentuk tindakan semena-mena kepada rakyat..
Imam al-Nawawi mengatakan bahwa hukumnya haram bagi pemimpin negara untuk mem-
beratkan rakyatnya. Beliau berkata® :

o 38 Ol e sl alae 5 Gl e dsiall el 5 U Al (e 13
Artinya : hadits shahib ini (yang diriwayatkan sayyidah ‘Aisyah) adalah larangan paling keras bagi
pemimpin agar tidak memberatkan beban rakyatnya. Dan sangat mendorong agar pemimpin untuk
meringankan beban (belas kasihan) rakyatnya.

25 Al-Imam Muslim bin Haijjaj al-Naisaburi. Kitab Shahih Muslim juz 3 hal 1458 (Maktabah Syamilah)
% [mam Muhyiddin Yahya bin Syaraf al-Nawawi. Kitab Syarah Muslim juz 12 hal 213 (Maktabah Syamilah)

Kamis — Senin, 27 — 31 Agustus 2026
Di PP Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang Jawa Timur

51



HIMPUNAN MATERI MUKTAMAR KE-35

MATERI I1
KONSEP I'ADATUN NAZHOR
METODOLOGI DAN PROSEDUR ’ADAH AN-NADZAR

. DESKRIPSI MASALAH

Dalam Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama (Perkum) terbaru nomor 7 tahun 2024,
telah ditegaskan bahwa hasil-hasil keputusan Bahtsul Masail yang ditetapkan pada forum Munas
maupun Muktamar dimungkinkan untuk dilakukan i’adah an-nadzar (peninjauan ulang). Ketentu-
an ini menunjukkan bahwa keputusan-keputusan yang pernah ditetapkan bukanlah sesuatu yang
tertutup untuk dikaji kembali apabila ditemukan pertimbangan baru yang lebih kuat, perubahan
realitas sosial yang signifikan, atau perkembangan metodologi istinbath yang lebih memadai.

Namun demikian, dibukanya ruang i’adah an-nadzar menimbulkan pertanyaan metodologis
yang sangat penting. Sebab, tanpa metodologi yang disepakati bersama, proses peninjauan ulang
berpotensi melahirkan perbedaan standar, subjektivitas, bahkan ketidakpastian dalam tradisi
pengambilan hukum di lingkungan Nahdlatul Ulama.

Sebagaimana NU telah memiliki prosedur yang relatif jelas dalam istinbath hukum untuk
kasus-kasus terbarukan, baik melalui pendekatan qauli, ilhagi, maupun manhaji, maka diperlukan
pula rumusan metodologi yang jelas mengenai bagaimana suatu keputusan Munas atau Muktamar
dapat ditinjau ulang. Apakah iudah an-nadzar dilakukan dengan pendekatan yang sama
sebagaimana istinbath hukum sebelumnya? Apakah cukup dengan menemukan qaul yang lebih
rajih? Apakah harus melalui pendekatan maqashid syariah dan kemaslahatan? Ataukah diperlukan
syarat-syarat tertentu agar stabilitas keputusan organisasi tetap terjaga? Untuk mejawabnya
diperlukan kerangka metodologis yang dapat dijadikan pedoman bersama dalam pelaksanaan
i'adah an-nadzar terhadap keputusan-keputusan NU.

. PERTANYAAN

1. Siapa yang berhak mengajukan permohonan i'adah an-nadzar terhadap suatu keputusan, siapa
yang berotoritas menilai kelayakannya untuk ditinjau ulang, serta bagaimana mekanisme dan
kriteria yang digunakan dalam proses pengujiannya?

3. Metodologi apakah yang perlu disepakati sebagai pedoman dan proses pelaksanaan iadah an-
nadzar di lingkungan Nahdlatul Ulama?

4. Bagaimana kedudukan hukum hasil i'adah an-nadzar terhadap hukum sebelumnya? Apakah ia
berfungsi membatalkan dan menggantikan keputusan terdahulu, menghadirkan alternacif
hukum baru yang setara, atau sekadar menyempurnakan dan mereinterpretasikan keputusan
yang telah ada?

. JAWABAN

1. SUBJEK DAN FORUM

Dalam Praturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama nomor 7 tahun 2024 dijelaskan bahwa yang
berhak mengajukan /'adah an-nadzar atas keputusan MUNAS ataupun muktamar sebelumnya
adalah Pengurus Besar Syuriyah Nahdlatul Ulama (pasal 3 huruf f). Adapun yang berhak
membahas adalah forum Munas dan Muktamar. Adapun mekanismenya adalah, keputusan
munas bisa ditinjau ulang pada forum munas yang lain. Begitupun keputusan muktamar dapat
ditinjau ulang pada muktamar lainnya.
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2. METODOLOGI DAN PROSEDUR
A. PENDAHULUAN

Salah satu karakter fundamental syariat Islam adalah keberlakuannya yang bersifat universal
dan abadi. Syariat tidak diturunkan untuk menjawab persoalan suatu generasi tertentu,
melainkan sebagai petunjuk bagi seluruh umat manusia hingga datangnya hari kiamat.
Karena itu, keberlangsungan syariat sepanjang masa merupakan bagian dari kesempurnaan
risalah Islam.

Imam az-Zarkasyi dalam a/-Bahr al-Muhith menegaskan:
S gladly 5l alshs O3 5 i g5 U el KA 08 Al o3 ) 466 g 5 Asa] Al
/ AaLal o5 ) 230 588 sy
"Masalah: hukum-hukum syariat tetap berlaku hingga hari kiamat. Setiap hukum yang
ditetapkan berdasarkan firman Allah, sabda Rasulullah, ijma’, maupun qiyas, maka hukum
tersebut berlaku terus hingga hari kiamat."”
Pernyataan ini menunjukkan bahwa syariat Islam memiliki sifat a/-dawam (keberlangsungan)
yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Akan tetapi, keabadian syariat tidak berarti bahwa
seluruh bentuk penerapannya terhadap realitas sosial bersifat statis. Justru karena syariat
dimaksudkan untuk berlaku sepanjang zaman, maka ia harus senantiasa mampu berdialog
dengan perubahan kehidupan manusia yang terus berlangsung.

Dalam konteks inilah Imam az-Zarkasyi mengutip pernyataan Sultanul Ulama, Imam al-'Tzz

ibn 'Abd al-Salam:
Al Lo A o ey 8 B (il &
"Pada setiap zaman akan labir ketentuan-ketentuan hukum yang sesuai dengan keadaan

manusia pada zamannya. '

Namun, perubahan tersebut bukanlah perubahan terhadap syariat itu sendiri, melainkan
perubahan dalam penerapan syariat terhadap realitas yang berubah. Karena itu Imam az-
Zarkasyi memberikan batasan yang sangat penting:

Aad 5 shall AL O gl G 5 AR &) 105 e
"Kita tidak mengatakan bahwa hukum berubah karena perubaban zaman, melainkan karena

berubahnya bentuk dan karakter peristiwa yang baru muncul.’”

Rumusan ini memberikan fondasi metodologis yang sangat penting. Yang berubah bukanlah
syariat, tetapi objek penerapan syariat (b)), realitas sosial, adat kebiasaan, perkembangan
ilmu pengetahuan, serta bentuk-bentuk baru kehidupan manusia. Perubahan realitas tersebut
menuntut adanya pembacaan ulang terhadap proses istinbath dan penerapan hukum agar
tujuan-tujuan syariat (4= il 1alie) tetap terwujud dalam setiap ruang dan wakeu.

Atas dasar itu, i'adah an-nadzar bukanlah mekanisme untuk mengubah syariat ataupun
membatalkan ijtihad ulama terdahulu, melainkan ikhtiar ilmiah untuk memastikan bahwa
hukum syariat yang bersifat abadi tetap relevan dengan perubahan realitas yang dihadapi
manusia. Peninjauan ulang dilakukan bukan karena syariat mengalami perubahan, tetapi
karena manusia, adat, sistem sosial, teknologi, ckonomi, dan berbagai bentuk kehidupan

27 Az-Zarkasyi, al-Bahr al-Mubhith, vol. I, hlm. 217
28 |bid, Vol I, him. 219
2 |bid
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terus mengalami perkembangan yang melahirkan 43ia 3 ) sa(bentuk-bentuk baru) yang
memerlukan pembacaan hukum secara lebih tepat.

Dengan demikian, i'adah an-nazar merupakan salah satu instrumen untuk menjaga
keabadian syariat melalui pembaruan cara memahami dan menerapkannya. Ia menjadi
jembatan yang menghubungkan antara day il L& (ketetapan syariat) dan é‘jj\ P
(dinamika realitas), sehingga hukum Islam tetap mampu menghadirkan kemaslahatan bagi
manusia di setiap zaman tanpa kehilangan akar normatifnya yang bersumber dari Al-Qur'an,
Sunnah, ijma’, dan giyas.

. Status I'adah an-Nadzar

I'adah an-nadzar bukan hanya merupakan sesuatu yang diperbolehkan secara syar'i
(& 335, tetapi juga merupakan praktik yang telah terjadi (&4 ads) dalam sejarah
panjang perkembangan fikih Islam. Sejak masa sahabat hingga para imam mazhab, para
ulama telah memberikan contoh bagaimana suatu hasil ijtihad dapat ditinjau ulang ketika
ditemukan alasan yang menghendakinya, baik karena perubahan realitas, perubahan cara
pandang, maupun ditemukannya dalil dan argumentasi yang lebih kuat.
Salah satu catatan historis yang sering dikemukakan adalah wasiat Sayyidina Umar bin
Khaththab kepada Abu Musa al-Asy'ari sebagaimana diriwayatkan oleh Imam al-
Mawardi dalam al-Azkam al-Sulzhaniyyah:

Bl A galall o s Ball daa) ja s candl 3l (8
"Janganlah suatu keputusan yang engkau putuskan kemarin menghalangimu untuk kembali
meninjaunya hari ini setelah engkau menggunakan akalmu kembali dan memperoleh petunjuk
kepada kebenaran. Sesunggubnya kebenaran itu telah ada sejak dahulu, dan kembali kepada
kebenaran lebib baik daripada terus menerus berada dalam kekeliruan. ™’
Wasiat ini menunjukkan bahwa peninjauan ulang terhadap suatu keputusan bukanlah
bentuk inkonsistensi, melainkan manifestasi komitmen terhadap kebenaran. Selama
ditemukan alasan ilmiah yang lebih kuat, kembali kepada kebenaran merupakan sikap yang
lebih utama daripada mempertahankan pendapat lama hanya demi menjaga konsistensi
formal.
Contoh lain dari praktik i'adah an-nadzar dapat ditemukan dalam perkembangan pendapat
ulama mazhab Syafi'i mengenai bai' al-mu'athahh, yaitu transaksi jual beli tanpa lafaz ijab

dan kabul. Kitab a/-Figh al-Manhaji menjelaskan:
aal g Jadliy ) e e eoal) (g yidiall acait s auaal) @ild) s (S Sabaally aull 8asy Ja
LAY CS 5 Laaaal Ladly of oo iy Lagia
elgi Gy g slhaleally oy ¥ aad) ()5 ¢l (e Jadlil) (e 3y W ) s dall b ) sgdiall
oy el saig demrdadag ud JhaS i) o i)y 8 slabaally ad) mia Caa )
Aallad) dqaall )y Cilaall g cﬂd\ e pladll 8 dasiay
aoall 4y a3 - e ) des ) (55538 - Caalall el (e 5 Al Tallae Gl sl
ALY 038 3 Lo ¥ 5 cpately Ol 331 08 sl (o Sadl cpm s olll el 05
O sl lagls Uadly (i a3 Lall 5 clladl 5 aSLED 5o Lead labaally ol sl
"Apakah akad jual beli dapar dianggap sah hanya dengan mu'athah (serah terima barang dan
harga tanpa ijab kabul secara lisan)? Misalnya, penjual menyerahkan barang kepada pembeli,

30 Al-Mawardi, al-Ahkam as-Sulthaniyah, him. 122
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lalu pembeli menyerahkan uang kepada penjual, tanpa ada satu pun dari keduanya mengucapkan
sesuatu, atau salah satu berbicara sementara yang lain hanya diam. Pendapar yang masyhur
dalam mazhab Syafi'i menyatakan bahwa akad harus disertai lafaz dari kedua belah pibak,
sehingga jual beli dengan mu ‘athah tidak dianggap sah. Sebagian fugaha Syafi'iyyah kemudian
membolehkan mu athah pada barang-barang yang tidak bernilai tinggi, seperti satu roti, seikat
bawang, dan barang-barang sejenis, namun tidak membolehkannya pada barang-barang
berharga atau komoditas yang bernilai tinggi. Adapun ulama muta akhkbirin mazhab Syafi',
seperti Imam an-Nawawi, membolehkannya secara mutlak apabila praktik tersebut telah
menjadi kebiasaan (‘urf) masyarakat. Pendapat ini lebih memberikan kemudahan dan lebih
membawa kasih sayang kepada masyarakat, serta lebih menjauhkan mereka dari jatub ke dalam
dosa dan batalnya transaksi-transaksi mereka, terutama pada masa sekarang ketika jual beli
dengan cara mu athah telah menjadi praktik yang umum dan dominan, sedangkan sangat jarang
ditemukan dua orang yang bertransaksi dengan mengucapkan lafaz ijab dan qobul secara
cksplisit. "'

Perubahan cara pandang tersebut menunjukkan bahwa i'adah an-nadzar dapat terjadi karena
beberapa faktor, antara lain:

1. perubahan 'urf (kebiasaan masyarakat);
2. penerapan prinsip at-taysir (kemudahan) dalam syariat;

3. pertimbangan kemaslahatan agar masyarakat tidak terjerumus ke dalam kesulitan atau
divonis melakukan transaksi yang batal padahal telah menjadi praktik umum.

Contoh lain yang banyak dibahas dalam literatur ushul fikih adalah i'adah an-nazar yang
terjadi karena berulangnya suatu peristiwa (%2 g1} ;) atau berulangnya permintaan fatwa
(S <)%,
Imam Tajuddin as-Subki dalam Jam’ul Jawami’ menjelaskan:
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“Masalah: Apabila suaru peristiwa terulang kembali, sementara muncul hal baru yang
menghendaki perubahan pendapat, dan seorang mujtahid tidak lagi mengingat dalil yang
menjadi dasar ijtihad pertamanya, maka ia wajib melakukan penelaahan ulang (LB secara
pasti.Demikian pula menurur pendapar yang kuat, apabila tidak muncul hal baru sekalipun,
selama ia tidak mengingat dalil pertamanya, ia tetap harus melakukan penelaahan
ulang Berbeda halnya apabila ia masih mengingat dalil pertama tersebut, maka ia tidak wajib
mengulang penelaahannya. Demikian pula orang awam yang pernah meminta fatwa, meskipun
kepada seorang mufti yang kini relah wafat. Apabila kemudian peristiwa yang sama terjadi
kembali pada dirinya, apakah ia harus mengulangi pertanyaannya? Dalam masalah ini terdapar
perbedaan pendapat di kalangan ulama.™

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa i’adah an-nazar memiliki legitimasi yang kuat
dalam tradisi fikih Islam. Ia bukan sekadar kemungkinan teoritis, melainkan telah
dipraktikkan oleh para pendahulu kita. Dalam kepurtusan Nahdlatul Ulama pun terjadi
peninjauan ulang ter-hadap keputusan lama sehingga melahirkan keputusan baru. Perubahan

31 Dr. Musthafa Khin dkk, Al-Figh al-Manhaji, vol. VI, him. 14.
32 Dalam permasalahan ini, az-Zarkasyi secara detail menjelaskan dalam kitabnya al-Bahrul Muhith
33 Tajudin s-Subki, Jam’ul Jawami’
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pandangan keagamaan NU terkait hukum memakai jas, hukum pemimpin perempuan,
status miqat makanai dalam haji, merupakan bukti bahwa nahdlatul Ulama berpandangan
bahwa peninjauan ulang dilakukan bukan karena syariat berubah, tetapi karena perubahan
realitas, adat kebiasaan, kemaslahatan, atau ditemukannya argumentasi yang lebih kuat
dalam proses istinbath. Oleh karena itu, i'adah an-nazar merupakan bagian dari dinamika
jjtihad yang justru menjaga relevansi hukum Islam di tengah perubahan kehidupan manusia.

. OBJEK TADATUN NADZAR

Sebelum membahas sebab-sebab yang melatarbelakangi i’adah an-nadzar, perlu ditegaskan
terlebih dahulu bahwa tidak semua keputusan keagamaan dapat menjadi objek peninjauan
ulang. I’adah an-nadzar hanya dapat dilakukan pada persoalan-persoalan yang berada dalam
wilayah ijtihad (al-abkiam al-ijtibadiyyah), yaitu hukum-hukum yang dibangun melalui
proses istinbath, qiyas, maupun pertimbangan kemaslahatan.

Dalam hal ini para ulama menjelaskan wWahbah az-Zuhaili menjelaskan?:

Al ) Lolgia ) AlSa ) o il 33T 5 e 31 Jagiy Jai 3l AlSal) o e elalal) 380
aoalgiayl e&ij\ s Aaladl el Je Skl ae) @ e elis ) jaall LE\ aliad)
Alaiiy 55 ladll cilala g Laall o g5 Alaa 4l be JS (e ddainadl J1sal) o coDlalaally ddlaial)
“Para ulama sepakat bahwa hukum-hukum yang dapat berubah karena perubahan zaman dan
perubaban keadaan manusia adalah hukum-hukum ijtibadiyah yang dibangun di atas qiyas atau
pertimbangan kemaslahatan, yaitu hukum-hukum yang ditetapkan berdasarkan kaidah qiyas
atau tuntutan maslahat. Hukum-hukum tersebutr umumnya berkaitan dengan muamalah dan
urusan-urusan kemasyarakatan yang berbubungan dengan kebutuban hidup, perdagangan, dan
ekonomi.”

Keterangan ini menunjukkan bahwa ruang perubahan dan peninjauan ulang terletak pada
hukum-hukum yang memang sejak awal dibangun melalui proses ijtihad. Oleh karena itu,
apabila terjadi perubahan realitas, perubahan maslahat, perubahan kondisi masyarakat, atau
munculnya argumentasi yang lebih kuat, maka i'adah an-nazar dimungkinkan untuk

dilakukan.

Sebaliknya, hukum-hukum yang telah ditetapkan secara tegas oleh nash syar’i dan bersifat

qath’i tidak termasuk wilayah yang dapat ditinjau ulang. Sebagaimana dijelaskan:

Ly it Sl ozt A e i) G gacail) gy oy 55 el Ay ] 3 Al alSa ) L]

el s ¢S Jii Lagee Tallae Jpatl) i b (Laila g Lale

Adapun hukum-hukum dasar dalam syariat yang telah ditetapkan secara tegas oleh nash-nash

syar’i, atau yang berfungsi sebagai prinsip-prinsip hukum yang bersifat umum dan permanen,

maka tidak menerima perubahan sama sekali, meskipun tempar dan zaman berubah.”

Kemudian disebutkan beberapa contohnya:

Gl aall 5 oW gais BS 5 ma g abias 33 (e dpe all Clalall 8 Do) ASAY1 Jie

Al yall s oMl g 28 )y S Al ey e 8yl il gially 3 panll Jie el
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Seperti hukum-hukum taabbudi dalam ibadah syariar berupa shalat, puasa, haji, zakat, dan

semisalnya; demikian pula ketentuan-ketentuan syariat yang telah ditetapkan kadarnya, seperti
hudud dan hukuman-hukuman yang telah ditentukan bagi tindak pidana tertentu, seperti zina,

34 Wahbah az-Zuhaili, Taghayyur al-ljtihad, him. 31-32.
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pencurian, qadzaf, hirabah, dan minum minuman memabukkan; serta kafarat-kafarat seperti
kafarat pembunuhan tidak sengaja, kafarar zibar, dan kafarat sumpah.”

Berdasarkan uraian tersebut dapat ditegaskan bahwa objek i’adah an-nazar adalah keputusan-
keputusan ijtihadiyah yang lahir dari proses pemahaman, penalaran, qiyas, atau
pertimbangan maslahat terhadap nash. Adapun perkara-perkara qath’iyyah yang telah
ditetapkan secara tegas oleh Al-Qur’an, Sunnah, atau ijma’ tidak termasuk wilayah ’adah an-

nazar.

Dengan demikian, i'adah an-nazar bukanlah sarana untuk mengubah syariat, melainkan
mekanisme untuk meninjau kembali hasil ijtthad manusia dalam memahami dan
menerapkan syariat pada realitas yang terus berkembang. Prinsip ini sekaligus menjadi batas
metodologis agar i’'adah an-nazar tetap berada dalam koridor Ahlussunnah wal Jama'ah dan
tradisi fikih yang mu’tabar.

. FAKTOR YANG MELATAR BELAKANGI ’ADAH AN-NADZAR

Untuk memastikan faktor-faktor yang menghendaki terjadinya I’adah an-nadzar, kita perlu
melakukan apa yang disebut dengan al-istiqra’ al-manawi, yaitu meneliti fure’-fury’ yang ada
kemudian mengkanalisasi mana furu’-furu’ yang mengalami perubahan status fikih. Dari
perubahan-perubahan tersebut kita dapat menganalisa dengan cukup akurat apa saja faktor
penyebab ['adah an-nadzar. Karena itu uraian di bawah ini akan menyebutkan faktor-faktor
tersbut zagriban secara kira-kira, bukan tahdidan secara pasti.

1. Munculnya dalil yang lebih kuat

Salah satu faktor yang dapat melatarbelakangi terjadinya i'adah an-nazar adalah
ditemukannya dalil yang lebih kuat daripada dalil yang sebelumnya dijadikan dasar suatu
keputusan. Dalam kondisi seperti ini, peninjauan ulang tidak terjadi karena perubahan
realitas, perubahan adat, atau perubahan kemaslahatan, melainkan karena perubahan
dalam proses istidlal dan tarjih terhadap dalil-dalil syar'i.

Prinsip ini telah ditegaskan sendiri oleh Imam asy-Syafi'i. Imam an-Nawawi meriwayatkan:

A lm dl) g A A S B a5 1Y) B ) A ) 28l (e ra Jucid
Cuall a1 die (5505 1oe s alug agle A oa dl Jgun )y Ay | 5158 ol g e
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“Imam asy-Syafi'i berkata: "Apabila kalian menemukan dalam kitabku suatu pendapat yang
bertentangan dengan sunnah Rasulullah maka ambillah sunnah Rasulullah dan tinggalkan
pendapatku. " Diriwayatkan pula dari belian: "Apabila hadis yang sahib bertentangan dengan
pendapatku, maka amalkanlah hadis tersebut dan tinggalkanlah pendapaten.” Atau dalam
riwayat lain: "Maka hadis itu adalah mazhabku.”

Makna ini diriwayatkan dari beliau dengan berbagai redaksi yang berbeda.Para ulama
Syafi iyyah telah mengamalkan prinsip ini, di antaranya dalam masalah tarswib dan masalah
persyaratan tahallul dari ihram karena uzur sakit, serta beberapa masalah lain yang telah
dikenal dalam kitab-kitab mazhab. Penulis (asy-Syirazi) juga telah menukil penerapan
prinsip tersebut dari para ulama mazhab pada kedua masalah tersebur.”™

35 An-Nawawi, al-Majmu’, vol I, him. 63
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Keterangan ini menunjukkan bahwa para ulama Syafi'iyyah tidak memahami mazhab
sebagai kumpulan pendapat yang tertutup dari evaluasi. Sebaliknya, apabila ditemukan
dalil yang lebih kuat, maka pendapat yang telah mapan sekalipun dapat ditinjau ulang.

Salah satu contoh yang terkenal adalah masalah tatswib. Dalam qaul qadim, Imam asy-
Syafi'i berpendapat bahwa tatswib merupakan sunnah. Namun dalam qaul jadid beliau
berpendapat bahwa tatswib bukan sunnah. Sebagaimana dijelaskan:

Ay Gl raaal) 8 J 5 cruall 33a (8 L Gy gl G ) agadll 8 oadlil) aa

"Imam asy-Syaft'i dalam qaul qadim berpendapat bahwa tatswib merupakan sunnah dalam
adzan Subub. Namun dalam qaul jadid beliau berpendapat bahwa tatswib bukan sunnab. 56

Alasan qaul jadid didasarkan pada tidak adanya riwayat tatswib dalam hadis Abu
Mahdzurah, serta riwayat dari Ibnu Umar yang mengingkari tatswib.

Akan tetapi, para ulama Syafi'iyyah kemudian melakukan penelaahan ulang terhadap
seluruh hadis yang berkaitan dengan masalah tersebut. Hasilnya, mereka menilai bahwa
hadis-hadis tentang tatswib ternyata memiliki banyak jalur periwayatan yang menguatkan

satu sama lain. Karena itu sebagian ulama mazhab kembali menguatkan qaul qadim.
Dalam kitab disebutkan:

568 plug adde dl Lo ) e ag Al sl il e o) 1Al @ (e (O cgaal il 4uadag
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"Pendapat beliau dalam qaul qadim lebibh sahib, karena termasuk prinsip yang belian
nyatakan sendiri bahwa apabila terdapat riwayat yang sahib dari Nabi % maka beliau adalah
orang pertama yang akan kembali kepadanya dan mengamalkannya. Sementara riwayar

tentang tatswib telah terbukti sahih melalui berbagai jalur periwayatan.’”

Kasus ini menunjukkan bahwa peninjauan ulang terhadap suatu pendapat dapat terjadi
bukan karena perubahan zaman atau perubahan realitas, melainkan karena ditemukannya

dalil yang lebih kuat atau karena adanya penilaian ulang terhadap kekuatan dalil yang
telah ada.

Dari sini dapat dirumuskan bahwa salah satu sebab yang sah untuk melakukan i'adah an-
nazar adalah:

Ll Badiaall e il AV 5 @ aniiale) 5l o B Qi ) seka
"Munculnya dalil yang lebib kuat atau dilakukannya evaluasi ulang terhadap kekuatan dalil-
dalil syar'i yang sebelumnya dijadikan dasar keputusan.”
Dengan demikian, i'adah an-nazar tidak hanya berfungsi merespons perubahan realitas
sosial, tetapi juga menjadi instrumen ilmiah untuk memastikan bahwa keputusan yang

diambil senantiasa bertumpu pada dalil yang paling kuat dan paling mendekati maksud

syariat.

2. Perubahan Keadaan (d‘Py‘)

Salah satu faktor yang dapat melatarbelakangi i'adah an-nadzar adalah perubahan keadaan
(taghayyur al-ahwal). Yang dimaksud dengan perubahan keadaan adalah perbedaan
kondisi, kebutuhan, kemampuan, atau situasi yang melingkupi subjek hukum, baik pada
tingkat individu maupun masyarakat secara kolektif. Dalam kondisi seperti ini, hukum

36 Al-Mawardi, al_Hawi al-Kabir, vol. Il, him. 55.

37 1bid
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yang diterapkan pada suatu keadaan belum tentu tepat diterapkan pada keadaan yang lain,
meskipun nash yang menjadi landasannya tetap sama.

a. Perubahan Keadaan Individual
Contoh perubahan keadaan individual dapat dilihat dalam hadis riwayat Imam Ahmad:
GO s £l (,x“}u’;ms;m@mmus (06 calall 0 5 pse o 40l s G

}E.'\s "’ -0 V(u\.».ab\j d:é\ d\ssc_u.u tlas "‘}I" n Qe.ab.abb d:é\ 44,0\ J s
cuaa_a‘;\es‘az_\‘)k.\eh_udcds" elujék_\h: \ém&\dy)dmcuau‘;\hmu
v Asd g 2 )

Dari Abdullah bin Amr bin al-'Ash, ia berkata: Kami berada di sisi Rasulullah %, Lalu
datang seorang pemuda dan bertanya: "Wahai Rasulullah, bolehkah saya mencium istri
saya saat berpuasa?" Beliau menjawab: "Tidak. " Kemudian datang seorang lelaki tua dan
bertanya: "Bolebkah saya mencium istri saya saat berpuasa?” Beliau menjawab: "Ya." Kami
pun saling berpandangan. Rasulullah % lalu bersabda: "Aku tahu mengapa kalian saling
berpandangan. Sesungguhnya orang tua itu mampu mengendalikan dirinya.”
Hadis ini menunjukkan bahwa Nabi # memberikan jawaban yang berbeda terhadap
perbuatan yang sama karena perbedaan kondisi pelaku. Pertimbangan utama bukan
terletak pada tindakan mencium itu sendiri, melainkan pada kemampuan masing-
masing orang dalam mengendalikan syahwatnya. Dengan demikian, keadaan
psikologis dan kemampuan individu dapat menjadi faktor yang memengaruhi
penerapan hukum.

b. Perubahan Keadaan Sosial dan Kebutuhan Masyarakat
Perubahan keadaan juga dapat terjadi pada tingkat masyarakat secara umum.
Contohnya dapat ditemukan dalam pembahasan distribusi zakat®™. Syekh Nawawi al-
Bantani menjelaskan bahwa pendapat mu'tamad dalam mazhab Syafi'i mewajibkan
distribusi zakat kepada seluruh ashnaf yang berhak menerima zakat. Namun ia juga
mengakui bahwa penerapan pendapat tersebut sering kali menghadapi kesulitan dalam
praktik. Ta menjelaskan

hdl B8 ) A e 4 graall (e 138 A le A3 Y
"Tidak tersembunyi lagi bahwa pelaksanaan ketentuan ini mengandung kesulitan,
kbhususnya dalam zakat fitrah.”
Selanjutnya beliau mengutip pendapat Ibn 'Ujail al-Yamani:
cas) gl a9 B8 ada g LS HI Jai ccmdal) CdA e Led S8 8IS 8 Jiliee &G
Ay caia ) leda

Lihat selengkapnya: Nawawi al-bantani, Nihayah Zain, hlm. 181-182. lbarat lengkapnya:3?
o) ol Y die AV 8 & raall e o CaMAl adid 3 LAY e e 33 Y Al (e i L 4y
D) 8185 8 Lo Ly smaall (e 138 3 e i 5 mlatins) oy Jy o gmad] W5 il W oY il oy L) 2
Lexdd ) sad agilasind o3y (3amy 1385 a0 il ¥ oY 5a) Coyeat W) Ladle 4 ) dhia 5 Gl alay) die iy
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"Ada tiga persoalan zakat yang dalam praktik fatwa sering diputuskan berbeda dengan
pendapat resmi mazhab, yaitu memindahkan zakat ke daerah lain, memberikan zakar
seseorang kepada satu orang penerima saja, dan memberikan zakat hanya kepada saru
golongan (ashnaf).”
Bahkan Ibn 'Ujail mengatakan:

Ay 8 T il QS Gl
"Seandainya Imam asy-Syafi'i masibh hidup, niscaya beliau akan berfatwa demikian.”

Ungkapan ini tidak dimaksudkan untuk mengoreksi Imam asy-Syafi'i, melainkan
menunjukkan keyakinan para ulama bahwa perubahan keadaan sosial dan kebutuhan
masyarakat dapat melahirkan penerapan hukum yang berbeda dari formulasi
sebelumnya. Yang berubah bukanlah nash maupun prinsip zakat, melainkan kondisi
masyarakat yang menjadi tempat diterapkannya hukum tersebut.

Dari kedua contoh di atas dapat disimpulkan bahwa perubahan keadaan (taghayyur al-
ahwil) merupakan salah satu alasan yang sah untuk melakukan i'adah an-nazar. Sebab
boleh jadi suatu keputusan ditetapkan berdasarkan kondisi tertentu, sementara kondisi
individu atau masyarakat yang menjadi objek hukum telah berubah secara signifikan.
Dalam keadaan demikian, diperlukan peninjauan ulang agar penerapan hukum tetap
sejalan dengan tujuan syariat dan kemaslahatan yang hendak diwujudkan.

3. Perubahan keadaan manath hukum

Faktor lainnya diperlukan I’adah nadzar karena terjadinya perubahan keadaan manath
hukum pada sebuah kasus. Hal ini berkaitan erat dengan proses tahqiq al-manath.
Terkait hal ini Imam al-Ghazali dalam kitabnya asas al-giyas menjelaskan:
- oaill Wl 13 Al Al s rp ) 3l Jae 8 dabiall 0ga g saiad & el 1Y) Al
aily Sian any peaty i ladally pladall | gaas Vil iy aatall Coim gy Jasia Ll ) -Slia
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‘metode pertama: meneliti keberadaan manat (illar yang menjadi dasar hukum) pada
objek yang diperselisibkan. Contohnya, apabila melalui nash telah jelas bagi kira bahwa
riba dikaitkan dengan sifat "dapat dimakan" (ta'm), misalnya melalui sabda Nabi:
pllally aladall | g2ass
"Janganlah kalian menjual bahan makanan dengan bahan makanan (secara ribawi).”
Atau melalui penegasan nash yang secara eksplisit menyatakan bahwa illatnya adalah
karena sifat makanan (ta'm).
Maka di hadapan kita terdapar dua kelompok yang jelas dalam penafian dan
penetapannya:
1. Pakaian, budak, rumah, dan bejana, yang secara pasti bukan termasuk benda yang
dimakan, sehingga tidak memiliki sifat ta'm.
2. Bahan makanan pokok, buah-buahan, dan obat-obatan, yang secara pasti termasuk
benda yang dimakan, sehingga memiliki sifat ta'm.
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Di antara kedua kelompok tersebut terdapar objek-objek pertengahan yang samar, yang
status penetapan atau penafian sifat ta'm-nya tidak begitu jelas, seperti: minyak biji rami
(dubn al-kattan), minyak bunga violet (dubn al-banafsaj), tanah Armenia (at-tin al-
Armani, sejenis tanah liat yang dabulu digunakan sebagai obat), dan saffron (zafarin).
Apakah benda-benda rersebut rermasuk kategori makanan (al-matamait) atau tidak?
Untuk menjawabnya diperlukan suatu kajian dan penelaahan guna memastikan ada atau
tidaknya makna "dapat dimakan" (ta'm) pada benda-benda tersebut™.

Dari penjelasan ini dapat disimpulkan bahwa perubahan hukum bisa bergantung pada
proses verifikasi keberadaan illat yang sudah diketahui pada objek yang sedang
diperselisihkan. Ketika NU memutuskan dalam Munas 2019 bahwa tidak ada kafir
dalam konteks kenegaraan di Indonesia, hal ini karena tidak ditemukan alasan
penyebutan kafir dzimmi, harbi, must?man dan mu’ahad yang sudah tidak ditemukan
hakikatnya pada non muslim di Indonesia.

4. Munculnya Pemahaman Baru terhadap Dalil dan Nushush Ulama

Salah satu faktor yang dapat melatarbelakangi terjadinya i'adah an-nazar adalah
munculnya pemahaman baru terhadap dalil syar'i, nushush para ulama, maupun peta
khilaf fikih yang sebelumnya belum terungkap secara memadaiSalah satu contoh yang
menarik dalam sejarah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama adalah perkembangan
pandangan mengenai hukum fotografi.

Muktamar NU ke-13 pernah memutuskan:

"Bahwasanya menggambar hewan yang sempurna anggota tububnya dengan potret, begitu
pula memindahkan gambar dari film ke kertas, hukumnya haram dan tidak terdapat
khilaf yang terhitung.”

Namun dalam Konferensi Besar yang kemudian menggantikan Muktamar ke-22,
persoalan tersebut dibahas kembali secara lebih mendalam. Hasil penelaahan ulang
menunjukkan bahwa ternyata terdapat pendapat ulama yang membolehkan fotografi,
schingga klaim tidak adanya khilaf yang mu'tabar dalam masalah tersebut perlu
ditinjau ulang,.

Pendapat yang menjadi dasar keputusan lama dapat ditemukan dalam Majalah
Nahdlah al-Ishlahiyah, yang menyatakan:

‘_ALe_)ﬂc\.auaqﬂb)ajmﬂ&(u\}yﬁ)d\ﬂb}jmﬂ\u\ﬂdSeJ;J\eJ;_au\a_\;\
.##g»wmskwa

"Saya  berkeyakinan dengan penub ketegasan bahwa fotografi sama persis dengan
menggambar menggunakan tangan. Karena itu haram bagi seorang mukmin
menggunakan alat tersebut untuk mengambil gambar dan haram pula membiarkan orang
lain memotretnya, sebab hal itu berarti membantu terlaksananya perbuatan yang sangat
dibaramban.”

Kemudian ditegaskan lagi
Lot 3 A Y s

39 Al-Ghazali, Asas al-Qiyas him. 28.
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"Dapat dipabami dari penjelasan sebelumnya bahwa pembabasan mengenai gambar
memiliki dua aspek. Aspek pertama adalah aktivitas membuar gambar itu sendiri, dan hal
itu haram berdasarkan ijmak tanpa rincian apa pun. Sebagaimana telah dijelaskan
sebelumnya, fotografi sama persis dengan menggambar menggunakan tangan dan tidak ada
perbedaan sama sekali di antara keduanya.”

Dari uraian tersebut tampak bahwa dasar utama pengharaman fotografi adalah
anggapan bahwa fotografi merupakan bentuk yang identik dengan aktivitas
menggambar (is<alll) yang disebutkan dalam hadis-hadis larangan tashwir. Dengan
kata lain, fotografi diposisikan sebagai cabang dari hukum menggambar yang telah
disepakati keharamannya.

Namun, pembahasan berikutnya dalam Majalah Nur al-Islam menunjukkan adanya

pembacaan yang berbeda terhadap dalil-dalil tersebut. Disebutkan:

Al s Al Gl casill (B seall (i85 ) on Jusall olSa Lad slelill (iany (sl
Masaig gl ey gl

"Sebagian fuqaha, sebagaimana dinukil oleh Imam al-Juwaini, membolehkan gambar

pada kain. Sebagian yang lain juga membolehkan menggambar di atas tanah dan
semisalnya.”

Al-Khaththabi bahkan mengatakan:

e 13 (8018 05 Y ol ol da e 0sSs of @se Ol ) ST gy (53
"Orang yang menggambar bentuk-bentuk hewan tanpa memiliki bentuk tiga dimensi
(bayangan), saya berharap tidak termasuk dalam ancaman yang disebutkan dalam hadis.”
Mereka juga berdalil dengan sabda Nabi:

G AL Y)

"Kecuali gambar yang terdapat pada kain.”
Menurut para ulama, pengecualian ini menunjukkan bahwa tidak semua bentuk
gambar masuk dalam larangan yang disebutkan dalam hadis-hadis tashwir.
Berdasarkan pemahaman tersebut, Majalah Nur al-Islam menyimpulkan:
YN 5 e w A s el iy Al sl ) Bl )y

o o e i 3 o I 0 3 B e
"Ulama yang membolehkan gambar pada kain tanpa ragu akan membolebkan fotografi
dengan alat ini, karena fotografi tidak lebih dari sekadar gambar pada kain atau gambar
pada kertas yang tidak terdapar alasan syar'i untuk melarangnya.”
Perdebatan ini menunjukkan bahwa perubahan keputusan bukan terjadi karena
perubahan realitas masyarakat, melainkan karena perubahan cara memahami dalil dan

mengidentifikasi hakikat objek hukum.

5. Perubahan Zaman

Salah satu faktor yang dapat melatarbelakangi i'adah an-nazar adalah perubahan zaman.
Namun yang dimaksud dengan perubahan zaman di sini bukanlah berubahnya hukum
syariat itu sendiri, melainkan berubahnya karakter dan bentuk permasalahan yang
dihadapi manusia seiring perkembangan waktu. Dengan kata lain, muncul realitas baru
(sarah haditsah) yang memiliki karakteristik berbeda dengan realitas yang pernah
dibahas sebelumnya, sehingga memerlukan peninjauan ulang terhadap proses tashwir,
takyif, maupun penerapan hukumnya.
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Dalam hal ini, Imam as-Subki menjelaskan:
aJ}m g_\.m; \J\A M.m\;l\ oJ}aAS\ u)u;\.:d.\ cuLo)S\ J.uu.a _).u_ue\S;‘ﬁ\ u\ djs.m)d

"Kita tidak mengamlmn bahwa /oukum—/mkum berubﬂ/o karena perulmlmn zaman,
melainkan karena berubahnya bentuk peristiwa yang baru muncul. Apabila muncul suaru
peristiwa dengan karakteristik tertentu, maka kita wajib menelitinya, karena bisa jadi
keseluruban unsur yang ada di dalamnya menuntut suatu hukum tertentu menurut
syariat.""

Pernyataan ini menunjukkan bahwa yang menjadi fokus perhatian fikih bukanlah
perubahan waktu itu sendiri, melainkan perubahan pada realitas yang menjadi objek
hukum. Oleh karena itu, setiap kali muncul fenomena baru yang belum dikenal
sebelumnya, atau terjadi perubahan mendasar pada karakter suatu persoalan, maka
diperlukan penelaahan ulang untuk memastikan kesesuaian antara hukum yang
ditetapkan dengan realitas yang dihadapi.

Dalam konteks i'adah an-nazar, perubahan realitas semacam ini dapat menjadi alasan
yang sah untuk meninjau kembali keputusan yang telah ada. Sebab, boleh jadi
keputusan terdahulu ditetapkan berdasarkan gambaran realitas tertentu, sementara
realitas yang dihadapi saat ini telah mengalami perubahan sehingga memerlukan
tashwir, takyif, dan tahqiq al-manat yang baru. Dengan demikian, i'adah an-nazar
berfungsi menjaga relevansi penerapan syariat tanpa mengubah prinsip-prinsip syariat
itu sendiri.

Contoh kontemporer dari hal ini adalah perubahan bentuk transaksi ekonomi akibat
digitalisasi, perkembangan kecerdasan buatan, mata uang kripto, atau berbagai bentuk
hubungan sosial yang tidak dikenal pada masa sebelumnya. Yang ditinjau ulang bukan
hukum syariatnya, melainkan karakter realitas baru yang menjadi tempat
diterapkannya hukum tersebut.

Sebagian ulama lainnya berpendapat bahwa yang dimaksud perubahan zaman adalah
perubahan standar nilai yang berbeda pada setiap zaman. Ibn ‘Abidin menjelaskan:
Epand . el AL GRS il b (IS Lo e il L a1 (a5 &
el 3l 4t 50 e oS Le I ol i 3 s bl Jal sl 51555 0
JaY caludll g ¢ 5 yuzall ad ) g ¢ paunrill 5 ccaiadl] e disall day il e ) 8 Callad g o ulilly
“alSa) Cpaal e allaill ol
“Banyak hukum yg dijelaskan oleh para mujtahid didasarkan pada kondisi zaman mereka.
Karena itu, hukum (sebagian hukum tertentu) tersebut dapat berubah seiring perubahan zaman,
baik karena munculnya kebutuban yang mendesak (dbarurah) maupun karena rusaknya
keadaan masyarakat pada suatu masa. Seandainya hukum itu tetap dipertabankan sebagaimana
pada masa sebelumnya, niscaya akan menimbulkan kesulitan dan kemudaratan bagi manusia,
serta bertentangan dengan kaidah-kaidah syariat yang dibangun di atas prinsip keringanan,
kemudahban, penghilangan mudarat, dan pencegahan kerusakan, demi menjaga keteraturan

kehidupan dalam bentuk yang paling baik™

4040 As-Subki, Fatawa Subki,vol 1I, him. 572.
41 1bn ‘Abidin, Nasyr al-Urf
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Salah satu contoh bentuk perubahan hukum karena perubahan standar nilai dijelaskan
oleh as-Shabuni sebagai berikut:
Vil e 41 { L il G WG & 5280 0l 1 Jlas al @ e elalall Jaiad
o _uii g alall Hledaly el A1 Y diall o glall ades ol ol jall aded e a1 38T 5 gy
Slo oaV Gatiy ¥ LS gl aail dae e Toal gl Gaduy ¥ il aae
slalall e oAbl o e leaslad e 3 5a¥) 38T 4 ey llilialie 540 8 LY @Slall
g liay JBAiY) ) agdl pail 5 ¢ ciall aglaill 3aY aghl S) ane 5 o ulill ¢ slgs 15l Ll
Al o slall il g calll QS aladty | ging o) (e (ulall Capaay Gl (16l 5 cLgall 5Ll
Galy 4l aguzany a3 b sl 28T ) all @A Gaglall pnaiy ol 3l Adada adeid
Gl agle Ao Lalaall
"Para ulama berdalil dengan firman Allah Ta ‘ala:

(Sesunggubnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah Kami turunkan berupa
keterangan-keterangan yang jelas...),bahwa tidak boleh mengambil upah atas pengajaran
Al-Qur'an maupun  ilmu-ilmu agama. Sebab ayat tersebut memerintahkan untuk
menampakkan ilmu, menyebarkannya, dan tidak menyembunyikannya. Seseorang tidak
berhak memperoleh upah atas pekerjaan yang memang wajib ia lakukan, sebagaimana ia
tidak berhak memperoleh upah atas shalat, karena shalat merupakan ibadah dan sarana
mendekatkan diri kepada Allah. Oleh karena itu, mengambil upah atas pengajaran Al-
Quran dan ilmu agama dibukumi haram. Namun para ulama muta'akbkbirin
(belakangan) ketika melihat manusia mulai meremebkan pendidikan agama, tidak lagi
memberikan perbatian yang memadai terhadap pengajaran ilmu-ilmu agama, dan lebih
sibuk mengejar kesenangan kehidupan dunia, serta melihat bahwa kondisi tersebut dapat
menyebabkan masyarakat enggan mempelajari Kitab Allah dan ilmu-ilmu agama lainnya,
sehingga para penghafal Al-Qur'an berkurang dan ilmu-ilmu agama terancam hilang,
maka mereka membolehkan pengambilan upah tersebut. Bahkan sebagian wulama

berpendapat bahwa hal itu menjadi wajib demi menjaga kelestarian ilmu-ilmu agama."”

6. Perubahan Kebiasaan (‘adah)

Al-Qarrafi menjelaskan
(il b Allga g laaY) S P P e PO P L@,M S A 2 )
Salal) it La ) saladl s die 438 ASa) ey 120 gadl A050 dag il 8 s Le JS
o2y calgin ) laf 4 bt s cpaliall e algin DU 1an 138 Gl 5 ¢(2) Badaiall
5 Alginl G 5 (o L bl (i clgsle | pranl s slalal) Lot 3¢t Eacls
Terkait hal ini Ibn Ziyad berpendapat bahwa memberi nama seseorang dengan lafal
abdun yang mudaf kepada lafal nabi atau nama ulama tertentu tidak lah haram.
Pendapat ini sekilas berbeda dengan yang dijelaskan oleh al-Bajuri dalam Hasyiyahnya:
ol A0 gl ) Caaal WS IS e die 5l ) die o) &Sl dny Dendll o jan
REPR Y| POAPE N PSP VY
“Haram memberi nama dengan abdul ka’bab, abdul hasn, abdu ali dan semua nama abdu
yang digandengkan tidak kepada nama Allah karena mengesankan kesyirikan.”™

64

42 As-Shabuni, Rawa’l al-Bayan, vol I, him 151.
43 Al-Qarafi, al-ihkam, him 218-219
4% |brahim al-Bajuri, Hasyiyah al-Bajuri, vol. Il, him.314.
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Alasan kesyirikan yang dikemukakan al-Bajuri diangap oleh Ibn Ziyad tidak berlaku

pada suatu komunitas tertentu yang menamai diri merka dengan nama abdun yang

mudhaf kepada guru mereka dengan tujuan menghendaki kemulian gurunya tanpa

tujuan ubudiyah. Ta menjelaskan:

Cdiall o] jadl) Ao ale 38 530 ganl) A8a 2ad 13V W1 o a5 Y 0 g g i) duay Al

oyl W) @l (5 50 Vg Al das e Ul adaa) J8 o et ) Jal e Gl )
PRYRE P!

‘penamaan dengan abdun nabi atau semisalnya tidak haram kecuali jika tujuannya

adalah pengertian kehambaan sebenarnya. Ilelah menjadi hal lumrah bagi para murid

tarckat yang menisbatkan diri kepada para syekh mereka, mereka melakukan itu semata

menghendaki kemulian gurunya’™

E. PROSEDUR
1. I'adah Tashwir al-Mas'alah (Alaall ) suai 33le )

Tahapan pertama dalam i'adah an-nazar adalah melakukan penggambaran ulang terhadap
persoalan (reconstruction of the case). Tahap ini sangat fundamental, karena kesalahan
dalam menggambarkan masalah akan berimplikasi pada kesalahan dalam melakukan
takyif, istidlal, hingga penetapan hukum.
Imam al-Juwaini menegaskan:
el gocai Z L8V 43 cany L Jsl
"Hal pertama yang harus dilakukan dalam suatu pembahasan adalah menggambarkan
persoalannya secara tepat. ™
Ungkapan ini menunjukkan bahwa tashwir al-mas'alah merupakan pintu masuk seluruh
proses istinbath.
Senada dengan itu, Imam al-Ghazali dalam a/-Mankhil menjelaskan:
| latil) agild ce.g_\aha.iaha\.m wﬂjce«t)htj)d\‘éﬁdlqelj?@uﬁelubd\ub
525w g ¢ a8 Jilosall Vg ) pamy als oLeillS Gl s day ) S ] Jasia 5 2 ) 58l amy
L e (s ) IS wgiSTy ol D0 5 Sy ghai il 55 Al
"Para ulama terdabhulu tidak banyak memperluas pembahasan cabang-cabang persoalan. Hal
itu bukanlah kekurangan mereka, sebab perhatian mercka tertuju pada peletakan kaidah-
kaidah dasar, peneguban pilar-pilar syariat, dan pembangunan prinsip-prinsip umumnya.
Mereka tidak banyak membuat persoalan-persoalan hipotetis, melainkan memberikan
jawaban terbadap peristiwa-peristiwa yang benar-benar terjadi."”
Keterangan ini memberikan pelajaran bahwa ijtihad selalu berangkat dari pemahaman
yang benar terhadap realitas (waqi'), sechingga ketika realitas berubah, tashwir terhadap
persoalan juga perlu diperbarui.
Hal yang sama ditegaskan oleh Ibn Dagqiq al-'id:
Glo g Vol el paiat | A A peal Al o i Al s3a & Al 13a
" U
"Perbedaan pendapat dalam masalah ini bertumpu pada persoalan ushul yang rumit, dan

penyelesaiannya terlebih dahulu bergantung pada keteparan dalam menggambarkan persoalan
tersebut. "

45 Abdurrahman Ba’alawi, ghayah talkhish fi fatawa ibn ziyad him. 254
46 Al-Juwaini, al-Burhan fi Ushul al-Figh, vol. Il, him. 233
47 Al-Ghazali, al-Mankhul, him. 607.

48 |bn Daqiq al-Id, Ihkam al-Ahkam, Vol I, him. 289
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Oleh karena itu, sebelum dilakukan i'adah an-nadzar terhadap suatu keputusan Bahtsul
Masail, harus dipastikan terlebih dahulu apakah terdapat alasan yang sah untuk meninjau
ulang keputusan tersebut.

Merujuk pada Perkum Nomor 7 Tahun 2024 Pasal 16, alasan tersebut antara lain:

e adanya ketidaktepatan dalam memahami nash, dalil, atau realitas yang menjadi objek
pembahasan;

e munculnya 'illat baru akibat perubahan 'urf, kondisi sosial, budaya, ekonomi, politik,
atau perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dengan demikian, i'adah tashwir al-mas'alah merupakan proses menghadirkan kembali

realitas secara utuh, sehingga keputusan yang akan ditinjau ulang benar-benar bertumpu

pada fakta dan konteks yang aktual.

2. I'adah at-Takyif (—axS3ll sale )

Setelah tashwir diperbarui, langkah berikutnya adalah i'adah at-takyif, yaitu menempat-
kan kembali persoalan pada konstruksi fikih yang paling tepat.

Tidak jarang suatu persoalan yang dahulu dipahami dalam satu bab fikih, setelah dilaku-
kan peninjauan ulang justru lebih tepat ditempatkan pada bab lain atau dianalisis dengan
pendekatan yang berbeda.

Misalnya, suatu masalah yang sebelumnya dibahas secara waqi'iyyah (kasuistik) dapat
ditinjau ulang secara maudhu'iyyah (tematik). Atau suatu persoalan yang sebelumnya di-
pandang sebagai persoalan ta'abbudi dapat dikaji kembali apakah sesungguhnya me-
ngandung dimensi ta'aqquli yang membuka ruang ijtihad lebih luas.

Contohnya adalah pembahasan mengenai miqat makani, yang dapat ditinjau ulang bukan
hanya sebagai persoalan lokasi keberangkatan haji, tetapi juga dari perspektif tujuan
pensyariatannya.

Tahapan ini juga menjadi ruang untuk menentukan apakah penyelesaian masalah di-

tempuh melalui pendekatan qauli, ilhaqi, atau manhaji, sesuai dengan tradisi Bahtsul
Masail Nahdlatul Ulama.

3. I'adah Bayan al-Hukmi (pSaJ) (w33l ))

Setelah persoalan ditempatkan pada konstruksi yang tepat, langkah berikutnya adalah

menyusun kembali argumentasi hukum.
Pada tahap ini, mekanisme penetapan pandangan keagamaan tetap mengikuti prosedur
Bahtsul Masail yang berlaku, baik melalui pendekatan qauli, ilhaqi, maupun manhaji.

Dengan demikian, i'adah an-nazar bukanlah proses yang berdiri di luar metodologi NU,
melainkan bagian dari mekanisme istinbath jama'i yang telah menjadi tradisi Nahdlatul

Ulama.

4. T'tibar al-Ma'al (JWJl e )

Keputusan fikih tidak hanya dinilai dari kekuatan dalilnya, tetapi juga dari konsekuensi
penerapannya di tengah masyarakat. Karena itu, hasil i'adah an-nadzar perlu memper-
timbangkan ma alar al-abkam, yaitu dampak sosial, ekonomi, politik, budaya, dan ke-
maslahatan umum yang ditimbulkan oleh suatu keputusan. Pertimbangan terhadap ma'al
merupakan implementasi dari maqashid al-syari'ah, agar hukum tidak hanya benar secara
teoritis, tetapi juga meng-hadirkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan. As-Syathibi
menjelaskan:
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“Memperhatikan dampak dan konsekuensi dari suatu perbuatan (ma'alat al-af al)l)
merupakan sesuatu yang diakui dan menjadi tujuan syariat, baik perbuatan tersebut pada
asalnya sesuai dengan syariat maupun bertentangan dengannya. Hal itu karena seorang
mujtahid tidak boleh menetapkan hukum terbadap suatu perbuatan yang dilakukan oleh
mukallaf—baik berupa melakukan sesuatu maupun meninggalkannya—sebelum ia
mempertimbangkan terlebibh dabhulu akibar dan konsekuensi yang akan ditimbulkan oleb
perbuatan tersebut."”

Terkait hal ini PBNU pernah memutuskan haramnya ekspor benih lobster dengan alasan
dampak mafsadatnya di masa depan, bukan hanya mempertuimbangkan sah tidaknya jual
beli tersebut.

5. Ishdar al-Hukm
Tahap terakhir adalah penetapan keputusan baru berdasarkan hasil i'adah an-nadzar.
Keputusan tersebut dapat berupa:
1. menguatkan keputusan sebelumnya karena dasar-dasarnya masih tetap relevan;
2. menyempurnakan dan mereinterpretasi keputusan sebelumnya;
3. menghadirkan alternatif pandangan hukum;
4

. atau mengubah keputusan sebelumnya apabila terbukti terjadi perubahan kondisi
manath, perubahan maslahat, atau kekeliruan dalam memahami nash maupun realitas.

Dengan kerangka demikian, i'adah an-nazar bukanlah mekanisme untuk mengganti
keputusan lama secara serampangan, melainkan proses ilmiah yang memastikan bahwa
keputusan Bahtsul Masail senantiasa selaras dengan maqasid al-syari'ah, perkembangan
realitas, dan metodologi istinbath yang mu'tabar, tanpa melepaskan diri dari ke-
sinambungan tradisi turats dan ijtihad jama'i Nahdlatul Ulama.

3. STATUS HUKUM HASIL I'ADAH AN-NAZAR

Salah satu persoalan penting dalam pembahasan i'adah an-nadzar adalah kedudukan hukum
hasil peninjauan ulang terhadap keputusan yang telah ditetapkan sebelumnya. Apakah keputus-
an baru membatalkan keputusan lama, ataukah keduanya tetap memiliki legitimasi pada
konteks zamannya masing-masing?

Dalam hal ini, para ulama ushul memberikan penjelasan yang penting. Al-'Izz ibn Abdissalam
menjelaskan:

Sl U\S c\.u\.io.l\.@_\;\ 4_\3\ L;J‘\AJ{;SMBJLQ_\A“).\M(QJ‘JL@-\AY\MS&MJMU’J?SM‘?SAJX
IS Lo e sV s el s cua e adaiy J el G391 Jlay V5 Y o) 40 oSa Lal ladad
e

g

"Apabila seorang hakim memutuskan suatu perkara yang memang menjadi ruang ijtibad, kemudian
ijtihadnya berubah dan ia memutuskan dengan hasil ijtihad yang baru, maka keputusan yang baru
itu menghentikan keberlakuan keputusan yang pertama. Namun keputusan yang pertama tidak
menjadi batal karenanya. Keputusan pertama rtetap sah sebagaimana adanya, hanya saja
keberlakuannya berakbir sejak terjadinya perubahan ijtihad. ™

4 Al-muwadagqat, vol. V, him. 517
30 Al-1zz Ibn Abdissalam, Qawa’idul Ahkam, vol. II, him. 48.
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Beliau kemudian memberikan analogi:
bl e anii lag Jlagi Y g cdiia LgalSal adaiii g (oallill die 3 jlgdall (jcalis

"Sebagaimana wudhu menjadi batal ketika muncul pembatalnya. Keberlakuan hukum wudhu

berakhir sejak saat itu, tetapi tidak membatalkan selurub ibadah yang telah dilakukan sebelum

datangnya pembatal tersebut.”

Keterangan ini menunjukkan bahwa hasil i'adah an-nadzar tidak berfungsi membatalkan

keputusan sebelumnya secara mutlak, melainkan menghentikan keberlakuannya sejak lahirnya

ijtihad baru. Dengan demikian, keputusan lama tetap dipandang benar menurut ijtihad dan

konteks yang melahirkannya, sedangkan keputusan baru menjadi pedoman untuk masa

berikutnya.

Prinsip yang sama dapat ditemukan dalam penjelasan Imam an-Nawawi mengenai hubungan

antara qaul qadim dan qaul jadid Imam asy-Syafi'i. Beliau mengatakan:

ol w4y 0l e 558 Y gl dic 1 g pe sl el Lade Gl aaill agd @ alel

ADA e )

"Ketahuilah bahwa ketika para ulama mengatakan suatu pendapat termasuk qaul qadim yang

ditinggalkan, yang dimaksud adalah pendapat lama yang telah dinyatakan berbeda oleh Imam

asy-Syafi'i dalam qaul jadid.”

Kemudian beliau menegaskan:

oy s oaliie] 5 28LA) Cade s aaall 8 Al Gl (o iy ol 5l dand) 8 4dllay ol 2008 Ll
Ao aa gl Al s cadle by g4y

"Adapun qaul qadim yang tidak ditentang oleh qaul jadid arau tidak dibahas kembali dalam gaul

jadid, maka ia tetap merupakan mazhab dan keyakinan Imam asy-Syafi'i, dapat diamalkan dan

dijadikan fatwa, karena beliau tidak pernah mencabutnya.”

Keterangan ini menunjukkan bahwa dalam tradisi mazhab sendiri, munculnya pendapat baru

tidak serta merta menghapus seluruh pendapat lama. Yang ditinggalkan hanyalah pendapat yang

memang telah digantikan oleh pendapat yang lebih akhir atau lebih kuat.

Atas dasar itu, hasil i'adah an-nadzar dapat memiliki beberapa kemungkinan status:

1. Ta'kid al-Qarar (J‘)ﬂ\ J.-.\SL’), yaitu menguatkan kembali keputusan sebelumnya setelah
dilakukan penelaahan ulang.

2. Tafsir wa Tatwir al-Qarar (D,);’}Lﬁj BB ) yaitu menyempurnakan, memperjelas, atau
memperluas interpretasi keputusan yang telah ada tanpa mengubah substansinya.

3. Tarjih Qaul akhar ( Al J$# za 1), yaitu memilih pendapat lain yang dinilai lebih kuat
daripada pendapat yang sebelumnya dijadikan dasar keputusan.

4. Tstibdal al-Qarar (V&) J)aiul), yaitu mengganti keputusan sebelumnya dengan keputusan
baru karena ditemukan dalil yang lebih kuat, perubahan keadaan manath, perubahan
keadaan, atau alasan syar'i lainnya.

Dengan demikian, hasil i'adah an-nazar pada prinsipnya tidak berfungsi membatalkan

keputusan lama secara retroaktif, melainkan menjadi pedoman baru sejak ditetapkan. Adapun

keputusan sebelumnya tetap dihormati sebagai hasil ijtihad yang sah pada konteks, data, dan
pertimbangan yang melatarbelakanginya. Oleh karena itu, i'adah an-nazar lebih tepat dipahami
sebagai mekanisme keberlanjutan ijtihad (slgia¥) Ll a3ul) daripada mekanisme pembatalan

ijtihad (Seia¥) Juay)).
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MATERI 111
KONSEP NILAI-NILATI KEULAMAAN
NILAI-NILAI KEULAMAAN DALAM NAHDLATUL ULAMA

Terminologi Ulama dalam Khazanah Islam

Istilah ulama dalam al-Qur’an disebutkan secara jelas sebanyak dua kali, yaitu pada surah
Fathir ayat 28 yang diawali dengan a/if lam dan pada surah al-Syuara’ ayat 197 yang diikuti kata
bani israil setelah kata ulama’. Meski demikian, ada beberapa kata yang memiliki makna atau
tafsiran yang senada dengan kata ulama, termasuk di antaranya adalah wlu al-ilm, ulul albab,

ulunnuba, ulul abshar, al-rasikhuna fil ilmi, dan ahl al-dzitr.

Berdasarkan berbagai pandangan ulama klasik, terminologi #/ama tersebut tidak dimaknai
semata-mata sebagai orang yang memiliki pengetahuan agama, tetapi sebagai sosok yang memenuhi
seperangkat kualifikasi keilmuan, spiritual, dan moral yang membentuk otoritas keagamaannya.
Hadratus Syaikh Hasyim Asy’ari dalam Adab al-’Alim wa al-Mutaallim menegaskan bahwa ulama
adalah mereka yang memiliki rasa takut (khaysyah) kepada Allah swt.

Sl g claluall | slae ¢ ) gial cpdll o) 1 s ) QW 5 colalall oabie e ) G Lai) o Mad ) JG
SN () s (Al aa elaladl G (i) ol cay ) 34 el @lld Jadad @ ) ) 5aa aa

Dari sisi kapasitas intelektual, al-Qurtubi menjelaskan bahwa ulama dalam hal ini dengan
istilah al-rasikhun fi al-ilm adalah orang-orang yang memiliki kedalaman ilmu sehingga mampu
memahami makna-makna Al-Qur'an secara lebih komprehensif, tidak terbatas pada makna lahiriah
yang dapat dipahami oleh setiap orang yang menguasai bahasa Arab.

G.AASJUM\JWUU C\_\;..a]\}sz} fnuam\wbﬂ\y\hu.nd\ﬁ ﬁlﬂ\@u};“‘)ﬂ}
SZUJ’J\RJ‘S?SAJLJ‘@A;W@G}M&J\M‘UAJJS\ Uﬁ‘d"-‘?@—"
Berbeda dengan al-Qurthubi, al-Thabari mendefinisikan al-rasikhuna fi al-ilm lebih kepada

kapasitas moral yang seharusnya dimiliki oleh ulama termasuk di antaranya kejujuran, kemurnian
hati, dan pengendalian diri. Hal ini sebagaimana tercermin dalam hadis sebagai berikut:

alall & il Sl e Jils alu g agle A e d O s o selajall sl s dalal gl 5 elila oy il Lias
33 alall 8 sl )l GllN can 85 aiday Cae g Al 4y aliiul 5 el (Baia s cdinay G5 (e a8

Ibn Hajar al-Asqalani menempatkan ulama sebagai @b/ al’ilm bi al-atsar, yaitu orang-orang yang
menguasai hadis beserta metodologi periwayatannya, memahami kaidah-kaidah agama, dan
4 22 Uemendalami furu’ dalam agama. Penjelasan ini merupakan syarh Ibn Hajar terhadap hadis
ST\ EVS- LIRS

6l 3 Capial Ul 15555 A o) i (o el 85 SV el Ul g 2l 0l (52 o5 5
sl Jal candae aing (pe s 4l Jal daal o) )i Galie oldll JE 5 a8 (1
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51 Hadratus Syaikh Hasyim Asyari, Adab al- ‘Alim wa al-Muta’allim, h.13.

52 Al-Qurtubi, al-Jami’li Ahkam al-Qur’an, (Kairo: Dar al-Kutub al-Misriyah, 1964), Juz 4, h. 18.

53 Al-Thabari, Jami’ al-Bayan ‘an Ta’'wil Ay al-Qur’an, (Makkah al-Mukarramah: Dar al-Tarbiyah wa al-
Turats, t.th), juz 6, h. 207.

54 Ibn Hajar al-Asqalani, Fath al-Bari bi Syarh Shahih al-Bukhari, (Mesir: al-Maktabah al-Salafiyah, 1390),

juz 1, h. 165.
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Sementara itu, al-Mubarakfuri ketika menjelaskan kata al-"alim dalam hadis AL ej\—’-j\ Jaaci

...l menyebutkan bahwa maksud a/-@lim dalam hadis tersebut adalah mercka yang memiliki
kepakaran dalam ilmu-ilmu syariat serta mengimplementasikan kewajiban-kewajiban dalam

beribadah.
Juand g 3aleall 0 jaial) e L;\ () o) A gaal) )y aLill aa dae i) & slally (allad) Juad)
55 potell g sl 8
Berdasarkan keseluruhan pandangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa ulama adalah orang
yang memiliki kedalaman ilmu-ilmu syariat, memahami Al-Qur'an dan sunnah beserta metodologi
pengkajiannya, memiliki rasa takut kepada Allah yang tercermin dalam ketakwaan dan pengamalan
ilmu,

Khashais al- Ulama’ di Nahdlatul Ulama

1. Memiliki pemahaman ilmu agama yang mendalam (4 e <aSlall allall). Kedalaman penguasaan
ilmu agama merupakan fondasi utama yang membentuk otoritas seorang ulama sehingga dapat
menjadi rujukan umat dalam menjawab masalah hukum dan lainnya. Khusus untuk ulama NU,
penguasaan tersebut mencakup pemahaman yang mendalam terhadap akidah, fiqih, dan
tasawwuf yang sesuai dengan Aswaja An-Nahdliyyah.

(e pgie 2AY) agd) 385 o) sall o dll das an g Al 8 e el agal) 555080 aa clalall ol
56.0salr Y (e atlagn sy g g5k Y Cua
2. Memiliki sanad keilmuan. Dalam tradisi keilmuan Islam, sanad bukan sekadar mata rantai
transmisi ilmu dari guru kepada murid, tetapi juga menjamin otentisitas, validitas, dan
keberlanjutan ajaran Islam. Melalui sanad, ilmu agama ditransmisikan secara bertanggung jawab
dari satu generasi ke generasi berikutnya sehingga terpelihara dari penyimpangan maupun klaim
keilmuan yang tidak memiliki legitimasi.
aslall 53] o8 ] da Y1 A aalie Jal deleadl 5 Al Jal e L&YY 3aludl 5 elalall Lol
Lol sl 5 Lo 38 ald aSn (538015 (e (g5 a5 o8] il Jucaily 4l (yan oSLS (po 5 oSLE (poe
716 s g el (3o Lol (5 L (50 W) sl 15358 Y 5
3. Memahami realitas dan kebutuhan umat (4« Jlay < lall) | Seorang ulama tidak hanya dituntut
memiliki kedalaman ilmu, tetapi juga kepekaan sosial terhadap realitas dan kebutuhan
masyarakat. Pemahaman terhadap kondisi umat harus diwujudkan dalam sikap yang penuh
empati, pelayanan, dan pengabdian. Dengan demikian, ilmu yang dimiliki tidak berhenti pada
tataran teoritis, melainkan menjadi pedoman dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang
dihadapi masyarakat secara bijaksana dan berlandaskan nilai-nilai syariat.
AlS 5 aledall alada) 5 2l L) 5 4 sl 480U (pe GIAY o lSay alil) Jalay () e Al
Cslatinyl & g cibailyl g JERLY) & g Y 5 agie alladial g Ul e Y S g Jasll
o) aally Calalil) g Aclall) 8 olad) Jh g dalall cliad A adl g dal 1) dlay) g Juadill S5
3 ob 15 aiile) 5 Aallally (33,15 £l Y15 O eall ) ial
4. Memiliki sifat adil. Keadilan tidak hanya bermakna integritas moral dan kejujuran pribadi,
tetapi juga objektivitas dalam memahami, menyampaikan, dan menetapkan hukum agama
berdasarkan dalil yang benar. Dengan sifat adil, seorang ulama mampu menjaga kemurnian

5 Al-Mubarakfuri, Tuhfat al-Ahwadzi, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1431 H), juz 7, h. 379.

% Hadratus Syeikh Hasyim Asyari, Adab al- ‘Alim wa al-Muta allim, h. 62.

57 Hadratus Syaikh Hasyim Asy’ari, Muqaddimah al-Qanun al-Asasi li Jam iyyah Nahdlatil ‘Ulama, h. 15.
% Hadratus Syaikh Hasyim Asyari, Adab al- ‘Alim wa al-Muta’allim, h. 63.
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ajaran Islam dari berbagai bentuk penyimpangan, baik berupa pemalsuan oleh orang-orang yang
batil, penafsiran yang lahir dari kebodohan, maupun distorsi akibat sikap berlebihan dalam
beragama.

) Gslall s Ay () ity ot s Cllaall ) (s il o) 5
0 A e oLl e Gl o Lglea
5. Memiliki kegigihan dalam perjuangan dan pengabdian (a/-jihad), termasuk di antaranya adalah
gigih dalam menjaga persatuan umat karena seorang ulama pasti menyadari betapa besar
manfaat yang didapatkan dari adanya persatuan dan kerukunan dari umat.
60 e aal Qe ¥ A aY) sa Callill g alas¥l 5 o jledill 5 ¢ Laial) d
6. Produktif dalam mengembangkan dan mendokumentasikan ilmu pengetahuan bagi yang
memiliki keahlian di bidang ini. Hal ini karena otoritas keilmuan tidak hanya diwujudkan
melalui aktivitas mengajar dan berdakwah, tetapi juga melalui tradisi intelektual berupa
penulisan, penyusunan, dan pengembangan karya ilmiah yang dapat diwariskan kepada generasi
berikutnya.
61 QA Mal S o) Cadlill g aaal g Casiatlly Jaidy o
7. Mencintai tanah air. Salah satu Abashais ulama NU adalah memiliki kecintaan terhadap tanah
air yang merupakan bagian dari tanggung jawab keagamaan dan sosial. Hubb al-watan
diwujudkan melalui komitmen menjaga persatuan, keutuhan NKRI, keamanan, serta
kemaslahatan masyarakat. Dengan demikian, cinta tanah air menjadi salah satu bentuk
aktualisasi nilai keislaman dan pengabdian ulama kepada bangsa.

8. Berpegang pada fikrah nahdhiyyah sebagai kerangka berpikir dan orientasi kegamaan. Fikrah ini
tercermin dalam sikap fawassut, tawazun, itidal, dan tasamub sehingga ulama NU mampu
menjaga kesinambungan tradisi yang berkembang di masyarakat sekaligus mampu merespon
dinamika kehidupan dengan pendekatan yang moderat dan berorientasi pada kemaslahatan

umart.

9. Menjadikan Mabadi’ Khaira Ummah sebagai landasan etis dalam menjalankan fungsi keulamaan.
Nilai al-sidg, al-amanah, al-tdawun, dan al-istigamah membentuk integritas ulama sekaligus
mengarahkan pengabdiannya pada terwujudnya kemaslahatan, keadilan, dan kehidupan sosial
yang harmonis.

Harakab al-"Ulama’ di Nahdlatul Ulama

Dalam menjalankan fungsi keulamaannya, ulama tidak hanya berperan sebagai penjaga dan
penyampai ajaran agama, tetapi juga memiliki tanggung jawab yang mencakup berbagai dimensi
kehidupan umat. Peran tersebut dapat dipetakan ke dalam beberapa bentuk gerakan, yaitu harakah
diniyah, harakah siyasiyah, harakah ijtima’iyyah, dan harakah iqtishadiyyah.

1. Harakah diniyah, termasuk di dalamnya adalah harakah ‘ilmiyyah dan harakah dawah. Salah
satu tugas utama ulama adalah menyampaikan ajaran agama kepada para khalayak. Harakah
diniyah ini merupakan manifestasi tanggung jawab ulama dalam menjaga otoritas keagamaan
melalui penguatan tradisi keilmuan dan penyebaran ajaran Islam secara berkesinambungan.

% Hadratus Syaikh Hasyim Asy’ari, Muqgaddimah al-Qanun al-Asasi li Jam iyyah Nahdlatil ‘Ulama, h. 17.
80 Hadratus Syaikh Hasyim Asy’ari, Muqaddimah al-Qanun al-Asasi li Jam iyyah Nahdlatil ‘Ulama, h. 17.
61 Hadratus Syaikh Hasyim Asy’ari, Adab al-’Alim wa al-Muta’allim, h.69.
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Harakah siyasiyah, seorang ulama seyogyanya memiliki kepekaan terhadap kondisi dan
perkembangan politik negara. Dalam hal ini, ulama memiliki peran strategis dalam menjaga
keseimbangan antara otoritas keagamaan dan kekuasaan politik melalui fungsi pengawasan,

pemberian nasihat, serta penyampaian kritik yang konstruktif kepada pemerintah.
@BAJE\S;J\MUA(;@_@;UQAJc ......... BM\&M&J@;AU&@U;M\;Y}SQJ
64 Sl (g il s g pmalls Y15 caed dapail) el 5 (g pusall

. Harakah ijtima’iyyah. Selain menjalankan fungsi keagamaan, ulama juga memiliki tanggung

jawab sosial sebagai wujud pengabdian kepada masyarakat. Peran tersebut diwujudkan melalui
keterlibatan aktif dalam membangun kehidupan sosial yang harmonis, menumbuhkan
solidaritas, membantu kelompok yang membutuhkan, serta menghadirkan kemaslahatan di
tengah kehidupan umat. Dengan demikian, keberadaan ulama tidak hanya menjadi rujukan
dalam persoalan hukum agama, tetapi juga menjadi teladan dalam membangun relasi sosial yang
dilandasi nilai-nilai akhlak, kasih sayang, dan kepedulian.
LS 5 aladall aleka) g oSl ¢L) 5 an ol A8 (e GIAY) 2 Sy Luldll Jalrg o)) e dalidl
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. Harakah igtishadiyah. Harakah ini merupakan bentuk gerakan ulama NU dalam membangun

kemandirian ekonomi umat dan mendorong kesejahteraan umat. Orientasi harakah ini
memiliki akar historis dengan gerakan Nahdlatut Tujjar, yang sejak awal menjadi wadah
penguatan aktivitas ekonomi dan kemandirian warga pesantren serta masyarakat. Dalam
konteks keulamaan NU, gerakan ekonomi tidak tidak semata-mata berkaitan dengan aktivitas
ckonomi, tetapi juga mencerminkan sikap etis ulama dalam mengelola kehidupan dunia secara
proporsional. Hal ini sejalan dengan prinsip kesederhanaan, kecukupan, dan keteladanan
tethadap salaf al-shalih sebagaimana tergambar dalam ungkapan al-Ghazali dalam 7hya’ "Ulum
al-Din sebagai berikut:
b OV YT ) s Mad ) agan y alially 48 4y 5 Glld apen 3 LY iy s
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62 Hadratus Syaikh Hasyim Asy’ari, Adab al-’Alim wa al-Muta’allim, h.69.

83 Abdul Aziz al-Badri, al-Islam baina al-’Ulama wa al-Hukkam, (Madinah: al-Maktabah al-Ilmiyyah, t.th),
h. 30.

84 Abdul Aziz al-Badri, al-Islam baina al-’Ulama wa al-Hukkam, (Madinah: al-Maktabah al-Ilmiyyah, t.th),
h. 30.

8 Hadratus Syaikh Hasyim Asyari, Adab al- ‘Alim wa al-Muta’allim, h. 63.

% Al-Ghazali, [hya’ Ulum al-Din, (Beirut: Dar al-Ma’rifah, 1431), juz 1, h. 66.
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PIAGAM NILAI-NILAI KEULAMAAN
NAHDLATUL ULAMA

MUKADIMAH

Nahdlatul Ulama lahir dari rahim perjuangan para ulama pesantren yang mewarisi sanad
keilmuan, keluhuran adab, kemuliaan akhlak, khidmah, kekuatan ruhani, dan tanggung jawab
sosial serta keagamaan. Para ulama pendiri Nahdlatul Ulama tidak hanya menjaga ajaran Islam
Ahlussunnah wal Jama'ah, tetapi juga membangun peradaban umat melalui pendidikan, dakwah,
pemberdayaan masyarakat, perjuangan kebangsaan, dan pengabdian kemanusiaan. Dalam sejarah-
nya, Nahdlatul Ulama senantiasa memadukan kelestarian tradisi ulama salaf dengan kemampuan
memberikan jawaban hukum atas berbagai persoalan yang muncul di tengah masyarakat. Nahdlatul
Ulama menjaga warisan pesantren, sanad, turats salaf, dan adab ulama, sekaligus terbuka terhadap
pembaruan yang membawa kemaslahatan.

Keulamaan dalam Nahdlatul Ulama bukan sekadar status sosial, kedudukan struktural, pe-
nguasaan pengetahuan agama secara formal, atau kemampuan menyampaikan dalil. Keulamaan
adalah kesatuan antara tazkiyah ruhaniyah, keluhuran adab, kemuliaan akhlak, ilmu yang rasikh,
sanad yang bersambung, manhaj istinbath yang tertib, khidmah yang ikhlas, keberpihakan kepada
umat, tanggung jawab kebangsaan, serta kesanggupan menghadirkan Islam sebagai rahmat bagi se-
luruh alam. Di tengah perubahan zaman yang cepat, nilai-nilai keulamaan menghadapi tantangan
serius. Disrupsi teknologi mengubah cara manusia memperoleh ilmu. Kompetisi politik dan eko-
nomi dapat menyeret jam'iyah ke dalam kepentingan sempit. Polarisasi sosial dapat melemahkan
ukhuwah. Kompleksitas hukum, ekonomi, teknologi, lingkungan, keschatan, geopolitik, dan ke-
manusiaan menuntut ulama yang tidak hanya luas ilmunya, tetapi juga kuat ruhaninya, jernih

tashawwurnya, teliti tatsabbutnya, mendalam tahqiqnya, dan arif dalam menimbang maslahat serta

mafsadah.

Karena itu, Muktamar Ketiga Puluh Lima Nahdlatul Ulama memandang perlu merumuskan
Piagam Nilai-Nilai Keulamaan Nahdlatul Ulama sebagai pedoman bersama untuk menghidupkan
kembali ruh keulamaan dalam jam'iyah, memperkuat ketahanan bangsa, dan membangun harmoni

semesta.

BABI: PENGERTIAN DAN BATASAN ISTILAH

Piagam ini bertumpu pada sejumlah pengertian pokok yang menjadi pijakan bersama seluruh
warga dan perangkat Nahdlatul Ulama dalam memahami, menginternalisasikan, dan menerapkan
nilai-nilai keulamaan. Nahdlatul Ulama adalah jam'iyah diniyyah ijtima'iyyah yang berhaluan
Ahlussunnah wal Jama'ah An-Nahdliyah dan berkhidmah bagi agama, umat, bangsa, negara, dan
kemanusiaan. Nilai-nilai keulamaan adalah himpunan nilai ruhani, keilmuan, adab, akhlak, sosial,
jam'iyah, kebangsaan, dan peradaban yang bersumber dari Al-Qur'an, As-Sunnah, ijma" ulama,
asas al-tasyri', qawa'id fighiyyah dan ushuliyyah, maqashid syariah, tradisi pesantren, Qanun Asasi,
Khittah Nahdlatul Ulama 1926, Mabadi Khaira Ummah, serta pengalaman historis perjuangan
Nahdlatul Ulama. Keulamaan Nahdlatul Ulama adalah kualitas kepribadian, keruhanian, akhlak
dan adab, keilmuan, kepemimpinan, serta pengabdian yang mencerminkan tazkiyah, quwwah
ruhaniyah, keluhuran adab, kemuliaan akhlak, ilmu yang rasikh, sanad yang bersambung, manhaj
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istinbath yang bertanggung jawab, khidmah yang ikhlas, amanah jam'iyah, serta keberpihakan
kepada kemaslahatan umat, bangsa, dan kemanusiaan.

Akhlak adalah kualitas batin dan perilaku yang mencerminkan kejujuran, amanah, keadilan,
kasih sayang, kesantunan, dan keluhuran budi dalam kehidupan pribadi, organisasi, dan masya-
rakat. Adab adalah tata krama ruhani, intelektual, sosial, dan jam'iyah yang mengatur cara sese-
orang berilmu, berbicara, berbeda pendapat, bermusyawarah, memimpin, dan berkhidmah.
Ruhani adalah dimensi batin yang berhubungan dengan keikhlasan, taqwa, muragabah, muha-
sabah, khasyatullah, dzikir, riyadhah, dan keterhubungan hati dengan Allah dalam khidmah. Ke-
ilmuan adalah dimensi penguasaan ilmu yang bersanad, rasikh, metodologis, beradab, serta mampu
membaca nash, turats salaf, maqashid, dan realitas secara bertanggung jawab.

Manhajiyah adalah ketertiban metode dalam memahami nash, turats, mazhab, magqashid,
gawa'id, fakta, konteks, dan akibat hukum, terutama dalam proses penetapan hukum atau istinbath.
Jam'iyah adalah dimensi organisasi yang mencakup khidmah, musyawarah, taat asas, tertib
administrasi, ukhuwah, ittihad, dan kesetiaan kepada kemaslahatan Nahdlatul Ulama. Quwwah
ruhaniyah adalah kekuatan batin, kejernihan hati, kedalaman taqwa, khasyatullah, dzikir, riyadhah,
serta keterhubungan batin dengan Allah yang melahirkan keikhlasan, keteguhan moral, wara',
tawadhu', istiqamah, dan kepekaan spiritual sebagai fondasi kewibawaan ulama. Tashawwur al-
mas'alah adalah pemahaman yang mencakup keseluruhan aspek suatu objek kajian, baik unsur-
unsur pembentuknya, rincian yang terkait dengannya, maupun hubungan sebab dan akibat yang
melatarbelakangi serta ditimbulkannya, sechingga menghasilkan pemahaman yang komprehensif,
proporsional, dan tidak parsial sebelum ditetapkan hukumnya. Ahlul khibrah wa al-mutakhassisun
adalah orang atau pihak yang memiliki pengalaman, keahlian praktis, spesialisasi keilmuan, dan
kompetensi yang relevan untuk menjelaskan fakta, data, konteks, atau aspek teknis suatu masalah
yang diperlukan dalam penetapan hukum dan pengambilan keputusan keagamaan. Kehati-hatian
dalam istinbath adalah proses penetapan hukum yang memenuhi standar minimal berupa kejelasan
tashawwur, validitas data melalui tatsabbut, kedalaman analisis melalui tahqiq, pelibatan ahli yang
relevan, keterukuran maslahat dan mafsadah, serta pertimbangan akibat keputusan. Revitalisasi
nilai-nilai keulamaan adalah ikhtiar sadar, terencana, dan berkelanjutan untuk menghidupkan,
menguatkan, menginternalisasikan, menerapkan, dan mewujudkan nilai-nilai keulamaan dalam
kehidupan jam'iyah, kepemimpinan, kaderisasi, tata kelola, dakwah, pendidikan, ekonomi,
kebangsaan, dan pergaulan global.

BAB II : LANDASAN FILOSOFIS
. Hakikat Keulamaan

Keulamaan dalam Nahdlatul Ulama bertumpu pada manhaj kenabian, yaitu pembacaan
ayat-ayat Allah, tazkiyah, pengajaran kitab dan hikmah, serta pengabdian kepada kemaslahatan
umat. Karena itu, hakikat keulamaan tersusun secara bertahap dan saling menguatkan, dimulai dari
kekuatan ruhani, tazkiyah, dan khasyatullah; berlanjut kepada keluhuran adab dan kemuliaan
akhlak; kemudian ilmu yang rasikh, sanad yang bersambung, dan tafaqquh fid-din; lalu manhaj
istinbath yang tertib, hati-hati, dan bertanggung jawab; disusul kepemimpinan yang amanah dan
khidmah yang ikhlas; hingga keberpihakan kepada kemaslahatan umat, bangsa, manusia, dan alam

semesta.
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Keulamaan bukan hanya penguasaan teks keagamaan, melainkan kemampuan menerjemah-
kan tuntunan agama ke dalam kehidupan nyata secara arif dan bijaksana, adil, berimbang, berorien-
tasi pada kemaslahatan, serta menjunjung tinggi nilai-nilai keadaban.

a5 a1l Gl i il il sl g8
Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi il
beberapa derajat.” QS. Al-Mujadilah [58]: 11
Sl salie fhe ) (245 )
“Sesunggubnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hamba-Nya hanyalah para ulama.” QS.
Fathir [35]: 28

u\)JAS\ \ﬁay‘cu\ﬂ\eajjw‘)cw\}
“Dan langir telah ditinggikan-Nya dan Dia ciptakan kesezmbangan, agar kamu jangan merusak
keseimbangan itu.” QS. Ar-Rahman [55]: 7 sampai 8
SN &5 el
“Sesunggubnya ulama adalah pewaris para nabi.” HR. Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan
Abmad

Mengenai hal ini, Ibn Jama ah berkata dalam Tadzkirat al-Sami’:
4_-,J\ (\’ c\_u.d\) (ou).d\ ‘m d.d}\) ‘;La_\ d\ﬁj c(Y/\ )Jab) (;Ld:d\ aJL\S: uA AJJ\ Gu;.? Lu\)
o3 mj (;t_mym” ;w\)eh}u; \gmm} (um\éw\ﬁmm UUA)
uyd)su}.u)é 3.\.\3\4.\.1)@_554_\.1‘)&&53c\ﬁdjbywj\adyjc\)ﬂj\m%‘)ﬂ\
4_1.1 )S\ aﬂ]ﬁ a_\ J\ K)
Artinya: “Di antara hamba-hamba-Nya, yang (benar-benar) takut kepada Allah hanyalah para ulama”
(QS. Fathir: 28). Allah juga berfirman dalam ayat lain: “Sesunggubnya mereka itu adalah sebaik-baik
makhluk” (QS. al-Bayyinah: 7), sampai firman-Nya: “Yang demikian itu bagi orang yang takut kepada
Tubannya” (QS. al-Bayyinah: 8). Dua ayat ini menunjukkan babwa para ulama adalah mereka yang
khasyatullah (takut kepada Allah), dan orang-orang yang kbasyatullah adalah sebaik-baik makhluk.
Maka kesimpulannya bahwa para ulama adalah sebaik-baik makbluk. Rasulullah saw bersabda:
“Barangsiapa yang Allah kehendaki kebaikan padanya, niscaya Allah pabamkan ia dalam wrusan
agama (figih).” Beliau saw juga bersabda: “Para ulama adalah pewaris para nabi.” Cukuplah
kedudukan ini sebagai kemuliaan dan kebanggaan, serta cukuplah martabat ini sebagai kehormatan
dan sebutan. Sebagaimana tidak ada martabat di atas martabat kenabian, maka tidak ada kemuliaan

di atas kemuliaan pewaris martabat rersebut.”

Sekali lagi perlu ditegaskan, kedudukan mulia ini tak lain juga sebab tanggung jawab yang berat:
yakni takut kepada Allah.

. Manusia, Agama, dan Peradaban

Nahdlatul Ulama memandang manusia sebagai makhluk Allah yang mulia, pemegang
amanah, khalifah di bumi, dan bagian dari kehidupan semesta yang harus dijaga kehormatannya.
Karena itu, nilai-nilai keulamaan harus mendorong perlindungan terhadap agama, jiwa, akal,
keturunan, harta, martabat manusia, lingkungan hidup, dan kemaslahatan umum, serta menjamin
terpeliharanya kebutuhan darariyyat, hajiyyat, dan tahsiniyyat sebagai tujuan pokok syariat dalam
mewujudkan kemaslahatan manusia.

a3l 3 s Al
“Dan sunggub, Kami telah memuliakan anak cucu Adam.” QS. Al-Isra' [17]: 70
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FERENS (I e ST |
Alen hendak menjadikan khalifah di bumi.” QS. Al-Bagarah [2]: 30
8 ity ol o i
“Dia telah menciptakanmu dari bumi dan menjadikanmu pemakmurnya.” QS. Hud [11]: 61
Mengenai tujuan ini, Al-Ghazali memberi penjelasan yang sangat baik yang merangkum tujuan
agama diturunkan:
d&egjuj‘?@mj‘?@m a@_umjca@_mrs@_\ﬂsksuu\ﬁj m@\w&)ﬂ\aw}
lgaddg cam}@d}mw RV u}mudsj ‘m}@w\ d}m‘zﬂ o3 Jada HAla L
.~" - Sa -

Artinya: “Tujuan syariat dari penciptaan (manusia) itu ada lima: yaitu menjaga bagi mereka agama
mereka, jiwa mereka, akal mereka, keturunan mereka, dan harta mereka. Maka setiap hal yang
mengandung penjagaan atas lima pokok ini adalah maslahat, dan setiap hal yang menghilangkan
pokok-pokok ini adalah mafsadat, dan menolaknya adalah maslahat.”

C. Tradisi dan Pembaruan

Nahdlatul Ulama berpegang pada kaidah pemeliharaan warisan lama yang baik dan pengambilan
hal baru yang lebih baik.

i) aally Y15 alall ool e ddslas)
“Memelihara warisan lama yang baik dan mengambil hal baru yang lebih baik.”

Nilai keulamaan menuntut Nahdlatul Ulama untuk menjaga tradisi pesantren, sanad ilmu, turats
salaf, dan adab ulama, sekaligus terbuka terhadap ilmu pengetahuan, teknologi, tata kelola modern,
dan kerja sama peradaban yang membawa kemaslahatan. Mengenai inovasi-inovasi ini, Al-‘Izz b.
Abd al-Salam menjelaskan

4:.3.\5 ‘m\j«:m GJ\M.»S.\AGAJ eel....j‘uh: An\ul.a‘m\ d)u))acuﬁqg.ue]udﬁ«cqﬂ\
‘ﬁjs:‘tcﬂ\ UAJ&JU‘ JJM‘)M‘_“A@.\)H\J M.;LLAM:JJJ ‘MJ)SA«:J.U c‘\..a_gd.m‘u:m_g M.AJM
‘MJMG@AF)MS‘ qc\js@«_ahqu\j cm\ju.@a_al.;ﬂ\ Ac\;s‘;«_d;qula 4.:..1)....;&\ ac ) 58
‘_;g_d;au\} ‘%}JSAG@AUJSA\ Ar_\)sssg_xhau\j cmij@uJM\ qs:\)a@ulaau\}
Aala L) Ct_ml\ ac | 58
Terjemahan: “Bidah (inovasi) adalah melakukan sesuatu yang tidak dikenal pada masa Rasulullah
saw. la terbagi menjadi: bid'ah wajib, bid'ah haram, bidah mandub (dianjurkan), bid'ah makrub,
dan bid'ah mubah (boleh). Cara mengetahuinya adalah dengan menimbang hal baru itu pada kaidah-
kaidah syariat: jika masuk dalam kaidah kewajiban, maka ia wajib; jika masuk dalam kaidab
keharaman, maka ia haram; jika masuk dalam kaidah anjuran, maka ia mandub; jika masuk dalam
kaidah kemakruban, maka ia makruh; dan jika masuk dalam kaidab kebolehan, maka ia mubah.”

BAB III : KONSEPTUALISASI NILAI-NILAI KEULAMAAN NU
. Rumusan Umum

Nilai-nilai keulamaan Nahdlatul Ulama adalah nilai yang menuntun setiap pengurus, kader, dan
warga Nahdlatul Ulama agar berilmu secara rasikh dan bersanad; beragama secara lurus, beradab,
dan berakhlak; berorganisasi secara amanah, taat asas, dan tertib jam'iyah; melakukan penetapan
hukum atau istinbath dan pengambilan keputusan keagamaan secara hati-hati; bermasyarakat
secara maslahat, adil, tasamuh, dan ishlah; berbangsa secara bertanggung jawab dan berkeadaban;

serta berperadaban secara rahmah dan menjaga harmoni semesta.
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B. Dimensi dan Susunan Nilai Keulamaan

Nilai-nilai keulamaan Nahdlatul Ulama tersusun dalam tujuh dimensi yang saling me-
lengkapi dan seluruhnya berjumlah lima puluh satu nilai.

Dimensi ruhani dan spiritual menghimpun delapan nilai, yaitu ikhlas, taqwa, muraqabah,
muhasabah, quwwah ruhaniyah, wara', tawadhu', dan istiqgamah.

Dimensi keilmuan dan manhaj istinbath menghimpun sembilan nilai, yaitu ilmu bersanad,
tafaqquh fid-din, manhajiyah, adab ilmu, tashawwur al-mas'alah, tatsabbut, tahqiq, tanggung
jawab istinbath, serta pelibatan ahlul khibrah wa al-mutakhassisun.

Dimensi akhlak menghimpun delapan nilai, yaitu ash-shidqu, al-amanah, al-wafa bil 'ahdi,
al-'adalah, at-ta'awun, kesantunan, kasih sayang atau rahmah, dan keluhuran budi.

Dimensi jam'iyah dan kepemimpinan menghimpun tujuh nilai, yaitu khidmah, musya-
warah, tabayyun jam'iyah, taat asas dan tertib jam'iyah, ukhuwah, ittihad, serta kesetiaan kepada
kemaslahatan Nahdlatul Ulama.

Dimensi sosial dan kemasyarakatan Aswaja An-Nahdliyah menghimpun enam nilai, yaitu
tawassuth, i'tidal, tawazun, tasamubh, ishlah, serta penolakan terhadap ekstremisme dan kekerasan.

Dimensi kebangsaan menghimpun tujuh nilai, yaitu hubbul wathan, komitmen terhadap
Negara Kesatuan Republik Indonesia, komitmen terhadap Pancasila, komitmen terhadap konsti-
tusi, persatuan nasional, demokrasi berkeadaban, dan keadilan sosial.

Dimensi peradaban dan kemanusiaan menghimpun enam nilai, yaitu rahmatan lil 'alamin,
penghormatan terhadap martabat manusia, perdamaian, kelestarian lingkungan, dialog peradaban,
dan harmoni semesta.

BAB IV : NILAI-NILAI DASAR KEULAMAAN NAHDLATUL ULAMA
A. Nilai Ruhani dan Spiritual

Ikhlas

Ikhlas adalah memurnikan seluruh khidmah kepada Allah, bukan menjadikan Nahdlatul
Ulama sebagai sarana mencari kedudukan, keuntungan pribadi, popularitas, kekuasaan, atau ke-
pentingan sempit. Nilai ini menuntut pengurus, kader, dan warga Nahdlatul Ulama mendahulukan
agama, jam'iyah, umat, dan bangsa; menghindari penyalahgunaan jabatan; serta menjaga kemurni-
an niat dalam setiap amanah organisasi.

Allah berfirman:

550 ) %5 5 sl 1 g sA G5 AT alia dbl 1300 Y 13540 G
“Mereka tidak diperintah, kecuali untuk menyembah Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepada-
Nya lagi hanif (istikamah), melaksanakan salat, dan menunaikan zakaz).” QS. Al-Bayyinah [98]: 5

A e V) o AT 3 Y adle R&TT Y L5865
“Wahai kaumku, aku tidak meminta kepadamu harta (sedikit pun sebagai imbalan) atas seruanku.

Imbalanku hanyalah dari Allah” QS. Hud [11]: 29
Salah seorang ulama sufi terkemuka, Dzu al-Nun Al-Mishri mengatakan:
JREYT 8 Jue VT 455 Hals s ARl (e a5 2341 21550 AT claSle G 36
55391 (b Jaall ol 5 ¢l
“Ada tiga tanda keikblasan: pujian dan celaan orang banyak sama saja baginya; melupakan keberadaan
(peran) dirinya dalam amal-amal yang ia kerjakan; dan mengharapkan pabala amal itu di akhirar

(bukan di dunia).”
Taqwa
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Taqwa adalah mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dengan demikian
takwa adalah kesadaran menjaga diri dari penyimpangan, kezaliman, dan pengkhianatan amanah
di hadapan Allah. Nilai ini menuntut setiap keputusan, kebijakan, dan tindakan organisasi

diarahkan kepada ridha Allah dan kemaslahatan. Allah berfirman:

s Cadh L ol kil a1 1 i i
“Wahai  orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang
memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok.” QS. Al-Hasyr [59]: 18
Muraqabah

Muraqabah adalah kesadaran batin bahwa Allah mengetahui seluruh niat, ucapan, keputus-
an, dan tindakan. Nilai ini menuntut kehati-hatian dalam penggunaan kewenangan, pengelolaan

aset, data, informasi, dan sumber daya jam'iyah. Allah berfirman:

o3l i Ge 4dl) SOA G355
“Kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya.” QS. Qaf [50]: 16
Al-Ghazali menjelaskan definisi dan urgensinya dalam Thya’-nya:

JA.L\} cuﬂ\w&y&ﬂuﬂdb\«_“;\uj ‘u\?@\u\)@\juﬁ)&\&;)ﬁ@m\)&
AR cab\mla;)u’aja_us)ﬂa_dﬂ\ aLc\)AG@dBJ\ Gl il @JCJ\);J\‘:AYL«_\MM\AE
(K o i il Jual e gy 500 e el o allas s G aladl (g8 46 i
dAg&Aﬂb).n.\j\ ﬁ&u\ﬁuy&m@uﬂ\yu\j ca_x.mSLmu.us.a
Artinya: “Muraqabah adalah kesadaran akan Sang Pengawas (Allah) dan tercurahnya perbatian
kepada-Nya. Yang dimaksud dengannya adalah suatu keadaan hati yang lahir dari sejenis makrifat
(pengetahuan), dan keadaan itu membuabkan amal-amal pada anggota tubub dan pada hati. Adapun
keadaan itu adalah kesadaran hati akan Sang Pengawas dan perhatiannya kepada-Nya; adapun
makrifatnya adalah pengetabuan bahwa Allah mengetahui segala yang tersembunyi di dalam hati,
mengetahui segala rabasia, mengawasi amal-amal hamba-Nya, mengurus setiap jiwa atas apa yang
diperbuatnya, dan bahwa rahasia hati bagi-Nya tersingkap sebagaimana permukaan kulit tersingkap
bagi manusia.”

Muhasabah

Mubhasabah adalah introspeksi dan evaluasi diri secara jujur untuk menjaga keikhlasan,
integritas, dan konsistensi dalam khidmah. Nilai ini menuntut pengurus dan kader Nahdlatul
Ulama berani menilai diri, mengakui kekurangan, memperbaiki kesalahan, dan tidak terus-

menerus membenarkan penyimpangan. Allah swt berfirman tentang pentingnya muhasabah:
3 a8 G i SR
“Dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok” QS. Al-
Hasyr [59]: 18
Mengenai kedudukan muhasabah, Imam Al-Ghazali menjelaskan dalam kitab Thya’ Ulum al-Din:
c«.a\...al\uﬁu L\:\.n.ue.g_l‘j 63\.54)&&1_1?@.}‘;1)_!4‘\5\ u\ A\_ui\‘\loau‘o).a\.mﬂ\ Clasl Cae
?JJS ‘){'\ J\.Ln\]\ YN LJA?@—\A—UYA—" \}ss;.aj u_a\.ia;ﬂ\}g_m\)b;l\ua)i\ d.\sl_\mu).dUmj
g_m\)la;l\ 8 lgiaa s (& Haldly LuEl = sl MLLMJ (A8 5l 3laj PERECA(
a_au_-nm K

Artinya: “Para pemilik mata hati (bashirah) di antara sekian hamba telah mengetahui bahwa Allah
senantiasa mengintai (mengawasi) mereka, dan bahwa mercka akan diperiksa dalam hisab, akan
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dituntut atas seberat biji dzarrah dari lintasan pikiran dan kejapan mata. Mereka menyadari betul
bahwa tidak ada yang dapat menyelamatkan mercka dari bahaya-bahaya ini kecuali keharusan
mubasabah (introspeksi diri), kejujuran dalam muraqabah, menuntut diri sendiri atas setiap tarikan
napas dan gerakan, serta mengevaluasi diri atas setiap lintasan pikiran dan kejapan mata.”

Quwwah Ruhaniyah

Quwwah ruhaniyah adalah kekuatan batin, kejernihan hati, kedalaman taqwa, khasyatullah,
dzikir, riyadhah, serta keterhubungan batin dengan Allah yang melahirkan keteguhan moral, wara',
tawadhu', istiqamah, dan kepekaan spiritual. Nilai ini menuntut ulama, pengurus, dan kader
Nahdlatul Ulama agar tidak dikendalikan hawa nafsu, tekanan politik, godaan materi, konflik
kepentingan, atau arus opini sesaat; serta memadukan ketegasan prinsip dengan kasih sayang dan
hikmah. Kekuatan rohani semacam ini yang disebut Al-Ghazali sebagai inti diri manusia yang arif
dan bijaksana

MAGQM\ dLj cdla_"fw\ t_ﬂsj\ \A@L@JM&})MBJM.\H}A @L\M ‘fﬁ.ﬁl‘}
JU:AJU \JLAS\} &_ISM\} &_da\AA]\ }A} 6u1.u.IY\ UA L_QJ\JJ\ (J\Jd\ LJ)JA]\ }A} 6u1.u.IY\
“Adapun makna kedua (dari kata al-qalb) adalah suatu ‘lathifah’ (esensi halus) yang bersifat
rabbaniyah dan rubaniyah, yang memiliki keterkaitan dengan hati jasmani ini. Esensi halus itulah
hakikat sejati manusia, ialah yang berperan untuk memahami, mengetahui, dan mengenal (Allah). la

lah yang dikhitabi, dibukum, dicela, dan dituntut”
Wara'

Wara' adalah sikap menjaga diri dari segala tindakan yang berpotensi merusak marwah
jam'iyah, termasuk perkara syubhat, moral hazard, konflik kepentingan, dan penyalahgunaan
wewenang. Nilai ini menuntut penghindaran konflik kepentingan, transparansi amanah, kehati-
hatian menerima fasilitas, dukungan, atau kerja sama, serta perlindungan terhadap marwah ulama
dan jam'iyah.

Wara’ dan kaitannya dengan konflik kepentingan ini tercermin dalam sebuah hadis Nabi saw
ketika beliau meminta Ibn al-Lutbiyyah untuk mengambil harta-harta zakat. Ibn al-Lutbiyyah
disebut-sebut menyisihkan beberapa harta untuk dirinya sendiri dan bilang bahwa harta itu
memang dihadiahkan kepadanya; ia tak mengambil zakat. Nabi saw lantas bersabda: “Apakah kalau
ia tidur di rumah ayah dan ibunya ia tetap akan diberi hadiah?” Dari hadis ini, Ibn Hajar Al-
‘Asqalani menyatakan bahwa konflik kepentingan bisa membuat kehalalan sesuatu dipertanyakan.

Ia menulis:

e\a\)lou\} «ad c\JAY\Lgf_:M\@L@J;Y Jac er\ d}s;!\ u\ (A..ujd\_dr_ A.U\L;m@.d\du.u

MJ@J\@.ULL;QM\%}@ﬁdywu\dwﬂwwd%éﬂﬂ

Artinya:  “Rasulullah saw menjelaskan kepadanya bahwa jabatan yang untuknya ia bekerja itulah

sebab munculnya hadiah tersebut, dan seandainya ia hanya berdiam di rumabnya, tidak akan ada

seorang pun yang memberinya hadiah. Maka tidak sepatutnya baginya menghalalkan hadiab itu hanya

karena datangnya dalam bentuk ‘hadialy.
Tawadhu'

Tawadhu' adalah kerendahan hati dalam ilmu, kepemimpinan, dan pergaulan. Sikap ini

2%

bukan kelemahan, melainkan keluhuran akhlak dan kesediaan menerima kebenaran. Nilai ini
menuntut pengurus dan kader Nahdlatul Ulama menjauhi kesombongan struktural, klaim
kebenaran sepihak, dan sikap merendahkan sesama warga jam'iyah. Kerendahhatian ini tercermin
dalam prinsip yang pernah disampaikan Imam Syaft’i:
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Artinya: “Tidaklah aku pernah berdebat dengan seseorang melainkan aku tidak peduli apakah Allah

menampakkan kebenaran itu melalui lisanku ataukah melalui lisannya.”
Sehingga puncak tertinggi dari tawadhu’ adalah menerima pendapat segala orang,.
Istigamah

Istigamah adalah keteguhan menjaga kebenaran, konsistensi menjalankan amanah, dan
kesabaran dalam perjuangan. Nilai ini menuntut Nahdlatul Ulama tidak mudah berubah arah
karena tekanan politik, godaan kekuasaan, kepentingan ekonomi, atau arus opini sesaat. Rasulullah
saw bersabda:

L 2 iy el OB
Artinya: “Katakan aku beriman pada Allah lalu istikamablah!”
Keteguhan yang dimaksud hadis ini dijabarkan lebih lanjut oleh Ibn Dagqiq al-‘Id dalam Syarah
Arb2’in:
Sm L 28 ) B 22 g i) A Y
Artinya: “Tidak disebut sebagai istikamah apabila terdapar inkonsistensi yang menjadi kebalikan dari
istikamah.”

. Nilai Keilmuan dan Manhaj Istinbath
Ilmu Bersanad

[lmu bersanad adalah kesinambungan dan keberkahan ilmu, adab, otentisitas, serta tanggung
jawab transmisi dari guru kepada murid, dari ulama terdahulu kepada generasi penerus. Nilai ini
menuntut penghormatan kepada guru dan ulama, ketekunan belajar, kehati-hatian berbicara atas
nama agama, penolakan terhadap pendangkalan ilmu, serta penguatan pesantren, bahtsul masail,
dan kajian turats salaf. Dalam Sahih Muslim dinyatakan bahwa Ibn al-Mubarak pernah
mengatakan:

2L L 2ls e JE 35 Y 35 ¢l G SELY

Artinya: “Sanad itu bagian dari agama. Seandainya tidak ada sanad, niscaya siapa saja bisa berkata
apa saja yang ia kehendaki.”
Syaikh Abdul Hayy Al-Kattani, seorang ulama ahli sanad terkemuka menukil pernyataan Ibn al-
‘Araby yang menyebutkan bahwa sanad adalah keistimewaan umat Muhammad saw:

| 5385 (5 Jlalll 3 2 siall @lia | &LE (11550808 b i 1380 adaag & caliU A6V ob a0 A
Artinya: “Dan Allab telah memuliakan umat ini dengan (adanya) sanad. Dia tidak memberikannya
kepada seorang pun selain umat ini. Maka waspadalah agar kalian tidak menempub jalan Yahudi dan
Nasrani, sehingga kalian berbicara (menyampaikan ajaran agama) tanpa sanad.”

Tafaqquh fid-Din

Tafaqquh fid-din adalah kedalaman memahami agama secara utuh, tidak parsial, tidak
tekstual secara sempit, dan tidak tercerabut dari maqashid, manhaj, dan realitas kehidupan. Nilai
ini menuntut ulama, pengurus, dan kader Nahdlatul Ulama membaca persoalan umat dengan
kedalaman ilmu, keluasan pandangan, dan tanggung jawab maslahat. Allah berfirman:

2l 1385 13 2638 15530 5 (a1 sl ddilla 24 485 (K e S8 Y 5l
“Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi (tinggal bersama Rasulullah)

untuk memperdalam pengetabhuan agama mereka dan memberi peringatan kepada kaumnya apabila
mereka telah kembali” QS: at-Taubah; 122
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Nabi saw bersabda:

Artinya: “Barangsiapa yang dia dikehendaki Allah mendapatkan kebaikan maka Allah akan pasti
memahambkan dia kepada urusan agama”
Manhajiyah

Manhajiyah adalah kemampuan berpikir metodologis secara bayani, qiyasi, dan maqashidi
dalam memahami teks Al-Qur'an dan Hadis, turats ulama salaf, metodologi mazhab, khazanah
keilmuan, serta realitas kontemporer. Nilai ini menuntut Nahdlatul Ulama tidak sekadar
mengulang jawaban lama, tetapi mengembangkan jawaban keagamaan yang bertanggung jawab
terhadap persoalan baru.

Mengenai tanggung jawab manhajiyyah ini, Al-Syafi’i pernah menjelaskan secara detail:

cﬁw‘jcmbjcé\qd\jcé\mﬁ A.U\uﬁwe&Ybe&d\Gﬁjcw\qﬂ\uY\t«;wY\wﬁy
elu}dsau\ému_d\umm@‘ju\d.u;\uécdm‘,cmm}wdu‘)\}c«a\;‘jcu\.cj
L ‘;gwmuusguuwmus‘;gwmuimwj CRG Al 138 Gl g ladls
yjunmajesu\;wmuu\ udﬁ&wmu@guu‘pjucm&amdyj
u—bu‘:*%u‘h\iws-'y;‘k—'hu»\-*ﬂ‘wj“bﬂ‘MAuAY‘eM‘w;w@d)ﬂ‘ )
ujS.\_g“_Usd\u\.udjcagﬁ)ua\_,wu\&u;\jcuLJ\deb\quM\wm@.aa\.de\.cu)S.\

ubajhmh}‘u\}d\wm\uddéswj\cm;uﬁ Z\Jsr_‘_gx:l.@_uudb
dﬁ;hdhw\wuﬂﬁmwuﬁ‘ﬂ} 6DJ€A
Artinya: “Tidak boleh berqiyas kecuali orang yang telah menghimpun perangkat-perangkat qiyas, yaitu:
pengetahuan atas hukum-hukum dari Kitabullah; kewajibannya, tuntunan akblaknya, ayat nasikh dan
mansukh-nya, ayat amm (umum) dan khash (khusus)-nya, petunjuknya, serta anjurannya (nadb). la
menggali dalil atas apa yang mengandung kemungkinan tafsir (tawil) di dalamnya dengan sunnah-
sunnah Nabi saw dan dengan ijma’ kaum muslimin. Maka jika tidak ada sunnah maupun ijma, (ia
menggunakan) qiyas kepada Kitabullah. Jika tidak ada (dasar qiyas dari Al-Quran), maka qiyas
kepada sunnah Rasulullah saw. Jika tidak ada (dasar qiyas dari sunnah), maka qiyas kepada pendapat
mayoritas ulama salaf yang tidak diketabui adanya perselisiban di antara mereka. Dan tidak boleh
berbicara dalam perkara ilmu kecuali dari jalan-jalan ini atau dari qiyas kepadanya. Tidak boleh bagi
siapa pun untuk berqiyas sampai ia menjadi orang yang mengetahui apa yang telah berlalu sebelumnya;
dari sunnah-sunnah, pendapat-pendapat ulama salaf, ijma’ manusia dan perbedaan pendapat mereka,
serta babasa Arab. Dan hendaklah ia memiliki akal yang sehat, agar mampu membedakan antara
perkara yang serupa (namun sebenarnya berbeda). Ia tidak boleh terburu-buru dalam berpendapat, dan
tidak boleh menolak untuk mendengar dari orang yang berbeda pendapar dengannya karena dalam hal
itu terdapat peringatan atas kelalaian yang mungkin ada padanya, atau (sebaliknya) peringatan yang
menegaskan keunggulan kebenaran yang ia yakini. Dan wajib baginya untuk mencurabkan seluruh
kesunggubannya, serta bersikap adil terhadap dirinya sendiri, sampai ia benar-benar mengetahui dari
mana ia mengambil (dasar) apa yang ia katakan.”

Adab Ilmu

Adab ilmu adalah kesantunan ruhani dan intelektual dalam mencari, menyampaikan,
mengembangkan, dan mengamalkan ilmu. Nilai ini menuntut agar ilmu tidak dijadikan alat
kesombongan, tidak disebarkan secara serampangan, tidak diputus dari sanad dan guru,
menghormati perbedaan pendapat ulama, serta mengutamakan kejernihan dan tanggung jawab
sebelum menyimpulkan.
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Tashawwur al-Mas'alah

Tashawwur al-mas'alah adalah pemahaman komprehensif terhadap hakikat masalah, unsur-
unsurnya, hubungan sebab dan akibatnya, konteksnya, objek dan subjek hukumnya, serta dampak
maslahat dan mafsadahnya. Nilai ini menuntut setiap penetapan hukum dan keputusan strategis
didahului pemahaman yang terang, tidak parsial, dan tidak tergesa-gesa.

Tatsabbut

Tatsabbut adalah ketelitian memastikan validitas data, fakta, informasi, dokumen, dan
sumber berita. Nilai ini menuntut pengurus Nahdlatul Ulama tidak membangun sikap organisasi
berdasarkan kabar yang belum terverifikasi, klaim sepihak, atau dokumen yang belum diperiksa.

Allah berfirman:
Algay W )3l 1 )5 1 Guld 2ala ) ) sl Gl i g

Artinya “Wahai orang-orang yang beriman, jika seorang fasik datang kepadamu membawa berita
penting, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak wmencelakakan suatu kaum karena
ketidaktahuan(-mu)” QS. Al-Hujurat [49]: 6
Tahqiq

Tahqiq adalah pendalaman ilmiah untuk memastikan ketepatan dalil, data, konteks,
hubungan hukum, dan penerapan manhaj. Nilai ini menuntut proses analisis yang jernih, terukur,

dan bertanggung jawab sebelum penetapan hukum atau keputusan keagamaan. Tanggung jawab
tahqiq inilah yang terus ada hingga akhir zaman sebagaimana dijelaskan oleh Al-Syathibi:

c_au\j cmu\eb&mdbj cuﬂﬂ\c’n&ukﬁ_\;é&uu\u&ywh\ U'“‘)"Acsl‘: JL@_\;‘){\
uuu)ay Lgﬂ\ \AAJ da\_a.d\ &sudu\ JL@_\;‘){\ %sdj‘)(\ Lo\."a Luﬂ\ ;h&d.\ﬁcins.uu\ USA.I
UM@)M‘WUS!‘L;‘;J“J\J‘SJM;‘SQ‘MU\ a\_uu} MJ}:&L;MY\
Artinya: “Sesunggubnya para fugaha memusatkan perbatian pada penetapan batas-batas dan hukum
pada hal-hal partikular yang menjadi ladang perselisihan, perebutan kepentingan, dan pengambilan
keuntungan pribadi, serta penerapan hukum sesuai tuntutan persoalan-persoalan baru yang muncul
(ath-thawari’ al-"aridhah). Seolah-olah mereka berdiri di hadapan manusia dalam ijtihad mereka di
atas garis pemisah antara apa yang Allah halalkan dan apa yang Allah haramkan, agar orang-orang
tidak melampaui batas dari yang halal kepada yang haram. Maka merekalah yang memverifikasi bagi
manusia titik penerapan (manath) hukum-hukum ini sesuai dengan kasus-kasus kbhusus (yang
dihadapi).”
Tanggung Jawab Istinbath
Tanggung jawab istinbath adalah kesadaran bahwa penetapan hukum tidak boleh dijadikan

alat tekanan, propaganda, pembenaran kepentingan, atau manuver politik. Nilai ini menuntut
penetapan hukum dilakukan dengan ilmu, musyawarah, kehati-hatian, tashawwur yang terang,
tatsabbut yang memadai, tahqiq yang mendalam, dan pertimbangan ma'alat.

Dalam nash disebutkan:

o o 48 018 ple iy 8 G
“Barangsiapa yang diberi fatwa tanpa (landasan) ilmu maka dosanya bagi orang yang memberi farwa”
HR. Abu Dawud

Secara eksplisit hadis di atas menekankan bahwa istinbath harus didasarkan atas ilmu. Istinbath
yang didasarkan atas tekanan, propaganda, dan lain-lainnya adalah istinbath yang tidak
bertanggung jawab dan berdosa.
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Pelibatan Ahlul Khibrah wa al-Mutakhassisun

Pelibatan ahlul khibrah wa al-mutakhassisun adalah keharusan meminta penjelasan ahli
berpengalaman dan spesialis bidang dalam masalah kontemporer yang kompleks. Nilai ini
menuntut forum keulamaan Nahdlatul Ulama melibatkan ahli ekonomi, kesehatan, lingkungan,
teknologi digital, pertambangan, geopolitik, hukum negara, dan bidang lain yang relevan agar
keputusan tidak keliru akibat salah memahami fakta. Al-Syathibi berkata berkata tentang

kedudukan ahl al-khubrah:
41530 L 48 jaall AT 5 ) )5 ol (o ol (i 521 03 (3 (s8R0 15130 2 2l &
) (e o L a5 AZala
Artinya: “Sesungguhnya para ulama senantiasa ber-taqlid (mengikuti/merujuk) dalam perkara-perkara
ini kepada orang yang bukan dari kalangan fuqaha, dan mereka hanya mempertimbangkan abli
marifah (pakarlahli bidang tertentu) khusus dalam hal yang mereka rujuk itu. Inilah yang disebut
taqlid dalam tahqiq al-manath.”
. Nilai Akhlak
Ash-Shidqu
Ash-shidqu adalah kejujuran, kebenaran, dan kesesuaian antara perkataan, niat, tindakan,
dan kenyataan. Nilai ini menuntut kejujuran dalam menyampaikan informasi dan penetapan
hukum, tidak berdusta, tidak memanipulasi fakta, tidak menyebarkan fitnah, berani mengakui
kesalahan, serta mendahulukan kebenaran di atas kepentingan pribadi maupun kelompok. Al-
Junaid Al-Baghdadi seorang sufi terkemuka menjelaskan tentang hakikat kejujuran:
) e s Y e b M O (iall 448 5
Artinya “Hakikar kejujuran adalah engkau tetap berkata jujur pada suaru keadaan yang tidak dapar
menyelamatkanmu darinya kecuali dengan berdusta.”

Al-Amanah

Al-amanah adalah kemampuan menjaga kepercayaan, mandat, jabatan, aset, data, keputusan,
dan martabat jam'iyah. Nilai ini menuntut tanggung jawab dalam menjalankan jabatan,
pengelolaan aset dan sumber daya Nahdlatul Ulama secara benar, serta penolakan terhadap
pengkhianatan mandat jam'iyah. Allah swt berfirman:

Wlal I bl 1,355 & & el oy
“Sesunggubnya Allah memerintabkan kalian untuk menyampaikan amanah kepada pemiliknya.” QS.
An-Nisa' [4]: 58
Mengenai definisi jelas dari amanah, Al-Qurthubi menjelaskan:
o3l 038 505 ¢ DT G ialall Jle Bl it gad 415 23AYT5
Artinya: “Menurut pendapat sahibh dari sekian banyak pendapat, makna amanah itu menyeluruh
terhadap selurub kegiatan keagamaan. Ini pendapat jumbur.”

Al-Wafa bil ‘Ahdi

Al-wafa bil 'ahdi adalah kesetiaan pada janji, akad, keputusan Muktamar, baiat, kesepakatan,
dan mandat organisasi. Nilai ini menuntut kepatuhan pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah
Tangga, Peraturan Perkumpulan, keputusan organisasi yang sah, dan komitmen jam'iyah. Allah swt

berfirman:

2sially 15850 1 shal Gl e
Artinya “Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji” QS. Al-Ma'idab [5]: 1
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Al-'Adalah
Al-'adalah adalah keadilan dalam berpikir, bersikap, bertindak, memutuskan perkara,

menyampaikan amanah, dan mengelola sumber daya. Nilai ini menuntut Nahdlatul Ulama
menjauhi kezaliman, diskriminasi, ketidakjujuran, keberpihakan yang tidak proporsional, serta
penyalahgunaan kewenangan. Allah swt berfirman:

@380 ol g sl
Artinya: “Adillah! Hal itu bisa mendekatkan kepada ketakwaan” QS. Al-Ma'idah [5]: 8

Al-Suyuthi mendefinisikan al-adalah sebagai berikut:
Gl W5 paia i 5 & Cil ) e Al Ll a Aa) i 1l sl L Y bis
Wis 5 ke Gual o2 e s Al 333 LA 5l 4241
Artinya “Para ulama mazhab (al-ashab) mendefinisikannya sebagai: suatu malaka, yaitu suatu
kondisilwatak yang telah mengakar kuat dalam jiwa, yang mencegah (pemiliknya) dari melakukan dosa
besar, dosa kecil yang menunjukkan kehinaan (kerendahan moral), atau perbuatan mubah yang
mencederai murwah (kehormatan dirilharga diri). Dan inilah rumusan definisi yang paling baik
mengenainya.”
At-Ta'awun
At-ta'awun adalah sikap saling menolong dalam kebaikan, ketakwaan, kemaslahatan, dan
pembangunan kehidupan bersama. Nilai ini menuntut penguatan solidaritas antarwarga Nahdlatul
Ulama, antarpesantren, antarlembaga, antarbadan otonom, antarstruktur jam'iyah, serta kerja sama
lintas elemen bangsa dan kemanusiaan.

Allah swt berfirman:

Artinya “Bertolong-tolonglah kalian atas kebaikan dan takwa” QS. Al-Ma'idah [5]: 2

Kesantunan

Kesantunan adalah keluhuran cara dalam berbicara, berdakwah, berbeda pendapat,
mengkritik, bermusyawarah, dan berkomunikasi publik. Nilai ini menuntut setiap pengurus dan
warga Nahdlatul Ulama menjauhi caci maki, penghinaan, provokasi, dan perilaku kekerasan dalam
ruang nyata maupun digital.

Allah swt berfirman:

ENR PP
Artinya : “Dan ucapkanlah kepada manusia dengan baik” QS. Al-Bagarah [2]: 83
Kasih Sayang atau Rahmah

Kasih sayang atau rahmah adalah kelembutan hati dalam memimpin, melayani, menetapkan
keputusan, dan memperlakukan sesama makhluk Allah. Nilai ini menuntut agar keputusan
organisasi tidak hanya tepat secara formal, tetapi juga mempertimbangkan kemanusiaan,
kemaslahatan, kelembutan, dan kepedulian terhadap pihak yang lemah. Al-Ghazali menyebutkan
ciri-ciri para sufi di dalam Bidayat al-Hidayah:

A s e ) IR RS ) DBl B la il 2 Gl Sl 58 e Jad) el

B el A5

Artinya “Dan keadaan itu menuntur bagi orang-orang yang berakal (dzawil-albab) - yang mereka itu

adalah sebaik-baik makhluk Allah - untuk memandang seluruh makhluk Allah 1dala dengan

pandangan kasibh sayang (rahmah), serta meninggalkan sikap suka berdebat/berbantah-bantahan
(mumarah).”
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Keteladanan atas Keluhuran Budi

Keteladanan atas keluhuran budi pekerti adalah sikap dan perilaku baik yang dapat dilihat,
ditiru, dan diamalkan oleh orang lain dalam kehidupan sehar-hari yang mencakup semua akhlak,
adab dan keluhuran budi pekerti; seperti bersikap jujur, amanah, adil, wara’, zuhud, kasih sayang
kepada orang lain, menjaga syariat, akhlak, adab serta tata krama dalam kehidupan sosial sehari-
hari, dan lain sebagainya. Nilai ini menuntut pengurus dan kader Nahdlatul Ulama menjadi teladan
yang menjaga marwah ulama dan nama baik jam'iyah. Dalam Alquran Allah memuji Nabi bukan
dari segi genealogis, fisik, atau pun capaian duniawi, melainkan akhlaknya:

Artinya “Dan sungguh engkah (Muhammad) di atas akblak yang agung” QS. Al-Qalam [68]: 4
K @) &5 oA aglls 1 sA s 8 Gal A 5 O3 o2 &1 R A
Artinya “Sungguh, pada (diri) Rasulullah benar-benar ada suri teladan yang baik bagimu, (yaitu) bagi
orang yang mengharap (rabmat) Allah dan (kedatangan) hari Kiamar serta yang banyak mengingat
Allah” QS. Al-Ahzab [33]: 21
D. Nilai Jam'iyah dan Kepemimpinan
Khidmah

Khidmah adalah inti pengabdian Nahdlatul Ulama. Setiap jabatan, amanah, dan peran dalam
jam'iyah adalah sarana melayani agama, umat, bangsa, dan kemanusiaan. Nilai ini menuntut
kesediaan bekerja, pengorbanan, kesungguhan, kedisiplinan, pengabdian tanpa pamrih, dan
orientasi kepada manfaat nyata bagi umat. Perlu pemahan utuh bagi setiap pengurus NU bahwa
menjadi pengurus merupakan juga menjadi pelayan bagi warga NU.

SPCEN H et
Artinya “Pemimpin suatu kaum berarti pelayan mercka.”
Musyawarah
Musyawarah adalah jalan keulamaan dalam mengambil keputusan dengan keterbukaan,
penghormatan terhadap pandangan berbeda, pencarian titik temu, dan orientasi maslahat. Nilai ini
menuntut keputusan organisasi tidak didasarkan pada kehendak pribadi, tekanan kelompok, atau
manuver kekuasaan, melainkan pada mekanisme jam'iyah yang sah dan beradab. Allah berfirman:
Artinya “Dan bermusyawarahlah kepada mereka dalam (segala) perkara” QS. Ali 'Imran [3]: 159
235 (509 2b 53l 5
Artinya “Dan perkara mereka itu (selalu) dimusyawarahkan diatara mereka” QS. Asy-Syura [42]: 38
Tabayyun Jam'iyah
Tabayyun jam'iyah adalah proses klarifikasi dalam kehidupan organisasi sebelum mengambil sikap,
menyebarkan informasi, menjatuhkan penilaian, atau menetapkan keputusan. Nilai ini menuntut
setiap pengurus memberi ruang klarifikasi, mendengar pihak terkait, menghindari fitnah, dan
menolak penghukuman prematur.

Allah berfirman:

Algay L ) sl (1 15058 1y Goald 28608 () )5kl Gl T G
Artinya “Wahai orang-orang yang beriman, jika seorang fasik ;latﬂng kepadamu membawa berita
penting, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena

ketidaktahuan(-mu)” QS. Al-Hujurar [49]: 6
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Taat Asas dan Tertib Jam'iyah

Taat asas dan tertib jam'iyah adalah kepatuhan kepada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah
Tangga, Peraturan Perkumpulan, keputusan Muktamar, keputusan permusyawaratan yang sah, ser-
ta tata kelola organisasi. Nilai ini menuntut kepastian prosedur, kejelasan kewenangan, administrasi
yang rapi, dokumentasi yang benar, dan penyelesaian perbedaan melalui jalur organisasi yang sah.

Dasar nash:
e a1 5 Ot ) skl 5 ) 1 gakad
“Dan taatlah (kalian) kepada Allah dan taalah kepada Rasul’ QS. An-Nisa' [4]: 59
rekasil e ¢ salial
“Orang-orang muslim itu di atas syarat-syarat mereka” HR. Abu Dawud dan At-Tirmidzi
Ukhuwah

Ukhuwah adalah persaudaraan sesama warga Nahdlatul Ulama, umat Islam, warga bangsa,
dan umat manusia. Nilai ini menuntut penghindaran perpecahan, fitnah, adu domba, perilaku
kekerasan, dan tindakan yang melemahkan persaudaraan jam'iyah.

Dasar nash:

B5A) kel W)
“Sesunggubnya orang-orang mukmin itu bersaudara” QS. Al-Hujurat [49]: 10
Ittihad

Ittihad adalah kesatuan arah, solidaritas, dan kekompakan langkah dalam menjalankan
khidmah jam'iyah. Nilai ini menuntut warga Nahdlatul Ulama menjaga persatuan, tidak merusak
organisasi demi kepentingan faksi, dan mengutamakan keselamatan j am'iyah

Ladd) d.ml\ dJLmJ Canks Lg_"i ‘AAN\ ul_m\ Oy Q—’\JM =X cu}db al;\},d\ LA\} (d...as)

A.n\ dju‘)‘ﬁ\ Jﬂj Mﬂ\}“ k_\J\)AjS\ \MJ oLo\AAJ ;L‘U o\ALAAS\ UA)SA_\ Q—LJA.\) 60\3\..445

ua\.ujeh‘)ﬂ&.\gjmj ce.g_\sl\ A.\).J ‘M\A.AA‘U.\J?LMJ‘L\SQ AD\GLA

“(Pasal) Adapun persaudaraan yang dibangun dengan kasih sayang (inilah sebab keempat dari sebab-

sebab terjalinnya persatuan/kerukunan) karena kecenderungan hati yang tulus itu melahirkan

keikhlasan dan kejerniban hubungan, dan dari kejerniban hubungan itu lahir kesetiaan dan saling

membela. Inilah tingkatan tertinggi dari al-ulfah. Karena itulah Rasulullah mempersaudarakan

(muakhah) para sahabatnya, agar persatuan mereka bertambah kuat, dan agar soliditas (tazhafur) serta
saling menopang (tanashur) di antara mereka semakin kokoh.”

Kesetiaan kepada Kemaslahatan Nahdlatul Ulama

Kesetiaan kepada kemaslahatan Nahdlatul Ulama adalah mendahulukan kepentingan
jam'iyah di atas kepentingan pribadi, kelompok, jaringan, atau agenda sempit. Nilai ini menuntut
seluruh kebijakan, sumber daya, aset, sistem, dan kerja sama diarahkan untuk kemaslahatan
Nahdlatul Ulama, umat, dan bangsa.

Para ulama memberikan kaidah;
il e Y e e
“Tolok ukur tindakan pemegang amanah adalah kemaslahatan.”
. Nilai Sosial dan Kemasyarakatan Aswaja An-Nahdliyah
Tawassuth

Tawassuth adalah sikap tengah, moderat, dan proporsional yang menolak ekstremisme,
fanatisme buta, kekerasan, dan ghuluw. Sikap berlebihan diukur dari kecenderungan melampaui
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batas dalil, akhlak, maslahat, kepantasan, dan tertib jam'iyah, schingga menimbulkan mafsadah
bagi umat dan organisasi.

Dasar Nash:
Uiy 44 pfiing ais;
Artinya “Dan begitulah kami menjadikan kalian sebagai umat yang tengah (tawassut)” QS. Al-
Baqarah [2]: 143
oAl b il 4G
Artinya “Dan jaubilah kalian dari sifar keterlaluan (ekstrim) dalam urusan agama” HR. An-Nasa'i,
Ibnu Majah, dan Ahmad
I'tidal
I'tidal adalah sikap tegak lurus, adil, objektif, dan proporsional. Nilai ini menuntut

keberanian menyatakan benar sebagai benar dan salah sebagai salah dengan cara yang bijaksana,
santun, dan maslahat.

Dasar nash:
A 13 S 351 hhets 1Y
Artinya “Dan jika kalian berucap maka bersikaplah adil meskipun itu kepada kerabar” QS. Al-An'am
[6]: 152
Tawazun
Tawazun adalah keseimbangan antara hak dan kewajiban, tradisi dan pembaruan, nash dan
akal, syariat dan realitas, individu dan jamaah, jam'iyah dan bangsa, serta dunia dan akhirat. Nilai
ini menuntut keputusan yang proporsional, tidak jumud, tidak sembrono, dan selalu menimbang
maslahat serta mafsadah.
Dasar nash:
Artinya “Dan janganlah kamu lupa atas bagiamu di dunia” QS. Al-Qashash [28]: 77
Tasamuh
Tasamuh adalah toleransi, kelapangan hati, dan penghormatan terhadap perbedaan dalam
batas-batas prinsip agama, akhlak, dan kemaslahatan. Nilai ini menuntut Nahdlatul Ulama
membangun kehidupan bersama yang damai, menghormati keragaman, dan menghindari
kebencian atas dasar perbedaan agama, mazhab, suku, budaya, maupun pilihan politik.
Dasar nash:
|58l Q3 G sals uleay 5 85 e QA 1) 0B S G
Artinya “Wahai manusia, sunggub kami menciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan dan kami
jadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kalian bisa saling mengenal” QS. Al-Hujurat
[49]: 13
Artinya “Tidakkah kami telah melapangkan dada (hati) kamu” QS. Al-Insyirah [94]: 1
Ishlah

Ishlah adalah ikhtiar perbaikan, rekonsiliasi, dan penyelesaian konflik secara adil, bermartabat,
dan maslahat. Nilai ini menuntut Nahdlatul Ulama menjadi kekuatan pemersatu, penengah, dan
penyelesai masalah, bukan bagian dari sumber perpecahan.
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Dasar nash:

Lagis | saliald
Artinya “Maka islabkanlah diantara keduanya” QS. Al-Hujurat [49]: 9
Artinya “Maka barangsiapa yang bertaubat setelah kelalimannya dan ber-islah” QS. Al-Ma'idah [5]:
39
Penolakan terhadap Ekstremisme dan Kekerasan

Penolakan terhadap ekstremisme dan kekerasan adalah sikap menolak penggunaan agama,
organisasi, simbol, atau massa untuk membenarkan kebencian, pemaksaan, teror, dan perilaku
kekerasan. Nilai ini menuntut dakwah Nahdlatul Ulama tetap meneduhkan, argumentatif, santun,

dan menjaga keselamatan jiwa serta martabat manusia.
Dasar nash:
ol St Y i B 1 sXRE Y
Artinya “Maka janglah kalian melampau batas (bersikap ekstrim). Sesungguhnya Allah itu tidak suka
dengan orang-orang yang melampaui batas” QS. Al-Baqarah [2]: 190
E. Nilai Kebangsaan
Hubbul Wathan

Hubbul wathan adalah cinta tanah air sebagai bagian dari tanggung jawab keagamaan dan
kemanusiaan. Nilai ini menuntut Nahdlatul Ulama menjaga Indonesia, memperkuat persatuan

nasional, dan merawat kehidupan kebangsaan sebagai bagian dari khidmah keulamaan.
Dasar nash:

Gl 1355 138 Jadl &
Artinya “Wahai Tuhan, jadikanlah negeri ini sebagai negeri yang aman” QS. Al-Baqarah [2]: 126
Komitmen terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia

Komitmen terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah kesetiaan menjaga negara sebagai
rumah bersama dan wadah kebangsaan yang sah. Nilai ini menuntut Nahdlatul Ulama menolak
disintegrasi, menjaga keutuhan bangsa, dan memperkuat persatuan warga negara di tengah

keragaman.
Dasar nash:
2saaly 185
Artinya “ Tunaikanlah janji-janji” QS. Al-Ma'idah [5]: 1
Komitmen terhadap Pancasila

Komitmen terhadap Pancasila adalah penerimaan terhadap dasar negara sebagai kesepakatan
kebangsaan yang menjamin ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial.
Nilai ini menuntut pengamalan Pancasila secara substantif dalam kebijakan, pendidikan, dakwah,

dan pelayanan masyarakat.
Dasar nash:

s gl 3
Artinya “Sesungguhnya Allah memerintahkan keadilan dan kebaikan”. QS. An-Nahl [16]: 90
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Komitmen terhadap Konstitusi

Komitmen terhadap konstitusi adalah penghormatan terhadap konstitusi Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 dan mekanisme hukum yang sah. Nilai ini menuntut perjuangan
kemaslahatan dilakukan secara tertib, beradab, demokratis, dan konstitusional.
Dasar nash:

2 1 5 O3l ) sialal 5 &) 1 gakad

Artinya “Taatilah Allah dan taatilah Rasul dan orang yang memegang urusan kalian (pemerintah)”.
QS. An-Nisa' [4]: 59
Persatuan Nasional

Persatuan nasional adalah kesadaran menjaga keutuhan bangsa di tengah keragaman suku,

agama, budaya, bahasa, daerah, dan pilihan politik. Nilai ini menuntut Nahdlatul Ulama menjadi
perekat sosial, peneduh ketegangan, dan penjaga ukhuwah wathaniyah.

Dasar nash:

&ay ) Calhy | | 2 35 Y 5
Artinya “Janganlah kamu berbantah-bantahan yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan
kekuatanmu hilang”. QS. Al-Anfal [8]: 46
Demokrasi Berkeadaban

Demokrasi berkeadaban adalah partisipasi publik yang menjunjung etika, musyawarah,
kejujuran, persatuan, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Nilai ini menuntut
penolakan terhadap politik uang, kebencian, hoaks, manipulasi, fitnah, dan pembelahan sosial.

Dasar nash:
(4 0 b 13
Artinya “Dan urusan mereka itu dimusyawarabkan diantara mereka”. QS. Asy-Syura [42]: 38
Keadilan Sosial
Keadilan sosial adalah keberpihakan kepada kesejahteraan rakyat, pemerataan kesempatan,
perlindungan kelompok lemah, dan distribusi sumber daya secara adil. Nilai ini menuntut

Nahdlatul Ulama membela akses pendidikan, kesehatan, ekonomi, pekerjaan, tanah, lingkungan
yang baik, dan perlindungan sosial bagi masyarakat kecil.

Dasar nash:
Ly G 15
Artinya “Dan jadilah kalian orang-orang yang menegakkan keadilan”. QS. An-Nisa' [4]: 135
. Nilai Peradaban dan Kemanusiaan
Rahmatan lil 'Alamin

Rahmatan lil 'alamin adalah misi Islam untuk menghadirkan rahmat bagi seluruh alam. Nilai
ini menuntut Nahdlatul Ulama melindungi martabat manusia, memperkuat perdamaian,
membangun kerja sama lintas bangsa dan agama, menegakkan keadilan sosial, dan menjaga
lingkungan hidup.

Dasar nash:

Galladl Aaa 5 ) @Gk g
Artinya “Dan kami tidak mengutus kamu (Mubammad) melainkan sebagai rahmah bagi alam
semesta”. QS. An-Anbiya’ [21]: 107
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Perkataan Imam Ghazali dalam Bidayat al-Hidayah yang sudah disebutkan di atas kiranya relevan
untuk disebutkan lagi di sini:
BB 3) y aE 0 318 A0S D) SR8 318 oyl 2 Gl ) (0 S JA) el
B el s
Artinya “Dan keadaan itu menuntut bagi orang-orang yang berakal (dzawil-albab) - yang mereka itu
adalah sebaik-baik makhluk Allah - untuk memandang selurub makbluk Allah Tdala dengan
pandangan kasibh sayang (rabmah), serta meninggalkan sikap suka berdebat/berbantah-bantahan
(mumarah).”
Penghormatan terhadap Martabat Manusia
Penghormatan terhadap martabat manusia adalah kesadaran bahwa setiap manusia memiliki
kehormatan yang harus dijaga dari penghinaan, diskriminasi, eksploitasi, dan kekerasan. Nilai ini
menuntut Nahdlatul Ulama membela kelompok rentan, korban ketidakadilan, dan mereka yang
martabatnya terancam.
Mengenai merendahkan ini Al-Ghazali menjelaskan dalam Thya’:
G 23 550 ¥ 15kl 5l LT 5) 1 IS 016 2380 5h5 2 33 A AL 55t daal) 48
s [11 5 mal] (e 58 5 B i 51 28 V3 A 3R 5h0 i o5
A dlalniady o oaildlp il e Ay ¢ andly gy 15 A0
“Bahaya kesebelas: mengejek dan merendabkan (sukbriyah wal-istibza), dan ini haram. Allah
berfirman: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengejek kaum yang lain, boleh
jadi mereka (yang diejek) lebih baik dari mercka (yang mengejek)...” (QS. al-Hujurat: 11). Makna
sukhriyah adalah meremehkan dan merendabkan, serta menunjuk-nunjuk aib dan kekurangan orang
lain dengan cara yang membuatnya ditertawakan.”
Perdamaian
Perdamaian adalah keadaan batin, sosial, politik, dan budaya yang memungkinkan manusia
hidup aman, adil, dan bermartabat. Nilai ini menuntut Nahdlatul Ulama mencegah konflik,
menghentikan permusuhan, memperkuat rekonsiliasi, dan menolak penggunaan agama untuk
mengobarkan kebencian.
Dasar nash:
FA LRI PERE
Artinya “Jika mercka condong pada perdamaian, condonglah engkan (Nabi Muhammad) padanya’.
QS. Al-Anfal [8]: 61
Kelestarian Lingkungan
Kelestarian lingkungan adalah tanggung jawab menjaga keseimbangan alam, lingkungan
hidup, dan keberlanjutan kehidupan. Nilai ini menuntut Nahdlatul Ulama menolak perusakan
bumi, pencemaran, eksploitasi serakah, dan kebijakan yang mengancam generasi mendatang.

Allah swt berfirman:

LeaSlia) 3a5 V1 A 15085 ¥
Artinya “Dan janganlah kalian berbuat kerusakan di bumi setelah (kondisi) baiknya” QS. Al-A'raf
[7]: 56
Dalam Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah, Al-Mawardi menulis:

DA Al 2 Y g Qa8 G AV AT 1528 35
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Artinya “Apabila dilakukan monopoli terbadap tanah yang dilindungi - sedikit saja - untuk segelintir
orang atau untuk orang-orang kaya saja, maka itu tidak diperbolehkan.”

Dialog Peradaban

Dialog peradaban adalah perjumpaan antaragama, bangsa, budaya, dan pemikiran untuk
saling memahami, bekerja sama, dan mencari jalan keselamatan bersama. Nilai ini menuntut
Nahdlatul Ulama menjadi jembatan antara tradisi Islam, hikmah Indonesia, dan kebutuhan dunia
akan perdamaian.

Dasar nash:

| A (i85 U s &kes
Artinya “Dan kami jadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kalian bisa saling
mengenal (antara satu dengan yang lain)”. QS. Al-Hujurat [49]: 13
Harmoni Semesta

Harmoni semesta adalah kesadaran bahwa khidmah Nahdlatul Ulama tidak hanya untuk warga
Nahdlatul Ulama, tetapi untuk umat, bangsa, manusia, dan alam raya. Nilai ini menuntut perluas-
an khidmah dari kemaslahatan jamaah menuju kemaslahatan bangsa, kemanusiaan, tata dunia yang
adil, dan keberlanjutan semesta.

Dasar nash:

8

SEERIRIS
Artinya “Masing-masing sangat patuh kepadanya”. QS. Shad [38]: 19

BAB V : ETOS KEPEMIMPINAN KEULAMAAN
A. Kepemimpinan sebagai Amanah
Kepemimpinan dalam Nahdlatul Ulama adalah amanah, bukan kekuasaan pribadi. Setiap
pemimpin Nahdlatul Ulama wajib menjaga marwah ulama, kehormatan jam'iyah, kepentingan
umat, dan kemaslahatan banggsa.
Welal I il 1,355 o &l a &)
Artinya “Sesunggubnya Allah memerintabkan kepada kalian untuk menunaikan amanah-amanah
kepada pemiliknya”. QS. An-Nisa' [4]: 58
B. Kriteria Kepemimpinan Nahdlatul Ulama

Pemimpin Nahdlatul Ulama wajib mencerminkan quwwah ruhaniyah, keluhuran adab, kemuliaan
akhlak, ilmu yang rasikh, sanad yang bersambung, keikhlasan khidmah, kejujuran, amanah,
kemampuan bermusyawarah, kesediaan mendengar nasihat ulama, keberanian menegakkan
keadilan, kejernihan tashawwur dalam memahami masalah, kehati-hatian dalam membuat
keputusan, ketaatan pada aturan jam'iyah, dan orientasi kepada kemaslahatan.

ESSPEE PR PR FEIPSTE PR
Artinya “Taatilah Allah dan Rasul-Nya, janganlah kamu berbantah-bantahan yang menyebabkan
kamu menjadi gentar dan kekuatanmu hilang”. QS. Al-Anfal [8]: 46

C. Larangan Etis
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Setiap pemimpin, pengurus, dan kader Nahdlatul Ulama wajib menghindari penyalah-
gunaan jabatan, konflik kepentingan, manipulasi keputusan organisasi, penggunaan Nahdlatul
Ulama untuk kepentingan pribadi atau kelompok sempit, serta penetapan hukum atau sikap
keagamaan tanpa ilmu, tanpa tashawwur yang memadai, tanpa tatsabbut, dan tanpa tahqiq. Setiap
pemimpin, pengurus, dan kader Nahdlatul Ulama juga wajib menghindari fitnah, provokasi, adu
domba, perilaku kekerasan, tindakan yang merusak marwah ulama dan jam'iyah, serta pengabaian
terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga maupun keputusan organisasi yang sah.
Hal semacam i i tergolong sebagai khawarim al-muru’ah (larangan etis) yang bisa mencerabut sifat
‘adalah seseorang, schingga ucapannya dalam bidang ilmu tidak lagi diterima. Mengenai khawarim
al-muru’ah ini Ibn al-Sholah mengatakan:

S £ 0 e Sy e sty e A L AR G0 581 a5 30540 4154

55 el 2 A0 138 (b agin 13 a1 1% e 2885 aglas

Artinya “Khawarim al-murwah adalah tindakan yang menyimpang dari kebiasaan yang telah

disepakati dan dikenal umum oleh masyarakat, sehingga orang yang keluar dari kebiasaan dan

kesepakatan mereka dalam perkara ini dianggap ganjillmenyimpang di tengah mercka. Perbuatan
semacam inilah yang merusak marwah.”

BAB VI : PENERAPAN NILAI-NILAI KEULAMAAN
A. Prinsip Penerapan

Nilai-nilai keulamaan Nahdlatul Ulama harus diterapkan dan diwujudkan dalam tata kelola
organisasi, kaderisasi, pendidikan dan pesantren, bahtsul masail dan pengembangan keilmuan,
dakwah dan komunikasi publik, ekonomi dan kemandirian jam'iyah, advokasi sosial dan
pelayanan umat, kebangsaan dan kemanusiaan, transformasi digital, serta kerja sama global dan

harmoni semesta.
B. Tata Kelola Organisasi

Dalam tata kelola organisasi, nilai-nilai keulamaan diwujudkan melalui kepatuhan kepada
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Peraturan Perkumpulan, musyawarah yang
sah, kejelasan kewenangan Syuriyah dan Tanfidziyah, transparansi dan akuntabilitas,
pencegahan konflik kepentingan, serta penyelesaian konflik melalui tabayyun, ishlah, dan tertib
organisasi. Indikatornya antara lain keputusan terdokumentasi, prosedur dipatuhi, laporan
pertanggung-jawaban tersedia, kewenangan tidak disalahgunakan, dan konflik diselesaikan
melalui mekanisme jam'iyah.

C. Kaderisasi

Dalam kaderisasi, nilai-nilai keulamaan diwujudkan melalui tahapan pembentukan ruhani,
penguatan ilmu bersanad, pembinaan adab dan akhlak, peneguhan amanah dan disiplin, pe-
numbuhan jiwa khidmah, serta perluasan wawasan kebangsaan, kemanusiaan, dan peradaban.
Kaderisasi juga harus memperhatikan pemetaan kebutuhan kader dan distribusi kader ke
wilayah yang membutuhkan.

D. Pendidikan dan Pesantren

Dalam pendidikan dan pesantren, nilai-nilai keulamaan diwujudkan melalui penguatan
pesantren sebagai ruh, basis kultural, pusat transmisi ilmu, penjaga sanad, pembentuk karakter,
pelahir kader ulama, dan tempat internalisasi nilai-nilai Nahdlatul Ulama. Pesantren perlu
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memperkuat tradisi ngaji, adab kepada guru, riyadhah, khidmah, kajian turats salaf, ilmu
pengetahuan, teknologi, dan wawasan kebangsaan secara seimbang,.
E. Bahtsul Masail dan Pengembangan Keilmuan

Dalam bahtsul masail, nilai-nilai keulamaan diwujudkan melalui penguatan metode qauli, ilhaqi,
dan manhaji secara proporsional, penguatan tashawwur al-mas'alah, takyif fighi, istinbath al-
hukm, tahqiq al-manath, i'tibar al-ma'alat, serta pelibatan ahlul khibrah wa al-mutakhassisun
dalam masalah kontemporer yang kompleks. Keputusan hukum tidak boleh ditetapkan apabila
fakta utama, objek hukum, atau dampak maslahat dan mafsadah belum cukup terang.

E Dakwah dan Komunikasi Publik

Dalam dakwah dan komunikasi publik, nilai-nilai keulamaan diwujudkan melalui dakwah bil
hikmah wal mau'izhah hasanah, komunikasi yang teduh, tabayyun, penolakan terhadap hoaks,
fitnah, dan kebencian, serta penguatan etika dan tanggung jawab dalam bermedia digital.

G. Ekonomi dan Kemandirian Jam'iyah

Dalam bidang ekonomi, nilai-nilai keulamaan diwujudkan melalui penguatan kemandirian
ckonomi umat dan jam'iyah, penerapan prinsip shidq, amanah, wafa bil 'ahdi, ta'awun, 'adalah,
dan istigamah, serta pencegahan moral hazard, penyalahgunaan aset, dan konflik kepentingan.
Indikatornya meliputi transparansi kerja sama, akuntabilitas aset, kejelasan manfaat bagi
jam'iyah, dan perlindungan terhadap hak umat.

H. Advokasi Sosial dan Pelayanan Umat

Dalam pelayanan umat, nilai-nilai keulamaan diwujudkan melalui perlindungan terhadap
kelompok lemah dan rentan, penguatan pendidikan, kesehatan, ekonomi, kesejahteraan
masyarakat, advokasi keadilan sosial, solidaritas kebencanaan, dan pelayanan umat tanpa
diskriminasi. Indikatornya meliputi adanya program nyata bagi mustadh'afin, layanan sosial
yang merata, pembelaan korban ketidakadilan, dan penguatan kapasitas masyarakat kecil.

I. Kebangsaan

Dalam kehidupan kebangsaan, nilai-nilai keulamaan diwujudkan melalui penguatan persatuan
nasional, pengamalan Pancasila secara substantif, demokrasi yang beradab, penolakan
ckstremisme dan politik kebencian, penguatan keadilan sosial, serta partisipasi aktif Nahdlatul
Ulama dalam menjaga ketahanan bangsa. Indikatornya meliputi sikap kebangsaan yang
konsisten, kontribusi dalam penyelesaian masalah bangsa, dan peran Nahdlatul Ulama sebagai
perekat sosial.
J. Harmoni Semesta

Dalam pergaulan global dan kemanusiaan, nilai-nilai keulamaan diwujudkan melalui kerja sama
lintas agama dan bangsa untuk perdamaian, dialog peradaban, pembelaan terhadap martabat
manusia, perlindungan lingkungan hidup, tata dunia yang adil, dan pengembangan Islam
rahmatan lil 'alamin. Indikatornya meliputi partisipasi Nahdlatul Ulama dalam agenda
perdamaian, kemanusiaan, lingkungan, dan dialog peradaban yang bermartabat.

BAB VII : INDIKATOR REVITALISASI NILAI KEULAMAAN
A. Indikator Umum

Revitalisasi nilai-nilai keulamaan dipandang berhasil apabila tampak meningkatnya kedisiplinan
jam'iyah, menguatnya akhlak dan adab pengurus, menguatnya quwwah ruhaniyah dalam
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kepemimpinan dan khidmah, meningkatnya kualitas musyawarah, serta meningkatnya kehati-
hatian dalam istinbath dan keputusan keagamaan. Keberhasilan itu juga tampak pada
menguatnya harmoni, kohesi, persatuan, dan soliditas jam'iyah, menguatnya kaderisasi dan
distribusi kader, meningkatnya kepercayaan jamaah, membaiknya tata kelola organisasi, dan
meningkatnya kontribusi Nahdlatul Ulama bagi bangsa serta kemanusiaan.

. Indikator Kelembagaan

Pada tataran kelembagaan, revitalisasi nilai keulamaan ditandai oleh tersedianya pedoman
implementasi nilai keulamaan, terintegrasinya nilai keulamaan dalam kurikulum kaderisasi,
adanya kode etik pengurus Nahdlatul Ulama, adanya mekanisme pencegahan konflik
kepentingan, serta adanya forum tabayyun dan ishlah dalam penyelesaian konflik. Penandanya
juga meliputi adanya pedoman tashawwur al-mas'alah dalam bahtsul masail, adanya mekanisme
pelibatan ahlul khibrah wa al-mutakhassisun, adanya laporan pertanggungjawaban organisasi
yang tertib, adanya penguatan sistem bahtsul masail, adanya penguatan etika dan tanggung
jawab bermedia digital, serta adanya pemetaan kebutuhan kader dan mekanisme distribusi kader
ke wilayah yang membutuhkan.

. Indikator Personal Pengurus dan Kader

Pada tataran personal, nilai keulamaan tampak pada niat khidmah yang ikhlas, quwwah
ruhaniyah dan khasyatullah, kejujuran dalam perkataan, tindakan, dan penetapan hukum,
kesetiaan kepada aturan jam'iyah, serta kesediaan bermusyawarah dan bertabayyun. Nilai itu
juga tampak pada penghormatan kepada ulama dan guru, kemampuan menjaga adab dalam
perbedaan, kehati-hatian dalam menyampaikan pandangan keagamaan, keberanian menolak
penyimpangan, dan komitmen terhadap kemaslahatan umat serta bangsa.

BAB VIII : PELAKSANAAN DAN TINDAK LANJUT
A. Tanggung Jawab Pengurus Besar Nahdlatul Ulama

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama berkewajiban menjabarkan Piagam ini ke dalam pedoman
implementasi, kurikulum kaderisasi, tata kelola organisasi, kode etik kepengurusan, penguatan
bahtsul masail, pendidikan pesantren, dakwah digital, pengelolaan ekonomi jam'iyah, dan
program-program strategis Nahdlatul Ulama. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama juga
berkewajiban menyusun pedoman tashawwur al-mas'alah, pelibatan ahlul khibrah wa al-
mutakhassisun, serta standar, indikator, dan parameter kehati-hatian dalam penetapan hukum
atau istinbath, bahtsul masail, dan pengambilan keputusan keagamaan Nahdlatul Ulama.

Penjabaran tersebut diwujudkan dalam bentuk Pedoman Implementasi Piagam Nilai-Nilai
Keulamaan Nahdlatul Ulama, Kode Etik Pengurus Nahdlatul Ulama, Kurikulum Revitalisasi
Nilai Keulamaan dalam kaderisasi, Pedoman Penguatan Quwwah Ruhaniyah dalam Kaderisasi
dan Kepemimpinan Nahdlatul Ulama, Pedoman Tashawwur al-Mas'alah dan Pelibatan Ahlul
Khibrah wa al-Mutakhassisun dalam Bahtsul Masail, Pedoman Etika dan Tanggung Jawab
Bermedia Digital, Pedoman Pencegahan Konflik Kepentingan dan Moral Hazard, Mekanisme
Tabayyun, Ishlah, dan Resolusi Konflik Jam'iyah, serta pedoman pemetaan kebutuhan kader,
program kaderisasi khusus, pendampingan ranting, penugasan kader, dan distribusi kader serta
ulama Nahdlatul Ulama ke wilayah yang membutuhkan.

B. Tanggung Jawab Struktur Nahdlatul Ulama
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Segenap jajaran struktural Nahdlatul Ulama mulai dari Pengurus Besar, Pengurus Wilayah,
Pengurus Cabang, Pengurus Cabang Istimewa, Majelis Wakil Cabang, Pengurus Ranting,
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hingga Pengurus Anak Ranting, serta lembaga, badan otonom, dan perangkat Nahdlatul Ulama
lainnya bertanggung jawab menginternalisasikan dan menerapkan Piagam ini sesuai tingkat,
fungsi, dan kewenangannya. Seluruh tingkatan kepengurusan Nahdlatul Ulama berkewajiban
menginternalisasikan, mensosialisasikan, menerapkan, dan mewujudkan nilai-nilai keulamaan
dalam kehidupan organisasi, pelayanan umat, pembangunan bangsa, dan pergaulan
kemanusiaan global.

C. Pengarusutamaan Nilai Keulamaan

Piagam ini harus menjadi rujukan dalam penyusunan program kerja Nahdlatul Ulama,
kaderisasi dan distribusi kader ke wilayah yang membutuhkan, pengangkatan dan evaluasi
pengurus, penyusunan kebijakan organisasi, kerja sama dengan pihak luar, pengelolaan aset dan
usaha, komunikasi publik, penyelesaian konflik, pengembangan dakwah dan pendidikan, serta

pengambilan keputusan keagamaan dan bahtsul masail.
D. Evaluasi Berkala

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama melakukan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan Piagam
Nilai-Nilai Keulamaan Nahdlatul Ulama dan melaporkannya dalam forum permusyawaratan
Nahdlatul Ulama sesuai ketentuan organisasi.

BAB IX : PENUTUP
Piagam Nilai-Nilai Keulamaan Nahdlatul Ulama ini ditetapkan sebagai pedoman akhlak,

adab, ruhani, keilmuan, manhajiyah, dan jam'iyah bagi seluruh strukeur, perangkat, pengurus,
kader, lembaga, badan otonom, pesantren, dan warga Nahdlatul Ulama dalam menjalankan
khidmah jam'iyah.

Piagam ini tidak dimaksudkan untuk menggantikan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah
Tangga, Peraturan Perkumpulan, atau keputusan-keputusan resmi Nahdlatul Ulama, melainkan

menjadi ruh, orientasi, dan pedoman nilai dalam pelaksanaan seluruh ketentuan organisasi.

Dengan Piagam ini, Nahdlatul Ulama meneguhkan kembali dirinya sebagai jam'iyah ulama,
jam'iyah khidmah, jam'iyah kebangsaan, dan jam'iyah peradaban yang berakar pada pesantren,
berpegang pada Ahlussunnah wal Jama'ah, berkhidmah untuk Indonesia, dan menghadirkan

rahmat bagi semesta.
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MATERI BAHTSUL MASAIL AL-QANUNIYAH
MUKTAMAR KE-35 NAHDLATUL ULAMA

MATERI 1
RUU TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL

A. Deskripsi Masalah

Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) sebagai pedoman pendidikan di
Indonesia sudah berlaku lebih dari dua dekade. Sementara, perkembangan di dunia pendidikan
sudah sangat banyak, mulai dari teknologi Al, pembelajaran terdiferensiasi, hingga keberagaman

jalur dan jenis pendidikan.

Pada 2022 lalu, revisi UU Sisdiknas sempat menjadi pembahasan di DPR tapi gagal dilanjutkan
karena menuai pro-kontra—terutama terkait pengaturan tata kelola guru. Pada 2025, RUU
Sisdiknas ditetapkan sebagai Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2026. Artinya, saat
ini, Pemerintah dan DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) sedang melakukan pembahasan Rancangan
Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) sebagai penyempurnaan dari tiga
undang-undang yang sebelumnya mengatur pendidikan. Ketiga undang-undang tersebut yakni,
UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan
Dosen, dan UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Namun, di tengah prosesnya, RUU Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) ini menuai
kontroversi dari sejumlah kalangan, terutama karena beberapa pasal dianggap berpotensi
merugikan guru, memperlemah jaminan hak atas pendidikan, belum masuk wajib belajar 13 tahun,
penggunaan anggaran pendidikan 20% yang tidak terarah, membuka ruang liberalisasi pendidikan,
dan lain sebagainya. Dalam Bahtsul Masail al-Qanuniyah ini, terdapat dua permasalahan yang
penting untuk dibahas.

B. Pokok Permasalahan
1. Anggaran Pendidikan 20%

Rujukan besaran anggaran pendidikan itu berapa, jelas termaktub dalam UUD 1945 pasal 31,
ayat 2: “Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-

kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran
pendapatan dan belanja daerah untuk memenihi kebutuban penyelengaraan pendidikan nasional.”

Pada APBN 2026, total anggaran pendidikan mencapai Rp. 769 triliun (20% dari APBN)'.
Angka ini terlihat begitu besar. Tapi, mengapa layanan pendidikan masih terus menuai banyak
masalah. Pertama, infrastruktur sckolah yang rusak dan kurang. Saat ini, lebih dari 60%
bangunan sekolah SD/MI dalam kondisi rusak®. Belum lagi, banyak daerah-daerah yang
kekurangan sekolah SMP/MTs dan SMA/SMK/MA. Bahkan jumlah anak usia sekolah, jauh
lebih banyak daripada daya tampung sekolah. Artinya, secara sistem, layanan pendidikan kita
belum bisa melayani semua anak dengan layak. Kedua, persoalan kesejahteraan guru yang tak
berujung. Setiap saat, kita sering dikejutkan oleh berbagai berita viral kondisi guru-guru kita
yang hidup di bawah garis kemiskinan. Ini terutama dialami oleh guru honorer, baik di sekolah

negeri maupun sckolah swasta. Ada yang “nyambi” jadi pemulung sampah, kuli bangunan,
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hingga ojek online. Ini semua dilakukan hanya untuk menyambung hidup karena upah guru
yang sangat minim.> Bahkan, tak sedikit dari mereka yang tiba-tiba dipecat karena kebijakan
yang tidak berpihak kepada mereka.? Ini adalah sebagian kecil dari fakta-fata yang dialami oleh
guru sekolah di Jakarta. Kondisi ini kian mengenaskan menimpa guru-guru

di daerah, dan juga guru-guru madrasah.

Ketiga, anak tidak sekolah masih meraja lela. Di Jakarta saja, yang anggaran pendidikannya
mencapai Rp.19 triliun °> (20% dari APBD), kita bisa menyaksikan bagaimana anak putus
sekolah berkeliaran di jalan-jalan ibu kota. Mereka saat ini hamper mencapai 100.000 anak®. Ini
baru di Jakarta. Bila dijumlah secara nasional,

1. https://nasional.kompas.com/read/2026/02/25/16333001/pdip-rp-769-triliun-anggaran-
pendidikan-dipakai-mbg-rp-2235-triliun?page=all
https://www.cnbcindonesia.com/research/20230502113207-128-433664/potret-suram-
pendidikan-ri-60-sekolah-sd-rusak
https://megapolitan.kompas.com/read/2026/04/22/09330481/guru-honorer-jakarta-

curhat-gaji-tak-cukup-terpaksa-ambil-kerja-sampingan

\S}
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https://kumparan.com/kumparannews/cleansing-guru-honorer-duduk-perkara-dan-tindak-
lanjutnya—239NyF MANYR

https://www.jakarta.go.id/apbd-jakarta-2026

[©) W)

https://ats.data.kemendikdasmen.go.id/

Jumlah anak tidak sekolah (ATS), menurut Mensos, saat ini mencapai sekitar 4 juta anak.”

Mayoritas dari mereka tidak bisa menjangkau sekolah karena alasan biaya.

Ini adalah tiga kebutuhan dasar pendidikan (infrastruktur sekolah, kesejahteraan guru,
pembiayaan anak) yang belum bisa terpenuhi walau dengan anggaran pendidikan yang cukup
fantastis, bahkan tiap tahun mengalami kenaikan. Mengapa ini bisa terjadi? Ternyata,
anggaran pendidikan tidak hanya untuk membiayai 3 kebutuhan dasar pendidikan tersebut.

Tapi, digunakan untuk program non pendidikan oleh berbagai kementerian dan lembaga.

Struktur pembiayaan ini tercermin pada APBN tiap tahun. Untuk tahun ini saja, berdasarkan
dokumen UU APBN 2026, 20% anggran pendidikan dinikmati oleh 23 kementerian dan
lembaga. Ironisnya, tiga kementerian utama untuk urusan pendidikan (Kemendikdasmen,
Kemenag, dan Kemendiktisaintek) hanya menguasai sekitar 25 persen anggaran pendidikan.

Lalu, ke mana 75 persen sisanya mengalir?

Untuk tahun ini, alokasi anggaran pendidikan paling jumbo dikelola oleh Badan Gizi
Nasional (BGN). Jika dipersentasekan, sekitar 29 persen anggaran pendidikan tersedot ke
program MBG. Artinya, hampir sepertiga anggaran pendidikan nasional kini terkonsentrasi

pada satu program, MBG.
Bila anggaran pendidikan yang 20% dari APBN dan APBD itu selalu digunakan program

non pendidikan dan tidak memperioritaskan kebutuhan daasar pendidikan, maka tak heran
kondisi pendidikan Indonesia hingga kini masih sangat memperihatinkan. Dari sisi kualitas,
pendidikan Indonensia masih di papan bawah dunia®, bahkan rangking 2 terburuk di
ASEAN. Ini berdampak pada IQ anak Indonesia, yang sampai hari ini masih terendah di
ASEAN.?
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Bila tidak ada perubahan struktur alokasi 20% anggaran pendidikan untuk apa dan untuk
siapa, maka nomenklatur 20% dalam pasal 31 UUD 1945 menimbulkan

7 https://nasional.kompas.com/read/2025/07/10/19100311/mensos-sebut-lebih-dari-4-juta-
anak-usia-7-18-tahun-tidak-sekolah-dan-putus

8 https://kumparan.com/ferdy-ramesyah/pisa-skor-pendidikan-indonesia-masih-di-bawah-
rata-rata-dunia-1us[EtNp TYEW

9 https://www.cnbcindonesia.com/news/20240925102000-4-574396/miris-ig-anak-

indonesia-terendah-di-asean

ketidakpastian hukum, dan berbelok arah dari amanat konstitusi untuk menjamin hak anak

atas pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan untuk semua.
Pertanyaan:

1. Bagaimana batasan (dhawabith) dalam perumusan kebijakan anggaran negara (siyasah

maliyah), terutama anggaran pendidikan?

2. Sejauh mana kewenangan waliyy al-amr dalam menentukan awlawiyyar al-mizaniyyah

(prioritas anggaran negara) berdasarkan prinsip syar‘i?

3. Bagaimana pandangan figih siyasah terhadap kebijakan publik yang berpotensi dimanfaatkan
untuk al-maslahah as-siyisiyyah (kepentingan politik kekuasaan)?

4. Bagaimana prinsip ar-raqabab ala as-siyisah al- Gmmah (pengawasan kebijakan publik) dalam
anggaran pendidikan, apakah secara konstitusional seperti program MBG dapat mengambil
dari anggaran pendidikan?

. Potensi Ketidakselarasan dengan UU No. 18 Pesantren 2019
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren telah memberikan pengakuan

bahwa pesantren merupakan bagian dari sistem pendidikan nasional yang menyelenggarakan
fungsi pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat. Ketiga fungsi tersebut merupakan
satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan, di mana fungsi pendidikan yang dijalankan pesantren
bukan hanya berorientasi penguasaan keilmuan, terutama ilmu-ilmu keislaman (tafagqub fi al-
din), tetapi menjadi instrumen untuk menyebarluaskan ajaran Islam yang rapmatan lil ‘alamin
dan melakukan pemberdayaan masyarakat. Ketiga fungsi tersebut dijalankan oleh pesantren
sebagai amanat syariat Islam dan telah menjadi karakter utama pesantren sepanjang sejarah

perkembangannya di Indonesia.

Namun, jika kita membaca secara saksama RUU SISDIKNAS ini maka akan berpotensi pada
ketidakselarasan dengan UU Pesantren. Memang, pada dasarnya RUU ini mengakui "Jenis
Pendidikan Pesantren" sebagai jenis pendidikan tersendiri (Pasal 13, Pasal 49, Pasal 165), sejajar
dengan Jenis Pendidikan umum, vokasi, khusus, dan keagamaan. Tapi pengaturannya sangat
tipis — Bagian Kedua Bab VI (Pasal 165) hanya berisi 3 ayat, jauh lebih ringkas dibanding
Bagian Kesatu tentang Pendidikan Keagamaan (Pasal 159—164, 6 pasal). Sementara itu, bab-bab
umum RUU (Standar Nasional Pendidikan, Kurikulum, Pendidik, Penjaminan Mutu,
Akreditasi) berlaku luas untuk "setiap Jenjang dan Jenis Pendidikan" tanpa pengecualian

cksplisit bagi pesantren — di sinilah potensi tabrakan muncul.
Pasal-pasal yang berpotensi 'tabrakan’

Berikut peta pasal yang paling berpotensi 'tabrakan’, beserta akar persoalannya:
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No Pasal RUU Sisdiknas

Pasal 165 (hanya 3 ayat,
Bagian Kedua Bab VI) vs
Penjelasan Umum RUU
yang menyebut niat
"mengintegrasikan
pengaturan ... terkait

dengan UU No. 18/2019"

Pasal 6169 (Standar
Nasional Pendidikan:
standar capaian,

pembelajaran, pendidik)

Pasal 70—75 (Kurikulum
Nasional, 14 muatan wajib

di Pasal 73)

Pasal 167 & 190 (kategori
"Pendidik Lainnya" wajib
Kualifikasi Akademik &

Kompetensi)

Pasal 78-81 (Penjaminan
Mutu) & Pasal 80 ayat
(2) (Akreditasi oleh
Pemerintah Pusat untuk
"setiap Jenjang dan Jenis

Pendidikan")

Pasal 117-135 (Perguruan
Tinggi, termasuk
"Pendidikan tinggi
keagamaan")

Pasal 6 (asas Pendidikan
Nasional: keadilan,
nondiskriminasi, dll.)
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Isu

Kedudukan

hukum

Standardisasi

Otonomi
kurikulum

Otoritas kiai

Instrumen
mutu
seragam

Ma'had Aly
tak dikenali

Tiadanya
asas
kekhususan

Titik gesek dengan UU 18/2019

Pesantren hanya diatur generik ("sesuai kekhasan,
tradisi, dan kurikulum masing-masing pesantren...
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan") tanpa penegasan eksplisit UU 18/2019
sebagai lex specialis yang mengikat. Berbeda jauh dari
Bagian Kesatu (Pendidikan Keagamaan) yang diatur 6
pasal detail.

Berlaku untuk semua Jenjang & Jenis Pendidikan. Pasal
65 hanya bilang "disesuaikan dengan Jenis dan Jenjang
Pendidikan" — klausul karet, tidak mengunci rujukan
ke standar mutu versi UU 18/2019.

Kurikulum Nasional wajib berlaku untuk Satuan
Pendidikan jenjang PAUD—menengah tanpa
pengecualian eksplisit bagi Jenis Pendidikan pesantren
— padahal Pasal 49 & 165 menjamin pesantren berhak
atas kurikulum sendiri berbasis kitab kuning/dirasah
islamiyah.

Kiai/ustaz pesantren kemungkinan besar masuk kategori
ini. Tidak ada pengecualian bagi otoritas keilmuan
berbasis sanad, padahal UU 18/2019 menempatkan
kiai sebagai figur sentral berdasarkan sanad keilmuan,
bukan (semata) ijazah formal.

Tidak ada instrumen akreditasi/penjaminan mutu
khusus yang mengakomodasi karakter pesantren (turats,
sanad, kaderisasi ulama) — berbeda dari semangat UU
18/2019 yang mengamanatkan standar mutu sesuai
karakteristik pesantren sendiri.

RUU tidak menyebut Ma'had Aly, Pendidikan
Diniyah Formal, atau Satuan Pendidikan

Mu'adalah sama sekali — strukeur jenjang ula-wustha-
ulya yang eksplisit diatur UU 18/2019 tidak muncul.
Pendidikan tinggi keagamaan hanya ditundukkan pada
kerangka Perguruan Tinggi umum (statuta, tridarma,
program studi).

Tidak memuat asas kemandirian/kekhasan sebagaimana
ruh UU 18/2019 — berisiko ditafsirkan menuntut
keseragaman (zaswiyah) yang justru berlawanan dengan
kebutuhan keadilan substantif bagi pesantren.
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Pertanyaan:

a)

Bagaimana pandangan fikih terhadap RUU Sisdiknas yang berpotensi tidak selaras dengan UU
Pesantren 20192 Apakah UU Pesantren harus masuk secara keseluruhan dalam RUU Sisdiknas
atau tetap sebagai UU lex specialis?

b) Bagaimana bentuk harmonisasi yang ideal antara RUU Sisdiknas dengan UU Pesantren dalam

pandangan fikih?

Jawaban

a)

b)

Batasan (dhawabith) dalam perumusan kebijakan anggaran negara (siyasah maliyah), terutama
anggaran pendidikan diperinci sebagai berikut:

Jika anggaran pendidikan benar-benar dialokasikan untuk maslabah  al-talimiyyah
(kemaslahatan pengajaran/pendidikan) yang nyata dan termasuk kemaslahatan umum seperti
pemenuhan kebutuhan pokok layanan pendidikan), maka termasuk zasharrufyang dibenarkan.
Jika anggaran pendidikan dialihkan untuk hal yang tidak terkait kebutuhan pendidikan atau
keterkaitannya lemah, sementara kebutuhan pokok pendidikan terbengkalai, maka kebijakan
tersebut tidak sesuai dhawabith siyasah maliyah dan wajib ditata ulang dengan mengembalikan
kepada prinsip al-ahamm fal-ahamm.

Batasan (dhawabith) dalam perumusan kebijakan anggaran negara (siyasah maliyah), terutama
anggaran pendidikan diperinci sebagai berikut: * Jika anggaran pendidikan dialihkan untuk
hal yang tidak terkait kebutuhan pendidikan atau keterkaitannya lemah, sementara kebutuhan
pokok pendidikan terbengkalai, maka kebijakan tersebut tidak sesuai dhawabith siyasah maliyah
dan wajib ditata ulang dengan mengembalikan kepada prinsip al-ahamm fal-ahammtau
keterkaitannya lemah, sementara kebutuhan pokok pendidikan terbengkalai, maka kebijakan
tersebut tidak sesuai dhawabith siyasah maliyah dan wajib ditata ulang dengan mengembalikan
kepada prinsip al-ahamm fal-ahamm.

(86/6) glindl gite

s A e Al B 55 Cpalisall aa ¥ o4 Le Jaiid caliaally Jlall cuy ) sel 8 Ca puaill aladl

il

55 ma Js¥) ¢ Jall due Hal Al

drany (e slanS Cpalisdll mllias (e aaW 22 VL dasdll b (s Ol aa) 5l G jliad) Ll

YV il o il Galil) e aa 5 algadl 53 il Jal aa (al) A1E) agiad dale dndie 4y Gralusall

¢ clladll e Bl jida gl agr (ate ot b oAl Jle e lglall Al i oy V) deas,y

Al 5 ClEacallS Lo g4y kLo V)l allaal goaals 2ol J1se¥) il U g

(140/2) o) asle ola)

A sl dale dalias 4 (e V) 48 ja ) ga Db adliaadl Jle s dadliall J) a1 8 kil Lail

Al Jul s (e e o pom sy DN A Aaliaa W 3 aad) Lald ol e Sale 4] zlis

J ol e Jyledic dl ) jae 2DIS 85438 1 dlia) 08 eladall (IS o) 5 sl 52 128

paiy OIS Le 138 e 0815 2B s Gldiay (s padia Lol 43 680 Jlall a8 s alia

Lldiay Cua pada e Jr A palial) e Jlall

Waliyy al-amr (Pemerintah) berwenang menyusun prioritas anggaran, dengan mengedepankan
kemaslahatan rakyat dan memilih yang paling menguntungkan umat (Oralasall .L;‘){\)

Dalam menetapkan awlawiyyat, Pemerintah wajib bermusyawarah dengan para pakar di

bidangnya (ahlul-ilm dan ahlur-ray), meneliti kondisi aparatur/pelaksana, dan memastikan
anggaran negara dialirkan kepada kebutuhan paling penting.
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Dan yang paling penting: kewenangan itu tidak boleh digunakan untuk memberi kepada yang
“tidak berhak”, karena relasi, kontrak politik, dll.

262 2o J Y e pall =il 4aal) 8 4yl

@M@JLJ\MJL}‘?\}\J\JUAA\ d\}\&\}ce&w‘_g#\dﬁ\)}mu\m}
‘)A\J cw\}chaﬂ\} ca)A:d\JCAj\ )A\} MJAY\}E}A\ ‘)A\J cMY\}cM\ ‘)A\L)AA\_LC‘)M
L\S\S co‘).[}ui.uuj.c cL\}aLa c‘u.IY\ JJ‘_J}.I\)!) co)A\)\} cu)mju}maj\@u.u.\)j\ JL\AY\
(ool O sl 3 iy s agalSal e Ganl g an jla) e Jlsall g2y Vs Jlae Y1 (e saliy Ll
g a1 3150 5 ¢ sl B e lliaall (e a2 22 Y 8 SIS (o pay s oy Jall 5 oz ) Al
Jlsal 4 ks calliaal) e @iy 56 g eoudsall 5 Bl 315l 5 ¢ i) jia g o sl
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Lyl cliaall g adlaall Ja 8 diala Cavan s ool drdie oy elaal) o < e
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c). Jika suatu kebijakan anggaran tampak “politis” tetapi nyata-nyata memberi maslahah ammah
dan mengikuti urutan kebutuhan tanpa menelantarkan kewajiban yang lebih pokok, maka ia
dinilai dari hasil maslahatnya, bukan sekadar label politis. Apabila program dijalankan dengan
cara yang membuat hilang kepercayaan publik pada keadilan pemerintah, maka perlu
mempertimbangkan sisi mafsadah sosial yang berdampak pada masyarkat luas.
Tidak boleh menyusun kebijakan anggaran untuk kepentingan kekuasaan hingga
mengorbankan kebutuhan pokok pendidikan/maslahah umum, atau memberi pada pihak yang

tidak berhak.
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(d). Pengawasan kebijakan publik dalam syariat dilakukan lewat musyawarah, penelitian, dan
pemeriksaan jalannya urusan-urusan umum-—termasuk hisbah—serta tidak meninggalkan
pencarian informasi tentang pelaksana dan dampak kebijakan. Status boleh/tidaknya MBG
mengambil dari anggaran pendidikan diperinci sebagai berikut:

- Jika MBG diposisikan sebagai program yang zahgigan termasuk kebutuhan penyelenggaraan
pendidikan (mis. syarat kuat untuk keberlangsungan belajar, mengatasi hambatan besar yang
langsung menjatuhkan capaian pendidikan), serta tidak menelantarkan kebutuhan primer
pendidikan yang lebih pokok, maka secara siyasah maliyah ia bisa dimasukkan ke “mashalih
pendidikan®—dengan syarat tetap tunduk pada a1 aa¥),

- Jika MBG tidak menunjukkan hubungan yang kuat dengan kebutuhan pendidikan (atau
hubungan itu sekunder), sementara kebutuhan primer pendidikan (sekolah, guru, akses biaya,
mutu belajar) terbengkalai, maka pengambilan dari anggaran pendidikan tidak tepat dan
harus dikoreksi: pos “pendidikan” dikembalikan ke prioritas yang lebih pokok.

- Jika pengambilan itu berpotensi menjadi sarana kepentingan politik (al-maslahah as-
siyasiyyah) dan menyebabkan pemborosan/penyaluran tidak pada yang berhak, maka
semakin kuat alasan penertiban.

a). UU Pesantren tetap harus menjadi UU lex specialis dan tidak masuk secara keseluruhan dengan
RUU Sisdiknas. Hal ini karena Pesantren tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pendidikan,
melainkan memiliki dua fungsi lainnya: pemberdayaan masyarakat dan dakwah.

b). Meskipun RUU ini sudah memiliki norma penghubung (4ridging) antar RUU ini dengan UU
No. 18 tahun 2019, namun norma penghubung ini hanya pada satu bagian, yakni pada jenis
pendidikan. Sementara pada bab-bab lainnya tidak disediakan norma penghubung kepada UU
No. 18 tahun 2019 schingga memberikan pemahaman bahwa norma-norma tersebut juga
berlaku untuk jenis pendidikan pesantren. Dampaknya, ada pertentangan norma antara RUU
ini dengan UU No. 18 tahun 2019. Contohnya, pasal 73 pada RUU itu mewajibkan 14 mata
pelajaran wajib di mana hal tersebut tidak sesuai dengan prinsip menjaga kekhasan pesantren
sebagaimana yang diamanatkan oleh UU No. 18 tahun 2019.

Untuk itu, perlu mengusulkan perubahan berupa 1) penambahan norma penghubung
(bridging) pada beberapa bab yang relevan dengan UU No. 18 tahun 2019, 2) perbaikan minor
pada batang tubuh RUU Sisdiknas, 3) memberikan tambahan pada penjelasan atas Rancangan
Undang-Undang tersebut, sechingga RUU ini selaras dan harmoni dengan UU No. 18 tahun 2019

tentang Pesantren.
C. Rekomendasi

PBNU perlu menindaklanjuti persoalan RUU Sisdiknas ini dengan membentuk tim khusus yang
bertugas untuk mengkaji masalah-masalah dalam RUU tersebut dan membuat Daftar Inventaris

Masalah (DIM).
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MATERI 11

Pembatasan Alih Daya, PKWT, Pengupahan, dan PHK dalam RUU
Ketenagakerjaan

. Deskripsi Masalah

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XX1/2023 merupakan titik penting dalam
penataan kembali hukum ketenagakerjaan di Indonesia. Mahkamah memberikan pemaknaan
konstitusional terhadap sejumlah norma dalam klaster ketenagakerjaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023. Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah juga meminta pembentuk undang-
undang segera membentuk undang-undang ketenagakerjaan baru yang terpisah dari UU Cipta
Kerja. Waktu paling lama dua tahun dinilai cukup untuk menyusun undang-undang baru yang
menampung materi UU Nomor 13 Tahun 2003, UU Nomor 6 Tahun 2023, serta substansi dan
semangat berbagai putusan Mahkamah Konstitusi di bidang ketenagakerjaan dengan melibatkan
partisipasi aktif serikat pekerja atau serikat buruh. (Putusan MK No. 168/PUU-XX1/2023, hlm.
675-677.)

Mandat tersebut membuka ruang bagi DPR dan Presiden untuk menyusun politik hukum
ketenagakerjaan yang lebih utuh. RUU yang baru tidak cukup hanya memindahkan kembali pasal-
pasal lama ke dalam satu undang-undang. Pembentuk undang-undang harus menata hubungan
antara fleksibilitas usaha dan perlindungan pekerja, memperjelas hak serta kewajiban para pihak,
menutup celah penghindaran hukum, dan memastikan bahwa perlindungan normatif dapat benar-
benar ditegakkan. Kebutuhan dunia usaha untuk beradaptasi terhadap perubahan teknologi, siklus
produksi, dan persaingan ekonomi perlu dihormati, tetapi kebutuhan tersebut tidak boleh
dijadikan alasan untuk memindahkan hampir seluruh risiko usaha kepada pekerja yang pada
umumnya mempunyai posisi tawar lebih lemah.

Dalam bidang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), Mahkamah memaknai bahwa
jangka waktu atau selesainya suatu pekerjaan tertentu tidak boleh melebihi lima tahun, termasuk
apabila terdapat perpanjangan. Mahkamah juga menegaskan bahwa PKWT harus dibuat secara
tertulis dengan menggunakan bahasa Indonesia dan huruf Latin. PKWT hanya dapat digunakan
untuk pekerjaan yang menurut jenis, sifat, atau kegiatannya akan selesai dalam waktu tertentu dan
tidak dapat digunakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap. Penegasan tersebut dimaksudkan untuk
memberikan kepastian mengenai jenis pekerjaan, jangka waktu, hak, dan pembuktian hubungan
kerja. Masalah timbul apabila PKWT digunakan berulang kali terhadap pekerjaan yang secara nyata
bersifat tetap schingga pekerja terus berada dalam status sementara. (Pertimbangan hukum hlm.

562-570; amar angka 4-5, hlm. 680.)

Dalam bidang alih daya, Mahkamah memaknai Pasal 64 ayat (2) bahwa Menteri menetapkan
sebagian pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan jenis dan bidang pekerjaan alih daya yang
diperjanjikan dalam perjanjian tertulis alih daya. Putusan tersebut menghendaki batas yang jelas
mengenai jenis dan bidang pekerjaan yang dapat dialihdayakan. Namun, Mahkamah tidak
menghidupkan kembali secara utuh pembatasan lama yang hanya memperbolehkan pekerjaan
penunjang dan juga tidak secara langsung melarang alih daya pada seluruh pekerjaan utama. Karena
itu, pembatasan alih daya pada pekerjaan penunjang harus ditempatkan sebagai rekomendasi
kebijakan NU kepada DPR dan Presiden, bukan sebagai bunyi langsung amar Putusan MK.
(Pertimbangan hukum hlm. 577-580; amar angka 6, hlm. 680.)

Alih daya dapat memberikan manfaat berupa spesialisasi, efisiensi, dan kemudahan
memenuhi kebutuhan pekerjaan tertentu. Akan tetapi, praktik tersebut juga dapat menimbulkan
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pemisahan antara pihak yang mengendalikan dan menikmati hasil pekerjaan dengan pihak yang
secara formal menjadi pemberi kerja. Jika perusahaan pengguna dapat mengarahkan pekerjaan
schari-hari tetapi sepenuhnya melepaskan tanggung jawab terhadap keselamatan, pembayaran hak,
dan keberlanjutan hubungan kerja, maka alih daya berpotensi menjadi sarana penghindaran
kewajiban. Persoalan menjadi lebih berat apabila pekerja terus berpindah perusahaan penyedia jasa,
sedangkan pekerjaan, tempat kerja, dan perusahaan pengguna tetap sama.

Dalam bidang pengupahan, Mahkamah memulihkan kejelasan makna penghidupan yang
layak sebagai penerimaan pekerja yang mampu memenuhi kebutuhan hidup pekerja dan
keluarganya secara wajar, meliputi makanan dan minuman, sandang, perumahan, pendidikan,
kesehatan, rekreasi, dan jaminan hari tua. Mahkamah juga mewajibkan gubernur menetapkan upah
minimum sektoral provinsi dan membuka kemungkinan penetapan upah minimum sektoral
kabupaten/kota; memaknai indeks tertentu sebagai variabel kontribusi tenaga kerja terhadap
pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan kepentingan perusahaan dan pekerja,
proporsionalitas, serta KHL; mengembalikan unsur golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan, dan
kompetensi dalam struktur dan skala upah; serta menegaskan partisipasi aktif Dewan Pengupahan.
(Pertimbangan hukum hlm. 598-600, 615-620, 632-636, dan 645-646; amar angka 7-18, hlm.
681-684.)

Pengaturan upah menimbulkan pertanyaan mengenai batas kebebasan para pihak dalam
menentukan imbalan kerja. Secara formal, pekerja dapat menyetujui suatu besaran upah. Akan
tetapi, persetujuan tersebut tidak selalu lahir dari posisi yang seimbang. Kebutuhan mendesak atas
pekerjaan dapat membuat pekerja menerima upah yang berada di bawah batas yang wajar. Di sisi
lain, kebijakan upah yang tidak memperhatikan produktivitas, skala usaha, dan kondisi ekonomi
dapat menimbulkan kesulitan bagi perusahaan serta mengurangi kesempatan kerja. Karena itu,
negara perlu menetapkan batas minimum yang bersifat memaksa sekaligus membangun struktur
dan skala upah yang proporsional.

Dalam bidang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), Mahkamah menegaskan bahwa
perundingan bipartit wajib dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Jika perundingan tidak
menghasilkan kesepakatan, PHK hanya dapat dilakukan setelah memperoleh penetapan dari
lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang putusannya telah berkekuatan hukum
tetap. Kewajiban para pihak selama proses perselisihan juga berlangsung sampai berakhirnya proses
yang berkekuatan hukum tetap. Terhadap pesangon, Mahkamah memaknai frasa dalam Pasal 156
ayat (2) sebagai jumlah paling sedikit, sehingga jumlah yang lebih tinggi tetap dimungkinkan.
(Pertimbangan hukum hlm. 647-652 dan 664-666; amar angka 19-22, hlm. 684-686.)

Dari perspektif fikih, relasi kerja pada dasarnya dapat dipahami sebagai akad ijarah atas jasa
atau tenaga (ijarah alal amal). Akan tetapi, persoalan ketenagakerjaan modern tidak dapat
diselesaikan hanya dengan menilai sah atau batalnya kontrak individual. Kesetaraan para pihak
yang sedang berakad tidak terjadi. Penerima kerja pada umumnya tidak memiliki daya tawar yang
setara dibanding pemberi kerja, sehingga secara susbstantif mesuk kategori terpaksa (mukrah) yang
bisa berpengaruh pada tegaknya rukun akad. Hubungan kerja juga menyangkut ketimpangan daya
tawar, dampak sosial terhadap keluarga, jaminan penghidupan, tanggung jawab perusahaan,
kepentingan ckonomi nasional, dan kewajiban negara melakukan pengawasan. Karena itu,
diperlukan pendekatan fikih-siyasah, yaitu keterlibatan ulil amri, yang mempertemukan kebebasan
muamalah dengan kewajiban mencegah kezaliman serta menjaga kemaslahatan umum.

Alih daya dan PKWT pada hukum asalnya merupakan bentuk muamalah yang
diperbolehkan, tetapi penggunaannya tunduk pada karakter masing-masing. PKWT hanya tepat
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untuk pekerjaan yang akan selesai dalam waktu tertentu dan bukan untuk pekerjaan tetap. Alih
daya dapat digunakan untuk penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan yang jenis dan bidangnya
ditentukan secara jelas. Bentuk yang sah dapat berubah menjadi siasat hukum yang tercela apabila
sengaja digunakan untuk mempertahankan pekerjaan tetap dalam status sementara, memutus
tanggung jawab perusahaan pengguna, atau menghilangkan hak yang seharusnya diterima pekerja.
Demikian pula, kesepakatan upah tidak dapat dibaca secara terpisah dari posisi tawar para pihak
dan ketentuan minimum yang ditetapkan negara. Pesangon bukan pembayaran ulang atas tenaga
yang telah dibayar melalui upah, melainkan hak yang lahir dari undang-undang atau kesepakatan
sebagai instrumen untuk mengurangi dampak kehilangan pekerjaan.

Atas dasar itu, Nahdlatul Ulama perlu memberikan pandangan keagamaan sekaligus
rekomendasi qonuniyyah kepada DPR dan Presiden agar RUU Ketenagakerjaan baru tidak hanya
memenuhi amar Putusan Mahkamah Konstitusi, tetapi juga mewujudkan keadilan, kepastian
hukum, perlindungan terhadap pihak yang lemah, keberlangsungan usaha, serta mekanisme
pengawasan dan penegakan hukum yang efektif.

B. Permasalahan

1. Bagaimana scharusnya pemerintah mengatur alih daya dan PKWT agar kedua bentuk hubungan
tersebut tidak digunakan sebagai siasat (hilzh) untuk mempertahankan pekerjaan yang bersifat
tetap dalam status kerja yang terus-menerus tidak pasti, tanpa meniadakan kebutuhan
fleksibilitas usaha yang wajar?

2. Bagaimana scharusnya pemerintah mengatur upah minimum, pesangon, dan prosedur PHK
agar menjamin penghidupan yang layak dan mencegah kesewenang-wenangan terhadap pekerja,
tanpa membebani keberlangsungan usaha secara tidak proporsional?

C. Jawaban Permasalahan Nomor 1

1. Alih daya pada prinsipnya merupakan bentuk akad ijarah atas pekerjaan atau jasa (ijarah alal
amal) yang dapat dibenarkan syariat selama objek pekerjaan, manfaat yang diperjanjikan,
imbalan, jangka waktu, dan tanggung jawab para pihak diketahui secara jelas serta tidak
mengandung unsur yang dilarang.

Namun demikian, alih daya sebaiknya diprioritaskan untuk pekerjaan penunjang atau pekerjaan
yang membutuhkan spesialisasi tertentu. Alih daya tidak boleh dijadikan sarana untuk
menghindari kewajiban pemberi kerja, menurunkan hak pekerja secara tidak patut, atau
mengalihkan risiko usaha kepada pekerja secara tidak proporsional. Pengalihdayaan pekerjaan
yang bersifat tetap dan menjadi bagian utama proses produksi hanya dapat dilakukan
berdasarkan alasan objektif serta harus disertai perlindungan yang lebih ketat terhadap
kesinambungan kerja dan hak pekerja.

Dalam perspektif fikih, pekerjaan yang dapat dipisahkan dari fungsi utama perusahaan,
pekerjaan penunjang, dan pekerjaan yang membutuhkan keahlian khusus lebih dekat dengan
konsep #jarah ala al-amal atau ajir musytarak, sehingga dapat dilaksanakan melalui penyedia
jasa. Adapun pekerjaan yang bersifat terus-menerus dan menjadi bagian integral dari proses
utama produksi tidak serta-merta dilarang untuk dialihdayakan, tetapi semakin kuat karakter
hubungan kerja dan semakin besar ketergantungan pekerja kepada pengguna, semakin kuat pula
kewajiban untuk memastikan kesinambungan hubungan kerja dan perlindungan hak-haknya.
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2. Perusahaan pengguna tidak dapat melepaskan seluruh tanggung jawab terhadap pekerja hanya
karena hubungan kerja secara formal berada pada perusahaan alih daya. Dalam perspektif fikih,
pembagian atau pengalihan fungsi pengelolaan tenaga kerja tidak dengan sendirinya menghapus
kewajiban pihak yang secara langsung mengendalikan pekerjaan, tempat kerja, sarana kerja, dan
kondisi pelaksanaan pekerjaan. Oleh karena itu, apabila pelaksanaan pekerjaan berada dalam
pengendalian perusahaan pengguna, khususnya dalam hal keselamatan dan kesehatan kerja,
perlindungan dari diskriminasi, serta pemenuhan hak-hak minimum pekerja, perusahaan
pengguna tetap harus memikul tanggung jawab sesuai dengan tingkat kewenangan, penguasaan,
kontribusi terhadap timbulnya risiko, dan sebab terjadinya kerugian.

Atas dasar itu, RUU perlu menetapkan tanggung jawab bersama atau tanggung renteng antara
perusahaan alih daya dan perusahaan pengguna sekurang-kurangnya terhadap hak-hak
minimum pekerja, keselamatan dan keschatan kerja, perlakuan yang bebas dari diskriminasi,
serta kerugian atau pelanggaran yang timbul dalam ruang lingkup pekerjaan yang berada di
bawah pengendalian perusahaan pengguna. Pengaturan tersebut tidak dimaksudkan untuk
menghapus tanggung jawab utama perusahaan alih daya sebagai pemberi kerja formal,
melainkan untuk memastikan bahwa pengalihan hubungan kontraktual tidak menjadi sarana
untuk menghindari tanggung jawab terhadap pekerja
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3. PKWT hanya boleh digunakan untuk pekerjaan yang menurut jenis, sifat, atau kegiatannya
akan selesai dalam waktu tertentu, termasuk pekerjaan sekali selesai, sementara, musiman, atau
berkaitan dengan produk dan kegiatan baru yang masih dalam tahap penjajakan. PKWT tidak
boleh digunakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap dan tidak boleh memuat masa percobaan

kerja.

PKWT pada prinsipnya dapat dibenarkan dalam perspektif fikih apabila hubungan kerja

tersebut dibatasi oleh waktu atau pekerjaan tertentu yang secara sifat, jenis, atau kegiatannya
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memang mempunyai batas penyelesaian yang dapat diketahui. Karena itu, PKWT dapat
digunakan untuk pekerjaan yang sekali selesai, pekerjaan sementara, pekerjaan musiman, atau
pekerjaan yang berkaitan dengan kegiatan atau produk baru yang secara nyata masih berada
dalam tahap penjajakan. Adapun pekerjaan yang secara hakikat bersifat tetap, terus-menerus,
dan merupakan kebutuhan permanen perusahaan, pada prinsipnya tidak tepat ditempatkan
dalam hubungan kerja yang dibatasi secara semu untuk menghindari perlindungan hubungan
kerja yang berkelanjutan.

Pembatasan masa kerja dalam PKWT juga harus diketahui dan disepakati sejak awal serta tidak
boleh mengandung ketidakjelasan yang menimbulkan sengketa. PKWT tidak semestinya
memuat masa percobaan kerja, karena sejak akad kerja mulai berlaku, pekerja telah memberikan
manfaat tenaganya berdasarkan akad yang sah dan berhak memperoleh imbalan sesuai dengan
pekerjaan yang dilakukannya.
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4. PKWT yang didasarkan pada jangka waktu atau selesainya pekerjaan tertentu harus dibatasi
paling lama lima tahun, termasuk seluruh perpanjangannya. PKWT wajib dibuat secara tertulis

dalam bahasa Indonesia dan huruf Latin serta memuat jenis pekerjaan, jangka waktu, upah, dan
hak pekerja secara jelas. (Amar angka 4-5 Putusan MK, hlm. 680.)

Menurut fikih, PKWT yang didasarkan pada jangka waktu atau penyelesaian pekerjaan tertentu
pada prinsipnya dibenarkan, selama masa kerja atau pekerjaan yang menjadi objek akad
diketahui secara jelas. Pembatasan jangka waktu maksimal lima tahun, termasuk seluruh
perpanjangannya, merupakan kebijakan pengaturan (zaqyid al-mubih) yang dapat ditetapkan
oleh negara berdasarkan kemaslahatan, kepastian hukum, pencegahan penyalahgunaan akad,
dan perlindungan terhadap hak pekerja. Angka lima tahun itu sendiri bukan batas yang
ditentukan secara khusus oleh fikih, melainkan batas regulatif yang ditetapkan berdasarkan
pertimbangan kemaslahatan. PKWT wajib dibuat secara tertulis dengan memuat sekurang-
kurangnya identitas para pihak, jenis dan sifat pekerjaan, jangka waktu atau ukuran penyelesaian
pekerjaan, besaran dan tata cara pembayaran upah, serta hak dan kewajiban para pihak.
Ketentuan tersebut sejalan dengan prinsip fikih bahwa manfaat yang menjadi objek akad ijarah,
masa akad, dan ujrah harus diketahui sehingga terhindar dari jahalah, gharar, dan sengketa.
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Dalam literatur Hanafiyyah:
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Artinya:
“Pekerja khusus adalah orang yang akadnya berkaitan dengan manfaat dirinya; manfaat tersebut
menjadi diketahui dengan menyebutkan masa atau jarak.”

. RUU harus melarang pemutusan dan penyambungan kontrak secara artifisial yang tidak
mengubah karakter pekerjaan. PKWT tidak boleh digunakan melalui pemutusan dan
penyambungan kontrak secara artifisial apabila pekerjaan yang dilakukan pada hakikatnya tetap
sama dan tidak mengalami perubahan karakter, jenis, sifat, atau kebutuhan objektif yang
menjadi dasar penggunaan PKWT. Alasannya karena, penilaian terhadap akad tidak semata-
mata didasarkan pada nama dan bentuk formalnya, tetapi juga pada hakikat pekerjaan, tujuan
akad, dan akibat hukum yang ditimbulkannya. Karena itu, perubahan nama atau pemutusan
formal akad tidak dapat dijadikan sarana untuk menghindari hak pekerja yang telah timbul atau
mengubah pekerjaan tetap menjadi seolah-olah pekerjaan sementara.

PKWT yang digunakan untuk pekerjaan tetap atau tidak memenuhi kriteria objektif PKWT
harus berubah demi hukum menjadi PKWTT, disertai pengakuan masa kerja dan pembayaran
kekurangan hak. Sanksi administratif dapat ditambahkan untuk pelanggaran yang disengaja atau
berulang. (Pertimbangan hukum hlm. 569-570.) Pemberian sanksi administratif terhadap
pelanggaran yang dilakukan secara sengaja atau berulang juga dapat dibenarkan sebagai bentuk
ta zir dan siydsah shariyyah, untuk mencegah penyalahgunaan akad dan menjaga hak pekerja.

Referensi
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. Pengawas ketenagakerjaan harus diberi kewenangan memeriksa praktik nyata, bukan hanya

dokumen kontrak. Pengawas perlu dapat menilai pihak yang mengendalikan pekerjaan,
kontinuitas pekerjaan, pergantian vendor, serta aliran pembayaran hak pekerja.

Dalam perspektif fikih, kewenangan demikian dapat ditempatkan dalam fungsi wildyah al-
hisbah dan siydsah shariyyah, yaitu kewenangan pemerintah untuk memastikan kepatuhan
terhadap ketentuan yang berlaku, mencegah kemudaratan, dan melindungi hak-hak masyarakat.
Penilaian terhadap hubungan hukum tidak semestinya berhenti pada bentuk formal dokumen
apabila terdapat indikasi bahwa keadaan faktual berbeda dari yang dinyatakan dalam dokumen
tersebut. Karena itu, pengawas dapat menilai substansi hubungan kerja berdasarkan keseluruhan
fakta yang relevan, termasuk siapa yang mengendalikan pekerjaan, siapa yang memberikan
perintah dan pengawasan, apakah pekerjaan berlangsung secara terus-menerus, apakah terjadi
pergantian perusahaan alih daya tanpa perubahan substansi pekerjaan, serta siapa yang
membayar dan bertanggung jawab atas hak-hak pekerja.

. Perumusan jenis pekerjaan alih daya dan kriteria PKWT harus melibatkan serikat pekerja,
organisasi pengusaha, pakar, dan pemerintah melalui partisipasi yang bermakna agar pembatasan
mempunyai dasar empiris dan tidak dibentuk secara sepihak.

Dalam perspektif fikih, pelibatan para pihak tersebut sejalan dengan prinsip al-syira dalam
penetapan kebijakan yang menyangkut kepentingan umum. Pemerintah sebagai wali al-amr
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memiliki kewenangan menetapkan regulasi ketenagakerjaan, tetapi pelaksanaannya harus
berorientasi pada kemaslahatan, keadilan, dan pencegahan kemudaratan. Oleh karena itu,
konsultasi dengan pihak yang memiliki pengetahuan dan kepentingan langsung terhadap
persoalan merupakan bagian dari mekanisme untuk memperoleh pertimbangan yang lebih
objektif dan mewujudkan kebijakan yang lebih maslahat.

Penegasan:

NU tidak memandang alih daya (outsourcing) dan PKWT pada dirinya sebagai praktik yang
haram atau terlarang. Keduanya pada dasarnya merupakan bentuk akad muamalah yang dapat
dibenarkan sepanjang memenuhi rukun dan syarat akad, objek pekerjaan dan manfaatnya jelas,
tidak mengandung gharar dan jahdilah yang merusak akad, serta tidak menjadi sarana untuk
mengambil hak pihak lain.

Yang harus dicegah adalah penyalahgunaan bentuk akad tersebut untuk tujuan yang
bertentangan dengan keadilan dan kemaslahatan, seperti mempertahankan pekerjaan yang pada
hakikatnya bersifat tetap dalam status sementara secara terus-menerus, melakukan pemutusan dan
penyambungan kontrak secara artifisial untuk menghindari hak pekerja, memisahkan tanggung
jawab dari pihak yang secara nyata mengendalikan dan memperoleh manfaat utama dari pekerjaan,
atau mengurangi hak pekerja yang semestinya menjadi tanggung jawab pihak yang bersangkutan.

Dalam perspektif fikih, larangan tersebut dapat didasarkan pada prinsip raf* al-darar, sadd al-
dhard’i, larangan hiyalyang bertujuan menghindari ketentuan hukum, serta kewajiban menunaikan
akad dan memenuhi hak pihak yang telah memberikan manfaat pekerjaannya. Karena itu, negara
melalui kewenangan siydsah shariyyah dapat mengatur dan membatasi penggunaan alih daya dan
PKWT sepanjang pembatasan tersebut didasarkan pada kemaslahatan, proporsional, dan tidak

bertentangan dengan prinsip syariah.

Atas dasar itu, RUU perlu memadukan batasan substantif mengenai pekerjaan yang dapat
dialihdayakan dan menggunakan PKWT, kejelasan pembagian dan tanggung jawab para pihak,
pengawasan terhadap praktik hubungan kerja yang sebenarnya, mekanisme pemulihan hak pekerja,
serta sanksi administratif yang efektif dan proporsional terhadap pelanggaran, terutama
pelanggaran yang dilakukan secara sengaja atau berulang

. Jawaban Permasalahan Nomor 2 tentang Pengupahan, Pesangon, dan Prosedur PHK

Jawaban langsung: DPR dan Presiden wajib menetapkan upah minimum sebagai norma
perlindungan yang bersifat memaksa, dengan memperhatikan KHL, pertcumbuhan ekonomi, inflasi,
produktivitas, kondisi usaha, dan partisipasi dewan pengupahan. Pesangon harus ditempatkan
sebagai hak minimum yang lahir dari undang-undang atau kesepakatan yang sah untuk mengurangi
dampak kehilangan pekerjaan. PHK tidak boleh dilakukan secara sepihak; apabila perundingan
bipartit gagal, penyelesaiannya wajib ditempuh melalui mekanisme penyelesaian perselisihan
hubungan industrial sampai terdapat putusan berkekuatan hukum tetap. Pengaturan tersebut harus
disertai proses yang cepat, pemulihan hak, dan sanksi yang proporsional.
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a. Ujrah al-mitsl dan Kebutuhan Hidup Layak
Ujrah al-mits] dan KHL tidak identik. Ujrah al-mitsl adalah ukuran kesepadanan nilai jasa

berdasarkan jenis pekerjaan, keahlian, kebiasaan, tempat, waktu, serta keadaan yang sebanding.
KHL merupakan standar kebijakan pengupahan untuk memastikan bahwa pendapatan pekerja
sekurang-kurangnya diarahkan kepada pemenuhan kebutuhan hidup pekerja dan keluarganya
secara wajar. Ujrah al-mitsl menilai kewajaran pertukaran jasa, sedangkan KHL menambahkan
dimensi perlindungan sosial yang ditetapkan negara.

A0 i al de AL Vgl DAl 805 el 5 35 sl U1 2036

“Ada tiga golongan yang Aku menjadi lawannya pada hari kiamat ... salah satunya orang yang
mempekerjakan pekerja, telah mengambil manfaat pekerjaannya, tetapi tidak memberikan
upahnya.”

Sahih al-Bukhari, Kitab al-Buya".

Hadis tersebut menegaskan beratnya pelanggaran terhadap hak upah, walaupun tidak
menentukan formula upah minimum. Penetapan formula merupakan wilayah siyasah syar‘iyyah
yang dapat disusun berdasarkan data ekonomi dan tujuan perlindungan. Upah minimum yang
ditetapkan secara sah tidak boleh dikurangi melalui kesepakatan individual, sebab
keberadaannya dimaksudkan sebagai batas perlindungan publik, bukan sekadar hak privat yang
dapat dilepaskan tanpa batas.

Ll il e s g 5al o
“Ketentuan yang ditetapkan oleh syariat didahulukan daripada ketentuan yang ditetapkan
melalui persyaratan.”
Al-Suyuti, al-Asybah wa al-Naz2'ir, al-qa‘idah al-khamisah wa al-‘isyrtn.
Penerapan kaidah ini memerlukan jembatan argumentasi: pertama, pemerintah berwenang
menetapkan upah minimum berdasarkan kemaslahatan; kedua, kebijakan tersebut tidak
bertentangan dengan syariat; ketiga, kebijakan yang sah menjadi mengikat dalam kehidupan
publik. Karena itu, kesepakatan yang menetapkan upah di bawah batas minimum tidak dapat
menghapus kewajiban pemberi kerja. Namun, upah yang telah berada di atas upah minimum
tetapi belum sepenuhnya mencapai seluruh komponen KHL tidak otomatis dapat disebut
haram atau ghabn fahisy. Negara tetap wajib mendorong peningkatan secara bertahap melalui
struktur dan skala upah, produktivitas, perundingan kolektif, dan kebijakan ekonomi.

Referensi:
ade Gaiun ¥ aSul ) el @l SUl JB g jall 8 JE e e 4l (A5 al D)
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b. Pesangon sebagai hak yang lahir dari regulasi dan kesepakatan
Pesangon bukan pengganti upah atas pekerjaan masa lalu, karena manfaat kerja tersebut pada
dasarnya telah dibayar melalui upah. Pesangon merupakan hak yang lahir dari peraturan
perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama
sebagai instrumen untuk mengurangi dampak sosial-ekonomi akibat kehilangan pekerjaan.
Setelah ditetapkan oleh sumber hukum yang sah, pesangon menjadi kewajiban yang harus
ditunaikan.

Pemaknaan Mahkamah Konstitusi bahwa besaran pesangon merupakan jumlah paling sedikit
harus dipertahankan dalam RUU. Ketentuan ini memberikan batas minimum sekaligus
membuka ruang pemberian jumlah yang lebih tinggi. Pembentuk undang-undang perlu
memastikan bahwa pengaturan pesangon tidak kehilangan daya perlindungannya akibat terlalu
banyak pengecualian atau pendelegasian kepada peraturan yang lebih rendah. (Pertimbangan

hukum hlm. 664-666; amar angka 22, hIm. 686.)
Dalam perspektif fikih, pemerintah berwenang untuk membuat pengaturan yang bertujuan
mewujudkan kemaslahatan umum, mencegah kemudaratan, dan melindungi pihak yang berada
dalam posisi lebih lemah. Oleh karena itu, ketika negara menetapkan hak pesangon sebagai
norma yang bersifat mengikat, kewajiban tersebut tidak lagi semata-mata bersumber dari akad
individual, tetapi juga dari ketentuan hukum publik yang sah.Pemerintah juga berwenang
mengatur batas minimum pesangon tersebut. Ia menjamin agar pekerja tidak kehilangan
perlindungan yang telah ditetapkan hukum, sekaligus tetap memberikan ruang bagi pemberi
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kerja dan pekerja untuk menyepakati jumlah yang lebih tinggi melalui perjanjian kerja,
peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Dengan demikian, norma minimum
tersebut menjalankan fungsi perlindungan tanpa menutup ruang bagi pemberian hak yang lebih
besar. Atas dasar itu, pembentuk undang-undang perlu mempertahankan pesangon sebagai hak
minimum yang bersifat mengikat, serta memastikan bahwa pengecualian, pengurangan, atau
pendelegasian pengaturannya kepada peraturan yang lebih rendah tidak menghilangkan
substansi perlindungan yang telah ditetapkan oleh undang-undang.

SV Clanal g 23Lal) 5 el JU 13y 5 (i agie aa) sl Gl ¢ Hhall e o 3Y 2ie 3 Y
(E\.a\ﬁ Y c&é.d\)
c. Keadilan prosedural dalam PHK
PHK dapat dibenarkan apabila terdapat alasan yang sah, seperti berakhirnya kegiatan usaha,
efisiensi yang nyata, pelanggaran yang terbukti, atau sebab lain yang ditentukan undang-undang,.
Namun, pemberi kerja tidak boleh mengakhiri hubungan secara sepihak tanpa memberikan
alasan, kesempatan membela diri, dan akses kepada penyelesaian sengketa. Kehilangan pekerjaan
berdampak langsung pada penghidupan pekerja dan keluarganya, sehingga prosedur merupakan
bagian dari keadilan, bukan sekadar formalitas.
i Helal 1) SR e it A& ek 13) Gy aally el At
“Hisbah adalah memerintahkan kebaikan apabila tampak ditinggalkan dan mencegah
kemungkaran apabila tampak dilakukan.”
Abt al-Hasan al-Mawardi, al-Ahkam al-Sultaniyyah, Bab Ahkam al-Hisbah.
Dalam negara modern, fungsi hisbah diwujudkan melalui peraturan, pengawasan, mediasi,
penyelesaian  perselisihan, peradilan, dan sanksi. Perundingan bipartit memberi ruang
musyawarah kepada para pihak. Jika gagal, penctapan lembaga penyelesaian perselisihan
hubungan industrial yang berkekuatan hukum tetap mencegah salah satu pihak menggunakan
kekuatan ekonominya secara sepihak. Selama proses berlangsung, kewajiban para pihak tetap
berjalan sampai sengketa berakhir dengan kekuatan hukum tetap. Prosedur tersebut harus
dilaksanakan secara cepat agar perlindungan tidak berubah menjadi beban karena sengketa
berlangsung terlalu lama. (Pertimbangan hukum hlm. 647-652; amar angka 19-21, hlm. 684-
685.)
d. Penegakan hukum dan sanksi
RUU harus membedakan pemulihan hak dari sanksi. Pembayaran kekurangan upah, pesangon,
atau hak lain merupakan pemulihan terhadap kewajiban yang belum dilaksanakan, bukan
hukuman. Sanksi administratif atau pidana diberikan sebagai konsekuensi tambahan terhadap
pelanggaran yang disengaja, berulang, atau menimbulkan kerugian serius.
35380 L f 58 Al sld (e Sl 2 501
“Ta%ir adalah tindakan pendidikan dan penjeraan atas pelanggaran yang tidak ditetapkan
hukuman hadnya.”

Al-Mawardi, al-Ahkam al-Sultaniyyah, fasl fi al-tair.

I Y508 L Gl dpara 08 3 F 5508 5
“Ta‘zir disyariatkan pada setiap maksiat yang tidak mempunyai hukuman had dan kafarat.”
Al-Nawawi, Rawdat al-Talibin, juz X, Bab al-Ta‘ir.
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Berdasarkan prinsip tersebut, negara dapat menetapkan sanksi terhadap pelanggaran hak pekerja
yang tidak lagi semata-mata bersifat privat, terutama apabila dilakukan secara sistematis dan
merusak tata ketenagakerjaan. Bentuk sanksi harus efektif, terukur, dan proporsional. Pidana
sebaiknya dipakai untuk perbuatan serius, seperti penggelapan upah, pemalsuan data,
penghalangan pengawasan, atau pengulangan pelanggaran setelah adanya perintah pemulihan.

Rekomendasi kebijakan bagi DPR dan Presiden

1. Upah minimum harus dirumuskan sebagai norma yang bersifat memaksa dan tidak dapat
dikesampingkan oleh kesepakatan individual yang menetapkan upah lebih rendah. Formula
harus memperhatikan KHL, pertumbuhan ekonomi, inflasi, produktivitas, kondisi sektor usaha,
dan prinsip proporsionalitas.

2. Dewan pengupahan harus dilibatkan secara aktif dalam perumusan kebijakan, bukan hanya
memberikan saran formal. Keanggotaannya harus mencerminkan pemerintah, serikat pekerja,
pengusaha, akademisi, dan pakar, serta bekerja berdasarkan data yang dapat
dipertanggungjawabkan.

3. Struktur dan skala upah wajib diterapkan secara nyata dengan memperhatikan golongan, jabatan,
masa kerja, pendidikan, kompetensi, dan produktivitas. Pengawasan tidak boleh berhenti pada
keberadaan dokumen administratif.

4. Pengaturan dapat membedakan skala kewajiban antara usaha besar dan usaha mikro atau kecil,
tetapi pembedaan tidak boleh menghapus perlindungan paling dasar. Keringanan harus bersifat

terukur, terbatas, dan diawasi.

5. Besaran pesangon harus ditempatkan sebagai jumlah paling sedikit. Perjanjian kerja bersama,
peraturan perusahaan, atau kebijakan perusahaan dapat memberikan jumlah yang lebih tinggi.

6. PHK wajib didahului perundingan bipartit secara musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak
tercapai kesepakatan, PHK hanya dapat dilakukan setelah memperoleh penetapan dari lembaga
penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang putusannya telah berkekuatan hukum tetap.

(Amar angka 19-20, hlm. 684-685.)

7. Alasan PHK, termasuk pelanggaran berat, harus dirumuskan secara jelas dan disertai proses
pembuktian yang adil. PHK tidak boleh digunakan sebagai tindakan balasan terhadap kegiatan

berserikat, pelaporan pelanggaran, atau penolakan terhadap tindakan yang melanggar hukum.

8. Proses penyelesaian sengketa harus cepat, sederhana, dan berbiaya ringan. RUU perlu
memberikan kepastian mengenai kewajiban para pihak selama sengketa, termasuk upah,
skorsing, dan tenggat penyelesaian.

9. Pelanggaran kewajiban upah dan pesangon harus terlebih dahulu mengakibatkan pemulihan
seluruh hak pekerja. Pelanggaran yang disengaja atau berulang dapat dikenai denda administratif,
pembatasan kegiatan, dan untuk perbuatan tertentu yang serius dapat dikenai sanksi pidana.

Penegasan:

Kebijakan pengupahan, pesangon, dan PHK harus dibangun berdasarkan keseimbangan.
Upah minimum berfungsi sebagai batas perlindungan; KHL menjadi arah pemenuhan
penghidupan yang layak; struktur dan skala upah menjamin proporsionalitas; pesangon
mengurangi dampak kehilangan pekerjaan; dan prosedur PHK mencegah kesewenang-wenangan.
Seluruhnya perlu dirancang tanpa mengabaikan produktivitas, kondisi usaha, dan keberlanjutan
kesempatan kerja.
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E. Rekomendasi

1.

Alih daya dan PKWT pada dasarnya diperbolehkan sepanjang digunakan sesuai karakter
masing-masing. PKWT hanya untuk pekerjaan yang secara objektif akan selesai dalam waktu
tertentu, sedangkan alih daya hanya untuk jenis dan bidang pekerjaan yang dirumuskan secara
jelas. Keduanya tidak boleh dipakai sebagai hilah untuk mempertahankan pekerjaan tetap dalam
status yang terus-menerus tidak pasti atau melepaskan tanggung jawab pihak yang menerima
manfaat utama.

. DPR dan Presiden wajib merumuskan secara tegas jenis pekerjaan alih daya, batas penggunaan

PKWT, tanggung jawab perusahaan pengguna dan penyedia, larangan penghindaran hukum,
kewenangan pengawas, akibat hukum, dan sanksi.

. PKWT tidak boleh digunakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap, tidak boleh memuat masa

percobaan, harus dibuat tertulis dalam bahasa Indonesia dan huruf Latin, serta jangka waktu
atau selesainya pekerjaan tertentu beserta perpanjangannya tidak boleh melebihi lima tahun.

(Pertimbangan hukum hlm. 562-570; amar angka 4-5, hlm. 680.)

. Upah minimum merupakan norma perlindungan yang bersifat memaksa dan tidak dapat

dikesampingkan oleh kesepakatan yang merugikan pekerja. Penetapannya harus memperhatikan
pertumbuhan ekonomi, inflasi, indeks tertentu yang mencerminkan kontribusi tenaga kerja,
KHL, kondisi usaha, struktur dan skala upah, serta partisipasi aktif Dewan Pengupahan. (Amar
angka 7-18, hlm. 681-684.)

. Ujrah al-mits] dan KHL tidak identik. Ujrah al-mitsl mengukur kesepadanan nilai jasa,

sedangkan KHL merupakan standar kebijakan untuk menjamin kebutuhan wajar pekerja dan
keluarganya. Keduanya harus digunakan secara saling melengkapi.

. Pesangon merupakan hak yang lahir dari peraturan perundang-undangan atau kesepakatan yang

sah dan harus ditempatkan sebagai jumlah paling sedikit yang dapat ditingkatkan melalui
perjanjian kerja bersama, peraturan perusahaan, atau kebijakan perusahaan. (Amar angka 22,

hlm. 686.)

. PHK tidak boleh dilakukan secara sepihak. Jika perundingan bipartit secara musyawarah untuk

mufakat gagal, PHK hanya dapat dilakukan setelah memperoleh penetapan lembaga
penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang putusannya telah berkekuatan hukum tetap.
Kewajiban para pihak selama sengketa juga berlangsung sampai putusan berkekuatan hukum

tetap. (Amar angka 19-21, hlm. 684-685.)

. Penegakan hukum harus membedakan pemulihan hak dari sanksi. Kekurangan upah, pesangon,

dan hak lainnya wajib dibayarkan, sedangkan pelanggaran yang disengaja, berulang, atau
sistematis dapat dikenai sanksi administratif dan pidana secara proporsional.
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MATERI I1I
Qonun Aceh No.6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah
Revisi menjadi Qonun Aceh No.12 Tahun 2025 (Keadilan Bagi Perempuan

Korban Perkosaan)-Mekanisme Pembuktian Pemerkosaan
. Deskripsi Masalah

Pemerkosaan merupakan bentuk kekerasan seksual paling berat yang masih menjadi
persoalan serius di Indonesia. Berdasarkan catatan Komnas Perempuan, antara tahun 2011 hingga
2023 terjadi 24.529 kasus kekerasan seksual terhadap perempuan, di mana 23% di antaranya
adalah pemerkosaan, yakni sekitar 5.654 kasus. Data lain menunjukkan bahwa sepanjang 2001-
2021, jumlah kasus pemerkosaan yang dilaporkan mencapai

8.272. Sementara itu, BPS pada tahun 2022 mencatat 1.443 kasus, dengan Provinsi Aceh
menempati posisi tertinggi (135 kasus), diikuti oleh Jawa Barat, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan.

Namun sebagaimana umumnya kekerasan seksual, pemerkosaan merupakan fenomena
"gunung es". Banyak korban enggan melapor karena stigma sosial, rasa malu, tekanan lingkungan,
hingga ketakutan tidak mendapat keadilan. Indonesia masih dikejutkan oleh berbagai peristiwa
tragis seperti pemerkosaan dan pembunuhan terhadap anak SMP berusia 14 tahun oleh 14 pelaku,
kasus pemerkosaan terhadap perempuan penjual gorengan yang sedang membiayai sekolah, serta
kematian siswi madrasah korban kekerasan seksual di Banyuwangi. Semua ini menegaskan bahwa
sistem hukum dan sosial kita masih belum mampu menjamin keadilan dan perlindungan yang

layak bagi korban.

Pemerkosaan membawa dampak multidimensi: fisik, psikologis, sosial, dan spiritual. Dalam
psikologi klinis, kondisi korban sering diklasifikasikan sebagai Rape Trauma Syndrome (RTS),
ditandai dengan kecemasan, insomnia, panik, depresi, hingga trauma seksual jangka panjang seperti
Hypoactive Sexual Desire Disorder (HSDD). Beberapa korban bahkan kehilangan makna hidup dan
berujung pada percobaan bunuh diri. Reaksi seperti diam atau menunda pelaporan merupakan
bagian dari mekanisme bertahan (coping mechanism), bukan tanda kebohongan.

Sayangnya, masih ada masyarakat yang justru menyudutkan korban dengan label “tidak suci”,
“perempuan nakal”, atau menyalahkan pakaian dan perilakunya. Dalam situasi seperti ini,
pertanyaan aparat seperti "kenapa baru melapor sekarang?" mencerminkan ketidakpekaan terhadap
trauma. Bahkan, banyak korban mengalami reviktimisasi dalam proses hukum—yakni penderitaan
tambahan akibat perlakuan aparat yang tidak sensitif, pembuktian yang berat, atau prosedur yang

menyulitkan.

Hambatan utama adalah pada aspek pembuktian. Mayoritas kasus pemerkosaan terjadi di
tempat tertutup dan sepi, schingga saksi mata hampir tidak ada. Visum sebagai alat bukti medis
pun sering terlambat dibuat karena korban baru berani melapor setelah mengalami tekanan mental.
Jika bukti objektif dianggap tidak cukup, korban berisiko dikriminalisasi atau tidak dipercaya.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU
TPKS) memberi harapan baru. Pasal 24 ayat (2) mengakui keterangan korban yang dirckam secara
elektronik sebagai alat bukti sah. Pasal 24 ayat (3) menambahkan bahwa keterangan psikolog,
psikiater, dan hasil pemeriksaan forensik juga dapat dijadikan alat bukti. Ini merupakan pendekatan
progresif yang mengakui dimensi trauma dan dampak psikis pemerkosaan.

Namun implementasinya belum ideal. Banyak aparat penegak hukum masih menggunakan
perspektif bias: mempertanyakan moral korban, mengabaikan testimoninya, atau mengarahkan

Kamis — Senin, 27 — 31 Agustus 2026
Di PP Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang Jawa Timur

118



PENGURUS BESAR NAHDLATUL ULAMA

kasus ke zina karena relasi pacaran sebelumnya. Ini terlihat nyata dalam praktik hukum di Aceh,
yang tunduk pada Qanun Jinayah.

Qanun Jinayah tidak selalu membedakan dengan tegas antara zina dan perkosaan. Dalam
sejumlah kasus, korban perempuan justru dikenai pasal zina, terutama jika sebelumnya punya
kedekatan personal dengan pelaku. Pasal 52 ayat (3) Qanun mensyaratkan sumpah dari korban,
dan Pasal 54 menyatakan bahwa korban yang tidak bersumpah bisa dijatuhi had qazaf. Sementara
Pasal 55 memberi hak kepada pelaku untuk bersumpah membantah tuduhan. Hal ini membuka
ruang kriminalisasi terhadap korban dan berisiko mengulang trauma mereka.

Padahal, fikih Islam klasik telah membedakan antara zina dan perkosaan. Zina didefinisikan
sebagai hubungan seksual di luar nikah pernikahan yang sah. Sementara al-ightisab (perkosaan)
adalah hubungan seksual yang dipaksakan kepada perempuan tanpa kerelaannya. Hadis Nabi SAW.
menyebutkan bahwa:

die Gl Jia liadll e 5 By a2l e gy in ) e 2D (e 21 @)
Artinya:
“Telah diangkat pena (dosa dan beban hukum syariat) dari tiga orang: dari orang yang tidur hingga
ia bangun, dari anak kecil hingga ia bermimpi (baligh), dan dari orang yang dipaksa hingga ia
mampu (bebas dari paksaan).”

Hadis ini menjadi dasar penting dalam fikih bahwa orang yang berada dalam kondisi tidak sadar,
belum balig, atau dipaksa (mukrah) tidak dibebani tanggung jawab hukum syariat.

“Diangkat pena” (A&l #2)) adalah ungkapan bahwa taklif syari (pertanggungjawaban dosa maupun
pidana) tidak berlaku bagi mereka hingga kondisi yang memadai terpenuhi (bangun dari tidur,
anak kecil yang sudah baligh, atau bebas dari paksaan). (HR. Abu Dawud no. 4403).

al-Sarakhsi menegaskan dalam al-Mabsut:
(Sl \gang JiElL b e i &1 51y ehalige (o ) a8 5l s, B e Eall i & 515
48 26 Y 5
Artinya:
“Dan jika seorang perempuan dipaksa berzina dengan cara dikurung atau diborgol, maka hukuman
had digugurkan darinya; karena jika ia dipaksa untuk itu dengan ancaman dibunuh, maka
diperbolehkan baginya untuk pasrah, dan ia tidak berdosa karenanya.” Kemudian al-Sarakhsi
menyatakan bahwa jika perempuan dipaksa untuk berzina, baik dengan dikurung atau diborgol,
maka ia tidak dikenai hukuman had. Bahkan jika paksaan berupa ancaman pembunuhan, dan ia
memilih pasrah, itu dibolehkan dan tidak berdosa, karena unsur kerelaan tidak ada. Ini adalah
prinsip penting bahwa pemaksaan menghapus hukuman. (Muhammad bin Ahmad al-Sarakhsi, a/-
Mabsit, Mesir: Mathba‘ah al-Saadah, tanpa tahun), jil. 24/138).

al-Jaziri bahkan menegaskan bahwa telah terjadi ijma’ ulama bahwa perempuan yang dipaksa
melakukan zina tidak terkena had:

i Y LN e da Sl o sl salgdy A jSe Alall da LY asll Lde alsy Dl 3]l Ll
Ade Cilas () Walg 4y Galy g lgBlaca ads (15 o g5 Lo lea)

Artinya:

dipaksa, sebagaimana dibuktikan oleh kesaksian para saksi. Dan perempuan yang dipaksa untuk

berzina tidak dijatuhi had menurut ijma’. Wajib atas pezina (laki-laki) untuk membayar mahar
(kompensasi) kepada perempuan itu, dan jika ia hamil darinya maka anak itu dinasabkan kepada
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laki-laki tersebut.” (al-Jaziri, Abd al-Rahman bin Muhammad ‘Awad. al-Figh ‘ala al-Madhahib al-
Arba‘ah. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2003; 5/69).

al-Jaziri juga menambahkan aspek tanggung jawab pelaku: wajib membayar mahar sebagai
3erem rugi kepada korban, dan anak yang lahir dari peristiwa tersebut dinasabkan kepada pelaku,
bukan dianggap anak zina. Ini menunjukkan fikih memberikan perlindungan hukum terhadap
4erempuan korban pemerkosaan dan tidak menyamakannya dengan pelaku zina sukarela.

Dalam hukum positif, Pasal 285 KUHP dan UU TPKS menyebut bahwa perkosaan adalah
hubungan seksual tanpa persetujuan yang dilakukan dengan kekerasan atau ancaman.
Pembuktiannya tidak mensyaratkan empat orang saksi seperti dalam kasus zina, tetapi bisa dengan
visum, rekaman, keterangan psikolog, atau bukti elektronik lainnya.

Dengan demikian, menyamakan pemerkosaan dengan zina dalam hukum sangat berbahaya
karena bisa mengkriminalisasi korban dan bertentangan dengan nilai keadilan baik secara agama
maupun hukum nasional.

. Permasalahan

1. Apa hukum keabsahan penggunaan alat bukti seperti kesaksian korban, sumpah, bukt
elektronik dan bentuk pembuktian lain dalam pembuktian kasus perkosaan?

2. Apakah pengakuan korban tentang terjadinya perkosaan dapat dipersamakan dengan tuduhan
zina, schingga diberlakukan mekanisme seperti sumpah lian sebagaimana dalam kasus qadzaf?

. Jawaban

Pada Qanun Acch telah dibedakan antara jarimah zina, pelecehan seksual, dan perkosaan.
Ketiga jarimah ini dibedakan dalam hukuman dan pembuktiannya. Zina adalah persetubuhan
antara seorang laki-laki atau lebih dengan seorang perempuan atau Iebih tanpa ikatan perkawinan
dengan kerelaan kedua belah pihak. Adapun pelecchan seksual adalah kekerasan seksual atau
perbuatan cabul yang dilakukan dalam bentuk tindakan fisik atau non- fisik kepada orang lain
maupun dirinya sendiri, yang berhubungan dengan bagian tubuh seseorang dan terkait hasrat
seksual, sehingga mengakibatkan orang lain terintimidasi, terhina, direndahkan, atau dipermalukan.
Pemerkosaan diartikan sebagai hubungan seksual terhadap faraj atau dubur orang lain sebagai
korban dengan zakar pelaku atau benda lainnya yang digunakan pelaku atau terhadap faraj atau
zakar korban dengan mulut pelaku atau terhadap mulut korban dengan zakar pelaku, dengan
kekerasan atau paksaan atau ancaman terhadap korban.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan beberapa perbedaan terkait jarimah zina,
pelecehan seksual, dan perkosaan. Pertama, zina merupakan tindakan jarimah yang dilakukan oleh
para pihak yang saling suka. Adapun pelecchan seksual dan perkosaan terjadi atas tindakan
kekerasan, ancaman, atau paksaan. Kedua, zina dan perkosaan memiliki kesamaan dari sisi jarimah
tersebut menyangkut tindakan seksual terkait dengan zakar dan faraj. Meski demikian, definisi
perkosaan mengalami perluasaan. Perkosaan tidak saja terjadi pada hubungan seksual dengan
melibatkan zakar dan faraj, melainkan juga pada benda atau alat dengan faraj dan antara zakar
dengan mulut. Adapun pelecehan seksual terjadi pada tindakan yang belum sampai pada hubungan
seksual zakar dan faraj.

Hukuman untuk ketiga jarimah tersebut dibedakan. Jarimah zina dipidana dengan uqubat
hudud cambuk sebanyak 100 kali. Qanun Aceh revisi menambahkan ketentuan terkait pelaku
jarimah zina dari kalangan anak yang telah berumur 16 tahun dan belum berumur 18 tahun dan
belum menikah. Baginya apabila melakukan zina akan dihukum dengan hukuman tazir.
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Hukuman untuk jarimah zina adalah hudud cambuk 100 kali (Pasal 33). Adapun hukuman
pelecehan seksual dikenakan ta’zir utama yaitu cambuk paling sedikit 55 (lima puluh lima) kali
paling banyak 105 (seratus lima) kali atau denda paling sedikit 550 (lima ratus lima puluh) gram
emas murni paling banyak 1.050 (seribu lima puluh) gram emas murni dan penjara paling singkat
55 (lima puluh lima) bulan paling lama 105 (seratus lima) bulan (Pasal 46). Ancaman hukum
pemerkosaan lebih berat lagi yaitu hukuman ta’zir utama berupa cambuk paling sedikit 125 (seratus
dua puluh lima) kali paling banyak 175 (seratus tujuh puluh lima) kali atau denda paling sedikit
1.250 (seribu dua ratus lima puluh) gram emas murni paling banyak 1.750 (seribu tujuh ratus lima
puluh) gram emas murni dan penjara paling singkat 125 (seratus dua puluh lima) bulan paling

lama 175 (seratus tujuh puluh lima) bulan (pasal 48).

Selain hukuman ta’zir utama di atas, pelaku pelecehan seksual dan perkosaan dikenakan
uqubat restitusi paling banyak 750 (tujuh ratus lima puluh) gram emas murni. Apabila kekayaan
terpidana tidak mencukupi, maka dikenakan pidana penjara pengganti tidak melebihi ancaman

‘Uqubat Takzir Utama (pasal 51).

Korban perkosaan memiliki hak atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan sejak
terjadinya Jarimah (Pasal 51C). Hak korban atas pemulihan tersebut meliputi: rehabilitasi medis
dan rehabilitasi mental dan sosial.

Pembuktian jarimah perkosaan dengan menggunakan dua alat bukti sesuai peraturan
perundangan yang berlaku. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat
merupakan hukum acara khusus yang mengatur acara pidana (lex spesialis) tertentu (jinayat).
Adapun hukum acara umum yang berlaku pada pembuktian pidana merujuk pada Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP (lex generalis).

Pasal 180 Qanun menyebutkan Hakim dilarang menjatuhkan ‘Uqubat kepada terdakwa,
kecuali Hakim memperoleh keyakinan dengan paling kurang 2 (dua) alat bukti yang sah, bahwa
suatu Jarimah benar-benar telah terjadi dan Terdakwalah yang bersalah melakukannya, kecuali pada
Jarimah zina. Khusus jarimah zina pembuktiannya dengan menghadirkan empat orang saksi yang
melihat langsung kejadian zina tersebut pada waktu, tempat, dan orang yang sama (pasal 182 ayar
5).

Alat bukti yang dapat dihadirkan pada persidangan jarimah perkosaan meliputi keterangan
saksi, keterangan ahli, barang bukdti, surat, bukti elektronik, pengakuan terdakwa, dan keterangan
terdakwa (pasal 181 Qanun). Undang-Undang Nomor tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
pasal 24 memperjelas dan menambahkan alat bukti yang dapat diajukan pada kejahatan perkosaan,
yaitu termasuk alat bukti keterangan saksi yaitu hasil pemeriksaan terhadap saksi dan/atau korban
pada tahap penyidikan melalui perekaman elektronik (pasal 24 ayat 2). Termasuk alat bukti surat
yang diakui dalam UU TPKS adalah surat keterangan psikolog klinis dan/atau psikiater/dokter
spesialis kedokteran jiwa, rekam medis, hasil pemeriksaan forensic, dan/atau hasil pemeriksaan

rekening bank (pasal 24 ayat 3).

Ketentuan tersebut memberikan kemudahan pembuktian pada jarimah perkosaan.
Keterangan korban perkosaan sebagai satu alat bukti. Hal ini ditegaskan pada pasal 25 UU TPKS
yang menyebutkan keterangan saksi dan/atau korban cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa
bersalah jika disertai dengan 1 (satu) alat bukti sah lainnya dan hakim memperoleh keyakinan
bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan terdakwalah yang bersalah. Keluarga korban perkosaan
dapat memberikan keterangan sebagai saksi di bawah sumpah/janji, tanpa persetujuan terdakwa.
Apabila hanya diperoleh keterangan saksi dari korban, kekuatan pembuktiannya dapat didukung
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dengan keterangan yang diperoleh dari: orang yang dapat memberikan keterangan yang
berhubungan dengan perkara tindak pidana kekerasan seksual meskipun tidak ia dengar sendiri,
tidak ia lihat sendiri, dan tidak ia alami sendiri, sepanjang keterangan orang itu berhubungan
dengan tindak pidana tersebut, saksi yang keterangannya berdiri sendiri tetapi ada hubungannya
satu dengan yang lain sedemikian rupa sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau
keadaan tertentu dan keterangannya dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah baik dalam
kualifikasi sebagai keterangan Saksi maupun petunjuk, dan/atau ahli yang membuat alat bukti surat
dan/ atau ahli yang mendukung pembuktian tindak pidana (pasal 25 ayat 3).

Dengan demikian, pengakuan korban kekerasan seksual dapat dijadikan sebagai alat bukti
keterangan saksi dalam jarimah perkosaan. Untuk pembuktiannya perlu ditambahkan dengan alat
bukti lain. Demikian pula pengakuan terdakwa tidak cukup untuk membuktikan jarimah yang ia
lakukan. Pengakuan ini menjadi alat bukti yang kuat apabila jarimah berupa zina (pasal 187 ayat
4).

Dari sisi hukum Islam (syariah), perkosaan merupakan gabungan antara unsur bad zina pada
pelaku dan unsur 7 zir dalam aspek penganiayaan dan perampasan hak korban. Dalam praktik
pembuktian, para ulama kontemporer cenderung menempatkan perkosaan dalam kerangka #azir
ketika alat bukti tidak mencapai standar had. Kaidah “elhudid tudra'n bi al-syububir” hanya

menggugurkan hudud karena syubhat, sementara ta'zir tetap dapat diterapkan.
Alat bukti dalam ta'zir lebih longgar. Menurut ulama Hanafiyah, dalam ta'zir diakui beberapa
alat bukti, antara lain
a. pengakuan (igrir)
b. kesaksian (bayyinah)
c. pengetahuan hakim (%/m al-qadi)
d. dIL

Mayoritas ulama tidak memakai garinah dalam hudud karena hudud digugurkan oleh syubhat.
Namun dalam #a'zir, garinah qath'iyyah (indikasi yang meyakinkan) menurut Hanafiyah dapat
diterima sebagai alat bukti yang sah. Bukti elektronik yang valid dapat dimasukkan ke dalam
kategori ini.

Hal ini diperkuat fakta bahwa mayoritas ulama (Imam Malik, Imam Ahmad, dan Imam Abu
Hanifah) memandang qarinah zahirah dan zann galib dapat menjadi dasar kuatnya gugatan.
Keterangan psikolog dan dokter forensik dapat dikategorikan sebagai kesaksian ahli (2hl al-khibrah)

yang diakui dalam fikih untuk menguatkan gugatan dalam perkara ta'zir.

Ibn Hazm dalam a/-Muhalli menukilkan riwayat tentang Khalifah Umar bin Abd al-Aziz yang
pernah menggugurkan had qazaf dari seorang perempuan korban perkosaan hanya berdasarkan satu
saksi yang bersaksi bahwa ia mendengar teriakan korban, tanpa saksi mata atas kejadian Ini
menunjukkan bahwa bukti yang bersifat tidak langsung, termasuk keterangan yang
menggambarkan kondisi korban, suara, atau keadaan fisik, dapat memiliki nilai hukum yang dapat
melindungi korban.
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Laporan korban perkosaan bukan sebagai jarimah qodzaf
Pengaduan jarimah perkosaan dapat dilakukan oleh korban atau keluarga korban.

Sebagaimana jarimah lain pada umumnya, alat bukti perkosaan minimal 2 alat bukti yang diajukan.

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 pasal 52 — 56 mengatur tentang aduan korban perkosaan ini,

yaitu:

a. Korban dapat mengadukan jarimah perkosaan dengan alat bukti permulaan.

b. Penyidik dalam penyelidikan berkewajiban menemukan alat bukti permulaan.

c. Apabila bukti tidak memadai, korban dapat mengajukan sumpah (sumpah lian) yang
dituangkan dalam berita acara.
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d. Apabila korban membatalkan sumpah tersebut di depan hakim, maka korban dianggap
melakukan jarimah qadzaf.

e. Setiap orang yang dituduh melakukan perkosaan dapat melakukan pembelaan diri.

f. Jika alat bukti korban yang diajukan adalah sumpah, maka tertuduh pelaku perkosaan dapat
melakukan sumpah (lian).

Ketentuan tersebut menunjukkan keharusan pihak penyidik untuk menemukan bukti untuk
mendukung pengaduan korban. Dalam hal alat bukti tidak memadai, korban dapat mengajukan
alat bukti sumpah. Pada pengaduan perkosaan ini terjadi beberapa kemungkinan; pertama,
ditemukan dua alat bukt atau lebih yang memadai schingga tertuduh dapat mengajukan
pembelaan dengan alat bukti yang dimiliki. Kedua, alat bukti yang diajukan berupa 1 alat bukti
ditambah dengan sumpah lian, maka tertuduh dapat mengajukan pembelaan dengan bukti sumpah
lian. Dalam kondisi seperti ini tertuduh terbebas dari hukuman. Kedua, pengaduan dengan 1 alat
bukti dan sumpah yang disampaikan saat penyidikan namun korban membatalkan sumpah
tersebut di hadapan persidangan, maka korban dianggap melakukan jarimah qadzaf.

Dari pandangan syariah, pengakuan korban tersebut tidak dapat disamakan dengan qadzaf
dan tidak boleh diproses dengan mekanisme li'an karena dua alasan yang berdiri sendiri-sendiri:

a. Korban adalah musytaki (pelapor), bukan gddzif (penuduh zina).
b. Li'an secara syar'i hanya sah antara suami-istri.

Menurut Ibn Hazm dalam a/-Muhalli laporan korban bukan qadzaf, melainkan da'wa
(gugatan). Beliau juga memberikan pembedaan yang sangat tegas dan fundamental: bahwa qadzaf
merupakan ucapan yang menghina dan mencela, sedangkan laporan korban adalah pengaduan (a/-
syakwa). Konsekuensinya: korban tidak terkena had qadzaf dan kasusnya diproses sebagai dakwaan
yang menuntut bayyinah. Jika bayyinah tidak terpenubhi, ia tidak boleh dijatuhi hukuman apapun.

Li'an adalah mekanisme khusus bagi suami sebagai jalan keluar dari had qadzaf dalam
konteks tuduhan zina terhadap istri. Ayat li'an ("wa al-ladzina yarmina azwajahum") secara spesifik
menunjukkan bahwa subjeknya adalah suami-istri.
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MATERI KOMISI ORGANISASI
MUKTAMAR KE-35 NAHDLATUL ULAMA

Panduan Umum

l.

Anggaran Dasar mengatur hal-hal yang bersifat umum dan pokok serta jangka panjang;
sedangkan yang bersifat detil diatur di peraturan di bawahnya.

Muatan Pengaturan dalam Anggaran Rumah Tangga mengadaptasi perubahan, khususnya
untuk tuntutan modernisasi organisasi, tetapi tetap dalam koridor Muqaddimah Qanun Asasi.

Sedapat mungkin mengakomodasi seluruh aspirasi secara longgar, dengan tetap berpatokan
pada khittah jam’iyyah; keluar dari pembahasan yang bersifat subyektif, furu’iyah, dan
partikular.

Mengembalikan karakteristik khas NU sebagai Jam’iyyah Diniyah Ijtimaiyyah, termasuk
dalam penyebutan istilah-istilah khas. Karenanya, penyebutan “perkumpulan” dikembali-
kan kepada istilah “jam’iyah”, kecuali untuk menyebut Badan Hukum Perkumpulan.

Pembahasan sedapat mungkin mencari titik temu, kesepakatan-kesepakatan, serta tidak
melahirkan isu-isu yang kontraproduktif.

Pertimbangan Perubahan/Perbaikan

1.

Tindak lanjut Keputusan Munas/Konbes Ploso 2026

2. Penyesuaian dan Harmonisasi dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

3. Sinkronisasi antar-aturan di lingkungan Jam’iyah Nahdlatul Ulama, sinkrinisasi urutan serta

perbaikan redaksional.

Ikhtisar Perubahan/Perbaikan

1.

Tindak lanjut Keputusan Munas/Konbes Ploso 2026, terdapat sembilan point sebagai berikut:

a. Terdapat 7 (tujuh) usulan yang disepakati untuk dibahas di Muktamar: (i) tata kelola
badan usaha; (ii) pelanggaran berat; (iii) Majelis Tahkim; (iv) kewenangan pengesahan
MWCNU dan PARNU; (v) pengesahan kelembagaan/perangkat jam’iyah oleh pengurus
NU sesuai tingkatannya; (vi) Muktamar Luar Biasa; dan (vii) sistem kaderisasi.

b. Terdapat 2 (dua) usulan yang disepakati untuk disampaikan dengan dua opsi dan dibahas
di Muktamar; (i) mekanisme pemilihan Ketua Umum/Ketua Tanfidziyah; dan (ii)
Ketentuan rangkap jabatan, mempertahankan rumusan yang ada atau menghapus frasa
“Menter1”.

2. Penyesuaian dan Harmonisasi dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, meliputi:

a. Ketentuan mengenai Majelis Tahkim sebagai mekanisme penyelesaian perselisihan
internal, yang bersifat final dan mengikat.

b. Ketentuan mengenai payung hukum terkait badan usaha milik NU yang sesuai dengan
ketentuan KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan usaha Indonesia).

3. Sinkronisasi antar-aturan di lingkungan Jam’iyah Nahdlatul Ulama, sinkronisasi urutan serta

perbaikan redaksional, antara lain meliputi:

a. Sinkronisasi aturan mekanisme pemilihan ketua di seluruh tingkatan dengan

menyesuaikan aturan yang disepakati.

b. Sinkronisasi ketentuan mengenai aturan larangan pengurus harian jam’iyah dengan

pengurus partai politik

c. Ketentuan peraturan di bawah AD/ART hasil Muktamar 35 yang harus disesuaikan,

disinkronisasi, dan/atau diratifikasi seluruhnya dengan merujuk AD/ART terbaru.
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d. Redaksi “perkumpulan” dikembalikan kepada “jam’iyah” untuk menegaskan jatidiri dan
karakter khas NU sebagai jam’iyah diniyah ijtima’iyah.

e. Sinkronisasi urutan Bab dan Pasal setelah perubahan/penambahan.

MATERI KOMISI ORGANISASI
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
NAHDLATUL ULAMA
Matriks Usulan Redaksi Perubahan

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Usulan No. Pasal yang Keterangan

Naskah Lama Perubahan Diubah/Ditambah Argumen

BAB | Tetap
NAMA, KEDUDUKAN, DAN
STATUS
Pasal 1

(1) Perkumpulan/Jam’iyah ini bernama
Nahdlatul Ulama disingkat NU.

(2) Nahdlatul Ulama didirikan oleh
ulama pondok pesantren di Surabaya
pada tanggal 16 Rajab 1344 Hijriyah
bertepatan dengan tanggal 31 Januari
1926 Masehi untuk waktu yang tidak
terbatas.

Pasal 2 Tetap
Nahdlatul Ulama berkedudukan di
Jakarta, Ibu kota Negara Republik
Indonesia yang merupakan tempat
kedudukan Pengurus Besarnya

Pasal 3 Tetap

(1) Nahdlatul Ulama sebagai Badan
Hukum Perkumpulan bergerak
dalam bidang keagamaan,
pendidikan, dan sosial.

(2) Nahdlatul Ulama memiliki hak
secara hukum sebagai Badan
Hukum Perkumpulan termasuk di
dalamnya hak atas tanah dan aset

lainnya.
BAB Il Tetap
PEDOMAN, AQIDAH DAN ASAS
Pasal 4

Nahdlatul Ulama berpedoman kepada
Al Qur’an, As-Sunnah, Al [jma’, dan
Al-Qiyas.

132 Kamis — Senin, 27 — 31 Agustus 2026
Di PP Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang Jawa Timur




PENGURUS BESAR NAHDLATUL ULAMA

Pasal 5 Tetap

Nahdlatul Ulama beragidah Islam
menurut faham Ahlus Sunnah wal
Jama’ah, dalam bidang aqidah
mengikuti madzhab Imam Abu Hasan
Al-Asy’ari dan Imam Abu Manshur Al-
Maturidi, dalam bidang figh mengikuti
salah satu dari 4 (empat) madzhab yaitu
Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam
Syafi’i, dan Imam Hanbali, dan dalam
bidang tasawuf mengikuti madzhab
Imam Al-Junaid Al-Bagdadi dan Imam
Abu Hamid Al-Ghazali.

Pasal 6 Tetap

Dalam kehidupan berbangsa dan
bernegara di Indonesia, Nahdlatul
Ulama berasas kepada Pancasila dan
Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.

BAB llI Tetap
Lambang
Pasal 7

Lambang Nahdlatul Ulama berupa
gambar bola dunia yang dilingkari tali
tersimpul, dikitari oleh 9 (sembilan)
bintang, 5 (lima) bintang terletak
melingkari di atas garis khatulistiwa
yang terbesar diantaranya terletak di
tengah atas, sedang 4 (empat) bin tang
lainnya terletak melingkar di bawah
garis khatulistiwa, dengan tulisan
NAHDLATUL ULAMA dalam huruf
Arab yang melintang dari sebelah kanan
bola dunia ke sebelah kiri, dan ada
huruf “N” di bawah kiri dan “U” di
bawah kanan, semua terlukis dengan
warna putih di atas dasar hijau.

BAB IV Tetap
TUJUAN DAN USAHA
Pasal 8
(1) Nahdlatul Ulama adalah

perkumpulan/jam’iyah diniyyah
islamiyyah ijtima’iyyah
(perkumpulan sosial keagamaan
Islam) untuk menciptakan
kemaslahatan masyarakat, kemajuan
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bangsa, dan ketinggian harkat dan
martabat manusia.
(2) Tujuan Nahdlatul Ulama adalah
berlakunya ajaran Islam yang
menganut faham Ahlus Sunnah wal
Jama’ah untuk terwujudnya tatanan
masyarakat yang berkeadilan demi
kemaslahatan, kesejahteraan umat
dan demi terciptanya rahmat bagi
semesta
Pasal 9 Perubahan Pasal 9 Ditambahkan
Untuk mewujudkan tujuan sebagaimana (1)Untuk mewujudkan | ayat (2) dan
Pasal 8 maka Nahdlatul Ulama tujuan sebagaimana | (3) yang
melaksanakan usaha-usaha sebagai Pasal 8 maka | merupakan
berikut: Nahdlatul ~ Ulama | norma baru
a. di bidang agama, mengupayakan ter melaksanakan yang ada di
laksananya ajaran Islam yang usaha-usaha sebagai | Sistem AHU
menganut faham Ahlus Sunnah wal berikut: dan belum
Jama’ah; a. di bidang agama, | Pernah diatur
b. di bidang pendidikan, pengajaran mengupayakan AD lama
dan kebudayaan mengupayakan terlaksananya
terwujudnya penyelenggaraan ajaran Islam yang
pendidikan dan pengajaran serta menganut faham
pengembangan ke budayaan yang Ahlus Sunnah
sesuai dengan ajaran Islam untuk wal Jama’ah;
membina umat menjadi muslim b. di bidang
yang takwa, berbudi luhur, pendidikan,
berpengetahuan luas dan terampil, pengajaran dan
serta berguna bagi agama, bangsa kebudayaan
dan negara; mengupayakan
c. di bidang sosial, mengupayakan dan terwujudnya
mendorong pemberdayaan di bidang penyelenggaraan
kesehatan, kemaslahatan dan pendidikan dan
ketahanan keluarga, dan pengajaran serta
pendampingan masyarakat yang pengembangan
terpinggirkan (mustadl’afin); ke buqayaan yang
d. di bidang ekonomi, mengupayakan sesuai dengan
peningkatan pendapatan masyarakat gjaran Islam
dan lapangan kerja/usaha untuk ke untuk membina
makmuran yang merata; dan umat menjadi
. muslim yang
e. mengembangkan usaha - usaha lain ¢ :
. . akwa, berbudi
melalui kerjasama dengan pihak luhur
dalam maupun !uar negeri yang berpengetahuan
bermanfaat bagi masyarakat banyak .
guna terwujudnya Khairu Ummah luas dan terampil,
serta berguna
bagi agama,
bangsa dan
negara;
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c. di bidang sosial,
mengupayakan
dan mendorong
pemberdayaan di
bidang kesehatan,
kemaslahatan dan
ketahanan
keluarga, dan
pendampingan
masyarakat yang
terpinggirkan
(mustadl’afin);

d. di bidang
ekonomi,
mengupayakan
peningkatan
pendapatan
masyarakat dan
lapangan
kerja/usaha untuk
ke makmuran
yang merata; dan

e. mengembangkan
usaha - usaha lain
melalui
kerjasama dengan
para pihak, baik
dalam maupun
luar negeri yang
bermanfaat bagi
masyarakat
banyak guna
terwujudnya
khairu ummah.

(2) Usaha
sebagaimana
dimaksud pada
ayat (1) merujuk
pada ketentuan

peraturan
perundang-
undangan.
BAB V Tetap
KEANGGOTAAN, HAK DAN
KEWAJIBAN
Pasal 10

(1) Keanggotaan Nahdlatul Ulama
terdiri dari anggota biasa, anggota
luar biasa, dan anggota kehormatan.
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(2) Ketentuan lebih lanjut tentang
penerimaan dan pemberhentian
keanggotaan diatur dalam Anggaran
Rumah Tangga

Pasal 11 Tetap
Ketentuan lebih lanjut tentang hak dan
kewajiban anggota serta ketentuan
lainnya mengenai keanggotaan diatur
dalam Anggaran Rumah Tangga

BAB VI
STRUKTUR DAN PERANGKAT
PERKUMPULAN
Pasal 12
Struktur Perkumpulan Nahdlatul Ulama
terdiri dari:
a. Pengurus Besar;
b. Pengurus Wilayah;
c. Pengurus Cabang/Pengurus Cabang
Istimewa;
d. Majelis Wakil Cabang;
e. Pengurus Ranting; dan
f. Pengurus Anak Ranting

Pasal 13 Tetap
Untuk melaksanakan tujuan dan usaha
usaha sebagaimana dimaksud Pasal 8
dan 9, Nahdlatul Ulama membentuk
perangkat perkumpulan yang meliputi
Lembaga dan Badan Otonom yang
merupakan bagian tak terpisahkan dari
kesatuan perkumpulan Jam’iyah
Nahdlatul Ulama.

BAB VII Tetap
KEPENGURUSAN DAN MASA
KHIDMAT
Pasal 14

(1)Kepengurusan Nahdlatul Ulama
terdiri dari Mustasyar, Syuriyah dan
Tanfidziyah.

(2)Mustasyar adalah penasehat yang
terdapat di Pengurus Besar, Pengurus
Wilayah, Pengurus Cabang/ Pengurus
Cabang Istimewa, dan Majelis Wakil
Cabang.

(3)Syuriyah adalah pimpinan tertinggi
Nahdlatul Ulama.

(4)Tanfidziyah adalah pelaksana.

(5)Ketentuan lebih lanjut tentang
susunan dan komposisi kepengurusan
diatur dalam Anggaran Rumah
Tangga.
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Pasal 15 Tetap
(1) Pengurus Besar Nadhlatul Ulama
terdiri dari:
a. Mustasyar Pengurus Besar;
b. Pengurus Besar Harian

Syuriyabh;

c. Pengurus Besar Lengkap
Syuriyabh;

d. Pengurus Besar Harian
Tanfidziyah;

e. Pengurus Besar Lengkap
Tanfidziyah; dan
f. Pengurus Besar Pleno.
(2) Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama
terdiri dari:
a. Mustasyar Pengurus Wilayah;
b. Pengurus Wilayah Harian

Syuriyabh;

c. Pengurus Wilayah Lengkap
Syuriyabh;

d. Pengurus Wilayah Harian
Tanfidziyah;

e. Pengurus Wilayah Lengkap
Tanfidziyah; dan
f. Pengurus Wilayah Pleno.
(3) Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama
terdiri dari:
a. Mustasyar Pengurus Cabang;
b. Pengurus Cabang Harian

Syuriyah;

c. Pengurus Cabang Lengkap
Syuriyah;

d. Pengurus Cabang Harian
Tanfidziyah;

e. Pengurus Cabang Lengkap
Tanfidziyah; dan Pengurus
Cabang Pleno.

(4) Pengurus Cabang Istimewa

Nahdlatul Ulama terdiri dari:

a. Mustasyar Pengurus Cabang
Istimewa;

b. Pengurus Cabang Istimewa
Harian Syuriyah;

c. Pengurus Cabang Istimewa
Lengkap Syuriyah;

d. Pengurus Cabang Istimewa
Harian Tanfidziyah;

e. Pengurus Cabang Istimewa
Lengkap Tanfidziyah; dan
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f. Pengurus Cabang Istimewa
Pleno.
(5) Majelis Wakil Cabang Nahdlatul
Ulama terdiri atas:
a. Mustasyar Majelis Wakil
Cabang;
b. Majelis Wakil Cabang Harian
Syuriyabh;
c. Majelis Wakil Cabang Lengkap
Syuriyabh;
d. Majelis Wakil Cabang Harian
Tanfidziyah;
e. Majelis Wakil Cabang Lengkap
Tanfidziyah; dan
f. Majelis Wakil Cabang Pleno.
(6) Pengurus Ranting Nahdlatul Ulama

terdiri atas:

a. Pengurus Ranting Harian
Syuriyah;

b. Pengurus Ranting Lengkap
Syuriyah;

c. Pengurus Ranting Harian
Tanfidziyah;

d. Pengurus Ranting Lengkap
Tanfidziyah; dan
e. Pengurus Ranting Pleno.
(7) Pengurus Anak Ranting Nahdlatul
Ulama terdiri dari:
a. Pengurus Anak Ranting Harian

Syuriyah;

b. Pengurus Anak Ranting
Lengkap Syuriyah;

c. Pengurus Anak Ranting Harian
Tanfidziyah;

d. Pengurus Anak Ranting
Lengkap Tanfidziyah; dan
e. Pengurus Anak Ranting Pleno.
(8) Ketentuan lebih lanjut tentang
susunan dan komposisi pengurus
diatur dalam Anggaran Rumah
Tangga.

Pasal 16 Tetap

(1) Masa khidmat kepengurusan
sebagai mana dimaksud pada Pasal
14 adalah 5 (lima) tahun dalam satu
periode di semua tingkatan, kecuali
Pengurus Cabang Istimewa selama 2
(dua) tahun.

(2) Masa jabatan Pengurus Lembaga
disesuaikan dengan masa jabatan

Kamis — Senin, 27 — 31 Agustus 2026
Di PP Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang Jawa Timur

138




PENGURUS BESAR NAHDLATUL ULAMA

Pengurus Nahdlatul Ulama di
tingkat masing-masing.

(3) Masa khidmat Ketua Umum
Pengurus Badan Otonom adalah 2
(dua) periode, kecuali Ketua Umum
Pengurus Badan Otonom yang
berbasis usia adalah 1 (satu) periode

BAB VIlII Tetap
TUGAS DAN WEWENANG
Pasal 17
Mustasyar bertugas dan berwenang
memberikan nasehat kepada Pengurus
Nahdlatul Ulama menurut tingkatannya
baik diminta ataupun tidak.
Pasal 18 Tetap
Syuriyah bertugas dan berwenang Dengan Syuriyah bertugas dan
membina dan mengawasi pelaksanaan penyesuaian berwenang membina
keputusan keputusan perkumpulan “perkumpulan | dan mengawasi
sesuai tingkatannya. ”menjadi | pelaksanaan
“jam’iyah” | keputusan keputusan
Jam’iyah sesuai
tingkatannya.
Pasal 19 Tetap Tanfidziyah
Tanfidziyah mempunyai tugas dan Dengan mempunyai tugas dan
wewenang menjalankan pelaksanaan penyesuaian | Wewenang
keputusan - keputusan perkumpulan “perkumpulan | Mmenjalankan
sesuai tingkatannya. ” menjadi pelaksanaan
“jam’iyah” | keputusan-keputusan
Jam’iyah sesuai
tingkatannya.
Pasal 20 Tetap
Ketentuan lebih lanjut tentang tugas dan
wewenang sesuai Pasal 17, 18 dan 19
diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
BAB IX Tetap
PERMUSYAWARATAN Dengan  ((1)Permusyawaratan
Pasal 21 penyesuaian adalah suatu
(1) Permusyawaratan adalah suatu “perkumpulan | pertemuan yang
pertemuan yang dapat membuat ” menjadi dapat membuat
keputusan dan ketetapan “jam’iyah” keputusan dan

perkumpulan yang diikuti oleh
struktur perkumpulan di bawahnya.

(2) Permusyawaratan di lingkungan
Nahdlatul Ulama meliputi
Permusyawaratan Tingkat Nasional
dan Permusyawaratan Tingkat
Daerah.

ketetapan yang
diikuti oleh struktur
jam’iyah di
bawahnya.
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Pasal 22 Tetap
Permusyawaratan  Tingkat Nasional
yang sebagaimana dimaksud Pasal 21
terdiri dari:

a. Muktamar;

b. Muktamar Luar Biasa;

c. Musyawarah Nasional Alim Ulama:
dan

d. Konferensi Besar

Pasal 23 Tetap
Permusyawaratan  Tingkat  Daerah
sebagai mana dimaksud Pasal 21 terdiri
dari:

a. Konferensi Wilayah;

b. Musyawarah Kerja Wilayah;

c. Konferensi Cabang/ Konferensi
Cabang Instimewa;

d. Musyawarah Kerja

Cabang/Musyawarah Kerja Cabang

Istimewa;

Konferensi Wakil Cabang;

Musyawarah Kerja Wakil Cabang;

Musyawarah Ranting;

Musyawarah Kerja Ranting;

Musyawarah Anak Ranting; dan

Musyawarah Kerja Anak Ranting.

o KQ o

Pasal 24 Tetap

(1) Permusyaratan di lingkungan Badan
Otonom Nahdlatul Ulama meliputi
Permusyawaratan Tingkat Nasional
dan Permusyawaratan Tingkat
Daerah.

(2) Permusyawaratan Tingkat Nasional
sebagaimana dimaksud pada ayat 1
(satu) Pasal ini terdiri dari:

a. Kongres; dan
b. Rapat Kerja.

(3) Permusyawaratan Badan Otonom
merujuk kepada dan tidak boleh
bertentangan dengan Anggaran
Dasar, Anggaran Rumah Tangga,
Peraturan Jam’iyah dan Peraturan
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

(4) Badan Otonom harus meratifikasi
hasil permusyawaratan Nahdlatul
Ulama.

Pasal 25 Tetap

Ketentuan lebih lanjut tentang
permusyawaratan diatur dalam
Anggaran Rumah Tangga.
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BAB X Tetap Rapat adalah suatu

RAPAT-RAPAT Dengan pertemuan yang dapat
Pasal 26 penyesuaian membuat keputusan
“perkumpulan dan ketetapan
” menjadi | jam’iyah yang
“jam’iyah” dilakukan pada
masing masing tingkat
kepengurusan

Rapat adalah suatu pertemuan yang
dapat membuat keputusan dan ketetapan
perkumpulan yang dilakukan pada
masing masing tingkat kepengurusan

Pasal 27 Tetap

Rapat-rapat di lingkungan Nahdlatul
Ulama terdiri dari:

a. Rapat Kerja;
b. Rapat Pleno;

c. Rapat Harian  Syuriyah  dan
Tanfidziyah;

d. Rapat Harian Syuriyah;

e. Rapat Harian Tanfidziyah; dan

f. Rapat - rapat lain yang dianggap
perlu

Pasal 28 Tetap

Ketentuan lebih lanjut tentang rapat-
rapat sebagaimana Pasal 27 diatur
dalam Anggaran Rumah Tangga

BAB XI Tetap

KEUANGAN DAN KEKAYAAN

Pasal 29

(1) Keuangan Nahdlatul Ulama digali
dari sumber-sumber dana di
lingkungan Nahdlatul Ulama, umat
Islam, maupun sumber-sumber lain
yang halal dan tidak mengikat.

(2) Sumber dana Nahdlatul Ulama
diperoleh dari:

a. uang pangkal;

b. uang i’anah syahriyah;
C. sumbangan; dan

d. usaha lain yang halal.

(3) Ketentuan lebih lanjut tentang
penerimaan dan pemanfaatan
keuangan sebagaimana dimaksud
ayat (1) dan (2) Pasal ini diatur
dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 30 Tetap

Kekayaan Perkumpulan adalah Dengan Kekayaan
inventaris dan asset-aset Perkumpulan penyesuaian | Perkumpulan/Jam’iya
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yang berupa harta benda bergerak
dan/atau harta benda tidak bergerak
serta wakaf yang dimiliki/dikuasai oleh
Perkumpulan Nahdlatul Ulama.

“perkumpulan
” menjadi
(Cj am, iyah”

h adalah inventaris
dan asset-aset yang
berupa harta benda
bergerak dan/atau
harta benda tidak
bergerak serta wakaf
yang dimiliki/dikuasai
oleh
Perkumpulan/Jam’iya
h Nahdlatul Ulama.

Penambahan

BAB XiIl

PENYELESAIAN
PERSELISIHAN
INTERNAL

Pasal 31

(1) Perselisihan dalam
organisasi
diselesaikan
melalui
musyawarah
mufakat.

(2) Apabila
penyelesaian
melalui
musyawarah
mufakat
sebagaimana
dimaksud pada
ayat (1) tidak
tercapai, maka
dilakukan melalui
Majelis Tahkim

(3) Ketentuan
mengenai
kedudukan dan
kewenangan
Majelis Tahkim
sebagaimana
dimaksud pada
ayat (2) diatur
lebih lanjut dalam
Anggaran Rumah
Tangga.

BAB XIlI
PERUBAHAN
Pasal 31

(1) Anggaran Dasar ini hanya dapat
diubah oleh keputusan Muktamar

Substansi
tetap, urutan
bab dan pasal
berubah

BAB XIlI
PERUBAHAN
Pasal 32
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yang sah yang dihadiri sedikitnya
2/3 (dua pertiga) dari jumlah
Pengurus Wilayah dan Pengurus
Cabang/ Pengurus Cabang Istimewa
yang sah dan sedikitnya disetujui
oleh 2/3 (dua pertiga) dari jumlah
suara yang sah.

(2) Dalam hal Muktamar sebagaimana
dimaksud ayat (1) Pasal ini tidak
dapat diadakan karena tidak tercapai
kuorum, maka ditunda selambat-
lambatnya 1 (satu) bulan dan
selanjutnya dengan memenuhi
syarat dan ketentuan yang sama
Muktamar dapat dimulai dan dapat
mengambil keputusan yang sah.

BAB XIlII Substansi BAB XIV
PEMBUBARAN PERKUMPULAN tetap, urutan PEMBUBARAN
Pasal 32 bab dan pasal | PERKUMPULAN

(1) Pembubaran Perkumpulan/ berubah Pasal 33

Jam’iyah Nahdlatul Ulama sebagai
suatu perkumpulan hanya dapat
dilakukan apabila mendapat
persetujuan dari seluruh anggota dan
pengurus di semua tingkatan.

(2) Apabila Nahdlatul Ulama
dibubarkan, maka segala
kekayaannya diserahkan kepada
perkumpulan atau badan amal yang
sepaham dengan persetujuan dari
seluruh anggota dan pengurus di
semua tingkatan.

BAB XIV Substansi BAB XV
PENUTUP tetap,  urutan PENUTUP
Pasal 33 bab dan pasal Pasal 34

Naskah “Khittah Nahdlatul Ulama” | 2€7U08N

merupakan bagian tak terpisahkan dari
Anggaran Dasar ini.
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11
MATERI KOMISI ORGANISASI
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA
NAHDLATUL ULAMA

Matriks Usulan Redaksi Perubahan

PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Naskah Lama Tetap/Peruba Naskah Baru Keterangan/
han Argumen
BAB | Tetap (1)
KEANGGOTAAN
Pasal 1
Keanggotaan Nahdlatul Ulama terdiri

dari:

a. anggota biasa adalah setiap warga
negara Indonesia yang beragama
Islam, baligh, dan menyatakan diri
setia terhadap Anggaran Dasar dan
Anggaran Rumah Tangga Jam’iyah;

b. anggota luar biasa adalah setiap orang
yang beragama Islam, baligh,
menyetujui akidah, asas dan tujuan
Nahdlatul Ulama namun yang
bersangkutan bukan warga negara
Indonesia; dan

c. anggota kehormatan adalah setiap
orang yang bukan anggota biasa atau
anggota luar biasa yang dinyatakan
telah berjasa kepada Nahdlatul Ulama
dan ditetapkan dalam keputusan
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

BAB Il Tetap

TATA CARA PENERIMAAN DAN
PEMBERHENTIAN KEANGGOTAAN

Pasal 2

(1) Anggota biasa diterima melalui
Pengurus Anak Ranting Nahdlatul
Ulama dan/atau Pengurus Ranting
Nahdlatul Ulama setempat.

(2) Anggota biasa yang berdomisili di
luar negeri diterima melalui Pengurus
Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama.

(3) Apabila tidak ada Pengurus Anak
Ranting Nahdlatul Ulama dan/atau
Pengurus Ranting Nahdlatul Ulama di

Kamis — Senin, 27 — 31 Agustus 2026
Di PP Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang Jawa Timur

144




PENGURUS BESAR NAHDLATUL ULAMA

tempat domisili maka pendaftaran
anggota dilakukan pada Pengurus
Ranting Nahdlatul Ulama terdekat.

(4) Anggota biasa disahkan oleh
Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama.

Pasal 3

(1) Anggota luar biasa di dalam negeri
diterima dan disahkan oleh Pengurus
Cabang Nahdlatul Ulama setempat.

(2) Anggota luar biasa yang berdomisili
di luar negeri diterima dan disahkan
oleh Pengurus Cabang Istimewa
Nahdlatul Ulama setempat.

(3) Apabila tidak ada Pengurus Cabang
Istimewa Nahdlatul Ulama di tempat
domisili maka penerimaan dan
pengesahan dilakukan di Pengurus
Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama
terdekat.

Tetap

Pasal 4

(1) Anggota kehormatan diusulkan oleh
Pengurus Cabang, Pengurus Cabang
Istimewa atau Pengurus Wilayah
kepada Pengurus Besar Nahdlatul
Ulama.

(2) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama
menilai dan mempertimbangkan
usulan sebagaimana tersebut dalam
ayat (1) Pasal ini untuk memberikan
persetujuan atau penolakan.

(3) Dalam hal Pengurus Besar Nahdlatul
Ulama memberikan persetujuan,
maka kepada yang bersangkutan
diberikan surat keputusan sebagai
anggota kehormatan.

Tetap

Pasal 5

(1) Seseorang dinyatakan berhenti dari
keanggotaan Nahdlatul Ulama
karena:

a. permintaan sendiri; dan/atau
b. diberhentikan.

(2) Seseorang berhenti karena
permintaan sendiri mengajukan
secara tertulis kepada Pengurus Anak
Ranting dan/atau Pengurus Ranting di
mana dia terdaftar.

(3) Seseorang diberhentikan karena
dengan sengaja tidak memenuhi

Tetap
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kewajibannya sebagai anggota atau
melakukan perbuatan yang
mencemarkan dan menodai nama
baik Nahdlatul Ulama.

(4) Ketentuan lebih lanjut tentang
prosedur penerimaan dan
pemberhentian keanggotaan, akan
diatur dalam Peraturan Jam’iyah.

BAB IlI Tetap (2)
KEWAJIBAN DAN HAK ANGGOTA

Pasal 6
(1) Anggota biasa berkewajiban:

a. menjaga dan mengamalkan Islam
faham Ahlus Sunnah wal Jama’ah
An-Nahdliyah;

b. mengembangkan nilai-nilai
kebangsaan dan mempertahankan
serta menegakkan prinsip Negara
Kesatuan Republik Indonesia;

c. memupuk dan memelihara
Ukhuwah Islamiyah, Ukhuwah
Wathoniyah dan Ukhuwah
Basyariyah;

d. mempertahankan keutuhan
keluarga dalam bidang agama,
budaya dan tradisi;

e. setia dan bersungguh-sungguh
mendukung dan membantu segala
langkah Jam’iyah serta
bertanggung jawab atas segala
sesuatu yang diamanahkan
kepadanya; dan

f. membayar i’anah yang jenis dan
jumlahnya ditetapkan oleh
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

(2) Anggota luar biasa dan anggota
kehormatan berkewajiban menjaga
nama baik Jam’iyah, bersungguh-
sungguh mendukung dan membantu
segala langkah Jam’iyah serta
bertanggung jawab atas segala
sesuatu yang diamanahkan
kepadanya.

Pasal 7 Tetap
(1) Anggota biasa berhak:
a. mendapatkan pelayanan
keagamaan;
b. mendapatkan pelayanan dasar
dalam bidang pendidikan, sosial,
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ekonomi, kesehatan, informasi
yang sehat, perlindungan hukum
dan keamanan;

c. berpartisipasi dalam musyawarah,
memilih dan dipilih menjadi
pengurus atau menduduki jabatan
lain sesuai dengan ketentuan yang
berlaku;

d. menjalankan tradisi dan adat
istiadat selama tidak bertentangan
dengan ajaran Ahlus Sunnah wal
Jama’ah An-Nahdliyah;

e. mendapatkan perlindungan diri dan
keluarga dari pengaruh paham —
paham yang bertentangan dengan
ajaran Ahlus Sunnah wal Jama’ah
An-Nahdliyah; dan

f. mendapatkan Kartu Tanda
Anggota Nahdlatul Ulama
(KARTA NU).

(2) Anggota luar biasa mempunyai hak
se bagaimana hak anggota biasa
kecuali hak memilih dan dipilih.

(3) Anggota kehormatan mempunyai hak
sebagaimana hak anggota luar biasa
kecuali hak mendapatkan Kartu
Tanda Anggota Nahdlatul Ulama
(KARTA NU).

(4) Anggota Biasa dan Anggota Luar
Biasa Nahdlatul Ulama tidak
diperkenankan merangkap menjadi
anggota Jam’iyah sosial keagamaan
lain yang mempunyai akidah, asas,
dan tujuan yang berbeda atau
merugikan Nahdlatul Ulama.

BAB IV Tetap
TINGKATAN KEPENGURUSAN
Pasal 8

Tingkatan kepengurusan dalam Perkum
pulan Nahdlatul Ulama terdiri dari:

a. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama
(PBNU) untuk tingkat Nasional dan
berkedudukan di Jakarta, Ibu kota
Negara;

b. Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama
(PWNU) untuk tingkat Provinsi dan
berkedudukan di wilayahnya;
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c. Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama
(PCNU) untuk tingkat Kabupaten/
Kota dan berkedudukan di
wilayahnya;

d. Pengurus Cabang Istimewa
Nahdlatul Ulama (PCINU) untuk
Luar Negeri dan berkedudukan di
wilayah negara yang bersangkutan;

e. Majelis Wakil Cabang Nahdlatul
Ulama (MWCNU) untuk tingkat
Kecamatan dan berkedudukan di
wilayahnya;

f. Pengurus Ranting Nahdlatul Ulama
(PRNU) untuk tingkat
Kelurahan/desa; dan

g. Pengurus Anak Ranting Nahdlatul
Ulama (PARNU) untuk kelompok
dan/ atau suatu komunitas.

Pasal 9 Tetap

(1) Pembentukan wilayah Nahdlatul
Ulama diusulkan oleh Pengurus
Cabang Nahdlatul Ulama kepada
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

(2) Pembentukan wilayah Nahdlatul
Ulama diputuskan oleh Pengurus
Besar Nahdlatul Ulama melalui Rapat
Harian Syuriyah dan Tanfidziyah.

(3) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama
memberikan surat keputusan masa
percobaan kepada Pengurus Wilayah
Nahdlatul Ulama.

(4) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama
mengeluarkan surat keputusan penuh
setelah melalui masa percobaan
selama 2 (dua) tahun.

(5) Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama
berfungsi sebagai koordinator cabang
Nahdlatul Ulama di daerahnya dan
sebagai pelaksana Pengurus Besar
Nahdlatul Ulama untuk daerah yang
bersangkutan.

Pasal 10 Tetap
(1) Pembentukan cabang Nahdlatul
Ulama diusulkan oleh Majelis Wakil
Cabang Nahdlatul Ulama melalui
Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama
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kepada Pengurus Besar Nahdlatul
Ulama.

(2) Pembentukan cabang Nahdlatul
Ulama diputuskan oleh Pengurus
Besar Nahdlatul Ulama melalui Rapat
Harian Syuriyah dan Tanfidziyah.

(3) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama
memberikan surat keputusan masa
percobaan kepada Pengurus Cabang
Nahdlatul Ulama.

(4) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama
mengeluarkan surat keputusan penuh
setelah melalui masa percobaan
selama 1 (satu) tahun.

(5) Dalam hal-hal yang menyimpang dari
ketentuan ayat (1) di atas disebabkan
oleh besarnya jumlah penduduk dan
luasnya daerah atau sulitnya
komunikasi dan/atau faktor
kesejarahan, pembentukan cabang
Nahdlatul Ulama diatur oleh
kebijakan Pengurus Besar Nahdlatul
Ulama dengan memperhatikan
prinsip kebersamaan dan kesatuan.

Pasal 11

(1) Pembentukan cabang istimewa
Nahdlatul Ulama dilakukan oleh
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atas
permohonan sekurang-kurangnya 40
(empat puluh) orang anggota.

(2) Pembentukan cabang istimewa
Nahdlatul Ulama diputuskan oleh
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama
melalui Rapat Harian Syuriyah dan
Tanfidziyah.

(3) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama
memberikan surat keputusan masa
percobaan kepada Pengurus Cabang
Istimewa Nahdlatul Ulama.

(4) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama
mengeluarkan surat keputusan penuh
setelah melalui masa percobaan
selama 1 (satu) tahun.

Tetap

Pasal 12

(1) Pembentukan wakil cabang Nahdlatul
Ulama diusulkan oleh Pengurus
Ranting Nahdlatul Ulama kepada
Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama.

Tetap
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(2) Pembentukan wakil cabang Nahdlatul
Ulama diputuskan oleh Pengurus
Cabang Nahdlatul Ulama melalui
Rapat Harian Syuriyah dan
Tanfidziyah.

(3) Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama
memberikan surat keputusan masa
percobaan kepada Majelis Wakil
Cabang Nahdlatul Ulama.

(4) Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama
mengeluarkan surat keputusan penuh
setelah melalui masa percobaan
selama 6 (enam) bulan

Pasal 13 Tetap

(1) Pembentukan ranting Nahdlatul
Ulama diusulkan oleh Pengurus Anak
Ranting Nahdlatul Ulama melalui
Majelis Wakil Cabang Nahdlatul
Ulama kepada Pengurus Cabang
Nahdlatul Ulama.

(2) Pembentukan ranting Nahdlatul
Ulama diputuskan oleh Pengurus
Cabang Nahdlatul Ulama melalui
Rapat Harian Syuriyah dan
Tanfidziyah.

(3) Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama
memberikan surat keputusan masa
percobaan kepada Pengurus Ranting
Nahdlatul Ulama.

(4) Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama
mengeluarkan surat keputusan penuh
setelah melalui masa percobaan
selama 6 (enam) bulan.

Pasal 14 Tetap

(1) Pembentukan anak ranting Nahdlatul
Ulama dapat dilakukan jika terdapat
sekurang-kurangnya 25 (dua puluh
lima) anggota.

(2) Pembentukan anak ranting Nahdlatul
Ulama diusulkan oleh anggota
melalui Pengurus Ranting Nahdlatul
Ulama ke pada Majelis Wakil Cabang
Nahdlatul Ulama.

(3) Pembentukan anak ranting Nahdlatul
Ulama diputuskan oleh Majelis Wakil
Cabang Nahdlatul Ulama melalui
Rapat Harian Syuriyah dan
Tanfidziyah.
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(4) Majelis Wakil Cabang Nahdlatul
Ulama memberikan surat keputusan
masa percobaan kepada Pengurus
Anak Ranting Nahdlatul Ulama.

(5) Majelis Wakil Cabang Nahdlatul
Ulama mengeluarkan surat keputusan
penuh setelah melalui masa
percobaan selama 3 (tiga) bulan.

Pasal 15
Ketentuan lebih lanjut tentang syarat dan
tata cara pembentukan kepengurusan

Jam’iyah diatur dalam Peraturan
Jam’tyah Nahdlatul Ulama.

Tetap (3)

BAB V

PERANGKAT JAM’IYAH DAN
BADAN KHUSUS

Pasal 16

(1) Perangkat Jam’iyah Nahdlatul Ulama
terdiri dari:

a. Lembaga; dan
b. Badan Otonom.

(2) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama
dapat membentuk Badan Khusus

Tetap (4)

Pasal 17

(1) Lembaga adalah perangkat
departementasi Jam’iyah Nahdlatul
Ulama yang berfungsi sebagai
pelaksana kebijakan Nahdlatul Ulama
berkaitan dengan kelompok
masyarakat tertentu dan/atau yang
memerlukan penanganan khusus.

(2) Ketua Lembaga ditunjuk langsung
dan bertanggung jawab kepada
pengurus Nahdlatul Ulama sesuai
dengan tingkatannya.

(3) Ketua Lembaga dapat diangkat untuk
maksimal 2 (dua) kali masa jabatan.

(4) Pembentukan dan penghapusan
Lembaga ditetapkan melalui Rapat
Harian Syuriyah dan Tanfidziyah
masing — masing tingkat
kepengurusan Nahdlatul Ulama.

(5) Pembentukan Lembaga di tingkat
wilayah, cabang dan cabang istimewa
Nahdlatul Ulama, disesuaikan dengan
kebutuhan penanganan program.

Perubahan

Pasal 17 Ayat 6
huruf k:

(6)Lembaga meliputi:

a. Lembaga
Dakwah
Nahdlatul Ulama
disingkat LDNU,
bertugas
melaksanakan
kebijakan
Nahdlatul Ulama
di bidang
pengembangan
agama Islam
yang menganut
faham Ahlus
Sunnah wal
Jama’ah;

b. Lembaga
Pendidikan
Maarif Nahdlatul
Ulama disingkat
LP Maarif NU,
bertugas

Kamis — Senin, 27 — 31 Agustus 2026
Di PP Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang Jawa Timur

151




HIMPUNAN MATERI MUKTAMAR KE-35

(6) Lembaga meliputi:

a. Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama
disingkat LDNU, bertugas
melaksanakan kebijakan Nahdlatul
Ulama di bidang pengembangan
agama Islam yang menganut faham
Ahlus Sunnah wal Jama’ah;

b. Lembaga Pendidikan Maarif
Nahdlatul Ulama disingkat LP
Maarif NU, bertugas melaksanakan
kebijakan Nahdlatul Ulama di
bidang pendidikan dan pengajaran
formal;

c. Rabithah Ma’ahid Islamiyah
Nahdlatul Ulama disingkat RMINU,
bertugas melaksanakan kebijakan
Nahdlatul Ulama di bidang
pengembangan pondok pesantren
dan pendidikan keagamaan;

d. Lembaga Perekonomian Nahdlatul
Ulama disingkat LPNU bertugas
melaksanakan kebijakan Nahdlatul
Ulama di bidang pengembangan
ekonomi warga Nahdlatul Ulama;

e. Lembaga Pengembangan Pertanian
Nahdlatul Ulama disingkat LPPNU,
bertugas melaksanakan kebijakan
Nahdlatul Ulama di bidang
pengembangan dan pengelolaan
pertanian, kehutanan dan lingkungan
hidup;

f. Lembaga Kemaslahatan Keluarga
Nahdlatul Ulama disingkat LKKNU,
bertugas melaksanakan kebijakan
Nahdlatul Ulama di bidang
kesejahteraan keluarga, sosial dan
kependudukan;

g. Lembaga Kajian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Nahdlatul
Ulama disingkat LAKPESDAM NU,
bertugas melaksanakan kebijakan
Nahdlatul Ulama di bidang
pengkajian dan pengembangan
sumber daya manusia;

h. Lembaga Penyuluhan dan Bantuan
Hukum Nahdlatul Ulama di singkat
LPBHNU, bertugas melaksanakan
pendampingan, penyuluhan,

melaksanakan
kebijakan
Nahdlatul Ulama
di bidang
pendidikan dan
pengajaran
formal;

. Rabithah

Ma’ahid
Islamiyah
Nahdlatul Ulama
disingkat
RMINU,
bertugas
melaksanakan
kebijakan
Nahdlatul Ulama
di bidang
pengembangan
pondok pesantren
dan pendidikan
keagamaan;

. Lembaga

Perekonomian
Nahdlatul Ulama
disingkat LPNU
bertugas
melaksanakan
kebijakan
Nahdlatul Ulama
di bidang
pengembangan
ekonomi warga
Nahdlatul Ulama;

. Lembaga

Pengembangan
Pertanian
Nahdlatul Ulama
disingkat
LPPNU, bertugas
melaksanakan
kebijakan
Nahdlatul Ulama
di bidang
pengembangan
dan pengelolaan
pertanian,
kehutanan dan
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konsultasi, dan kajian kebijakan
hukum;

i. Lembaga Seni Budaya Muslimin

Indonesia Nahdlatul Ulama
disingkat LESBUMI NU, bertugas
melaksanakan kebijakan Nahdlatul
Ulama di bidang pengembangan seni
dan budaya;

j. Lembaga Amil Zakat, Infag, dan

Shadagah Nahdlatul Ulama di
singkat LAZISNU, bertugas
menghimpun zakat dan shadagah
serta mentasharufkan zakat kepada
mustahignya;

. Lembaga Wakaf dan Pertanahan
Nahdlatul Ulama disingkat LWP
NU, bertugas mengurus tanah dan
bangunan serta harta benda wakaf
lainnya milik Nahdlatul Ulama;

. Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul
Ulama disingkat LBMNU, bertugas
membahas masalah — masalah
maudlu’iyyah (tematik) dan
wagqi’iyyah (aktual) yang akan
menjadi keputusan Pengurus Besar
Nahdlatul Ulama;

.Lembaga Ta’mir Masjid Nahdlatul
Ulama disingkat LTMNU, bertugas
melaksanakan kebijakan Nahdlatul
Ulama di bidang pengembangan dan
pemberdayaan masjid,;

. Lembaga Kesehatan Nahdlatul
Ulama disingkat LKNU, bertugas
melaksanakan kebijakan Nahdlatul
Ulama di bidang kesehatan;

. Lembaga Falakiyah Nahdlatul
Ulama disingkat LFNU, bertugas
mengelola masalah ru’yah, hisab dan
pengembangan ilmu falak;

. Lembaga Ta’lif wan Nasyr
Nahdlatul Ulama disingkat LTNNU,
bertugas mengembangkan penulisan,
penerjemahan dan penerbitan kitab/
buku serta media informasi menurut
faham Ahlus Sunnah wal Jama’ah;

. Lembaga Pendidikan Tinggi
Nahdlatul Ulama disingkat LPTNU,
bertugas mengembangkan

lingkungan
hidup;

. Lembaga

Kemaslahatan
Keluarga
Nahdlatul Ulama
disingkat
LKKNU,
bertugas
melaksanakan
kebijakan
Nahdlatul Ulama
di bidang
kesejahteraan
keluarga, sosial
dan
kependudukan;

. Lembaga Kajian

dan
Pengembangan
Sumber Daya
Manusia
Nahdlatul Ulama
disingkat
LAKPESDAM
NU, bertugas
melaksanakan
kebijakan
Nahdlatul Ulama
di bidang
pengkajian dan
pengembangan
sumber daya
manusia,;

. Lembaga

Penyuluhan dan
Bantuan Hukum
Nahdlatul Ulama
di singkat
LPBHNU,
bertugas
melaksanakan
pendampingan,
penyuluhan,
konsultasi, dan
kajian kebijakan
hukum;

i. Lembaga Seni

Budaya Muslimin
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pendidikan tinggi Nahdlatul Ulama;
dan

Lembaga Penanggulangan Bencana
dan Perubahan Iklim Nahdlatul
Ulama disingkat LPBI NU, bertugas
melaksanakan kebijakan Nahdlatul
Ulama dalam pencegahan dan
penanggulangan bencana serta
eksplorasi kelautan.

Indonesia
Nahdlatul Ulama
disingkat
LESBUMI NU,
bertugas
melaksanakan
kebijakan
Nahdlatul Ulama
di bidang
pengembangan
seni dan budaya;

j. Lembaga Amil

Zakat, Infag, dan
Shadagah
Nahdlatul Ulama
di singkat
LAZISNU,
bertugas
menghimpun
zakat dan
shadaqgah serta
mentasharufkan
zakat kepada
mustahignya;

. Lembaga Aset

dan Wakaf
Nahdlatul Ulama
disingkat LAW
NU, bertugas
mengurus dan
mengembangkan
aset dan harta
benda wakaf
milik Nahdlatul
Ulama;

. Lembaga Bahtsul

Masail Nahdlatul
Ulama disingkat
LBMNU,
bertugas
membahas
masalah —
masalah
maudlu’iyyah
(tematik) dan
waqi’iyyah
(aktual) yang
akan menjadi
keputusan
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Pengurus Besar
Nahdlatul Ulama;

m. Lembaga Ta’mir
Masjid Nahdlatul
Ulama disingkat
LTMNU,
bertugas
melaksanakan
kebijakan
Nahdlatul Ulama
di bidang
pengembangan
dan
pemberdayaan
masjid,;

n. Lembaga
Kesehatan
Nahdlatul Ulama
disingkat LKNU,
bertugas
melaksanakan
kebijakan
Nahdlatul Ulama
di bidang
kesehatan;

0. Lembaga
Falakiyah
Nahdlatul Ulama
disingkat LFNU,
bertugas
mengelola
masalah ru’yah,
hisab dan
pengembangan
ilmu falak;

p. Lembaga Ta’lif
wan Nasyr
Nahdlatul Ulama
disingkat
LTNNU,
bertugas
mengembangkan
penulisan,
penerjemahan
dan penerbitan
kitab/ buku serta
media informasi
menurut faham
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Ahlus Sunnah
wal Jama’ah;

. Lembaga

Pendidikan
Tinggi Nahdlatul
Ulama disingkat
LPTNU, bertugas
mengembangkan
pendidikan tinggi
Nahdlatul Ulama;
dan

. Lembaga

Penanggulangan
Bencana dan
Perubahan Iklim
Nahdlatul Ulama
disingkat LPBI
NU, bertugas
melaksanakan
kebijakan
Nahdlatul Ulama
dalam
pencegahan dan
penanggulangan
bencana serta
eksplorasi
kelautan.

Pasal 18

(1) Badan Otonom adalah Perangkat
Jam’iyah Nahdlatul Ulama yang
berfungsi melaksanakan kebijakan
Nahdlatul Ulama yang berkaitan
dengan kelompok masyarakat tertentu
dan beranggotakan perorangan.

(2) Pembentukan dan pembubaran Badan
Otonom diusulkan Pengurus Besar
Nahdlatul Ulama ditetapkan dalam
Konferensi Besar dan dikukuhkan
dalam Muktamar.

(3) Badan Otonom berkewajiban
menyesuaikan dengan akidah, asas
dan tujuan Nahdlatul Ulama.

(4) Badan Otonom harus memberikan
laporan perkembangan setiap tahun
kepada Nahdlatul Ulama di semua
tingkatan.

Tetap
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(5) Badan Otonom dikelompokkan dalam
kategori Badan Otonom berbasis usia
dan kelompok masyarakat tertentu,
dan Badan Otonom berbasis profesi
dan kekhususan lainnya.

(6) Jenis Badan Otonom berbasis usia
dan kelompok masyarakat tertentu
adalah:

a. Muslimat Nahdlatul Ulama
disingkat Muslimat NU untuk
anggota perempuan Nahdlatul
Ulama;

b. Fatayat Nahdlatul Ulama disingkat
Fatayat NU untuk anggota
perempuan muda Nahdlatul Ulama
yang berusia maksimal 40 (empat
puluh) tahun;

c. Gerakan Pemuda Ansor Nahdlatul
Ulama disingkat GP Ansor NU
untuk anggota laki-laki muda
Nahdlatul Ulama yang berusia
maksimal 40 (empat puluh) tahun;

d. Pergerakan Mahasiswa Islam
Indonesia disingkat PMII untuk
mahasiswa Nahdlatul Ulama yang
berusia maksimal 30 (tiga puluh)
tahun;

e. lkatan Pelajar Nahdlatul Ulama
disingkat IPNU untuk pelajar dan
santri laki-laki Nahdlatul Ulama
Ulama yang berusia maksimal 27
(dua puluh tujuh) tahun; dan

f. lkatan Pelajar Putri Nahdlatul
Ulama disingkat IPPNU untuk
pelajar dan santri perempuan
Nahdlatul Ulama yang berusia
maksimal 27 (dua puluh tujuh)
tahun.

(7) Badan Otonom berbasis profesi dan
kekhususan lainnya:

a. Jam’iyah Ahli Thariqah al-Mu’ta
barah an-Nahdliyyah disingkat
JATMAN untuk anggota Nahdlatul
Ulama pengamal tharigat yang
mu’tabar;
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b. Jam’iyyatul Qurra wal Huffazh di
singkat JQH untuk anggota
Nahdlatul Ulama yang berprofesi
Qori/ Qoriah dan Hafizh/ Hafizhah;

c. Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama
disingkat ISNU adalah Badan
Otonom yang berfungsi membantu
melaksanakan kebijakan Nahdlatul
Ulama pada kelompok sarjana dan
kaum intelektual;

d. Sarikat Buruh Muslimin Indonesia
disingkat SARBUMUSI untuk
anggota Nahdlatul Ulama yang
berprofesi sebagai
buruh/karyawan/tenaga kerja;

e. Pagar Nusa untuk anggota
Nahdlatul Ulama yang bergerak
pada pengembangan seni bela diri;

f. Persatuan Guru Nahdlatul Ulama
disingkat PERGUNU untuk
anggota Nahdlatul Ulama yang
berprofesi sebagai guru dan/atau
ustadz;

g. Serikat Nelayan Nahdlatul Ulama
untuk anggota Nahdlatul Ulama
yang berprofesi sebagai nelayan;
dan

h. Ikatan Seni Hadrah Indonesia
Nahdlatul Ulama disingkat
ISHARI NU untuk anggota
Nahdlatul Ulama yang bergerak
dalam pengembangan seni hadrah
dan sholawat.

(8) Ketentuan lebih lanjut tentang
Perangkat Jam’iyah, akan diatur
dalam Peraturan Jam’iyah.

Pasal 19 Tetap

(1) Badan Khusus berfungsi sebagai
pengelola, penyelenggara, dan
pengembangan kebijakan Jam’iyah di
bidang tertentu.

(2) Pembentukan dan penghapusan
Badan Khusus ditetapkan melalui
Rapat Harian Syuriyah dan
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Tanfidziyah Pengurus Besar
Nahdlatul Ulama.

(3) Ketentuan lebih lanjut tentang Badan
Khusus akan diatur dalam Peraturan
Jam’1yah.

Pasal 20

Pengurus Nahdlatul Ulama berkewajiban
membina, mengayomi dan dapat
mengambil tindakan organisatoris
terhadap Lembaga dan Badan Otonom
pada tingkat masing masing.

Tetap

BAB VI
SUSUNAN PENGURUS BESAR
Pasal 21

(1) Mustasyar terdiri dari beberapa orang
sesuai dengan kebutuhan.

(2) Pengurus Harian Syuriyah terdiri dari
Rais ‘Aam, beberapa Wakil Rais
‘Aam, beberapa Rais, Katib ‘Aam,
dan beberapa Katib.

(3) Pengurus Lengkap Syuriyah terdiri
dari Pengurus Harian Syuriyah dan
A’wan.

Tetap

Pasal 22

(1) Pengurus Harian Tanfidziyah terdiri
dari Ketua Umum, beberapa Wakil
Ketua Umum, beberapa Ketua,
Sekretaris Jenderal, beberapa Wakil
Sekretaris Jenderal, Bendahara
Umum dan beberapa Bendahara.

(2) Pengurus Lengkap Tanfidziyah terdiri
dari Pengurus Harian Tanfidziyah dan
Ketua Lembaga tingkat pusat.

Tetap

Pasal 23

Pengurus Pleno terdiri dari Mustasyar,
Pengurus Lengkap Syuriyah, Pengurus
Lengkap Tanfidziyah dan Ketua Umum
Badan Otonom tingkat pusat.

Tetap

BAB VII
SUSUNAN PENGURUS WILAYAH
Pasal 24

(1) Mustasyar terdiri dari beberapa orang
sesuai dengan kebutuhan.

Tetap

Kamis — Senin, 27 — 31 Agustus 2026
Di PP Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang Jawa Timur

159




HIMPUNAN MATERI MUKTAMAR KE-35

(2) Pengurus Harian Syuriyah terdiri dari
Rais, beberapa Wakil Rais, Katib dan
beberapa Wakil Katib.

(3) Pengurus Lengkap Syuriyah terdiri
dari Pengurus Harian Syuriyah dan
A’wan.

Pasal 25 Tetap
(1) Pengurus Harian Tanfidziyah terdiri
dari Ketua, beberapa Wakil Ketua,
Sekretaris, beberapa Wakil
Sekretaris, Bendahara dan beberapa
Wakil Bendahara.
(2) Pengurus Lengkap Tanfidziyah terdiri
dari Pengurus Harian Tanfidziyah dan
Ketua Lembaga tingkat wilayah.

Pasal 26 Tetap
Pengurus Pleno terdiri dari Mustasyar,
pengurus Lengkap Syuriyah, pengurus
Lengkap Tanfidziyah, dan Ketua Badan
Otonom tingkat Wilayah.

BAB VIII Tetap
SUSUNAN PENGURUS CABANG
DAN PENGURUS CABANG
ISTIMEWA
Pasal 27

(1) Mustasyar terdiri dari beberapa orang
sesuai dengan kebutuhan.

(2) Pengurus Harian Syuriyah terdiri dari
Rais, beberapa Wakil Rais, Katib dan
beberapa Wakil Katib.

(3) Pengurus Lengkap Syuriyah terdiri
dari Pengurus Harian Syuriyah dan
A’wan.

Pasal 28 Tetap
(1) Pengurus Harian Tanfidziyah terdiri
dari Ketua, beberapa Wakil Ketua,
Sekretaris, beberapa Wakil
Sekretaris, Bendahara dan beberapa
Wakil Bendahara.
(2) Pengurus Lengkap Tanfidziyah terdiri
atas Pengurus Harian Tanfidziyah,
Ketua Lembaga di tingkat cabang.

Pasal 29 Tetap
Pengurus Pleno terdiri dari Mustasyar,
Pengurus Lengkap Syuriyah, Pengurus
Lengkap Tanfidziyah, dan Ketua Badan
Otonom tingkat cabang.
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BAB IX Tetap
SUSUNAN MAJELIS WAKIL
CABANG
Pasal 30
(1) Mustasyar terdiri dari beberapa orang
sesuai dengan kebutuhan.
(2) Pengurus Harian Syuriyah terdiri dari
Rais, beberapa Wakil Rais, Katib dan
beberapa Wakil Katib.

(3) Pengurus Lengkap Syuriyah terdiri
dari Pengurus Harian Syuriyah dan
A’wan

Pasal 31 Tetap

Pengurus Harian Tanfidziyah terdiri dari
Ketua, beberapa Wakil Ketua, Sekretaris,
beberapa Wakil Sekretaris, Bendahara
dan beberapa Wakil Bendahara.

Pasal 32 Tetap

Pengurus Pleno terdiri dari Mustasyar,
Pengurus Lengkap Syuriyah, Pengurus
Harian Tanfidziyah dan Ketua Badan
Otonom tingkat wakil cabang.

BAB X Tetap
SUSUNAN PENGURUS RANTING
Pasal 33

(1) Pengurus Harian Syuriyah terdiri dari
Rais, beberapa Wakil Rais, Katib dan
beberapa Wakil Katib.

(2) Pengurus Lengkap Syuriyah terdiri
dari Pengurus Harian Syuriyah dan
A’wan.

Pasal 34 Tetap

Pengurus Harian Tanfidziyah terdiri dari
Ketua, beberapa Wakil Ketua, Sekretaris,
beberapa Wakil Sekretaris, Bendahara
dan beberapa Wakil Bendahara.

Pasal 35 Tetap

Pengurus Pleno terdiri dari Pengurus
Lengkap Syuriyah, Pengurus Harian
Tanfidziyah dan Ketua Badan Otonom
tingkat ranting.

BAB XI| Tetap

SUSUNAN PENGURUS ANAK
RANTING

Pasal 36

Kamis — Senin, 27 — 31 Agustus 2026
Di PP Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang Jawa Timur

161




HIMPUNAN MATERI MUKTAMAR KE-35

(1) Pengurus Harian Syuriyah terdiri dari
Rais, beberapa Wakil Rais, Katib dan
beberapa Wakil Katib.

(2) Pengurus Lengkap Syuriyah terdiri
dari Pengurus Harian Syuriyah dan
A’wan.

Pasal 37 Tetap

Pengurus Harian Tanfidziyah terdiri dari
Ketua, beberapa Wakil Ketua, Sekretaris,
beberapa Wakil Sekretaris, Bendahara dan
beberapa Wakil Bendahara.

BAB XIllI Tetap

SUSUNAN PENGURUS BADAN
OTONOM

Pasal 38

(1) Susunan kepengurusan Badan
Otonom diatur dalam Peraturan Dasar
dan Peraturan Rumah Tangga Badan
Otonom.

(2) Pengesahan susunan kepengurusan
Badan Otonom atas dasar
rekomendasi Pengurus Nahdlatul
Ulama sesuai tingkatan masing-

masing.

BAB XIII Tetap
SYARAT MENJADI PENGURUS

Pasal 39

(1) Untuk menjadi Pengurus Harian
Anak Ranting Nahdlatul Ulama harus
sudah terdaftar sebagai anggota
Nahdlatul Ulama.

(2) Untuk menjadi Pengurus Ranting
harus sudah menjadi Pengurus Anak
Ranting dan/ atau anggota aktif
sekurang kurangnya 2 (dua) tahun.

(3) Untuk menjadi Majelis Wakil Cabang
Nahdlatul Ulama harus sudah pernah
menjadi Majelis Wakil Cabang
Nahdlatul Ulama, atau Pengurus
Badan Otonom tingkat wakil cabang,
dan/ atau Pengurus Harian Ranting
Nahdlatul Ulama.

(4) Untuk menjadi Pengurus Cabang
Nahdlatul Ulama harus sudah pernah
menjadi Pengurus Harian atau
Pengurus Harian Lembaga tingkat
cabang, dan/ atau Pengurus Harian
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tingkat wakil cabang, dan/atau
Pengurus Harian Badan Otonom
tingkat cabang serta sudah pernah
mengikuti pendidikan kaderisasi
Nahdlatul Ulama.

(5) Untuk menjadi Pengurus Wilayah

Nahdlatul Ulama harus sudah pernah
menjadi Pengurus Harian atau
Pengurus Harian Lembaga tingkat
wilayah, dan/ atau Pengurus Harian
tingkat cabang, dan/ atau Pengurus
Harian Badan Otonom tingkat
wilayah serta sudah pernah mengikuti
pendidikan kaderisasi Nahdlatul
Ulama.

(6) Untuk menjadi Pengurus Besar

Nahdlatul Ulama harus sudah pernah
menjadi Pengurus Harian atau
Pengurus Harian Lembaga pada
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama,
dan/ atau Pengurus Harian tingkat
wilayah, dan/ atau Pengurus Harian
Badan Otonom tingkat pusat serta
sudah pernah mengikuti pendidikan
kaderisasi Nahdlatul Ulama.

(7) Ketentuan lebih lanjut tentang syarat

menjadi pengurus, akan diatur dalam
Peraturan Jam’iyah.

Penambahan

BAB XIV
KADERISASI
Pasal 40
(1) Setiap pengurus
NU di semua
tingkatan harus

telah melalui
proses kaderisasi.

(2) Kaderisasi
sebagaimana
dimaksud pada
ayat (1) bersifat
struktural dalam
tata kelola
kaderisasi
jam’ityah NU dan
badan otonomnya.

(3) Kaderisasi
sebagaimana
dimaksud pada
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ayat (1) dapat
bersifat fungsional
bagi calon
pengurus dari
kader fungsional.

(4) Ketentuan lebih
lanjut mengenai
proses kaderisasi
sebagaimana
dimaksud pada
ayat (1) diatur
dalam Peraturan

Jam’iyah
BAB XIV Ada dua opsi BAB XV
PEMILIHAN DAN PENETAPAN 1. Tetap PEMILIHAN DAN
PENGURUS 2. Perubahan PENETAPAN
Pasal 40 PENGURUS

(1) Pemilihan dan penetapan Pengurus Pasal 41
Besar Nahdlatul Ulama sebagai e. Ketua Umum
berikut: dipilih dengan

ketentuan

a. Rais ‘Aam dipilih secara

langsung melalui musyawarah
mufakat dengan sistem Ahlul
Halli wal ‘Aqdi;

. Ahlul Halli wal ‘Aqdi terdiri dari

9 (sembilan) orang ulama yang
ditetapkan secara langsung dalam
muktamar;

kriteria ulama yang dipilih
menjadi Ahlul Halli wal *Aqdi
adalah sebagai berikut: beragidah
Ahlus Sunnah wal Jama’ah An -
Nahdliyah, bersikap adil, ‘alim,
memiliki integritas moral,
tawadlu’, berpengaruh dan
memiliki pengetahuan untuk
memilih pemimpin yang
munadzdzim dan muharrik serta
wara’ dan zuhud;

. Wakil Rais ‘Aam ditunjuk oleh

Rais ‘Aam terpilih;

Ketua Umum dipilih secara
langsung oleh muktamirin
melalui musyawarah mufakat
atau pemungutan suara dalam
Muktamar dengan terlebih dahulu
menyampaikan kesediaannya
secara lisan atau tertulis dan

sebagai berikut:

(1) Ketua Umum
dipilih secara
langsung oleh
peserta muktamar
melalui
musyawarah
mufakat.

(2) Dalam hal
musyawarah
mufakat
sebagaimana
dimaksud pada
angka (1) tidak
tercapai, maka
ketua umum
dipilih oleh ahlul
halli wal ‘aqdi.

(3) Calon ketua umum
sebagaimana
dimaksud pada
angka (2) dijaring
melalui
pemungutan suara
oleh peserta
muktamar dengan
memilih sebanyak-
banyaknya 5 calon
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mendapat persetujuan dari Rais
‘Aam terpilih; dan

f.  Wakil Ketua Umum ditunjuk oleh
Ketua Umum terpilih.

(2) Rais ‘Aam terpilih, Wakil Rais ‘Aam,
Ketua Umum terpilih dan Wakil
Ketua Umum bertugas melengkapi
susunan Pengurus Harian Syuriyah
dan Tanfidziyah dengan dibantu oleh
beberapa anggota mede formatur
yang mewakili zona Indonesia bagian
timur, Indonesia bagian tengah dan
Indonesia bagian barat.

(3) Mustasyar dan A’wan ditetapkan oleh

yang memenubhi
syarat.

(4) Hasil pemilihan

sebagaimana
dimaksud pada
angka (3) diambil
5 besar untuk
menjadi calon
ketua umum dan
diserahkan kepada
Ahlul Halli wal
‘Aqdi.

(5) Calon ketua umum

sebagaimana

Pengurus Harian Syuriyah. :'gl:rznlgzz" dimaksud pada
(4) Ketua Lembaga ditetapkan oleh yat (4) angka (4) dipilih
Pen g ayat (5) oleh ahlul halli
gurus Tanfidziyah; digabung o
. . wal ‘aqdi setelah
(5) Pengurus Harian Tanfidziyah .
menyampaikan
bersama Ketua Lembaga menyusun kesedian secara
kelengkapan Pengurus Lembaga. lisan/tertulis dan
mendapatkan
persetujuan tertulis
dari Rais Aam
terpilih.,
(4) Pengurus
Lembaga
ditetapkan oleh
Penguruh Harian
Syuriyah dan
Pengurus Harian
Tanfidziyah
(5) hapus
Pasal 41 Konkordan Pasal 42
(1) Pemilihan dan penetapan Pengurus | dengan  Pasal
Wilayah Nahdlatul Ulama sebagai | sebelumnya
berikut: Ada dua opsi
a. Rais dipilih secara langsung |1.Tetap
melalui  musyawarah mufakat | 2. perubahan

dengan sistem Ahlul Halli wal
‘Aqdi;

b. Ahlul Halli wal ‘Aqdi terdiri dari
7 (tujuh) orang ulama yang ditetap
kan secara langsung dalam
Konferensi Wilayah;

c. kriteria ulama yang dipilih
menjadi Ahlul Halli wal ‘Aqdi
adalah sebagai berikut: beragidah

(menyesuaik
an  dengan
mekanisme
PB)

urutan pasal
berubah
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Ahlus Sunnah wal Jama’ah An —
Nahdliyah, bersikap adil, ‘alim,
memiliki integritas moral,
tawadlu’, berpengaruh dan
memiliki pengetahuan untuk
memilih pemimpin yang
munadzdzim dan muharrik serta
wara’ dan zuhud; dan

d. Ketua dipilih secara langsung
oleh peserta melalui musyawarah
mufakat atau pemungutan suara
dalam Konferensi Wilayah
dengan terlebih dahulu
menyampaikan kesediaannya
secara lisan atau tertulis dan
mendapat persetujuan dari Rais
terpilih.

(2) Rais dan Ketua terpilih bertugas
melengkapi susunan Pengurus Harian
Syuriyah dan Tanfidziyah dengan
dibantu oleh beberapa anggota mede
formatur yang mewakili zona.

(3) Ketua Lembaga ditetapkan oleh
Pengurus Tanfidziyah.

(4) Pengurus Harian Tanfidziyah
bersama Ketua Lembaga menyusun
kelengkapan Pengurus Harian
Lembaga.

Pasal 42

(1) Pemilihan dan penetapan Pengurus
Cabang Nahdlatul Ulama sebagai
berikut:

a. Rais dipilih secara langsung
melalui musyawarah mufakat
dengan sistem Ahlul Halli wal
‘Aqdi;

b. Ahlul Halli wal ‘Aqdi terdiri dari
5 (lima) orang ulama yang
ditetapkan secara langsung dalam
Konferensi Cabang;

c. kriteria ulama yang dipilih
menjadi Ahlul Halli wal *Aqdi
adalah sebagai berikut: beragidah
Ahlus Sunnah wal Jama’ah An -
Nahdliyah, bersikap adil, ‘alim,
memiliki integritas moral,
tawadlu’, berpengaruh dan
memiliki pengetahuan untuk

Konkordan
dengan Pasal
sebelumnya

Ada dua opsi

1. Tetap

2. Perubahan
(menyesuai
kan dengan
mekanisme
PB)

urutan  pasal
berubah

Pasal 43

166

Kamis — Senin, 27 — 31 Agustus 2026
Di PP Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang Jawa Timur




PENGURUS BESAR NAHDLATUL ULAMA

memilih pemimpin yang
munadzdzim dan muharrik serta
wara’ dan zuhud;

d. Ketua dipilih secara langsung
oleh peserta melalui musyawarah
mufakat atau pemungutan suara
dalam Konferensi Cabang dengan
terlebih dahulu menyampaikan
kesediaannya secara lisan atau
tertulis dan mendapat persetujuan
dari Rais terpilih.

(2) Rais dan Ketua terpilih bertugas
melengkapi susunan Pengurus Harian
Syuriyah dan Tanfidziyah dengan
dibantu oleh beberapa anggota mede
formatur yang mewakili zona.

(3) Ketua Lembaga ditetapkan oleh
Pengurus Tanfidziyah.

(4) Pengurus Harian Tanfidziyah
bersama Ketua Lembaga menyusun
kelengkapan Pengurus Harian
Lembaga.

Pasal 43

(1) Pemilihan dan penetapan Pengurus
Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama
sebagai berikut:

e. Rais dipilih secara langsung
melalui musyawarah mufakat
dengan sistem Ahlul Halli wal
‘Aqdi;

f.  Ahlul Halli wal ‘Aqdi terdiri dari
5 (lima) orang ulama yang
ditetapkan secara langsung dalam
Konferensi Cabang Istimewa;

g. kriteria ulama yang dipilih
menjadi Ahlul Halli wal *Aqdi
adalah sebagai berikut: beragidah
Ahlus Sunnah wal Jama’ah An -
Nahdliyah, bersikap adil, ‘alim,
memiliki integritas moral,
tawadlu’, berpengaruh dan
memiliki pengetahuan untuk
memilih pemimpin yang
munadzdzim dan muharrik serta
wara’ dan zuhud,

h. Ketua dipilih secara langsung
oleh peserta melalui musyawarah
mufakat atau pemungutan suara

Konkordan
dengan Pasal

sebelumnya
Ada dua opsi
1. Tetap
2. Peruba

han
(menye
suaikan
dengan
mekani

sme

PB)

urutan  pasal
berubah

Pasal 44
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dalam Konferensi Cabang
Istimewa dengan terlebih dahulu
menyampaikan kesediaannya
secara lisan atau tertulis dan
mendapat persetujuan dari Rais
terpilih.

(2) Rais dan Ketua terpilih bertugas
melengkapi susunan Pengurus Harian
Syuriyah dan Tanfidziyah dengan
dibantu oleh beberapa anggota mede
formatur yang mewakili zona.

(3) Ketua Lembaga ditetapkan oleh
Pengurus Tanfidziyah.

(4) Pengurus Harian Tanfidziyah
bersama Ketua Lembaga menyusun
kelengkapan Pengurus Harian
Lembaga.

Pasal 44

(1)Pemilihan dan penetapan Majelis Wakil
Cabang Nahdlatul Ulama sebagai
berikut:

a. Rais dipilih secara langsung melalui
musyawarah mufakat dengan sistem
Ahlul Halli wal ‘Aqdi;

b. Ahlul Halli wal ‘Aqdi terdiri dari 5
(lima) orang ulama yang ditetapkan
secara langsung dalam Konferensi
Wakil Cabang;

c. kriteria ulama yang dipilih menjadi
Ahlul Halli wal *Aqdi adalah
sebagai berikut: beragidah Ahlus
Sunnah wal Jama’ah An-Nahdliyah,
bersikap adil, ‘alim, memiliki
integritas moral, tawadlu’,
berpengaruh dan memiliki
pengetahuan untuk memilih
pemimpin yang munadzdzim dan
mubharrik serta wara’ dan zuhud; dan

d. Ketua dipilih secara langsung oleh
peserta Konferensi melalui
musyawarah mufakat atau
pemungutan suara dalam Konferensi
Wakil Cabang dengan terlebih
dahulu menyampaikan kesediaannya
secara lisan atau tertulis dan
mendapat persetujuan dari Rais
terpilih.

Konkordan
dengan Pasal
sebelumnya

Ada dua opsi

1. Tetap

2. Perubahan
(menyesuai
kan dengan
mekanisme
PB)

urutan  pasal
berubah

Pasal 45
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(2) Rais dan Ketua terpilih bertugas
melengkapi susunan Pengurus Harian
Syuriyah dan Tanfidziyah dengan
dibantu oleh beberapa anggota mede
formatur yang mewakili zona.

Pasal 45

(1) Pemilihan dan penetapan Pengurus
Ranting Nahdlatul Ulama sebagai
berikut:

a. Rais dipilih secara langsung
melalui musyawarah mufakat
dengan sistem Ahlul Halli wal
‘Aqdi.

b. Ahlul Halli wal ‘Aqdi terdiri dari 5
(lima) orang ulama yang ditetapkan
secara langsung dalam
Musyawarah Ranting;

c. kriteria ulama yang dipilih menjadi
Ahlul Halli wal ’Aqdi adalah
sebagai berikut: beragidah Ahlus
Sunnah wal Jama’ah An-
Nahdliyah, bersikap adil, ‘alim,
memiliki integritas moral,
tawadlu’, berpengaruh dan
memiliki pengetahuan untuk
memilih pemimpin yang
munadzdzim dan muharrik serta
wara’ dan zuhud; dan

d. Ketua dipilih secara langsung oleh
peserta melalui musyawarah
mufakat atau pemungutan suara
dalam Musyawarah Ranting
dengan terlebih dahulu
menyampaikan kesediaannya
secara lisan atau tertulis dan
mendapat persetujuan dari Rais
terpilih.

(2) Rais dan Ketua terpilih bertugas
melengkapi susunan Pengurus Harian
Syuriyah dan Tanfidziyah dengan
dibantu oleh beberapa anggota mede
formatur yang dipilih dari dan oleh
peserta Musyawarah Ranting.

Konkordan

dengan Pasal

sebelumnya

Ada dua opsi

1. Tetap

2. Perubahan
(menyesuai
kan dengan
mekanisme
PB)

urutan  pasal
berubah

Pasal 46

Pasal 46

(1) Pemilihan dan penetapan Pengurus
Anak Ranting Nahdlatul Ulama
sebagai berikut:

Konkordan
dengan Pasal
sebelumnya

Ada dua opsi
1. Tetap

Pasal 47
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a. Rais dipilih secara langsung
melalui musyawarah mufakat
dengan sistem Ahlul Halli wal
‘Aqdi;

b. Ahlul Halli wal ‘Aqdi terdiri dari 5
(lima) orang ulama yang ditetapkan
secara langsung dalam Musya
warah Anggota;

c. kriteria ulama yang dipilih menjadi
Ahlul Halli wal ’Aqdi adalah
sebagai berikut: beragidah Ahlus
Sunnah wal Jama’ah An -
Nahdliyah, wara’ dan zuhud,
bersikap adil, ‘alim, memiliki
integritas moral, tawadlu’,
berpengaruh dan memiliki
pengetahuan untuk memilih
pemimpin; dan

d. Ketua dipilih secara langsung oleh
peserta secara langsung melalui
musyawarah mufakat atau
pemungutan suara dalam
Musyawarah Anggota dengan
terlebih dahulu menyampaikan
kesediaannya secara lisan atau
tertulis dan mendapat persetujuan
dari Rais terpilih.

(2) Rais dan Ketua terpilih bertugas
melengkapi susunan Pengurus Harian

Syuriyah dan Tanfidziyah.

2. Perubahan
(menyesuai
kan dengan
mekanisme
PB)

urutan  pasal
berubah

Pasal 47

Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan
dan penetapan pengurus, akan diatur
dalam Peraturan Jam’iyah.

Substansi
tetap, urutan
pasal berubah

Pasal 48

BAB XV

PENGISIAN JABATAN ANTAR
WAKTU
Pasal 48

(1) Apabila Rais ‘Aam berhalangan
tetap, maka Wakil Rais ‘Aam
menjadi Pejabat Rais ‘Aam.

(2) Apabila Wakil Rais ‘Aam
berhalangan tetap, maka Rais ‘Aam
atau Pejabat Rais ‘Aam menunjuk
salah seorang Rais untuk menjadi
Wakil Rais ‘Aam.

(3) Apabila Rais ‘Aam dan Wakil Rais
‘Aam berhalangan tetap dalam waktu

Substansi
tetap, urutan
bab dan pasal
berubah

BAB XVI

PENGISIAN
JABATAN

ANTAR WAKTU

Pasal 49
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yang bersamaan, maka Rapat Pleno
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama
mene tapkan Pejabat Rais ‘Aam dan
Pejabat Wakil Rais ‘Aam.

(4) Apabila Mustasyar, Rais Syuriyah,
Katib ‘Aam, Katib, dan A’wan
berhalangan tetap maka pengisiannya
ditetapkan melalui Rapat Pengurus
Besar Harian Syuriyah dan disahkan
dengan Surat Keputusan Pengurus
Besar Nahdlatul Ulama.

Pasal 49

(1) Apabila Ketua Umum berhalangan
tetap, maka Wakil Ketua Umum
menjadi Pejabat Ketua Umum.

(2) Apabila Wakil Ketua Umum
berhalangan tetap, maka Ketua
Umum atau Pejabat Ketua Umum
menunjuk salah seorang Ketua untuk
menjadi Wakil Ketua Umum.

(3) Apabila Ketua Umum dan Wakil
Ketua Umum berhalangan tetap
dalam waktu yang bersamaan, maka
Rapat Pleno Pengurus Besar
Nahdlatul Ulama menetapkan Pejabat
Ketua Umum dan Pejabat Wakil
Ketua Umum.

(4) Apabila Ketua Tanfidziyah,
Sekretaris Jenderal, Wakil Sekretaris
Jenderal, Bendahara Umum, dan
Bendahara berhalangan tetap maka
pengisiannya ditetapkan melalui
Rapat Pengurus Besar Harian
Tanfidziyah dan disahkan dengan
Surat Keputusan Pengurus Besar
Nahdlatul Ulama.

(5) Apabila Ketua Lembaga berhalangan
tetap maka pengisiannya diusulkan
oleh Pengurus Harian Lembaga yang
bersangkutan, ditetapkan melalui
Rapat Harian Tanfidziyah dan
disahkan dengan Surat Keputusan
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

(6) Apabila anggota Pengurus Lembaga
berhalangan tetap maka pengisiannya
diusulkan oleh Pengurus Harian
Lembaga yang bersangkutan dan

Sinkronisasi;
konkordan
dengan aturan
di atasnya,
pada ayat (4),
ayat (5), dan
ayat (6) bahwa
penggantian
pengurus,
dilakukan
melalui
pengurus
harian syuriyah
dan
tanfizdiyah,
dan ditetapkan
dengan SK
pengurus

Nomor
disesuaian

rapat

Pasal

Pasal 50
(4) Apabila Ketua

Tanfidziyah,
Sekretaris
Jenderal, Wakil
Sekretaris
Jenderal,
Bendahara Umum,
dan Bendahara
berhalangan tetap
maka
pengisiannya
ditetapkan melalui
Rapat Pengurus
Besar Harian
Syuriyah dan
Tanfidziyah dan
disahkan dengan
Surat Keputusan
Pengurus Besar
Nahdlatul Ulama.

(5) Apabila Ketua

Lembaga
berhalangan tetap
maka
pengisiannya
diusulkan oleh
Pengurus Harian
Lembaga yang
bersangkutan,
ditetapkan melalui
Rapat Pengurus
Besar Harian
Syuriyah dan
Tanfidziyah dan
disahkan dengan
Surat Keputusan
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disahkan dengan Surat Keputusan
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

Pengurus Besar
Nahdlatul Ulama.
(6) Apabila anggota
Pengurus
Lembaga
berhalangan tetap
maka
pengisiannya
diusulkan oleh
Pengurus Harian
Lembaga yang
bersangkutan,
ditetapkan melalui
Rapat Pengurus
Besar Harian
Syuriyah dan
Tanfidziyah dan
disahkan dengan
Surat Keputusan
Pengurus Besar
Nahdlatul Ulama.

Pasal 50

Apabila Pengurus Wilayah, Pengurus
Cabang, Pengurus Cabang Istimewa,
Majelis Wakil Cabang, Pengurus
Ranting, dan Pengurus Anak Ranting
Nahdlatul Ulama berhalangan tetap maka
proses pengisian jabatan tersebut
disesuaikan dengan prinsip — prinsip
yang diatur dalam ketentuan sebagaimana
tercantum pada Pasal 48 dan 49
Anggaran Rumah Tangga ini

Substansi
tetap, urutan
pasal berubah

Pasal 51

BAB XVI
RANGKAP JABATAN
Pasal 51

(1) Jabatan Pengurus Harian Nahdlatul
Ulama tidak dapat dirangkap dengan:

a. Jabatan Pengurus Harian pada
semua tingkat kepengurusan
Nahdlatul Ulama;

b. jabatan Pengurus Harian
Lembaga dan Badan Otonom,;

c. jabatan Pengurus Harian Partai
Politik;

d. jabatan Pengurus Harian
organisasi yang berafiliasi kepada
partai politik; dan/atau

Ada dua opsi:

1.
2.

Tetap

Perubahan
menghilan

gkan

kata

“menteri”

Sinkronisasi

Penyesuaian Nomor
Bab dan Pasal

BAB XVII

RANGKAP
JABATAN

Pasal 52

Opsi perubahan pada

Pasal 52 ayat (5):

(5) Yang disebut
dengan jabatan
politik dalam
Anggaran Rumah
Tangga adalah
jabatan Presiden,
Wakil Presiden,
Gubernur, Wakil
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e. jabatan Pengurus Harian
organisasi kemasyarakatan yang
bertentangan dengan prinsip—
prinsip perjuangan dan tujuan
Nahdlatul Ulama.

(2) Jabatan Pengurus Harian Lembaga
Nahdlatul Ulama tidak dapat
dirangkap dengan Jabatan Pengurus
Harian Lembaga pada semua tingkat
kepengurusan.

(3) Jabatan Ketua Umum Badan Otonom
Nahdlatul Ulama tidak dapat
dirangkap dengan:

a. jabatan Pengurus Harian pada
semua tingkat kepengurusan
Badan Otonom lainnya;

b. jabatan Pengurus Harian
Lembaga,;

c. jabatan Pengurus Harian partai
politik; dan/atau

d. jabatan Pengurus Harian
organisasi yang berafiliasi kepada
partai politik.

(4) Rais ‘Aam, Wakil Rais ‘Aam, Ketua
Umum, dan Wakil Ketua Umum
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama,
Rais dan Ketua Pengurus Wilayah
Nahdlatul Ulama, Rais dan Ketua
Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama
tidak diperkenankan mencalonkan
diri atau dicalonkan dalam pemilihan
jabatan politik.

(5) Yang disebut dengan jabatan politik
dalam Anggaran Rumah Tangga
adalah jabatan Presiden, Wakil
Presiden, Menteri, Gubernur, Wakil
Gubernur, Bupati, Wakil Bupati,
Walikota, Wakil Walikota, Dewan
Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah
Republik Indonesia, Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi
dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten/ Kota.

(6) Apabila Rais ‘Aam, Wakil Rais
‘Aam, Ketua Umum, dan Wakil
Ketua Umum Pengurus Besar
Nahdlatul Ulama mencalonkan diri
atau dicalonkan, maka yang

Gubernur, Bupati,
Wakil Bupati,
Walikota, Wakil
Walikota, Dewan
Perwakilan Rakyat
Republik
Indonesia, Dewan
Perwakilan Daerah
Republik
Indonesia, Dewan
Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi
dan Dewan
Perwakilan Rakyat
Daerah
Kabupaten/ Kota.

Menghapus kata
“harian” pada Pasal 51
huruf ¢ dan d menjadi:

c. jabatan Pengurus
Partai Politik;

d. jabatan Pengurus
organisasi yang
berafiliasi kepada
partai politik;
dan/atau
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bersangkutan harus mengundurkan
diri atau diberhentikan.

(7) Apabila Rais dan Ketua Pengurus
Wilayah Nahdlatul Ulama, Rais dan
Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul
Ulama mencalonkan diri atau
dicalonkan, maka yang bersangkutan
harus mengundurkan diri atau
diberhentikan oleh Pengurus Besar
Nahdlatul Ulama.

(8) Ketentuan lebih lanjut tentang
rangkap jabatan, akan diatur dalam
Peraturan Jam’iyah.

BAB XVII - Penyesuaian BAB XVIII
PENGESAHAN DAN PEMBEKUAN Nomor Bab | PENGESAHAN DAN
PENGURUS dan Pasal PEMBEKUAN Mekanisme
Pasal 52 PENGURUS pengesahan
(1) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama - Perubahan Pasal 53 berdasarkan
disahkan oleh Rais ‘Aam dan Ketua kewenangan |-  Perubahan pada Pasal 52 ayat
Umum. peng-SK-an Pasal 51 ayat (4) | (4), dan (5)
(2) Pengurus Wilayah, Pengurus Cabang | P&NQurus (4) Majelis ~ Wakil | ART belum
dan Pengurus Cabang Istimewa Cabang Nahdlatul | Mencerminka
Nahdlatul Ulama disahkan oleh Ulama disahkan | " = Prinsip-
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. oleh  Pengurus | Prinsip dalam
(3) Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Wilayah Nahdlatul Upayég
disahkan oleh Pengurus Besar Ulama  dengan Sem haan
Nahdlatul Ulama dengan rekomendasi an b
rekomendasi Pengurus Wilayah Pengurus Cabang | Pengembanga
Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama RI hlatul di
(4) Majelis Wakil Cabang Nahdlatul (6) Pengurus  Anak U(Iaamaa .
Ulama disahkan oleh Pengurus Ranting Nahdlatul
Cabang Nahdlatul Ulama. Ulama  disahkan
(5) Pengurus Ranting Nahdlatul Ulama oleh Pengurus
disahkan oleh Pengurus Cabang Cabang Nahdlatul
Nahdlatul Ulama dengan Ulama atas usulan
rekomendasi Majelis Wakil Cabang Pengurus - Ranting
Nahdlatul Ulama. Nahdlatul ~Ulama
. dengan
(6) Pengurus Anak Ranting Nahdlatul rekomendasi
Ulama disahkan oleh Majelis Wakil P Maielis
Cabang Nahdlatul Ulama dengan enguirus J
rekomendasi Pengurus Ranting \I<|Vahkd|: | (I:abang
Nahdlatul Ulama. ahdlatul Ulama
Pasal 53 Sinkronisasi, Penyesuaian ~ Nomor
(1) Pengurus Harian Lembaga ditetapkan | perubahan Pasal
dalam Rapat Harian Tanfidziyah dan | dijadikan satu Pasal 54
disahkan dengan surat keputusan | pasal Pengurus  Lembaga
ditetapkan dalam
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pengurus Nahdlatul
tingkatannya.

(2) Pengurus Lengkap Lembaga disusun
dan disahkan oleh Pengurus Harian
Lembaga yang bersangkutan.

Ulama pada

Rapat Harian Syuriyah
dan Tanfidziyah serta
disahkan dengan Surat
Keputusan Pengurus
Nahdlatul Ulama pada
tingkatannya.

Pasal 54

(1) Pengurus Harian Badan Otonom
Tingkat Pusat disahkan oleh Pengurus
Besar Nahdlatul Ulama.

(2) Pengurus Harian Badan Otonom di
tingkat wilayah dan cabang disahkan
oleh pengurus Tingkat Pusat Badan
Otonom yang bersangkutan, dengan
rekomendasi dari pengurus Nahdlatul
Ulama pada tingkatannya.

Substansi
tetap, urutan
pasal berubah

Pasal 55

Pasal 55

(1) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama
dapat membekukan kepengurusan
wilayah, kepengurusan cabang dan
kepengurusan cabang istimewa
melalui Rapat Harian Syuriyah dan
Tanfidziyah Pengurus Besar
Nahdlatul Ulama.

(2) Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama
dapat membekukan kepengurusan
wakil cabang dan kepengurusan
ranting melalui Rapat Harian
Syuriyah dan Tanfidziyah Pengurus
Cabang Nahdlatul Ulama.

(3) Majelis Wakil Cabang Nahdlatul
Ulama dapat membekukan
kepengurusan anak ranting melalui
Rapat Harian Syuriyah dan
Tanfidziyah Majelis Wakil Cabang
Nahdlatul Ulama.

Substansi
tetap, urutan
pasal berubah

Pasal 56

Pasal 56
Ketentuan lebih lanjut tentang
pengesahan dan pembekuan pengurus
serta tata cara pelantikan kepengurusan,
akan diatur dalam Peraturan Jam’iyah.

Substansi
tetap, urutan
pasal berubah

Pasal 57

BAB XVIII
WEWENANG DAN TUGAS
PENGURUS
Pasal 57
(1) Mustasyar bertugas memberikan
arahan, pertimbangan dan/ atau
nasehat, diminta atau tidak, baik
secara perorangan maupun kolektif

Substansi
tetap, urutan
bab dan pasal
berubah

BAB XIX

WEWENANG DAN
TUGAS PENGURUS

Pasal 58
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kepada pengurus menurut
tingkatannya.

(2) Syuriyah bertugas merumuskan
kebijakan umum Jam’iyah,
mengarahkan dan mengawasi
Tanfidziyah serta melakukan
konsolidasi Syuriyah pada tingkat
dibawahnya.

(3) Tanfidziyah bertugas merencanakan,
melaksanakan dan mengendalikan
kegiatan Jam’iyah berdasarkan
kebijakan umum Jam’iyah yang
ditetapkan oleh Muktamar dan
Syuriyah.

Pasal 58
(1) Kewenangan Rais ‘Aam adalah:

a. mengendalikan pelaksanaan
kebijakan umum Jam’iyah;

b. mewakili Pengurus Besar
Nahdlatul Ulama baik keluar
maupun ke dalam yang
menyangkut urusan keagamaan
baik dalam bentuk konsultasi,
koordinasi, maupun informasi;

c. bersama Ketua Umum mewakili
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama
dalam hal melakukan tindakan
penerimaan, pengalihan, tukar
menukar, penjaminan, penyerahan
wewenang penguasaan atau
pengelolaan dan penyertaan usaha
atas harta benda bergerak dan/ atau
tidak bergerak milik atau yang
dikuasai Nahdlatul Ulama;

d. bersama Ketua Umum
menandatangani keputusan-
keputusan strategis Pengurus Besar
Nahdlatul Ulama; dan bersama
Ketua Umum membatalkan
keputusan Perangkat Jam’iyah
yang bertentangan dengan
Anggaran Dasar dan Anggaran
Rumah Tangga Nahdlatul Ulama.

(2) Tugas Rais ‘Aam adalah:

a. mengarahkan dan mengawasi
pelaksanaan keputusan-keputusan
Muktamar dan kebijakan umum
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama;

Substansi
tetap, urutan
pasal berubah

Pasal 59

176

Kamis — Senin, 27 — 31 Agustus 2026
Di PP Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang Jawa Timur




PENGURUS BESAR NAHDLATUL ULAMA

b. memimpin, mengkoordinasikan
dan mengawasi tugas-tugas di
antara Pengurus Besar Syuriyah;

c. bersama Ketua Umum memimpin
pelaksanaan Muktamar,
Musyawarah Nasional Alim
Ulama, Konferensi Besar, Rapat
Kerja, Rapat Pleno, Rapat Harian
Syuriyah dan Tanfidziyah; dan

d. memimpin Rapat Harian
Syuriyah dan Rapat Pengurus
Lengkap Syuriyah

Pasal 59
(1) Kewenangan Wakil Rais ‘Aam
adalah:

a. menjalankan kewenangan Rais
‘Aam apabila Rais ‘Aam
berhalangan; dan

b. bersama Rais ‘Aam memimpin,
mengatur, dan mengawasi
pelaksanaan kebijakan umum
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

(2) Tugas Wakil Rais ‘Aam adalah:

a. membantu tugas-tugas Rais
‘Aam;

b. mewakili Rais ‘Aam apabila
berhalangan; dan

c. melaksanakan bidang tertentu
yang ditetapkan oleh dan/ atau
bersama Rais ‘Aam.

Substansi
tetap, urutan
pasal berubah

Pasal 60

Pasal 60
(1) Kewenangan Rais adalah:

a. menjalankan wewenang Rais
‘Aam dan/ atau Wakil Rais ‘Aam
ketika berhalangan; dan

b. merumuskan pelaksanaan bidang
khusus masing-masing.

(2) Tugas Rais adalah:

a. membantu tugas-tugas Rais ‘Aam

dan/ atau Wakil Rais ‘Aam,;

b. mewakili Rais ‘Aam dan/ atau
Wakil Rais ‘Aam apabila
berhalangan; dan

c. melaksanakan bidang khusus
masing-masing.

Substansi
tetap, urutan
pasal berubah

Pasal 61
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Pasal 61
(1) Kewenangan Katib ‘Aam adalah:

a. merumuskan dan mengatur
pengelolaan kekatiban Pengurus
Besar Syuriyah; dan

b. bersama Rais ‘Aam, Ketua
Umum dan Sekretaris Jenderal
menandatangani keputusan-
keputusan strategis Pengurus
Besar Nahdlatul Ulama.

(2) Tugas Katib ‘Aam adalah:

a. membantu Rais ‘Aam, Wakil
Rais ‘Aam dan Rais-Rais dalam
menjalankan wewenang dan
tugasnya;

b. merumuskan dan mengatur
manajemen administrasi
Pengurus Besar Syuriah; dan

c. mengatur dan mengkoordinir
pembagian tugas di antara Katib.

Substansi
tetap, urutan
pasal berubah

Pasal 62

Pasal 62

(1) Katib mempunyai kewenangan
sebagai berikut:

a. melaksanakan kewenangan Katib
‘Aam apabila berhalangan; dan

b. mendampingi Rais-rais sesuai
bidang masing -masing.

(2) Katib mempunyai tugas sebagai
berikut:

a. membantu tugas Katib ‘Aam,;

b. mewakili Katib ‘Aam apabila
berhalangan; dan

c. melaksanakan tugas khusus yang
diberikan Katib ‘Aam

Substansi
tetap, urutan
pasal berubah

Pasal 63

Pasal 63

A’wan memberi masukan dan membantu
pelaksanaan tugas Pengurus Besar
Syuriyah.

Substansi
tetap, urutan
pasal berubah

Pasal 64

Pasal 64

(1) Wewenang Ketua Umum adalah
sebagai berikut:

a. mewakili Pengurus Besar
Nahdlatul Ulama baik ke luar
maupun ke dalam yang
menyangkut pelaksanaan
kebijakan Jam’iyah dalam bentuk

Substansi
tetap, urutan
pasal berubah

Pasal 65
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konsultasi, koordinasi maupun
informasi;

merumuskan kebijakan khusus
Jam’iyah;

bersama Rais Aam mewakili
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama
dalam hal melakukan tindakan
penerimaan, pengalihan, tukar
menukar, penjaminan,
penyerahan wewenang
penguasaan pengelolaan, dan
penyertaan usaha atas harta benda
bergerak dan/ atau tidak bergerak
milik atau yang dikuasai
Nahdlatul Ulama;

bersama Rais ‘Aam
menandatangani keputusan
strategis Pengurus Besar
Nahdlatul Ulama;

bersama Rais ‘Aam membatalkan
keputusan Perangkat Jam’iyah
yang bertentangan dengan
Anggaran Dasar dan Anggaran
Rumah Tangga Nahdlatul Ulama;

mewakili Pengurus Besar
Nahdlatul Ulama di dalam
maupun di luar pengadilan;

Ketua Umum dapat mewakilkan
kepada pengurus lain untuk
menjalankan kewenangan
sebagaimana dimaksud dalam
huruf f pada Pasal ini; dan

bersama Rais/Katib dan
Sekretaris Jenderal
menandatangani surat surat
keputusan biasa Pengurus Besar
Nahdlatul Ulama.

(2) Tugas Ketua Umum adalah sebagai
berikut:

a.

memimpin, mengatur dan
mengkoordinasikan pelaksanaan
keputusan - keputusan Muktamar
dan kebijakan umum Pengurus
Besar Nahdlatul Ulama;

memimpin, mengkoordinasikan
dan mengawasi tugas-tugas di
antara Pengurus Besar
Tanfidziyah;
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C. Dbersama Rais ‘Aam memimpin
pelaksanaan Muktamar,
Musyawarah Nasional Alim
Ulama, Konferensi Besar, Rapat
Kerja, Rapat Pleno, Rapat Harian
Syuriyah dan Tanfidziyah; dan

d. memimpin Rapat Harian
Tanfidziyah dan Rapat Pengurus

Lengkap Tanfidziyah
Pasal 65 Substansi Pasal 66
(1) Kewenangan Wakil Ketua Umum tetap,  urutan
adalah: pasal berubah
a. menjalankan kewenangan Ketua
Umum apabila berhalangan; dan
b. membantu Ketua Umum
memimpin, mengatur, dan
mengawasi pelaksanaan
kebijakan umum Pengurus Besar
Nahdlatul Ulama.
(2) Tugas Wakil Ketua Umum adalah:
a. membantu tugas-tugas Ketua
Umum,;
b. mewakili Ketua Umum apabila
berhalangan; dan
c. melaksanakan bidang tertentu
yang ditetapkan oleh dan/ atau
bersama Ketua Umum.
Pasal 66 Substansi Pasal 67
(1) Kewenangan Ketua adalah: tetap,  urutan
a. menjalankan wewenang Ketua pasal berubah
Umum dan/ atau Wakil Ketua
Umum apabila berhalangan; dan
b. merumuskan dan menjalankan
bidang khusus masing-masing.
(2) Tugas Ketua-Ketua adalah:
a. membantu tugas-tugas Ketua
Umum; dan
b. menjalankan tugas-tugas Ketua
Umum sesuai pembidangan yang
ditetapkan.
Pasal 67 Substansi Pasal 68

(1) Kewenangan  Sekretaris  Jenderal

adalah:
a. merumuskan dan mengatur

pengelolaan kesekretariatan
Pengurus Besar Tanfidziyah;

tetap, urutan
pasal berubah
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b. merumuskan naskah rancangan
peraturan, keputusan, dan
pelaksanaan program Pengurus
Besar Nahdlatul Ulama; dan

C. bersama Rais ‘Aam, Ketua
Umum dan Katib ‘Aam
menandatangani surat-surat
keputusan strategis Pengurus
Besar Nahdlatul Ulama.

(2) Tugas Sekretaris Jenderal adalah:

a. membantu Ketua Umum, Wakil
Ketua Umum dan Ketua-ketua
dalam menjalankan tugas dan
wewenangnya;

b. merumuskan manajemen
administrasi, memimpin dan
mengkoordinasikan Sekretariat
Jenderal;

c. mengatur dan mengkoordinir
pembagian tugas di antara Wakil
Sekretaris Jenderal; dan

d. bersama Rais/ Katib dan Ketua
Umum menandatangani surat
surat keputusan biasa Pengurus
Besar Nahdlatul Ulama.

Pasal 68 Substansi Pasal 69
(1) Kewenangan Wakil Sekretaris tetap, urutan
Jenderal adalah: pasal berubah

a. melaksanakan kewenangan
Sekretaris Jenderal apabila
berhalangan;

b. mendampingi Ketua-Ketua
sesuai bidang masing-masing;
dan

c. bersama Rais/ Katib dan Ketua
Umum/ Wakil Ketua Umum/
Ketua menandatangani surat -
surat biasa Pengurus Besar
Nahdlatul Ulama.

(2) Tugas Wakil Sekretaris Jenderal
adalah:
a. membantu tugas-tugas
Sekretaris Jenderal,
b. mewakili Sekretaris Jenderal
apabila berhalangan; dan

c. melaksanakan tugas khusus yang
diberikan Sekretaris Jenderal.
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Pasal 69

(1) Kewenangan Bendahara Umum
adalah:

a. mengatur pengelolaan keuangan
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama;

b. melakukan pembagian tugas ke
bendaharaan dengan bendahara;
dan

c. bersama Ketua Umum
menandatangani surat-surat
penting Pengurus Besar Nahdlatul
Ulama yang berkaitan dengan
keuangan.

(2) Tugas Bendahara Umum adalah:

a. mendapatkan sumber-sumber
pendanaan Jam’iyah,;

b. merumuskan manajemen dan
melakukan pencatatan keuangan
dan aset; membuat Standard
Operating Procedure (SOP)
keuangan;

c. menyusun dan merencanakan
Anggaran Pendapatan dan
Belanja Rutin, dan anggaran
program pengembangan atau
rintisan Pengurus Besar Nahdlatul
Ulama; dan

d. menyiapkan bahan-bahan yang
dibutuhkan untuk kepentingan
audit keuangan.

Substansi
tetap, urutan
pasal berubah

Pasal 70

Pasal 70

(1) Prinsip-prinsip pokok tentang
wewenang dan tugas pengurus seba
gaimana diatur dalam pasal - pasal
dalam bab ini berlaku secara mutatis
mutandis (dengan sendirinya) untuk
seluruh tingkat kepengurusan.

(2) Ketentuan lebih lanjut tentang
wewenang dan tugas pengurus, akan
diatur dalam Peraturan Jam’iyah.

Substansi
tetap, urutan
pasal berubah

Pasal 71

BAB XIX

KEWAJIBAN DAN HAK PENGURUS
Pasal 71

(1) Pengurus Nahdlatul Ulama

berkewajiban:

Penyesuaian
dan
Penambahan

Penyesuaian
nomor Bab dan
Pasal menjadi:
BAB XX
KEWAJIBAN DAN
HAK PENGURUS

Pasal 72
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a. menjaga dan menjalankan amanat - Penambahan huruf
dan ketentuan-ketentuan baru (b) pada pasal
Jam’1yah; 72 ayat 2:

b. menjaga keutuhan Jam’iyah ke (2) Pengurus
dalam maupun keluar; dan Nahdlatul Ulama

c. menyampaikan laporan berhak:
pertanggungjawaban secara a. menetapkan
tertulis dalam permusyawaratan kebijakan,
sesuai dengan tingkat keputusan  dan
kepengurusannya. Peraturan

(2) Pengurus Nahdlatul Ulama berhak: Jam’iyah

a. menetapkan kebijakan, keputusan sepanjang  tidak

dan Peraturan Jam’iyah sepanjang bertentangan
tidak  bertentangan  dengan dengan Anggaran
Anggaran Dasar dan Anggaran Dasar dan
Rumah Tangga; dan Anggaran Rumah
Tangga; dan

b. Memberikan arahan dan
dukungan teknis kepada Badan
Otonom untuk  meningkatkan
Kinerjanya.

b. memberikan
saran atau koreksi
kepada pengurus
setingkat atau dua
tingkat lebih
tinggi dengan
cara dan tujuan
yang baik.

c. Memberikan
arahan dan
dukungan teknis
kepada  Badan
Otonom untuk
meningkatkan

Kinerjanya.
Penambahan BAB XXI
BAB baru | Larangan dan Sanksi
tentang Pasal 73

Larangan dan

Sanksi Setiap Pengurus

Nahdlatul Ulama
disemua tingkatan
dilarang:

a. Melakukan
perbuatan yang
melanggar
syariat;

b. melakukan
perbuatan yang
mencemarkan
nama baik,
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martabat, dan
kehormatan
Nahdlatul Ulama;

¢. menyalahgunaka

n jabatan
dan/atau
kewenangan
dalam Jam’iyah
untuk
kepentingan
pribadi maupun
golongan;

d. melakukan

perbuatan lain
yang
bertentangan
dengan ketentuan
Anggaran Dasar
dan Anggaran
Rumah Tangga.

Pasal 74

(1) Pengurus yang

terbukti melanggar
larangan
sebagaimana
dimaksud dalam
Pasal 73 dapat
dikenakan sanksi
organisasi.

(2) Sanksi organisasi

sebagaimana

dimaksud pada

ayat (1) berupa:

a. Teguran lisan

b. Teguran
tertulis

c. Pemberhentian
dari
kepengurusan

(1)

BAB XX
EVALUASI KEPENGURUSAN
Pasal 72

Kepengurusan Nahdlatul Ulama di

setiap tingkat diukur berdasarkan

indikator kinerja sebagai berikut:

a. kinerja Pengurus Besar Nahdlatul
Ulama dinilai berdasarkan
pelaksanaan mandat Muktamar,

Substansi
tetap, urutan
bab dan pasal
berubah

BAB XXIlI
EVALUASI

KEPENGURUSAN

Pasal 75

184

Kamis — Senin, 27 — 31 Agustus 2026
Di PP Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang Jawa Timur




PENGURUS BESAR NAHDLATUL ULAMA

Musyawarah Nasional dan
Konferensi Besar, dan Rapat
Kerja Nasional; dan

b. Kkinerja Pengurus Wilayah,
Pengurus Cabang, dan Majelis
Wakil Cabang Nahdlatul Ulama
diukur berdasarkan pelaksanaan
kewajiban - kewajiban Jam’iyah.
(2) Berdasarkan kinerjanya, Pengurus
Wilayah, Pengurus Cabang, dan
Majelis Wakil Cabang Nahdlatul
Ulama diklasifikasikan berdasarkan
kelompok A, B, dan C.

(3) Ketentuan lebih lanjut tentang
evaluasi kepengurusan diatur dalam
Peraturan Jam’iyah.

BAB XXI Substansi BAB XXIII
PERMUSYAWARATAN TINGKAT | tetap, urutan | PERMUSYAWARAT
NASIONAL bab dan pasal AN TINGKAT
Pasal 73 berubah NASIONAL
(1) Muktamar adalah forum Pasal 76

permusyawaratan tertinggi di dalam

Jam’iyah Nahdlatul Ulama.

(2) Muktamar membicarakan dan
menetapkan:

a. laporan pertanggungjawaban
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama
yang disampaikan secara tertulis;

b. Anggaran Dasar dan Anggaran
Rumah Tangga;

c. Garis-garis Besar Program Kerja
Nahdlatul Ulama 5 (lima) tahun;

d. hukum atas masalah keagamaan
dan kemasyarakatan;
rekomendasi Jam’iyah;

Ahlul Halli wal ‘Aqdi; dan

g. memilih Ketua Umum Pengurus
Besar Nahdlatul Ulama.

(3) Muktamar dipimpin dan
diselenggarakan oleh Pengurus Besar
Nahdlatul Ulama sekali dalam 5
(lima) tahun.

(4) Muktamar dihadiri oleh:

a. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama;

b. Pengurus Wilayah Nahdlatul
Ulama; dan
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c. Pengurus Cabang/ Cabang
Istimewa Nahdlatul Ulama.

d. Muktamar adalah sah apabila
dihadiri oleh 2/3 (dua pertiga)
jumlah wilayah dan cabang/
cabang istimewa yang sah.

Pasal 74

(1) Muktamar Luar Biasa dapat
diselenggarakan apabila Rais ’Aam
dan/ atau Ketua Umum Pengurus
Besar melakukan pelanggaran berat
terhadap ketentuan Anggaran Dasar
dan Anggaran Rumah Tangga.

(2) Muktamar Luar Biasa dapat
diselenggarakan atas usulan
sekurang-kurang nya 50% (lima
puluh persen) plus satu dari jumlah
wilayah dan cabang.

(3) Muktamar Luar Biasa dipimpin dan
diselenggarakan oleh Pengurus Besar
Nahdlatul Ulama.

(4) Ketentuan tentang peserta dan
keabsahan Muktamar Luar Biasa

merujuk kepada ketentuan Muktamar.

Penyesuaian
dan
Penambahan

- Penyesuaian
nomor Pasal
menjadi Pasal 77

- Penambahan ayat
(2) dan ayat (6)
pada pada pasal
17

Pasal 77

(1) Muktamar Luar
Biasa dapat
diselenggarakan
apabila Rais ’Aam
dan/ atau Ketua
Umum Pengurus
Besar melakukan
pelanggaran berat
terhadap ketentuan
Anggaran Dasar
dan Anggaran
Rumah Tangga.

(2) Muktamar Luar
Biasa sebagaimana
dimaksud dalam
ayat (1)
diselenggarakan
setelah adanya
keputusan Majelis
Tahkim

(3) Muktamar Luar
Biasa dapat
diselenggarakan
atas usulan
sekurang-kurang
nya 50% (lima
puluh persen) plus
satu dari jumlah
wilayah dan
cabang.

(4) Muktamar Luar
Biasa dipimpin
dan
diselenggarakan
oleh Pengurus
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Besar Nahdlatul
Ulama.

(5) Ketentuan tentang
peserta dan
keabsahan
Muktamar Luar
Biasa merujuk
kepada ketentuan
Muktamar.

(6) Ketentuan lebih
lanjut mengenai
pelanggaran berat
diatur lebih lanjut
dalam Peraturan
Jam’iyah.

Pasal 75

(1) Musyawarah Nasional Alim Ulama
merupakan forum permusyawaratan
tertinggi setelah Muktamar yang
dipimpin dan diselenggarakan oleh
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

(2) Musyawarah Nasional Alim Ulama
membicarakan masalah - masalah
keagamaan yang menyangkut
kehidupan umat dan bangsa.

(3) Musyawarah Nasional Alim Ulama
dihadiri oleh anggota Pengurus Besar
Pleno dan Pengurus Wilayah
Syuriyah.

(4) Musyawarah Nasional Alim Ulama
dapat mengundang alim ulama,
pengasuh pondok pesantren dan
tenaga ahli, baik dari dalam maupun
dari luar pengurus Nahdlatul Ulama
sebagai peserta.

(5) Musyawarah Nasional Alim Ulama
dapat diselenggarakan atas
permintaan sekurang-kurangnya
separuh dari jumlah wilayah yang
sah.

(6) Musyawarah Nasional Alim Ulama
tidak dapat mengubah Anggaran
Dasar dan Anggaran Rumah Tangga,
keputusan Muktamar dan tidak
memilih pengurus baru.

(7) Musyawarah Nasional Alim Ulama
diadakan sekurang -kurangnya 2

Substansi
tetap, urutan
pasal berubah

Pasal 78
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(dua) kali dalam masa jabatan
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

Pasal 76

(1) Konferensi Besar merupakan forum
permusyawaratan tertinggi setelah
Muktamar yang dipimpin dan
diselenggarakan oleh Pengurus Besar
Nahdlatul Ulama.

(2) Konferensi Besar membicarakan
pelaksanaan keputusan - keputusan
Muktamar, mengkaji perkembangan
dan memutuskan Peraturan Jam’iyah.

(3) Konferensi Besar dihadiri oleh
anggota Pengurus Besar Pleno dan
Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama.

(4) Konferensi Besar tidak dapat
mengubah Anggaran Dasar dan
Anggaran Rumah Tangga, keputusan
Muktamar dan tidak memilih
pengurus baru.

(5) Konferensi Besar adalah sah apabila
dihadiri oleh sekurang -kurangnya 2/3
(dua pertiga) dari jumlah wilayah.

(6) Konferensi Besar diadakan sekurang
kurangnya 2 (dua) kali dalam masa
jabatan Pengurus Besar Nahdlatul
Ulama.

Substansi
tetap, urutan
pasal berubah

Pasal 79

Pasal 77

Ketentuan lebih lanjut tentang permusya
waratan tingkat nasional, akan diatur
dalam Peraturan Jam’iyah.

Substansi
tetap, urutan
pasal berubah

Pasal 80

BAB XXIlI

PERMUSYAWARATAN TINGKAT
DAERAH

Pasal 78

(1) Konferensi Wilayah adalah forum
permusyawaratan tertinggi untuk
tingkat wilayah.

(2) Konferensi Wilayah membicarakan
dan menetapkan:

a. laporan pertanggungjawaban
Pengurus Wilayah Nahdlatul
Ulama yang disampaikan secara
tertulis;

b. Pokok-pokok Program Kerja
Wilayah 5 (lima) tahun merujuk

Substansi
tetap, urutan
bab dan pasal
berubah

BAB XXIV

PERMUSYAWARAT
AN TINGKAT
DAERAH

Pasal 81
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pada Garis-garis Besar Program
Kerja Nahdlatul Ulama;

c. hukum atas masalah keagamaan
dan kemasyarakatan;

d. rekomendasi Jam’iyah;
e. Ahlul Halli wal ‘Aqdi; dan

f.  memilih Ketua Pengurus Wilayah
Nahdlatul Ulama.

(3) Konferensi Wilayah dipimpin dan
diselenggarakan oleh Pengurus
Wilayah Nahdlatul Ulama sekali
dalam 5 (lima) tahun.

(4) Konferensi Wilayah dihadiri oleh:

a. Pengurus Wilayah Nahdlatul
Ulama; dan

b. Pengurus Cabang Nahdlatul
Ulama.

(5) Untuk meningkatkan pembinaan dan
pengembangan Jam’iyah, Konferensi
Wilayah dapat dihadiri oleh Majelis
Wakil Cabang Nahdlatul Ulama.

(6) Konferensi Wilayah sah apabila
dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3
(dua per tiga) dari jumlah cabang di
daerahnya.

Pasal 79

(1) Musyarawah Kerja Wilayah
merupakan forum permusyawaratan
tertinggi setelah Konferensi Wilayah
yang dipimpin dan diselenggarakan
oleh Pengurus Wilayah Nahdlatul
Ulama.

(2) Musyarawah Kerja Wilayah
membicarakan pelaksanaan
keputusan - keputusan Konferensi
Wilayah dan mengkaji perkembangan
Jam’iyah serta peranannya di tengah
masyarakat.

(3) Musyarawah Kerja Wilayah dihadiri
oleh anggota Pengurus Wilayah Pleno
dan Pengurus Cabang Nahdlatul
Ulama.

(4) Musyarawah Kerja Wilayah sah
apabila dihadiri oleh sekurang-
kurangnya 2/3 (dua pertiga) jumlah
cabang.

Substansi
tetap, urutan
pasal berubah

Pasal 82
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(5) Musyarawah Kerja Wilayah diadakan
sekurang-kurangnya 2 (dua) kali
dalam masa jabatan Pengurus
Wilayah Nahdlatul Ulama.

(6) Musyawarah Kerja Wilayah tidak
dapat melakukan pemilihan pengurus.

Pasal 80

(1) Konferensi Cabang adalah forum
permusyawaratan tertinggi untuk
tingkat cabang.

(2) Konferensi Cabang membicarakan
dan menetapkan:

a. laporan pertanggungjawaban
Pengurus Cabang Nahdlatul
Ulama yang disampaikan secara
tertulis;

b. Pokok-pokok Program Kerja 5
(lima) tahun merujuk pada Pokok
pokok Program Kerja Wilayah
dan Garis-garis Besar Program
Kerja Nahdlatul Ulama;

c. hukum atas masalah keagamaan
dan kemasyarakatan;

d. rekomendasi Jam’iyah;
Ahlul Halli wal ‘Aqdi; dan

f. memilih Ketua Pengurus Cabang
Nahdlatul Ulama.

(3) Konferensi Cabang dipimpin dan
diselenggarakan oleh Pengurus
Cabang Nahdlatul Ulama sekali
dalam 5 (lima) tahun.

(4) Konferensi Cabang dihadiri oleh:
a. Pengurus Cabang Nahdlatul
Ulama; dan
b. Majelis Wakil Cabang Nahdlatul
Ulama.

(5) Untuk meningkatkan pembinaan dan
pengembangan Jam’iyah, Konferensi
Cabang dapat dihadiri oleh Pengurus
Ranting Nahdlatul Ulama.

(6) Konferensi Cabang sah apabila
dihadiri oleh sekurang -kurangnya 2/3
(dua pertiga) dari jumlah wakil
cabang di daerahnya.

Substansi
tetap, urutan
pasal berubah

Pasal 83

Pasal 81

(1) Musyarawah Kerja Cabang
merupakan forum permusyawaratan

Substansi
tetap, urutan
pasal berubah

Pasal 84
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tertinggi setelah Konferensi Cabang
yang dipimpin dan diselenggarakan
oleh Pengurus Cabang Nahdlatul
Ulama.

(2) Musyarawah Kerja Cabang
membicarakan pelaksanaan
keputusan - keputusan Konferensi
Cabang dan mengkaji perkembangan
Jam’iyah serta peranannya di tengah
masyarakat.

(3) Musyarawah Kerja Cabang dihadiri
oleh anggota Pengurus Cabang Pleno
dan Majelis Wakil Cabang Nahdlatul
Ulama.

(4) Musyarawah Kerja Cabang sah
apabila dihadiri oleh sekurang -
kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari
jumlah wakil cabang.

(5) Musyarawah Kerja Cabang diadakan
sekurang - kurangnya 3 (tiga) kali
dalam masa jabatan pengurus Cabang
Nahdlatul Ulama.

(6) Musyawarah Kerja Cabang tidak

dapat melakukan pemilihan pengurus.

Pasal 82
(1) Konferensi Wakil Cabang adalah
forum permusyawaratan tertinggi
untuk tingkat wakil cabang.
(2) Konferensi Wakil Cabang
membicarakan dan menetapkan:
a. laporan pertanggungjawaban
Majelis Wakil Cabang Nahdlatul
Ulama yang disampaikan secara
tertulis;
b. Pokok-Pokok Program Kerja 5
(lima) tahun merujuk pada Pokok
Pokok Program Kerja Pengurus
Wilayah dan Pengurus Cabang
Nahdlatul Ulama;
c. hukum atas masalah keagamaan
dan kemasyarakatan;

d. rekomendasi Jam’iyah;
e. Ahlul Halli wal ‘Aqdi; dan
f.  memilih Ketua Majelis Wakil
Cabang Nahdlatul Ulama.
(3) Konferensi Wakil Cabang dipimpin
dan diselenggarakan oleh Majelis

Penyesuaian,
penambahan
dan perubahan
susunan

- Penyesuaian
nomor Pasal

Pasal 85

- Penambahan ayat
(3) dan
memindahkan
huruf ¢ dan d pada
ayat (2) ke dalam
ayat (3):

Pasal 85

(1) Konferensi Wakil
Cabang adalah
forum
permusyawaratan
tertinggi untuk
tingkat wakil
cabang.

(2) Konferensi Wakil
Cabang
membicarakan dan
menetapkan:

a. laporan

pertanggungja
waban Majelis

Kamis — Senin, 27 — 31 Agustus 2026

Di PP Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang Jawa Timur

191




HIMPUNAN MATERI MUKTAMAR KE-35

Wakil Cabang Nahdlatul Ulama
sekali dalam 5 (lima) tahun.

(4) Konferensi Wakil Cabang dihadiri
oleh:

a. Majelis Wakil Cabang Nahdlatul
Ulama; dan

b. Pengurus Ranting Nahdlatul
Ulama.

(5) Untuk meningkatkan pembinaan dan
pengembangan Jam’iyah, Konferensi
Wakil Cabang dapat dihadiri oleh
Pengurus Anak Ranting Nahdlatul
Ulama.

(6) Konferensi Wakil Cabang sah apabila
dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3
(dua pertiga) dari jumlah ranting
didaerahnya.

Wakil Cabang
Nahdlatul
Ulama yang
disampaikan
secara tertulis;
b. Pokok-Pokok
Program Kerja
5 (lima) tahun
merujuk pada
Pokok Pokok
Program Kerja
Pengurus
Wilayah dan
Pengurus
Cabang
Nahdlatul
Ulama;

c. Ahlul Halli
wal ‘Aqdi; dan

d. memilih Ketua
Majelis Wakil
Cabang
Nahdlatul
Ulama.

(3) Konferensi Wakil
Cabang dapat
membicarakan dan
menetapkan:

a. hukum atas
masalah
keagamaan
dan
kemasyarakata
n; dan

b. rekomendasi
Jam’iyah.

(4) Konferensi Wakil
Cabang dipimpin
dan
diselenggarakan
oleh Majelis
Wakil Cabang
Nahdlatul Ulama
sekali dalam 5
(lima) tahun.

(5) Konferensi Wakil
Cabang dihadiri
oleh:
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a. Majelis Wakil
Cabang
Nahdlatul
Ulama; dan

b. Pengurus
Ranting
Nahdlatul
Ulama.

(6) Untuk
meningkatkan
pembinaan dan
pengembangan
Jam’1yah,
Konferensi Wakil
Cabang dapat
dihadiri oleh
Pengurus Anak
Ranting Nahdlatul
Ulama.

(7) Konferensi Wakil
Cabang sah
apabila dihadiri
oleh sekurang-
kurangnya 2/3
(dua pertiga) dari
jumlah ranting
didaerahnya.

Pasal 83

(1) Musyarawah Kerja Wakil Cabang

merupakan forum permusyawaratan
tertinggi setelah Konferensi Wakil
Cabang yang dipimpin dan
diselenggarakan oleh Majelis Wakil
Cabang Nahdlatul Ulama.

(2) Musyarawah Kerja Wakil Cabang

membicarakan pelaksanaan
keputusan keputusan Konferensi
Wakil Cabang dan mengkaji
perkembangan perkum pulan serta
peranannya di tengah masyarakat.

(3) Musyarawah Kerja Wakil Cabang

dihadiri oleh Majelis Wakil Cabang
Pleno dan Pengurus Ranting
Nahdlatul Ulama.

(4) Musyarawah Kerja Wakil Cabang sah

apabila dihadiri oleh sekurang-kurang
nya 50% (lima puluh persen) lebih

Substansi
tetap, urutan
pasal berubah

Pasal 86
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satu jumlah peserta sebagaimana di
maksud ayat (3) Pasal ini.

(5) Musyarawah Kerja Wakil Cabang di
adakan sekurang-kurangnya 3 (tiga)
kali dalam masa jabatan Majelis
Wakil Cabang Nahdlatul Ulama.

(6) Musyawarah Kerja Wakil Cabang
tidak dapat melakukan pemilihan
pengurus

Pasal 84

(1) Musyawarah Ranting adalah forum
permusyawaratan tertinggi untuk
tingkat ranting.

(2) Musyawarah Ranting membicarakan
dan menetapkan:

a. laporan pertanggungjawaban
Pengurus Ranting Nahdlatul
Ulama yang disampaikan secara
tertulis;

b. Pokok-Pokok Program Kerja 5
(lima) tahun merujuk pada Pokok
pokok Program Kerja Pengurus
Cabang dan Majelis Wakil
Cabang Nahdlatul Ulama.

c. hukum atas masalah keagamaan
dan kemasyarakatan.

d. rekomendasi Jam’iyah;
Ahlul Halli wal ‘Aqdi; dan

f. memilih Ketua Pengurus Ranting
Nahdlatul Ulama.

(3) Musyawarah Ranting dipimpin dan
diselenggarakan oleh Pengurus
Ranting Nahdlatul Ulama sekali
dalam 5 (lima) tahun.

(4) Musyawarah Ranting dihadiri oleh:
a. Pengurus Ranting Nahdlatul

Ulama; dan
b. Pengurus Anak Ranting
Nahdlatul Ulama.

(5) Musyawarah Ranting sah apabila di
hadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3
(dua pertiga) dari jumlah anak ranting
di daerahnya.

Penyesuaian,
penambahan
dan perubahan
susunan

Penyesuaian
nomor Pasal

Pasal 87

Penambahan ayat
(3) dan
memindahkan
huruf ¢ dan d pada
ayat (2) ke dalam
ayat (3):

Pasal 87
(1) Musyawarah

Ranting adalah
forum
permusyawaratan
tertinggi untuk
tingkat ranting.

(2) Musyawarah

Ranting
membicarakan dan
menetapkan:

a. laporan
pertanggungjawa
ban Pengurus
Ranting
Nahdlatul Ulama
yang
disampaikan
secara tertulis;

b. Pokok-Pokok
Program Kerja 5
(lima) tahun
merujuk pada
Pokok pokok
Program Kerja
Pengurus Cabang
dan Majelis
Wakil Cabang
Nahdlatul Ulama.
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c. Ahlul Halli wal
‘Aqdi; dan

d. memilih Ketua
Pengurus Ranting
Nahdlatul Ulama.

(3) Musyawarah
Ranting dapat
membicarakan dan
menetapkan:

a. hukum atas
masalah
keagamaan dan
kemasyarakatan;
dan

b. rekomendasi
Jam’iyah.

(4) Musyawarah
Ranting dipimpin
dan
diselenggarakan
oleh Pengurus
Ranting Nahdlatul
Ulama sekali
dalam 5 (lima)
tahun.

(5) Musyawarah
Ranting dihadiri
oleh:

a. Pengurus Ranting
Nahdlatul Ulama;
dan

b. Pengurus Anak
Ranting
Nahdlatul Ulama.

(6) Musyawarah
Ranting sah
apabila di hadiri
oleh sekurang-
kurangnya 2/3
(dua pertiga) dari
jumlah anak
ranting di
daerahnya.

Pasal 85 Substansi Pasal 88
(1) Musyarawah Kerja Ranting tetap,  urutan

merupakan forum permusyawaratan pasal berubah
tertinggi setelah Musyawarah Ranting
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yang dipimpin dan diselenggarakan
oleh Pengurus Ranting Nahdlatul
Ulama.

(2) Musyarawah Kerja Ranting
membicarakan pelaksanaan
keputusan - keputusan Konferensi
Ranting dan mengkaji perkembangan
Jam’iyah serta peranannya di tengah
masyarakat.

(3) Musyarawah Kerja Ranting dihadiri
oleh anggota Pengurus Ranting Pleno
dan utusan Pengurus Anak Ranting
Nahdlatul Ulama.

(4) Musyarawah Kerja Ranting sah
apabila dihadiri oleh sekurang -
kurangnya 50% (lima puluh persen)
lebih satu jumlah peserta
sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal
ini.

(5) Musyarawah Kerja Ranting diadakan
sekurang-kurangnya 4 (empat) kali
dalam masa jabatan Pengurus Ranting
Nahdlatul Ulama.

(6) Musyawarah Kerja Ranting tidak
dapat melakukan pemilihan pengurus.

Pasal 86
(1) Musyawarah Anggota adalah forum
permusyawaratan tertinggi untuk
tingkat anak ranting.
(2) Musyawarah Anggota membicarakan
dan menetapkan:

a. Laporan pertanggungjawaban
Pengurus Anak Ranting
Nahdlatul Ulama yang
disampaikan secara tertulis;

b. Pokok-pokok Program Kerja 5
(lima) tahun merujuk pada Pokok
-pokok Program Kerja Majelis
Wakil Cabang dan Pengurus
Ranting Nahdlatul Ulama;

c. hukum atas masalah keagamaan

Penyesuaian,
penambahan
dan perubahan
susunan

- Penyesuaian
nomor Pasal

Pasal 89

- Penambahan ayat
(3) dan
memindahkan
huruf ¢ dan d pada
ayat (2) ke dalam
ayat (3):

Pasal 89

(1) Musyawarah
Anggota adalah
forum
permusyawaratan
tertinggi untuk
tingkat anak

dan kemasyarakatan; ranting.

d. rekomendasi Jam’iyah; (2) Musyawarah

e. Ahlul Halli Wal ‘Aqdi; dan Anggota

f. memilih Ketua Pengurus Anak membicarakan dan
Ranting Nahdlatul Ulama. menetapkan:

(3) Musyawarah Anggota dipimpin dan a. Laporan
diselenggarakan oleh Pengurus Anak pertanggungjaw
Ranting Nahdlatul Ulama sekali aban Pengurus
dalam 5 (lima) tahun. Anak Ranting
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(4) Musyawarah Anggota dihadiri oleh: Nahdlatul
a. Pengurus Anak Ranting; dan Ulama yang
b. anggota Nahdlatul Ulama. disampaikan
(5) Musyawarah Anggota sah apabila di secara tertulis;
hadiri oleh sekurang - kurangnya 2/3 b. Pokok-pokok
(dua pertiga) dari jumlah anggota di Program Kerja
wilayahnya. 5 (lima) tahun

merujuk pada
Pokok -pokok
Program Kerja
Majelis Wakil
Cabang dan
Pengurus
Ranting
Nahdlatul
Ulama;

c. Ahlul Halli Wal
‘Aqdi; dan

d. memilih Ketua
Pengurus Anak
Ranting
Nahdlatul
Ulama.

(3) Musyawarah
Anggota dapat
membicarakan dan
menetapkan:

a. hukum atas
masalah
keagamaan dan
kemasyarakatan
; dan

b. rekomendasi
Jam’iyah.

(4) Musyawarah
Anggota dipimpin
dan
diselenggarakan
oleh Pengurus
Anak Ranting
Nahdlatul Ulama
sekali dalam 5
(lima) tahun.

(5) Musyawarah
Anggota dihadiri

oleh:
c. Pengurus Anak
Ranting; dan
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d. anggota
Nahdlatul
Ulama.

(6) Musyawarah
Anggota sah
apabila di hadiri
oleh sekurang -
kurangnya 2/3
(dua pertiga) dari
jumlah anggota di
wilayahnya.

Pasal 87

(1) Musyawarah Kerja Anggota
merupakan forum permusyawaratan
tertinggi setelah Musyawarah
Anggota yang dipimpin dan
diselenggarakan oleh Pengurus Anak
Ranting Nahdlatul Ulama.

(2) Musyawarah Kerja Anggota
membicarakan pelaksanaan
keputusan - keputusan Musyawarah
Anggota dan mengkaji perkembangan
Jam’iyah serta peranannya di tengah
masyarakat.

(3) Musyawarah Kerja Anggota dihadiri
oleh Pengurus Anak Ranting Pleno.

(4) Musyawarah Kerja Anggota sah
apabila dihadiri oleh sekurang-
kurangnya 50% (lima puluh persen)
lebih satu jJumlah anggota
sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal
ini.

(5) Musyawarah Kerja Anggota diadakan
sekurang - kurangnya 5 (lima) kali
dalam masa jabatan pengurus Anak
Ranting Nahdlatul Ulama.

(6) Musyawarah Kerja Anggota tidak
dapat melakukan pemilihan pengurus.

Substansi
tetap, urutan
pasal berubah

Pasal 90

Pasal 88

Ketentuan lebih lanjut tentang permusya
waratan tingkat daerah, akan diatur dalam
Peraturan Jam’iyah.

Substansi
tetap, urutan
pasal berubah

Pasal 91

BAB XXIlI

PERMUSYAWARATAN BADAN
OTONOM

Pasal 89

Substansi
tetap, urutan
bab dan pasal
berubah

BAB XXV

PERMUSYAWARAT
AN BADAN
OTONOM

Pasal 92
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Permusyawaratan Badan Otonom diatur
tersendiri dan dimuat dalam Peraturan
Dasar dan Peraturan Rumah Tangga
Badan Otonom yang bersangkutan.

BAB XXIV
RAPAT-RAPAT
Pasal 90

(1) Rapat Kerja Nasional dihadiri oleh
Pengurus Lengkap Syuriyah,
Pengurus Lengkap Tanfidziyah dan
Pengurus Harian Lembaga.

(2) Rapat Kerja Nasional membicarakan
perencanaan, penjabaran dan
pengendalian operasional keputusan -
keputusan Muktamar.

(3) Rapat Kerja Nasional diadakan 1
(satu) kali dalam setahun.

(4) Rapat Kerja Nasional yang pertama
diadakan selambat -lambatnya tiga
bulan setelah Muktamar

Substansi
tetap, urutan
bab dan pasal
berubah

BAB XXVI

RAPAT-RAPAT

Pasal 93

Pasal 91

(1) Rapat Pleno adalah rapat yang
dihadiri oleh Mustasyar, Pengurus
Lengkap Syuriyah, Pengurus Harian
Tanfidziyah, Ketua Lembaga dan
Ketua Badan Otonom.

(2) Rapat Pleno diadakan sekurang -
kurangnya 6 (enam) bulan sekali.

(3) Rapat Pleno membicarakan
pelaksanaan program kerja.

Substansi
tetap, urutan
pasal berubah

Pasal 94

Pasal 92

(1) Rapat Harian Syuriyah dan
Tanfidziyah dihadiri oleh Pengurus
Harian Syuriyah dan Pengurus Harian
Tanfidziyah.

(2) Rapat Harian Syuriyah dan
Tanfidziyah diadakan sekurang -
kurangnya 3 (tiga) bulan sekali

(3) Rapat Harian Syuriyah dan
Tanfidziyah membahas kelembagaan
Jam’iyah, pelaksanaan dan
pengembangan program Kerja.

Substansi
tetap, urutan
pasal berubah

Pasal 95

Pasal 93

(1) Rapat Harian Syuriyah dihadiri oleh
Pengurus Harian Syuriyah dan dapat
mengikutsertakan Mustasyar.

Substansi
tetap, urutan
pasal berubah

Pasal 96
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(2) Rapat Harian Syuriyah diadakan
sekurang - kurangnya 3 (tiga) bulan
sekali.

(3) Rapat Harian Syuriyah membahas
kelembagaan Jam’iyah, pelaksanaan
dan pengembangan program kerja.

Nahdlatul Ulama diperoleh dari:

a. uang pangkal adalah uang yang wajib
dibayar oleh seseorang pada saat
mendaftarkan diri menjadi anggota;

b. uang i’anah syahriyah adalah uang
yang wajib dibayar anggota setiap
bulan;

c. sumbangan adalah uang atau barang
yang berupa hibah, hadiah dan
sedekah yang diperoleh dari anggota
Nahdlatul Ulama dan/atau simpatisan
yang tidak bertentangan dengan
peraturan perundang - undangan;

d. wakaf yang diterima oleh
Perkumpulan/Jam’iyah Nahdlatul
Ulama; dan

e. usaha-usaha lain adalah badan-badan
usaha Nahdlatul Ulama dan/atau atas
kerjasama dengan pihak lain.

Pasal 94 Substansi Pasal 97
(1) Rapat Harian Tanfidziyah dihadiri tetap,  urutan
oleh Pengurus Harian Tanfidziyah. pasal berubah
(2) Rapat Harian Tanfidziyah diadakan
sekurang - kurangnya 2 (dua) bulan
sekali.
(3) Rapat Harian Tanfidziyah membahas
kelembagaan Jam’iyah, pelaksanaan
dan pengembangan program kerja
Pasal 95 Substansi Pasal 98
Rapat - rapat lain yang dianggap perlu tetap, urutan
adalah rapat - rapat yang diselenggarakan | pasal berubah
sewaktu waktu sesuai dengan kebutuhan.
Pasal 96 Substansi Pasal 99
Ketentuan lebih lanjut tentang rapat - tetap, urutan
rapat, akan diatur dalam Peraturan pasal berubah
Jam’iyah.
BAB XXV Substansi BAB XXVII
KEUANGAN DAN KEKAYAAN tetap, urutan KEUANGAN DAN
Pasal 97 bab dan pasal KEKAYAAN
Sumber keuangan dan kekayaan berubah Pasal 100
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Penambahan BAB XXVIII A

Badan Usaha dan
Tata Kelola Aset

Pasal 101A s.d. Pasal
101F ART

Pasal 101

(1) Badan Usaha
Milik Nahdlatul
Ulama adalah
badan usaha yang
didirikan oleh
Jam’iyah
Nahdlatul Ulama
dan/atau badan
hukum yang
seluruh atau
sebagian besar
kepemilikan,
pengendalian,
dan/atau manfaat
ekonominya
diperuntukkan
bagi Jam’iyah
Nahdlatul Ulama.

(2) Pembentukan,
perubahan bentuk,
penggabungan,
pengambilalihan,
kerja sama
strategis dan/atau
pembubaran
Badan Usaha
Milik Nahdlatul
Ulama ditetapkan
oleh Pengurus
Besar Nahdlatul
Ulama.

Pasal 102

(1) Seluruh saham,
penyertaan modal,
perizinan, konsesi,
hak atas kekayaan
intelektual,
dan/atau hak
ekonomi yang
diperoleh atas
nama Jam’iyah
Nahdlatul Ulama
atau karena
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kedudukan sebagai
pengurus wajib
dicatatkan sebagai
kekayaan
Jam’iyah
Nahdlatul Ulama.
(2) Kekayaan
sebagaimana
dimaksud pada
ayat (1) tidak
dapat dikuasai,
dialinkan, atau
dimanfaatkan
untuk kepentingan
pribadi, keluarga,
kelompok, atau
pihak lain di luar
kepentingan
Jam’iyah
Nahdlatul Ulama.
Pasal 103

Badan Usaha Milik
Nahdlatul Ulama
dikelola secara
profesional, amanah,
transparan, akuntabel,
dan berorientasi pada
kemaslahatan
Jam’iyah Nahdlatul
Ulama.

Pasal 104

Badan Usaha Milik
Nahdlatul Ulama
harus menyampaikan
laporan keuangan dan
Kinerja secara berkala
kepada Pengurus
Besar Nahdlatul
Ulama.

Pasal 105

Ketentuan lebih lanjut
mengenai tata kelola
badan usaha dan aset
Nahdlatul Ulama
diatur dalam Peraturan
Jam’iyah.

Pasal 98

(1) Kekayaan Nahdlatul Ulama dan
perangkat jam’iyahnya berupa dana,

Substansi
tetap, urutan
pasal berubah

Pasal 106
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harta benda bergerak dan/ atau harta
benda tidak bergerak harus dicatatkan
sebagai kekayaan Jam’iyah Nahdlatul
Ulama sesuai dengan standar
akuntansi yang berlaku umum.

(2) Perolehan, pengalihan, dan
pengelolaan kekayaan serta
penerimaan dan pengeluaran
keuangan Nahdlatul Ulama diaudit
setiap tahun oleh akuntan publik.

(3) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama
dapat memberikan kuasa atau
kewenangan secara tertulis kepada
Pengurus Wilayah, Pengurus Cabang,
Pengurus Cabang Istimewa, Majelis
Wakil Cabang, Lembaga, Badan
Otonom dan/ atau Badan Usaha Milik
Nahdlatul Ulama yang dibentuk
untuk melakukan penguasaan dan/
atau pengelolaan kekayaan baik
berupa harta benda bergerak dan/ atau
harta benda tidak bergerak.

(4) Segala kekayaan Nahdlatul Ulama
baik yang dimiliki atau dikuasakan
secara langsung atau tidak langsung
kepada Lembaga, Badan Khusus,
Badan Otonom, badan usaha atau
perorangan yang ditunjuk atau
dikuasakan oleh Pengurus Besar
Nahdlatul Ulama hanya dapat
dipergunakan untuk kepentingan dan
kemanfaatan Nahdlatul Ulama dan/
atau Perangkat Jam’iyahnya.

(5) Kekayaan Nahdlatul Ulama yang
berupa harta benda yang bergerak
dan/ atau harta benda yang tidak
bergerak tidak dapat dialihkan hak
kepemilikannya dan/ atau
menjaminkan kepada pihak lain
kecuali atas persetujuan Pengurus
Besar Nahdlatul Ulama.

(6) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama
tidak dapat mengalihkan harta benda
bergerak dan/ atau harta benda tidak
bergerak yang diperoleh atau yang
dibeli oleh Perangkat Jam’iyah
Nahdlatul Ulama tanpa persetujuan
pengurus perangkat Jam’iyah yang
bersangkutan.
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(7) Apabila karena satu dan lain hal
terjadi pembubaran atau penghapusan
Perangkat Jam’iyah Nahdlatul Ulama,
maka seluruh harta bendanya menjadi
milik Nahdlatul Ulama

Pasal 99 Substansi Pasal 107

(1) Uang pangkal dan uang i’anah tetap, urutan
syahriyah yang diterima dari anggota | pasal berubah
Nahdlatul Ulama, digunakan untuk
membiayai kegiatan Jam’iyah dan
dimanfaatkan dengan perimbangan
sebagai berikut:

a. 40% (empat puluh persen) untuk
membiayai kegiatan anak ranting;

b. 20% (dua puluh persen) untuk
membiayai kegiatan ranting;

c. 15% (lima belas persen) untuk
membiayai kegiatan wakil
cabang;

d. 10% (sepuluh persen) untuk
membiayai kegiatan cabang/
cabang istimewa;

e. 10% (sepuluh persen) untuk
membiayai kegiatan wilayah; dan

f. 5% (lima persen) untuk
membiayai kegiatan pusat.

(2) Uang dan barang yang berasal dari
sumbangan dan usaha-usaha lain
dipergunakan untuk kepentingan
Jam’iyah.

(3) Kekayaan Jam’iyah yang berupa
inventaris dan aset dipergunakan
untuk kepentingan Jam’iyah.

Pasal 100 Substansi Pasal 108
Ketentuan lebih lanjut tentang keuangan | tetap,  urutan
dan kekayaan, akan diatur dalam pasal berubah
Peraturan Jam’iyah.
BAB XXVI Substansi BAB XXIX
LAPORAN tetap, urutan LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN bab dan pasal | PERTANGGUNGJA
Pasal 101 berubah WABAN
(1) Pengurus Nahdlatul Ulama di setiap Pasal 109

tingkatan membuat laporan pertang
gungjawaban secara tertulis di akhir
masa khidmatnya yang disampaikan
dalam permusyawaratan tertinggi
pada tingkatannya.

(2) Laporan pertanggungjawaban
Pengurus Nahdlatul Ulama memuat:
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a. capaian pelaksanaan program
yang telah diamanatkan oleh
permusyawaratan tertinggi pada
tingkat annya;

b. pengembangan kelembagaan
Jam’iyah;

c. keuangan Jam’iyah; dan

d. inventaris dan aset Jam’iyah.

Pasal 102 Substansi Pasal 110
(1) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama tetap, urutan
menyampaikan laporan pasal berubah

perkembangan Jam’iyah secara
berkala dalam Musyawarah Nasional
Alim Ulama, Konferensi Besar, Rapat
Kerja dan Rapat Pleno.

(2) Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama
menyampaikan laporan
perkembangan Jam’iyah secara
berkala kepada:

a. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama;
dan

b. Musyawarah Kerja Wilayah dan
Rapat Pleno.

(3) Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama
menyampaikan laporan
perkembangan Jam’iyah secara
berkala kepada:

a. Pengurus Besar dan Pengurus
Wilayah Nahdlatul Ulama; dan

b. Musyawarah Kerja Cabang dan
Rapat Pleno.

(4) Majelis Wakil Cabang Nahdlatul
Ulama menyampaikan laporan
perkembangan Jam’iyah secara
berkala kepada:

a. Pengurus Wilayah dan Pengurus
Cabang Nahdlatul Ulama; dan

b. Musyawarah Kerja Wakil Cabang
dan Rapat Pleno.

(5) Pengurus Ranting Nahdlatul Ulama

menyampaikan laporan

perkembangan Jam’iyah secara
berkala kepada:

a. Pengurus Cabang dan Majelis
Wakil Cabang Nahdlatul Ulama;

b. Musyawarah Kerja Ranting dan
Rapat Pleno.

(6) Pengurus Anak Ranting Nahdlatul

Ulama menyampaikan laporan

perkembangan Jam’iyah secara
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berkala kepada Rapat Anggota,
Pengurus Ranting dan Majelis Wakil
Cabang Nahdlatul Ulama

Pasal 103 Substansi Pasal 111
Pengurus Lembaga dan Badan Otonom tetap, urutan
menyampaikan laporan pelaksanaan pasal berubah

program setiap akhir tahun kepada
Pengurus Nahdlatul Ulama pada
tingkatan masing masing

Pasal 104 Substansi Pasal 112
Ketentuan lebih lanjut tentang laporan tetap, urutan
pertanggungjawaban, akan diatur dalam | pasal berubah
Peraturan Jam’iyah.

BAB XXVII Substansi Pasal 113
TATA URUTAN PERATURAN tetap, urutan
Pasal 105 pasal berubah

Tata urutan peraturan di lingkungan

Nahdlatul Ulama:

Mugoddimah Qonun Asasi;

Anggaran Dasar;

Anggaran Rumah Tangga;

Peraturan Jam’iyah Nahdlatul

Ulama;

e. Peraturan Pengurus Besar Nahdlatul
Ulama;

f. Peraturan Pengurus Wilayah
Nahdlatul Ulama;

g. Peraturan Pengurus Cabang
Nahdlatul Ulama;

h. Peraturan Badan Otonom pada
masing-masing tingkatan; dan

i. Ketentuan Lembaga.

o0 o

Penambahan BAB XXX
KEDUDUKAN DAN
KEWENANGAN
MAJELIS TAHKIM
Pasal 114

(1) Majelis Tahkim
adalah perangkat
jam’iyah yang
dibentuk di tingkat
pusat.

(2) Majelis Tahkim
sebagaimana
dimaksud pada
ayat (1) bertugas
untuk
menyelesaikan
sengketa

Kamis — Senin, 27 — 31 Agustus 2026
Di PP Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang Jawa Timur

206




PENGURUS BESAR NAHDLATUL ULAMA

organisasi di
seluruh tingkatan.

(3) Majelis Tahkim
sebagaimana
dimaksud pada
ayat (1) berfungsi
memeriksa,
mengadili, dan
memutus sengketa
internal Jam’iyah
berdasarkan
Anggaran Dasar,
Anggaran Rumah
Tangga, Peraturan
Jam’iyah, dan
Peraturan PBNU

(4) Majelis Tahkim
berwenang
menangani:

a. Sengketa antar
fungsionaris;

b. Sengketa
mengenai
pelaksanaan
Anggaran
Dasar,
Anggaran
Rumah
Tangga,
Peraturan
Jam’iyah,
Peraturan
PBNU, atau
Keputusan
PBNU; dan

c. Pelanggaran
berat
sebagaimana
dimaksud pada
Pasal 74 ayat
).

(5) Keanggotaan
Majelis Tahkim
berjumlah 9 orang.

(6) Keputusan Majelis
Tahkim bersifat
final dan
mengikat.

(7) Ketentuan lebih
lanjut mengenai
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Majelis Tahkim

diatur dalam
Peraturan
Jam’iyah.
BAB XXVIII Perubahan BAB XXXI
KETENTUAN PERALIHAN KETENTUAN
Pasal 106 PERALIHAN
(1) Pengelolaan Jam’iyah dapat Pasal 115
dilakukan dengan memanfaatkan (1) Pada saat
teknologi informasi. Anggaran Rumah
(2) Dalam situasi tertentu, Jam’iyah Tangga mulai
Nahdlatul Ulama dapat berlaku, semua
memanfaatkan teknologi informasi Peraturan
untuk permusyawaratan dan Jam’iyah harus
pengambilan keputusan. disesuaikan
(3) Ketentuan lebih lanjut akan diatur dengan Anggaran
dalam Peraturan Jam’iyah. Rumah Tangga.
(2) Pada saat
Anggaran Rumah
Tangga mulai
berlaku, semua
Peraturan
Jam’iyah
dinyatakan masih
tetap berlaku
setelah dilakukan
ratifikasi
sepanjang tidak
bertentangan
dengan ketentuan
dalam Anggaran
Rumah Tangga.
BAB XXIX Substansi BAB XXXII
KETENTUAN PENUTUP tetap, urutan KETENTUAN
Pasal 107 bab dan pasal PENUTUP
(1) Segala sesuatu yang belum cukup berubah Pasal 116
diatur dalam Anggaran Rumah
Tangga ini diatur lebih lanjut dalam
Peraturan Jam’iyah Nahdlatul Ulama,
Peraturan Pengurus Besar Nahdlatul
Ulama dan/atau Surat Keputusan
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.
(2) Anggaran Rumah Tangga ini hanya
dapat diubah dalam Muktamar.
(3) Anggaran Rumah Tangga ini berlaku
sejak tanggal ditetapkan.
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MATERI KOMISI REKOMENDASI
MUKTAMAR KE-35 NAHDLATUL ULAMA

I. TATA KELOLA SUMBER DAYA ALAM, KEDAULATAN ENERGI DAN KETAHANAN
PANGAN

Konteks
Perubahan-perubahan geopolitik global yang terjadi di sejumlah belahan dunia tidak lepas

dari kepentingan untuk memperebutkan pengaruh penguasaan atas sumber daya alam, terutama
minyak. Di Balik perang berkepanjangan antara Rusia dan Ukraina, dan perang antara Iran dan
Amerika Serikat-Israel, juga tidak lepas dari kepentingan seperti itu, bertemunya antara
kepentingan geopolitik dan geoeckonomi. Sementara itu, kekuatan dunia tidak lepas dari kekuatan
hegemonik aliansi ekonomi global di bawah pimpinan Amerika Serikat yang bertumpu pada nilai
tukar dolar AS. Namun, di lain pihak, terdapat penguatan aliansi tandingan seperti perlawanan
Iran terhadap serangan Amerika-Israel. Kekuatan Iran ini, secara tidak langsung, didukung oleh
kekuatan global alternatif yang dimotori oleh China dan Rusia. Dua negara ini pada 2009
membentuk organisasi ekonomi dan geopolitik yang disebut BRIC (singkatan dari Brasil, Rusia,
India, Cina) dan setahun kemudian menjadi BRICS setelah masuknya Afrika Selatan. Mereka
hendak melepaskan diri dari ketergantungan pada dolar AS dan beralih khususnya ke Yuan, mata
uang China. Indonesia sendiri telah menjadi anggota resmi BRICS sejak 2025 lalu.

Indonesia sendiri dituntut untuk mengambil posisi menjaga independensi sesuai doktrin
kebijakan luar negeri bebas-aktif. Namun untuk mempertahankan doktrin dan prinsip bebas aktif
itu Indonesia juga menghadapi tantangan, yaitu memperkuat ekonomi domestik yang pada
kenyataannya masih memiliki ketergantungan pada sumber daya alam dan membangun ketahanan
energi dan pangan yang bersumber dari dalam negeri sendiri. Pemerintah Indonesia di bawah
presiden Prabowo Subianto sejuah ini telah berusaha berada di jalan tengah, mengambil posisi tidak
tergantung kepada salah satu aliansi dunia yang berseberangan, dan dalam waktu yang sama tetap
berhubungan baik dan bekerja sama dengan kedua aliansi tersebut sembari memperkuat kedaulatan
energi dan pangan yang bersumber dari dalam negeri.

Namun menjaga hubungan baik saja dengan kedua belah pihak tidaklah cukup melainkan
harus lebih aktif dan progresif dan jika mungkin ikut dalam kepemimpinan guna mencari jalan
keluar dan titik temu perdamaian dengan tetap mempertahankan independensi. Salah satu caranya
adalah dengan membangun tata kelola sumber daya alam secara mandiri dalam teknologi dan
sumber daya manusia serta memenuhi kebutuhan domestik dengan harga terjangkau sebelum
dialirkan berupa ekspor ke luar negeri dengan harga tinggi dan kompetitif. Hal ini dilandasi dan
berpedoman pada Konstitusi ayat 4 pasal 33 UUD 1945 yang berbunyi: ‘Perekonomian nasional
diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, -efisiensi
berkeadilan, berkelanjutan,  berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga
keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional’.

Pada kenyataannya hingga sekarang, kekayaan yang melimpah SDA Indonesia belum
sepenuhnya bermanfaat untuk kemakmuran rakyat. Yang lebih banyak menikmati kekayaan alam
Indonesia itu adalah sekelompok kecil konglomerat yang memiliki usaha-usaha di dalam
pengelolaan sumber daya alam dan berkolaborasi dengan kekuatan modal luar negeri dan bahkan
secara manipulatif dengan hanya menyisakan keuntungan untuk negara dan rakyat Indonesia
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sangat kecil. Hal itu disebabkan adanya kebocoran-kebocoran dan tata kelola yang buruk dan tidak
transparan.

Antara 1991 sampai 2024, wunder invoicing ekspor komoditas sumber daya alam strategis
mencapai US$ 908 milyar, suatu jumlah yang sangat besar (dalam kurs Rp 17.801 per US dollar
berarti 16.163,2 triliun rupiah). Di dalam proses pengelolaannya sendiri juga telah ditemukan
terjadinya praktik korupsi, rent-seeking, mulai dari pemberian ijin sampai adanya perlindungan
(backing) terhadap praktik illegal mining oleh oknum-oknum aparat. Kasus Tata Niaga Komoditas
Timah yang diduga telah merugikan Rp 300 triliun, merupakan contoh kasus praktik korupsi di
sektor tambang. Antara 2018-2026, terdapat dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang
(TPPU) terkait pengadaan pasokan batu bara untuk pembangkit listrik tenaga uap (PLTU),
merupakan contoh yang lain. Sekiranya, kebocoran-kebocoran di dalam pengelolaan sumber daya
alam itu bisa diatasi, kekayaan yang merupakan karunia Allah SWT itu bisa dimanfaatkan sebesar-
besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Di antara kekayaan alam sumber daya alam yang akan terus menjadi kebutuhan sehari-hari,
dan karena itu sangat strategis adalah terkait dengan sumber daya di bidang energi dan pangan.
Indonesia pernah menjadi salah satu negara penghasil besar energi alam dari fosil, seperti minyak
bumi, gas, dan batu bara. Tetapi, karena sifat energi demikian terkategori tidak terbarukan, potensi
besar itu semakin hari semakin berkurang. Kalau pada 1970an dan 1980an, Indonesia termasuk
negara pengekspor minyak dan gas bumi, dalam dekade-dekade belakangan ini Indonesia justru
menjadi pengimpor energi minyak bumi dan gas. Padahal, kebutuhan energi minyak bumi di
Indonesia sangat besar. Implikasinya, di dalam situasi tertentu, seperti adanya perang Amerika
Serikat dan Isracl melawan Iran, telah membuat terjadinya kelangkaan energi bersumber pada
minyak bumi dunia.

Di pihak lain, Indonesia juga memiliki potensi sumber energi yang terbarukan, seperti dari
panas matahari, air (hidro), panas bumi (geothermal), biomassa dan biofuel. Tetapi sumber energi
demikian masih belum dimanfaat dan dikelola secara baik. Konsekuensinya, ketergantungan
Indonesia akan energi pada negara lain, masih sangat besar. Per hari, Indonesia mengimpor 360.000
sampai 500.000 barel minyak mentah per hari, dan mengimpor LPG (Liguefied Petroleum Gas)
sekitar 7,8 juta ton per tahun. Dalam kondisi geopolitik yang tidak menentu dan adanya pelemahan
nilai rupiah, keadaan demikian semakin memberatkan pemerintah dan masyarakat.

Sementara itu, Indonesia juga mengalami paradoks di sektor pangan. Sebagai negara agraris
yang kaya sumber daya untuk pangan, Indonesia ternyata tidak mampu memenuhi kebutuhan
pangannya sendiri. Hal ini bukan hanya terjadi pada makanan-makanan yang menjadi bagian dari
kebiasaan baru, seperti makanan-makanan yang terbuat dari gandum yang memang tidak
diproduksi di Indonesia, tetapi juga untuk makanan yang selama ini menjadi bagian dari tradisi
bangsa Indonesia sendiri seperti nasi yang berbahan baku dari beras, dan tahu tempe yang terbuat
dari kedelai. Dalam waktu cukup lama, Indonesia pernah menjadi impor beras, kedelai, gula, dan
bahan-bahan makanan lainnya karena produksi yang ada tidak mampu mencukupi kebutuhan.

Upaya memiliki kemandirian di bidang energi dan pangan telah lama dicanangkan oleh
pemerintah Indonesia. Tetapi, yang telah mendekati kenyataan baru pada pemenuhan pangan dari
beras. Untuk kebutuhan pangan berbahan lain, seperti kedelai, apalagi gandum, masih jauh dari
kata adana kemandirian. Kemandirian di bidang energi juga masih jauh, meskipun sudah lama
disadari tentang pentingnya memiliki kemampuan lebih baik di dalam mengeksplorasi dan
mengeksploitasi sumber-sumber energi dari bahan fosil dan upaya mengembangkan sumber-
sumber energi terbarukan.
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Rekomendasi:

1. Pemerintah Indonesia harus melakukan evaluasi menyeluruh dan transparan terhadap tata kelola
energi dan pangan dengan berorientasi pada penciptaan sumber daya manusia domestik yang
kuat dan terampil serta mendorong inovasi teknologi dan rekayasa dalam negeri yang mendiri
serta memprioritaskan kebutuhan dalam negeri secara cukup dengan harga terjangkau. Tata
kelola itu, sekurang-kurangnya mencakup:

a. proses bisnis yang harus dilakukan secara transparan, efektif dan efisien, yang dimaksudkan
untuk kemakmuran dan kemashlahatan rakyat (umat);

b. pengelolaan dan pemanfaatan green energy dan rencwable energy, seperti panas bumi, angin,
matahari, dan air, pengelolaan dan pemanfaatan sampah melalui berbagai teknologi (tepat
guna) agar memiliki manfaat menjadi energi dan pupuk;

c. Pemanfaatan sumber-sumber alam tertentu yang tidak dimiliki oleh semua negara seperti
tanah jarang (rare earth element ) dan nikel, agar dilakukan oleh negara dan hasilnya
digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat; dan

d. Pengembangan Riset dan ckosistem yang terkait bidang sumber alam, energi dan pangan,
secara lebih terstruktur dan sistematis, yang melibatkan banyak swmkebolders, seperti
perguruan tinggi dan sektor industri, agar sumber daya yang ada dapat dimanfaatkan sebaik-
baiknya untuk kepentingan rakyat dan kemanusiaan. Untuk ini pemerintah dan sektor
industri harus mengalokasikan dana khusus untuk Research and Development (R&D)
terhadap lembaga-lembaga riset dan perguruan tinggi yang terkait.

2. Pemerintah harus memberi prioritas khusus pada penciptaan sumber daya manusia yang terdidik
dan terampil serta kreatif dan inovatif dalam memenuhi kebutuhan pengelolaan sumber daya
alam dan pengembangan kemandirian dan ketahanan pangan. Kreasi-kreasi teknologi dalam
negeri dan kerjasama luar negeri perlu didorong dan diberikan insentif dalam rangka memenuhi
kebutuhan pengelolaan sumber daya energi dan pangan. Untuk itu, langkah-langkah strategis
perlu dilakukan, beberapa di antaranya:

a. pengembangan sumber daya manusia yang berorientasi pada penciptaan SDM lokal yang
terampil, dan mampu menangkap sumber daya lokal seperti tanah jarang, penguatan

pendidikan STEAM bersifat inklusif,

b. Adanya pendidikan vokasi yang didasarkan pada analisis kebutuhan, berbasis potensi lokal,
dan tersedianya alat-alat dan laboratorium untuk praketek, serta adanya sinkronisasi antara
pemerintah pusat dan daerah, serta lintas kementerian.

3. Pemerintah harus lebih tegas di dalam menangani praktik korupsi (fraud) yang terjadi di dalam
pengelolaan sumber daya alam, energi dan pangan, agar pendapatan yang diperoleh dari sumber-
sumber kekayaan itu lebih maksimal, bersahabat dengan lingkungan dan berkelanjutan. Tanpa
penanganan korupsi yang tegas, kemanfaatan sumber daya alam yang ada hanya akan lebih
menguntungkan orang atau kelompok tertentu saja, dan bukannya untuk sebesar-besarnya bagi
kemakmuran rakyat.

4. Di dalam mewujudkan kemandirian di bidang energi dan pangan, pemerintah harus bersinergi
dengan berbagai stakeholders, membuat dan mengimplementasikan kebijakan-kebijakan yang
konsisten, terukur dan berkelanjutan di dalam memanfaatkan potensi besar yang dimiliki oleh
Indonesia.

5. Pemerintah secara khusus menjadikan kelompok-kelompok sosial, budaya dan keagamaan
sebagai bagian dari kreasi, pengembangan teknologi dan penciptaan tenaga kerja yang terampil
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dan kreatif, sehingga program tersebut dapat memaksimalkan potensi rakyat serta melibatkan
partisipasi masyarakat bawah secara luas.

6. Pemerintah harus melakukan perlindungan dan pengembangan keaneckaragaman kekayaan
sumber daya hayati lokal atau mega biodiversitas untuk mendorong terjadinya kedaulatan
pangan, melalui berbagai riset dan pengembangan, agar tingkat nilai dan kemanfaatannya lebih
besar.

LINGKUNGAN HIDUP DAN TEKNOLOGI TERBARUKAN
Konteks

Ancaman panas bumi dan perubahan iklim dalam dekade-dekade belakangan semakin
nyata. Pada musim panas 2026 ini, misalnya, ribuan orang di Eropa meninggal disebabkan karena
cuaca panas ekstrim yang diduga kuat bersumber dari perubahan iklim dan gelombang panas
bumi yang meningkat. Saat ini dunia tengah menghadapi krisis lingkungan hidup yang serius.
Flashback ke belakang, sepanjang 2021-2025 merupakan rentang waktu pecahnya rekor suhu
dunia terpanas sepanjang sejarah kehidupan manusia sebagai dampak dari perubahan iklim. Hal
ini dipicu oleh tingkat tertinggi emisi karbon global yang mencapai miliaran ton per tahun akibat
pembakaran bahan bakar fosil dan deforestasi.

Situasi seperti itu telah memicu cuaca ekstrem dan bencana. Sekitar 90% populasi dunia
minimal dalam satu dasawarsa terakhir terpapar minimal satu bentuk bencana akibat iklim:
gelombang panas, kekeringan, banjir, longsor, banjir bandang dan lainnya. Bencana ekologis
semakin naik trennya baik dari sisi intensitas kejadian maupun besarnya dampak yang
ditimbulkan. Bencana hidrometeorologis yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera
Barat pada akhir November 2025, menjadi bukti dari dampak kerusakan lingkungan hidup yang
masif di kawasan tersebut. Bencana di kawasan tersebut mengakibatkan 1.207 orang meninggal
dunia dan menimbulkan kerusakan fisik yang sangat masif.

Pertumbuhan populasi, percepatan urbanisasi, dan pola konsumsi modern atau tidak
bertanggung jawab menimbulkan krisis sampah. Saat ini, secara global lebih dari 2 (dua) miliar
ton sampah padat perkotaan diproduksi setiap tahun, dan menyisakan setidaknya 33% yang tidak
dikelola dengan baik dan merusak lingkungan. Indonesia menghasilkan sekitar 141.000 ton
sampah setiap hari dan sebagian besar berasal dari rumah tangga. Hingga saat ini sekitar 75% atau
setara dengan 109.053 ton sampah per hari di Indonesia tidak tertangani atau belum dikelola
dengan baik.

Hingga saat ini, kesadaran sebagian besar masyarakat untuk mengurangi sampah masih
minim. Terbukti dari minimnya pemilahan sampah dan masih menganut pola tradisional
"kumpul-buang-angkut”, dan membuang sampah secara sembarangan. Di sisi lain, alokasi
anggaran pemerintah khususnya pemerintah daerah untuk pengelolaan sampah masih terbatas
(rata-rata 0,4% dari total APB) dan jauh dari ideal. Akibatnya, semakin banyak TPA (Tempat
Pemrosesan Akhir) yang kelebihan muatan (overload) lalu berubah menjadi sistem pembuangan
terbuka (open dumping) yang mencemari lingkungan sekitarnya. Bahkan saat ini di banyak daerah
banyak TPA yang ditutup karena sudah overload.

Selain mencemari lingkungan (air, tanah dan udara) timbunan sampah terutama organik
melepaskan gas metana (CH_4) yang memicu pemanasan global lebih kuat dibandingkan karbon
dioksida. Sampah juga berdampak terhadap kesehatan mulai dari penyakit menular (karena vektor)
maupun saluran pernafasan hingga paru-paru. Selain itu, polusi dan degradasi lingkungan akibat
krisis sampah juga menimbulkan kerugian ekonomi yang besar.
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Deforestasi (penghilangan atau penggundulan tutupan hutan secara permanen untuk
dialihfungsikan menjadi lahan non-hutan) merupakan salah satu bentuk krisis lingkungan hidup
yang mengkhawatirkan. Menurut data PBB dan berbagai pihak, meskipun menurun
dibandingkan era 1990-an hingga 2000-an yang mencapai 17,6 juta hektar per tahun, tetapi laju
deforestasi atau hilangnya tutupan hutan akibat alih fungsi lahan untuk pertanian, peternakan,
dan infrastruktur saat ini masih tinggi yaitu 10 juta hektar per tahun.

Menurut riset terbaru, angka deforestasi netto Indonesia pada 2025 mencapai 433.751
hektar. Angka ini melonjak tajam sekitar 66% dibandingkan 2024 yang tercatat seluas 261.575
hekrar. Krisis air bersih juga telah terjadi secara global. Menurut data PBB, diperkirakan 2,2 miliar
orang tidak memiliki akses ke air minum yang aman, dan 703 juta orang kekurangan akses
terhadap air bersih. Dengan kata lain, sekitar 1 dari 11 orang di seluruh dunia tidak memiliki
akses ke air bersih. Menurut data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), sepanjang
2025 lebih dari 11 juta jiwa penduduk Indonesia terdampak langsung kekeringan dan krisis air
bersih. Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Nusa Tenggara Timur menjadi wilayah paling terdampak.

Krisis air bersih dipicu oleh kerusakan lingkungan hidup khususnya deforestasi dan
perubahan iklim, pertumbuhan populasi yang menyebabkan menipisnya cadangan air tanah, dan
pencemaran lingkungan khususnya pada sumber-sumber air menyebabkan menipisnya
ketersediaan air bersih dan layak konsumsi.

Krisis air bersih berdampak tidak hanya pada keschatan, tetapi juga ekonomi dan bahkan
dapat memicu konflik sosial. Di sektor kesehatan, krisis air bersih memicu dampak adanya
peningkatan kasus diare dan penyakit kulit, kemudian penyebaran penyakit menular akibat
sanitasi yang buruk, gangguan pencernaan, hingga ancaman malnutrisi atau stunting. Dampak
krisis air terhadap sektor ekonomi terjadi di antaranya di bidang pertanian yang mengalami
kerugian besar. Produksi padi di wilayah Jawa Timur menurun hingga 15% akibat kekurangan
pasokan air, sementara industri makanan dan minuman harus menanggung biaya tambahan
untuk suplai air bersih. Selain itu, potensi konflik sosial akibat krisis air terjadi di beberapa daerah
di mana warga beberapa kali terlibat sengketa penggunaan air antara petani dan korporasi atau
perusahaan air minum.

Untuk mencegah krisis lingkungan hidup menjadi lebih parah, juga untuk melindungi
sumber kehidupan dasar (udara bersih, air, dan pangan), serta menjamin masa depan kehidupan
bagi generasi yang akan datang, aksi lingkungan dan aksi iklim harus dilakukan. Aksi tersebut
tidak saja harus dilakukan secara masif, tetapi juga harus terukur dan berdampak luas khususnya
bagi masyarakat di tingkat tapak dan secara lebih khusus kelompok rentan/berisiko ~ di antaranya
fakir-miskin, di kawasan pesisir, komunitas adat, anak-anak, perempuan dan ibu hamil,
penyandang disabilitas dan lanjut usia.

Rekomendasi:

1. Pemerintah harus konsisten menerapkan strategi dan kebijakan pembangunan yang ramah
lingkungan dan berkelanjutan dengan menyeimbangkan kepentingan ekonomi, sosial,

lingkungan dan penegakan hukum, adil.

2. Pemerintah harus konsisten dalam melaksanakan seluruh komitmen terkait pelestarian
lingkungan hidup dan pengendalian perubahan iklim dengan spirit peningkatan resiliensi
masyarakat sebagai wujud dari upaya pemerintah untuk melindungi seluruh lapisan dan
kelompok masyarakat termasuk kelompok rentan/berisiko seperti anak-anak, perempuan dan
ibu hamil, penyandang disabilitas dan lanjut usia. Selain itu, pelaksanaan komitmen tersebut
juga untuk kehidupan yang lebih baik bagi generasi masa depan juga harus menjadi
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3. Pemerintah harus mengendalikan pemberian izin pemanfaatan sumber daya alam yang
berpotensi merusak lingkungan. Pemerintah juga harus bertindak tegas dengan menghukum
siapapun termasuk perusahaan yang telah merusak lingkungan. Karena setiap tindakan yang
mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup adalah pelanggaran terthadap maqashid asy-
Syariah sehingga dapat dianggap sebagai penistaan terhadap agama.

4. Pemerintah harus memperkuat keterlibatan seluruh komponen masyarakat termasuk
masyarakat adat dengan menitikberatkan pada peningkatan dan penguatan aksi pelestarian
lingkungan hidup dan mengatasi perubahan iklim di antaranya konservasi lingkungan,
konservasi dan transisi energi, konservasi air, dan lain-lain) dengan mempertimbangkan
manfaat ekonomi yang akan diperoleh masyarakat.

5. Pemerintah bersama-sama seluruh kekuatan masyarakat harus mengembangkan dan
menggunakan teknologi tepat guna dalam mengatasi krisis sampah dan krisis air bersih agar
upaya mengatasi masalah sampah dan air bersih dapat dilakukan secara terstruktur dan masif,
berbiaya murah, berkelanjutan dan ramah lingkungan.

6. Pemerintah secara khusus harus melakukan pemulihan daerah-daerah terdampak bencana
ckologis secara serius khususnya di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat dengan
membangun kembali kehidupan yang lebih baik, aman dan tangguh (build back better and
safer) bagi masyarakat terdampak bencana di kawasan tersebut mencakup perbaikan fasilitas
fisik, pemulihan ekonomi, dukungan psikososial serta pengurangan risiko bencana
berkelanjutan untuk mencegah kondisi serupa di masa yang akan datang.

PENGUATAN PERAN AGAMA DAN MASYARAKAT DALAM PERDAMAIAN DUNIA
Konteks:

Serangan aliansi Amerika-Israel kepada Iran di satu pihak dan perlawanan Iran yang mampu
merepotkan dan bahkan memenangkan strategi serangan di lain pihak menandai pergeseran
geopolitik global dalam berbagai aspek penting diantaranya adalah munculnya kekuatan alternatif
dunia. Iran yang dibantu secara tidak langsung oleh kekuatan global lainnya, yaitu China dan Rusia,
mendapat simpati dari masyarakat hampir seluruh dunia atas perlawanannya.

Belakangan muncul pula gagasan dan kecenderungan terbentuknya aliansi keamanan, semacam
NATO, yang terdiri dari negara-negara Islam seperti Pakistan, Mesir, Turki, dan Arab Saudi yang
bukan tidak mungkin akan menarik negara-negara yang semula di bawah perlindungan AS seperti
UAE, Qatar, Bahrain dan Kuwait yang hendak melepaskan ketergantungan keamanan kepada AS
untuk bergabung. Dalam waktu yang sama negara-negara anggota NATO di Eropa dan Kanada
mengambil jarak dalam serangan aliansi AS-Israel terhadap Iran tersebut.

Namun yang paling mencemaskan adalah diam-diam motivasi dari serangan AS-Israel terhadap
Iran tersebut bukan hanya dimotivasi oleh strategi ekonomi dan keinginan penguasaan minyak di
Iran yang menjadi sumber energi utama dunia atau geockonomi melainkan motivasi agama dan
paham sekte tertentu dalam serangan tersebut.

Sebuah investigasi yang dilakukan oleh 7he Guardian dan Al Jazeera® menunjukkan bahwa sekte
dimana menteri pertahanan atau menteri perang AS Pete Hegseth berasal dari sebuah sekte

57 Julia Carrie Wong, 2025. “’Pete Hegseth’s holy war: the militant Christian theology animating the US
attack on Iran.” The Guardian, https://www.theguardian.com/us-news/ng-interactive/2026/apr/10/pete-
hegseth-christianity-iran-war-crusade. “Simon Tisdall, 2026. “As Team Trump wage unceasing war on
Iran, evangelical nationalists are destroying any moral world order we once had.” The Guardian
https://www.theguardian.com/commentisfree/2026/apr/04/donald-trump-iran-war-evangelical-
nationalists-moral-world-order-pete-hegseth. Riaz Khokhar, 2026. “The US-Israel war on Iran is shaped
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evangelis dengan ideologi Kristen Nasionalis yang ekstrim beraliansi dengan agenda ideologi
Zionisme Israel yang mengedepankan Supremasi Yahudi dan Kulit Putih melatarbelakangi serangan
tersebut. Pemecatan sejumlah jenderal dan petinggi Pentagon sepanjang perang dengan Iran,
menurut the Guardian, ikut memperkuat dominasi sekte tersebut dalam organisasi Pentagon.
Strategi dan bellied Peter Hegseth tersebut selalu didukung oleh presiden AS Donald Trump dan
wakil presiden JD Vance serta perdana menteri Israel Benjamin Netanyahu.

Dengan demikian, patut diduga dengan kuat baik aliansi AS-Israel menang maupun kalah dalam
perang melawan Iran akan memperkuat tersebarnya motivasi agama yang berbasis pada rasisme
Yahudi dan Kulit Putih serta sekte keagamaan evangelis dan zionisme tersebut. Di sisi lain aliansi
negara-negara Islam yang berorientasi pada keamanan dan pertahanan akan menjadikan ideologi
agama sebagai basis berhadapan dengan ideologi agama lain tersebut meskipun yang disebut
terakhir ini belum menunjukkan akar sentimen keagamaan sebagai basis permusuhan. Dukungan
China dan Rusia sebagai negara besar yang netral agama dan spiritualitas di dalam negeri dan tentu
saja menghormati basis spiritualitas dan agama di Iran serta aliansi negara-negara Islam
memperkuat asumsi itu.

Dengan demikian ada kecenderungan kuat terjadinya polarisasi global yang bersifat baru dimana
agama dan rasisme sebagai basis ideologi. Jika basis ideologi agama eksklusif dan rasisme ini terus
memperkuat diri dan tersebar secara global maka situasi global ke depan mungkin lebih
mengancam kemanusiaan daripada situasi kini dan sebelumnya. Gerakan ekstrimisme dan
kekerasan berbasis agama dan rasisme dikhawatirkan lebih kuat akan melanda dunia global
daripada sebelumnya.

Indonesia dan Asia Tenggara pada umumnya yang plural dari segi agama, etnis dan ras yang
memiliki sejarah panjang karakter spiritual mengembangkan visi dan praktik inklusif, toleran dan
setara. Sementara itu, Indonesia yang menjadi mayoritas penduduk di Asia Tenggara dan
didominasi oleh Islam Nusantara yang berwatak inklusif, toleransi dan setara tersebut dalam wakeu
yang cukup lama lebih dari setengah abad telah mempelopori pendekatan soft power dalam
diplomasi internasional ketimbang hard power dimana Islam Nusantara sebagai basis dalam usaha
mempengaruhi dunia dalam arah peradaban yang lebih manusiawi dan saling respek antar
peradaban guna menciptakan perdamaian.

Doktrin yang menunjukkan inklusivitas dan saling respek seperti ukhuwah islamiyah (persaudaraan
sesama muslim), ukhuwah wathaniyah (persaudaraan sesama bangsa, bukan hanya nasional
melainkan juga regional) serta ukhuwah basyariyah (kemanusiaan global) yang berbasis pada
ideologi negara Pancasila sudah menjadi doktrin dan cara pandang klasik dan mapan bukan hanya
di Indonesia melainkan di dunia Islam dan dunia global. Indonesia telah dilihat dan
dipertimbangakan sebagai bangsa yang memiliki potensi untuk menghidupkan kembali
spiritualitas dan agama sebagai pendekatan peradaban manusiawi.

Di sisi lain, terbangunnya aliansi baru berbasis Islam berhadapan dengan aliansi kristen evangelis
dan zionisme meskipun tampak terjadi keseimbangan kekuatan karena munculnya keseimbangan
baru namun hal itu telah menampakkan nafsu dorongan lahirnya perlombaan senjata yang berbasis
pada teknologi canggih dan bahkan teknologi digital di masing-masing pihak. Skenario akhir dari
kecenderungan ini bukan tidak mungkin adalah musnahnya umat manusia. Sambari mencermati
pergeseran menuju keseimbangan geopolitik dan mencegah nafsu perlombaan senjata dengan

by religion as much as strategy.” Al Jazeera, https://www.aljazeera.com/opinions/2026/3/17/the-us-israel-
war-on-iran-is-shaped-by-religion-as-much-as-strategy.
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teknologi canggih digital maka pendekatan spiritual dan agama dan masyarakat sipil yang berwatak

inklusif, toleran dan setara perlu didesakkan dalam skala global.

Dalam hal ini Pemerintah Indonesia juga diharapkan membangun aliansi dengan wilayah regional

lain dalam mengusung spiritualitas dan agama untuk perdamaian dalam perspektif global selatan

(global south) seperti negara-negara dragon yang berbasis pada spiritual konfusianisme di Asia Timur

dan wilayah Afrika yang plural serta India yang mayoritas Hindu. Dengan demikian akan menjadi

kekuatan baru yang neutral dan kuat layaknya Konferensi Asia Afrika.

Rekomendasi

1.

218

Pemerintah harus meningkatkan peran konkret dalam menciptakan perdamaian dunia dengan
mengambil posisi bebas aktif yang dinamis, dengan cara pengonsolidasian kembali kekuatan
diplomasi soft power yang berbasis pada spiritualitas dan nilai-nilai Islam Nusantara. Karakter
Islam Nusantara yang inklusif, toleran, dan menjunjung kesetaraan harus dijadikan posisi tawar
(bargaining position) yang kokoh di tengah perubahan politik global yang saat ini cenderung
mengedepankan perlombaan senjata. Nilai spiritual yang inklusif ini sekaligus menjadi senjata
ideologis untuk melawan arus radikalisme transnasional, terutama untuk meng-counter narasi
Zionisme di tingkat global yang merusak keadilan geopolitik, serta membendung doktrin Takfiri
di tingkat domestik yang kerap memicu sentimen, permusuhan, dan kekerasan berkedok agama.

. Pemerintah harus memperluas area diplomasi Indonesia, tidak hanya terpaku pada jalur formal

antar-negara (state-to-state), melainkan diperkuat melalui diplomasi kebudayaan yang
melibatkan masyarakat (people-to-people diplomacy). Untuk ini, pemerintah wajib melibatkan
organisasi masyarakat (Ormas), seperti organisasi keagamaan, secara aktif guna mendorong
kemitraan yang lebih berkesinambungan dan organik antara bangsa Indonesia dengan bangsa-
bangsa lain di dunia. Komunikasi dan diplomasi yang dibangun harus mengedepankan narasi
yang konstruktif dan positif guna membangun kepercayaan internasional.

. Pemerintah harus mengambil inisiatif untuk membangun kembali aliansi Global Selatan (Global

South Alliance) layaknya spirit Konferensi Asia Afrika (KAA) masa lalu untuk memperjuangkan
tatanan dunia yang setara, dengan memasukkan dimensi spiritualitas dan agama yang inklusif,
toleran, dan setara. Demi memberikan dampak yang pragmatis dan nyata, aliansi moral ini harus
dikonsolidasikan dan disinkronkan dengan aliansi ekonomi, keuangan, dan politik global yang
sudah terbentuk sebelumnya, seperti BRICS.

. Pemerintah harus memfasilitasi, mengadopsi, dan mengoptimalkan praktik dialog dan

diplomasi global yang selama ini dipraktikkan organisasi keagamaan. Nahdlatul Ulama,
misalnya, secara konsisten telah mempraktikkan dialog dan diplomasi global yang diakui dunia,
mulai dari rekam jejak sejarah seperti Komite Hijaz, Konferensi Islam Asia Afrika (KIAA),
International Conference of Islamic Scholars (1CIS), International Summit of the Moderate Islamic
Leaders ISOMIL), Diplomasi Afghanistan, hingga forum R-20 (Religion 20) adalah bukti nyata.

. Pemerintah perlu melakukan kampanye besar-besaran secara nasional, regional, maupun

internasional mengenai karakteristik keberagaman Indonesia yang damai sebagai proposal
mewujudkan perdamaian dunia. Strategi ini dilakukan dengan mengerahkan seluruh sumber
daya manusia dan kelembagaan yang ada, mulai dari kementerian terkait, jaringan perguruan
tinggi, lembaga pesantren, hingga organisasi kemasyarakatan sebagai garda depan penyebar
narasi perdamaian.

. Pemerintah perlu secara sengaja (by intention) dan terencana memfasilitasi dialog antarpihak

yang bertikai di panggung dunia dengan melibatkan tokoh masyarakat, pakar, dan diplomat
senior. Untuk mengakselerasi hal ini, perlu dibentuk Tim Zask Force (Gugus Tugas) khusus.
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Namun, agar diplomasi luar negeri ini dihormati, stabilitas dan keamanan dalam negeri wajib
dijaga scketat mungkin. Pemerintah harus secara tegas memitigasi dan menekan munculnya
kembali gerakan ekstremisme, dan memastikan masyarakat memiliki pemahaman yang clear
mengenai ketidakadilan geopolitik akibat Zionisme, schingga tidak terjadi bias informasi.
Mensterilkan ruang publik dan institusi pendidikan dari penyebaran paham takfiri yang gemar
mengeksklusi dan mengafirkan kelompok lain, karena paham inilah yang menjadi akar internal
dari perpecahan bangsa dan kekerasan berbasis agama.

IV. PERBAIKAN TATA KELOLA PENDIDIKAN DAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN
GURU/DOSEN UNTUK MEWUJUDKAN PENDIDIKAN BERKUALITAS DAN
BERKEADILAN

Konteks:
Pendidikan adalah hak dasar yang dijamin oleh konstitusi UUD 1945. Dalam Pasal 28C

(ayat 1) disebutkan bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan
kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu
pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi
kesejahteraan umat manusia. Bahkan Pasal 31 memberikan amanat kepada negara untuk
membiayai pendidikan dasar seluruh warga negara Indonesia. Pendidikan nasional ditujukan untuk
meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan
bangsa. Berdasarkan UUD tersebut, Nahdlatul Ulama berpandangan bahwa pendidikan
merupakan instrumen utama untuk mewujudkan keadilan sosial (a/-#dalah), meningkatkan

kualitas hidup rakyat, serta mewujudkan bangsa yang berakhlak mulia yang bersumber dari
keimanan dan ketakwaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah S.W.T.

Namun demikian, pendidikan nasional menghadapi sejumlah masalah serius yang harus
segera dibenahi. Kesenjangan mutu pendidikan antarwilayah, antarstatus sosial ekonomi, serta
antara sckolah negeri dan swasta masih sangat tinggi. Pertumbuhan jumlah satuan pendidikan di
sejumlah wilayah tidak selalu didasarkan pada analisis kebutuhan, proyeksi demografi, pemerataan
layanan, maupun daya dukung penyelenggaraan pendidikan. Akibatnya, di sebagian daerah terjadi
kelebihan kapasitas lembaga pendidikan yang diikuti dengan rendahnya jumlah peserta didik,
persaingan yang kurang schat, serta menurunnya efisiensi penyelenggaraan pendidikan. Di sisi lain,
di berbagai daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), masyarakat masih menghadapi
keterbatasan akses terhadap guru berkualitas, sarana pembelajaran, laboratorium, perpustakaan,
serta teknologi digital.

Pada jenjang pendidikan tinggi, orientasi kelembagaan yang semakin bergantung pada
penerimaan mahasiswa dan pembiayaan mandiri berpotensi mendorong komersialisasi pendidikan
yang semakin kuat. Kondisi tersebut mengurangi akses kelompok miskin terhadap pendidikan
berkualitas serta berpotensi memperlebar kesenjangan sosial. Guru/Dosen sebagai aktor utama
pendidikan sampai saat ini menghadapi sejumlah masalah seperti ketimpangan kesejahteraan antara
ASN dan non-ASN, masih besarnya jumlah guru honorer dengan penghasilan di bawah standar
hidup layak, distribusi guru berkualitas yang tidak merata, beban administrasi yang tinggi,
rendahnya dukungan terhadap peningkatan kompetensi berkelanjutan, dan lain sebagainya.

Skema pembiayaan pendidikan masih lebih banyak menggunakan pendekatan administratif
dibandingkan kebutuhan riil masing-masing satuan pendidikan. Sekolah dan perguruan tinggi
yang melayani kelompok miskin maupun wilayah tertinggal belum memperoleh afirmasi
pembiayaan yang memadai. Sebaliknya, lembaga pendidikan yang memiliki kemampuan finansial
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tinggi sering kali memperoleh dukungan yang relatif sama. Di saat yang sama, pendidikan
kedinasan yang ditujukan untuk pemenuhan kebutuhan pengembangan sumber daya aparatur
negara juga dihitung dalam mandatory spending anggaran pendidikan sebesar 20%. Kondisi
tersebut berpotensi mengurangi ruang fiskal yang seharusnya dapat digunakan untuk memperluas
akses pendidikan, meningkatkan mutu sekolah, madrasah, pesantren, dan perguruan tinggi,
memperkuat kesejahteraan guru dan dosen, serta memberikan afirmasi kepada peserta didik dari
keluarga kurang mampu

Dengan memerhatikan problem krusial di atas, Nahdlatul Ulama berpandangan perlunya
perbaikan menyeluruh, dari hulu ke hilir, pusat dan daerah, melalui berbagai kebijakan yang
berkeadilan sebagaimana yang diamanatkan oleh UUD 1945 serta memastikan implementasinya
di lapangan selaras dengan amanat tersebut. Karena itu, pendidikan perlu diposisikan sebagai hal
yang sangat strategis nasional berdasarkan data dan kebutuhan, bukan dalam bingkai kebijakan
politik jangka pendek. Dengan menjadikan pendidikan sebagai public good yang asasi, maka
perbaikan pendidikan dapat dilakukan secara komprehensif.

Rekomendasi

1. Pemerintah wajib menjadikan pendidikan sebagai hak konstitusional seluruh warga negara,
termasuk kelompok disabilitas, melalui penguatan peran negara dalam pembiayaan pendidikan
sechingga dapat mengurangi beban biaya masyarakat melalui peningkatan subsidi pendidikan,
pengendalian  komersialisasi  pendidikan, penguatan sekolah/madrasah  negeri dan
sekolah/madrasah swasta yang melayani masyarakat luas, dan perluasan bantuan pendidikan
berbasis kebutuhan.

2. Pemerintah wajib melakukan reformasi pendanaan pendidikan melalui pendekatan didasarkan
pada kebutuhan dasar yang riil (need-based funding) secara berkeadilan, afirmasi lembaga
pendidikan di wilayah 3T, afirmasi seckolah/madrasah swasta, afirmasi lembaga pendidikan
berbasis masyarakat, serta afirmasi peserta didik dari keluarga miskin;

3. Pemerintah wajib memberikan perlakuan yang lebih adil kepada sekolah, madrasah, pesantren,
dan perguruan tinggi swasta yang selama ini menjadi mitra strategis pemerintah dalam
menyediakan layanan pendidikan, melalui bantuan operasional yang lebih proporsional,
bantuan sarana prasarana, hibah pengembangan mutu, subsidi guru dan dosen, penugasan
guru/dosen ASN untuk lembaga pendidikan swasta, dukungan transformasi digital, serta
kesempatan di dalam menerima peserta didik sebagaimana di lembaga pendidikan yang dimiliki
oleh pemerintah

4. Pemerintah wajib melakukan perbaikan tata kelola guru/dosen secara menyeluruh melalui
penyelesaian status guru honorer menjadi guru Aparatur Sipil Negara (ASN), pemerataan
distribusi guru berkualitas, penyederhanaan administrasi pembelajaran, penyempurnaan sistem
sertifikasi, penguatan pengembangan profesi berkelanjutan, dan digitalisasi administrasi

pendidikan.

5. Pemerintah wajib memastikan bahwa seluruh guru/dosen memperoleh penghasilan yang layak
melalui standar penghasilan minimum nasional bagi guru/dosen, peningkatan tunjangan profesi;
afirmasi guru/dosen di daerah terpencil, perlindungan sosial yang komprehensif, dan kepastian
jenjang karir guru/dosen.

6. Pemerintah wajib memperketat pemberian izin pendirian sekolah/ madrasah dan Perguruan
Tinggi dengan merujuk pada prinsip kebutuhan, pemerataan, mutu, relevansi, dan
keberlanjutan. Sementara itu, pemerintah perlu menerapkan kebijakan afirmatif dan asimetris
dengan mempermudah pendirian satuan pendidikan di wilayah 3T, daerah dengan Angka
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Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) yang masih rendah, atau wilayah
yang belum terlayani secara memadai. Pada saat yang sama, Pemerintah juga wajib berfokus
pada peningkatan mutu lembaga pendidikan yang sudah ada.

7. Pemerintah wajib menata kembali klasifikasi anggaran pendidikan dengan menempatkan
pembiayaan pendidikan kedinasan sebagai bagian dari belanja pengembangan sumber daya
aparatur pada kementerian/lembaga terkait, bukan menjadi bagian dari mandatory spending
anggaran pendidikan sebesar 20%, schingga anggaran pendidikan 20% dapat benar-benar
digunakan untuk memperluas akses, meningkatkan mutu, pemerataan, dan kesejahteraan
pendidik pada pendidikan umum, pendidikan keagamaan, pendidikan vokasi, dan pendidikan

tinggi yang melayani hak konstitusional seluruh warga negara.

V. PEMBERDAYAAN EKONOMI RAKYAT MELALUI KOPERASI BERBASIS KOMUNITAS
YANG INKLUSIF & BERDAYA SAING

Konteks

Konstitusi menempatkan koperasi sebagai soko guru perekonomian nasional. Namun, dalam
praktiknya koperasi belum berkembang sebagai kekuatan utama dalam menggerakkan ekonomi
masyarakat. Kontribusi koperasi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), penciptaan lapangan
kerja, serta penguatan rantai nilai nasional masih relatif kecil dibandingkan potensi ekonomi
masyarakat Indonesia. Sebagian besar pelaku UMKM masih beroperasi secara individual sehingga
memiliki posisi tawar yang lemah terhadap pasar, lembaga keuangan, maupun rantai pasok industri.

Program prioritas pemerintah terkait koperasi yang diberi nama Koperasi Desa Merah Putih
merupakan inisiatif untuk memperkuat desa, memperpendek rantai distribusi, meningkatkan
kesejahteraan masyarakat serta mewujudkan kemandirian ekonomi bangsa. Namun demikian,
keberhasilan program prioritas tersebut tidak cukup diukur dari jumlah koperasi yang dibentuk,
melainkan dari kemampuannya tumbuh sebagai lembaga ckonomi yang sechat, profesional,
produktif, akuntabel, dan mampu memberikan manfaat nyata bagi anggota dan masyarakat.

Keberhasilan tersebut hanya dapat dicapai apabila koperasi dibangun di atas nilai-nilai
Mabadi' Khaira Ummah, yaitu kejujuran (ash-shidg), amanah dan menepati komitmen (al-amainah
wa al-wafi' bi al-'abd), keadilan (al-'adalah), gotong royong (at-ra'Gwun), dan konsistensi (a/-
istigamah). Nilai-nilai tersebut merupakan prasyarat bagi terwujudnya tata kelola koperasi yang
dipercaya masyarakat, berkeadilan, serta mampu tumbubh secara berkelanjutan

Karena itu, pendekatan yang digunakan tidak boleh hanya berorientasi pada pembentukan
kelembagaan secara administratif dan bersifat zop-down. Dalam banyak kasus, koperasi dibentuk
sebagai instrumen program pemerintah, bukan sebagai manifestasi kebutuhan, aspirasi, dan
partisipasi nyata masyarakat. Akibatnya, koperasi berisiko menjadi lembaga formal yang kurang
memiliki akar sosial, tingkat partisipasi anggota yang rendah, serta keberlanjutan usaha yang lemah.

Di sisi lain, desa sesungguhnya memiliki modal sosial dan ekonomi yang beragam dalam
bentuk komunitas-komunitas masyarakat yang telah lebih dahulu tumbuh dan berkembang,
termasuk pesantren, kelompok tani, nelayan, pelaku UMKM, majelis taklim, komunitas
perempuan, dan berbagai bentuk organisasi ekonomi rakyat lainnya. Sayangnya, berbagai entitas
tersebut belum sepenuhnya ditempatkan sebagai bagian integral dalam ekosistem Koperasi Desa
Merah Putih. Padahal, banyak koperasi yang telah eksis dan memiliki rekam jejak usaha, jaringan
anggota, serta tingkat kepercayaan masyarakat yang tinggi, termasuk koperasi pesantren yang
selama ini berperan dalam mendukung kemandirian ekonomi umat.
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Permasalahan lainnya adalah potensi tumpang tindih kelembagaan dan inefisiensi sumber
daya akibat pembentukan koperasi baru tanpa mempertimbangkan keberadaan koperasi yang telah
berjalan. Pendekatan yang berorientasi pada pendirian koperasi baru berisiko mengabaikan
kebutuhan perbaikan tata kelola, penguatan kapasitas usaha, digitalisasi, akses permodalan, dan
pengembangan jaringan pasar bagi koperasi yang sudah ada. Akibatnya, energi dan sumber daya
yang tersedia lebih banyak digunakan untuk membangun struktur baru dibanding memperkuat
fondasi ekonomi kerakyatan yang telah tumbuh di masyarakat.

Karena itu, diperlukan perubahan paradigma kebijakan dari pendekatan yang berpusat pada
desa sebagai entitas administratif menuju pendekatan yang berpusat pada komunitas masyarakat
sebagai subjek pembangunan ekonomi. Koperasi Desa Merah Putih perlu dikembangkan dengan
prinsip bottom-up, yakni dibangun dari, oleh, dan untuk masyarakat, dengan menjadikan
komunitas-komunitas ekonomi yang telah hidup dan berkembang sebagai bagian dari ekosistem
koperasi. Pendekatan ini tidak hanya akan memperkuat rasa memiliki masyarakat terhadap koperasi,
tetapi juga meningkatkan efektivitas program, memperbaiki tata kelola, mengoptimalkan koperasi
yang telah ada, serta membuka ruang bagi koperasi pesantren untuk menjadi bagian strategis dalam
jaringan Koperasi Merah Putih sebagai instrumen penguatan ekonomi kerakyatan yang inklusif,
berkelanjutan, dan berbasis gotong royong.

Rekomendasi

1. Pemerintah harus melakukan evaluasi menyeluruh dan mengubah orientasi Koperasi Merah
Putih dari pendekatan administratif desa menjadi berbasis komunitas masyarakat, schingga
kelompok tani, UMKM, pesantren, dan komunitas eckonomi rakyat lainnya menjadi bagian dari
ckosistem koperasi.

2. Di dalam pembentukan dan pengelolaan koperasi, pemerintah harus mengedepankan
pendekatan botrtom-up (dari, oleh, dan untuk masyarakat - vide UUD 1945 Pasal 33 ayat (1)
agar dapat tumbuh berdasarkan kebutuhan dan potensi lokal, sehingga koperasi ini dapat
berkelanjutan dan memberdayakan masyarakat desa, bukan melalui pendekatan top-down (dari
atas dan instruktif).

3. Pemerintah harus memprioritaskan penguatan dan integrasi koperasi yang telah ada, termasuk
koperasi pesantren (Badan Usaha Milik Pesantren), daripada semata-mata membentuk koperasi
baru dengan memfasilitasi kemitraan antar koperasi dengan industri nasional, BUMN,
perusahaan global, lembaga perdagangan internasional, diaspora Indonesia, platform ekspor
digital, sehingga memiliki kapasitas global (go global cooperative)

4. Pemerintah terus memperkuat tata kelola koperasi melalui peningkatan kapasitas SDM,
digitalisasi, transparansi, akuntabilitas, dan sistem pengawasan yang efektif.

5. Pemerintah harus memberikan afirmasi kepada koperasi pesantren melalui dukungan regulasi,
permodalan, pendampingan, dan akses terhadap program-program ekonomi nasional, sehingga

pesantren dalam menjalankan fungsi pemberdayaan masyarakat dapat berjalan optimal (vide
UU No. 18 tahun 2019 tentang Pesantren)

6. Di dalam pembentukan dan pengembangan koperasi, pemerintah memberi kesempatan kepada
koperasi-koperasi itu berdasarkan potensi di daerah masing-masing, tidak seragam, agar tumbuh
berkembang dari bawah serta pada akhirnya mampu memberi kontribusi besar kepada anggota
dan masyarakat serta mampu bekerjasama dan bersaing dengan kekuatan-kekuatan ekonomi
besar lainnya.
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MATERI PROGRAM KERJA NAHDLATUL ULAM
MUKTAMAR KE-35 NAHDLATUL ULAMA

PENDAHULUAN

Muktamar NU ke-35 di Tambakberas Jombang merupakan titik tolak istimewa dalam
perjalanan khidmah jam'iyyah Nahdlatul Ulama, karena merupakan Muktamar pertama di abad
kedua NU. Karena itu, arah strategis program perlu ditentukan untuk menjadi panduan program
bagi Perkumpulan terbesar di Indonesia ini, baik yang bersifat jangka panjang maupun jangka

pendek.

Sebagai jam’iyyah dengan karakter khas organisasi masyarakat, maka NU dituntut untuk
dapat mengelola perkumpulan secara efektif, sekaligus mengelola khidmah kepada jama’ah agar
tujuan dasar perkumpulan dapat tercapai, yaitu mewujudkan tegaknya Islam Ahlussunnah wal
Jama’ah an-Nahdliyyah dan mewujudkan kemaslahatan umat. Panduan ini berlaku bagi seluruh
tingkatan dan unsur jam’iyyah Nahdlatul Ulama, sehingga kita dapat mengarahkan seluruh sumber
daya jam’iyyah secara terkonsolidasi .

Muktamar NU ke-34 di Lampung telah memberikan mandat kepada Pengurus Besar
Nahdlatul Ulama untuk membentuk Tim Penyusun Peta Jalan 25 tahun Nahdlatul Ulama. Melalui
proses penyusunan Peta Jalan ini, dilakukan analisis konteks jangka panjang (25 tahun) maupun
jangka pendek (5 tahun) yang akan dihadapi oleh jam’iyyah maupun jamaah NU baik secara
internal maupun secara eksternal yang memengaruhi, mulai dari tingkat nasional sampai tingkat

global.
Analisis ini dilandaskan kepada falsafah dasar Nahdlatul Ulama yang telah ditetapkan oleh

para mu’assis NU, diselaraskan dengan perkembangan zaman. Ini untuk memastikan bahwa prinsip
istbatu as-stawabit wa taghyir al-mutghayyirat dapat terpenuhi, schingga NU dapat setia merawat
keajegan hal-hal yang sudah secharusnya ajeg, tapi pada saat yang sama juga harus terbuka dan
akseleratif pada inovasi-inovasi baru. Kaidah al-mubafadzah ala al-qadim as-shalih wa akhdzu bi al-
jadid al-ashlah melengkapi prinsip di atas, sehingga kita dapat menggunakan ukuran kemaslahatan
sebagai nilai utama untuk menanggalkan strategi lama ataupun memasukkan strategi dan program
baru, semisal terkait dengan penguasaan teknologi informasi maupun perubahan demografi
Indonesia yang berdampak besar kepada jama’ah dan jam’iyyah Nahdlatul Ulama.

Arah Strategis Program, baik jangka panjang maupun jangka pendek, merupakan kerangka
kerja (framework) yang berkesinambungan dengan pokok haluan program yang telah ditetapkan
oleh Muktamar sebelumnya, terutama dalam Muktamar NU ke-34 tahun 2021. Tiga pokok analisis
digunakan dalam menyusun arah strategis progam ini, yaitu melihat ke belakang (hindsight),
menera kondisi dan konteks saat ini (insight), dan memproyeksikan arah masa depan (foresight).
Karena itu, analisis implementasi Pokok Haluan Program masa khidmah tahun 2021-2026 menjadi
sumber pelajaran dan penajaman pengembangan program ke depan.

Dalam Muktamar NU ke-35 ini, akan ditetapkan Arah Strategis Program Jangka Panjang
berupa Peta Jalan NU tahun 2026-2050 dan Arah Strategis Program Jangka Pendek berupa Arah
Program tahun 2026-2031. Arah Program Jangka Pendek merupakan penggalan dari Arah Strategis
Program Jangka Panjang, dengan fokus pada strategi implementasi dalam tahapan tersebut.
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Bagian II.
ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS NU

. Analisis Implementasi Pokok Haluan Program NU 2022-2026 :
Evaluasi Pelaksanaan Mandat Muktamar NU ke-34 dan Arah Keberlanjutan Program 2026-2031

Muktamar Nahdlatul Ulama ke-34 menetapkan empat pilar utama program, yaitu meliputi:
(i) Transformasi Aswaja an-Nahdiyah; (ii) Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia NU; (iii)
Kemandirian Ekonomi untuk Kesejahteraan; dan (iv) Penguatan Organisasi, Kelembagaan, dan
Jaringan. Empat pilar tersebut membentuk kerangka strategis untuk mengarahkan NU memasuki
abad kedua melalui penguatan jemaah, kemandirian organisasi, kemaslahatan bangsa, dan
kontribusi terhadap peradaban dunia. Naskah Komisi Program menjabarkan Pilar Transformasi
Aswaja ke dalam empat subpilar, yaitu penyebarluasan Aswaja, penguatan ukhuwah dan kerukunan
sosial, politik moral dan etik, serta perdamaian dunia.

Analisis terhadap Laporan Pertanggungjawaban Lembaga PBNU tahun 2026, hasil Munas—
Konbes 2023 dan 2026, dan hasil Komisi Program Konbes 2026 menunjukkan bahwa PBNU telah
melaksanakan empat arah program Muktamar NU ke-34, tetapi tingkat kemajuannya belum
merata. Konbes 2026 juga menyatakan secara eksplisit bahwa PBNU telah mengimplementasikan
empat arah program Muktamar melalui berbagai strategi dan kegiatan.

Kemajuan program dapat diukur melalui lima tingkat kematangan analitis: Tingkat 1
(Rintisan); Tingkat 2 (Pelaksanaan Awal); Tingkat 3 (Perluasan); Tingkat 4 (Pelembagaan); dan
Tingkat 5 (Dampak Sistemik). Skala tersebut merupakan instrumen analisis laporan ini dan bukan
klasifikasi resmi PBNU.

Pelaksanaan keseluruhan mandat Muktamar NU ke-34 sampai 2026 berada pada Tingkat 3
(Perluasan). PBNU telah membangun kelembagaan, menjalankan program secara luas,
memperluas kemitraan, mengembangkan sistem digital, menghasilkan regulasi, dan menjangkau
penerima manfaat dalam skala besar. PBNU belum mencapai Tingkat 4 secara menyeluruh karena
organisasi masih menghadapi fragmentasi data, ketimpangan implementasi antarwilayah, lemahnya
keterhubungan antarlembaga, belum seragamnya indikator hasil, belum tuntasnya penataan aset,
serta belum terintegrasinya perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan program.

Penilaian setiap pilar menghasilkan kesimpulan berikut:

Tingkat
Pilar ] Penilaian Utama
Kemajuan 2026
Pilar 1. Transformasi Tingkat 3 Penyebaran dan diplomasi Aswaja
Aswaja an-Nahdiyah berkembang kuat, tetapi pelembagaan Aswaja
dan politik etik di akar rumput belum tuntas
Pilar 2. Pengembangan Tingkat 3, Pendidikan, pesantren, keschatan keluarga,
Kualitas SDM NU beberapa unsur beasiswa, dan kaderisasi mengalami ekspansi;
menuju Tingkat 4 | ketenagakerjaan masih tertinggal
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Pilar 3. Kemandirian Tingkat 2 Banyak prakarsa ekonomi berjalan, tetapi
Ekonomi untuk belum membentuk ekosistem ekonomi NU
Kesejahteraan yang terintegrasi, terukur, dan berkelanjutan
Pilar 4. Penguatan Tingkat 3, Regulasi, digitalisasi, perencanaan, dan
Organisasi, menuju Tingkat 4 | kaderisasi menunjukkan kemajuan besar,
Kelembagaan, dan tetapi integrasi data, implementasi Renstra,
Jaringan aset, dan tata kelola belum merata

Pilar Kemandirian Ekonomi menjadi bidang dengan kesenjangan terbesar antara mandat
Muktamar dan capaian aktual. Konbes 2026 menilai berbagai program ekonomi masih bersifat
insidental, sporadis, berjangka pendek, kurang tersosialisasi, dan berpotensi tumpang tindih antara
LPNU, LPPNU, RMI, dan LAZISNU. Konbes juga mencatat bahwa indikator kemandirian
ckonomi belum terdefinisi secara jelas dan beberapa program unggulan belum berkesinambungan.

Kaderisasi dan transformasi digital menunjukkan kemajuan kelembagaan paling kuat.
Sistem SiskaderNU telah mengelola data 145.590 kader secara digital, sedangkan pendampingan
sistem telah menjangkau 585 administrator aktif dalam 29 kelompok provinsi. Munas—Konbes
2025 juga mengesahkan Peraturan Perkumpulan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Sistem Kaderisasi
serta Peraturan Perkumpulan Nomor 19 Tahun 2025 tentang Transformasi Digital NU.

Munas—Konbes 2023 menghasilkan keputusan pengembangan program yang signifikan
dalam upaya mendorong konsolidasi jam’iyyah maupun konsolidasi program. Inisiatif PBNU
untuk mengembangkan program terintegrasi Gerakan Keluarga Maslahat NU, Kaderisasi NU, dan
Transformasi Digital NU dilembagakan dalam Munas Konbes 2023, dan pada akhirnya berhasil
dilaksanakan secara menyeluruh di seluruh lapisan struktural NU.

Munas—Konbes 2025 menjadi titik penting pelembagaan tata kelola program. Forum
tersebut menyepakati Renstra sebagai dokumen perencanaan seluruh PWNU, mengarahkan
pendampingan penyusunan Renstra PWNU dan PCNU, mendorong laporan kinerja tiga bulanan,
serta mengarusutamakan lingkungan, ketahanan pangan, aset, wakaf, dan perhutanan sosial. Forum
tersebut juga memperkuat tata kelola keuangan melalui penyusunan standar biaya, format anggaran,
prosedur operasional keuangan, serta pengukuran kinerja yang diarahkan pada transparansi dan
akuntabilitas.

Konbes 2026 mengubah orientasi evaluasi periode 2022-2026 menjadi fondasi
transformasi jangka panjang melalui Peta Jalan NU Digdaya 2050. Peta Jalan NU 2026-2050
mengembangkan tujuh dimensi strategis berupa Konsolidasi Jamiyah; Kesejahteraan Sosial
Ekonomi; Keunggulan SDM NU; DPesantren dan Aswaja; Lingkungan Berkelanjutan;
Kemaslahatan Bangsa; dan Peradaban Dunia. Tahap 2026-2030 secara khusus diarahkan pada
Transformasi Jam’iyah melalui pembenahan organisasi, sistem, dan budaya kerja.

Sikap responsif Perkumpulan terhadap tantangan kontekstual juga dijalankan dengan baik
dengan kemunculan berbagai inovasi program. Misalnya, pembentukan SAKA Pesantren (Satgas
Penanggulangan Kekerasan di Pesantren) yang saat ini membangun Gerakan Pesantrenku Aman
yang telah berjalan di puluhan kabupaten kota.

Analisis ini tidak menemukan alasan substantif untuk menyatakan salah satu dari empat pilar
Muktamar NU ke-34 sudah tidak relevan. Seluruh pilar tetap relevan, bahkan Peta Jalan NU 2026-
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2050 memperluas dan menyusun ulang keempatnya ke dalam arsitektur yang lebih komprehensif.
Beberapa penugasan awal sudah selesai sehingga bentuk programnya tidak perlu diulang.
Pembentukan tim penyusun peta jalan jangka panjang, misalnya, sudah bertransformasi menjadi
Peta Jalan NU 2026-2050.

Secara umum, Pelaksanaan Program Nahdlatul Ulama periode 2022-2026 menunjukkan
kemajuan nyata tetapi belum merata. PBNU berhasil membawa mandat Muktamar NU ke-34
keluar dari dokumen normatif menuju berbagai program, regulasi, lembaga, sistem digital, jaringan
kemitraan, layanan publik, serta program dengan jangkauan besar.

Tingkat kemajuan agregat Program Muktamar NU ke-34 sampai 2026 berada pada Tingkat
3—Perluasan. NU telah melewati fase rintisan dan pelaksanaan awal, tetapi organisasi belum
sepenuhnya mencapai fase pelembagaan. Kaderisasi dan sebagian tata kelola mulai mendekati
Tingkat 4. Bidang ckonomi, ketenagakerjaan, politik etik, serta pengelolaan aset masih
membutuhkan percepatan paling besar.

Tidak terdapat pilar utama Muktamar NU ke-34 yang kehilangan relevansi. Beberapa agenda
pembentukan telah selesai, beberapa pendekatan lama perlu dihentikan, dan hampir seluruh
substansi utama perlu dilanjutkan dengan tingkat kematangan yang lebih tinggi.

Tantangan NU periode 2026-2031 bukan lagi membuktikan bahwa organisasi mampu
menjalankan banyak program. Tantangan utamanya ialah memastikan setiap program membentuk
satu sistem NU yang terintegrasi, terukur, berkelanjutan, mandiri, dan menghasilkan kemaslahatan
nyata bagi jemaah, bangsa, serta peradaban dunia.

Lebih lengkapnya mengenai Analisis Implementasi Pokok Haluan Program NU dapat dibaca
dalam Lampiran 1.

. Analisis Lingkungan Strategis

Perubahan zaman yang semakin cepat menempatkan NU pada titik persimpangan strategis.
NU berada pada suatu titik balik (critical juncture) yang akan sangat menentukan arah
keberlanjutannya menuju tahun 2050. Perubahan tersebut ditandai oleh beberapa tren utama,
antara lain urbanisasi yang semakin masif, penetrasi teknologi digital yang hampir menyeluruh,
pergeseran struktur demografi menuju masyarakat menua (aging society), serta meningkatnya
mobilitas sosial dan pendidikan. Keempat faktor ini tidak hanya mengubah lanskap sosial Indonesia,
tetapi juga menggeser pola relasi antara individu dengan institusi, termasuk institusi keagamaan.

Dalam kondisi demikian, pertanyaan mendasar yang perlu diajukan bukan lagi terkait dengan
ukuran atau besaran organisasi, melainkan terkait dengan tingkat relevansi dan kemampuan
adaptasi. Dengan kata lain, tantangan utama NU ke depan bukan sekadar mempertahankan basis
massa, tetapi memastikan bahwa kehadirannya tetap bermakna dalam kehidupan masyarakat yang
terus berubah.

Lingkungan global dan domestik saat ini ditandai oleh kompleksitas yang belum pernah terjadi
sebelumnya. Transformasi demografi menunjukkan bahwa generasi muda—yang akrab dengan
teknologi digital, berpikir lebih terbuka, dan memiliki ekspektasi tinggi terhadap transparansi serta
partisipasi—akan menjadi aktor utama dalam kehidupan sosial dan keagamaan di masa depan.

Dinamika sosial-politik mengalami pergeseran yang signifikan. Polarisasi, populisme, serta
menguatnya politik identitas di berbagai negara menunjukkan bahwa agama sering kali berada

dalam posisi rentan untuk disalahgunakan. Dalam konteks ini, NU memiliki peran penting sebagai
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penjaga Islam moderat (wasathiyah), yang mampu menjembatani perbedaan dan menjaga kohesi
sosial. Namun, untuk menjalankan peran tersebut secara efektif, diperlukan arah strategis jangka
panjang yang jelas dan terukur.

Di bidang teknologi, revolusi digital telah mengubah hampir seluruh aspek kehidupan
manusia, termasuk cara beragama. Media sosial, kecerdasan buatan, dan platform digital lainnya
telah menjadi ruang baru dalam produksi dan distribusi pengetahuan keagamaan. Tanpa strategi
yang matang, NU bisa tertinggal dalam memanfaatkan peluang sekaligus menghadapi risiko
tersebut.

Secara empiris, posisi NU saat ini masih menunjukkan kekuatan yang signifikan. Berdasarkan
data survei Alvara Research Center tahun 2025, sekitar 57,2 persen umat Islam Indonesia
menyatakan berafiliasi dengan NU. Angka ini juga tidak jauh berbeda dengan hasil survei yang
dilakukan lembaga survei lain seperti LSI dan Indikator Politik Indonesia. Angka ini sekaligus
menegaskan bahwa NU tetap menjadi organisasi keagamaan dengan basis sosial terbesar di
Indonesia.

Selain itu, praktik keagamaan yang menjadi ciri khas tradisi NU juga masih dijalankan secara
luas. Ritual tahlilan, misalnya, dilakukan oleh sekitar 88,2 persen umat Islam . Hal ini
menunjukkan bahwa nilai-nilai keagamaan berbasis tradisi yang selama ini diusung NU masih

memiliki akar yang kuat dalam kehidupan masyarakat.

Kedua indikator tersebut memperlihatkan bahwa secara kultural, NU masih memiliki
legitimasi yang kuat di Indonesia. Tradisi, jaringan sosial, serta warisan keilmuan pesantren menjadi
fondasi utama yang menopang keberlanjutan NU. Namun demikian, jika dilihat lebih dalam,
terutama melalui perspektif antar generasi, mulai terlihat adanya dinamika yang perlu mendapat
perhatian serius. Tingkat kedekatan generasi muda, khususnya Generasi Z, terhadap NU relatif
lebih rendah dibandingkan generasi sebelumnya. Fenomena ini mengindikasikan adanya
perubahan dalam pola pewarisan identitas keagamaan.

Jika pada masa lalu identitas keagamaan cenderung diwariskan secara linier melalui keluarga
dan lingkungan sosial, maka dalam konteks saat ini proses tersebut menjadi lebih terbuka dan tidak
lagi bersifat deterministik. Generasi muda memiliki akses yang lebih luas terhadap berbagai sumber
informasi dan pengetahuan, sehingga memiliki ruang yang lebih besar untuk membentuk preferensi
dan identitasnya secara mandiri. Perubahan ini tidak dapat dilepaskan dari transformasi yang terjadi
pada level masyarakat secara lebih luas. Urbanisasi, sebagai salah satu faktor utama, telah mengubah
struktur sosial dari yang semula berbasis komunitas menjadi lebih individualistik. Di wilayah
pedesaan, praktik keagamaan umumnya bersifat kolektif dan terintegrasi dalam kehidupan sehari-
hari masyarakat. Interaksi sosial yang intensif memungkinkan tradisi untuk terus diwariskan secara
alami.

Sebaliknya, dalam konteks perkotaan, relasi sosial menjadi lebih longgar dan berbasis pilihan.
Individu memiliki kebebasan yang lebih besar dalam menentukan aktivitas keagamaan yang diikuti,
termasuk dalam memilih sumber rujukan keagamaan. Dalam situasi ini, institusi keagamaan tidak
lagi menjadi satu-satunya otoritas, melainkan salah satu dari berbagai alternatif yang tersedia.

Perubahan serupa juga terjadi akibat digitalisasi. Perkembangan teknologi informasi telah
membuka akses yang sangat luas terhadap berbagai konten keagamaan. Otoritas keilmuan yang

sebelumnya terpusat pada lembaga atau figur tertentu kini mengalami desentralisasi. Individu dapat
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mengakses beragam perspektif keagamaan melalui platform digital, yang pada akhirnya
membentuk pola keberagamaan yang lebih beragam.

Digitalisasi tidak hanya memperluas akses, tetapi juga mengubah cara penyampaian dan
penerimaan pesan keagamaan. Konten yang singkat, visual, dan mudah dipahami cenderung lebih
diterima oleh generasi muda dibandingkan dengan pendekatan konvensional yang lebih tekstual
dan formal. Hal ini menuntut adanya adaptasi dalam metode dakwah dan penyebaran nilai-nilai
keagamaan. Dalam konteks ini, NU menghadapi tantangan untuk memastikan bahwa nilai-nilai
Ahlussunnah wal Jamaah tetap dapat hadir secara relevan dalam ruang digital yang kompetitif.

Faktor lain yang tidak kalah penting adalah peningkatan tingkat pendidikan dan mobilitas
sosial. Seiring dengan meningkatnya akses terhadap pendidikan, masyarakat menjadi lebih kritis
dan rasional dalam memandang berbagai aspek kehidupan, termasuk agama. Hal ini berdampak
pada perubahan cara individu berinteraksi dengan institusi keagamaan.

Dalam masyarakat dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi, pendekatan yang bersifat
normatif dan otoritatif cenderung kurang efektif. Sebaliknya, pendekatan yang argumentatif,
dialogis, dan berbasis solusi menjadi lebih relevan.

Selain itu, peningkatan mobilitas sosial juga mengubah aspirasi masyarakat. Individu yang
mengalami peningkatan status ekonomi tidak hanya membutuhkan panduan spiritual, tetapi juga
solusi praktis dalam kehidupan sehari-hari, seperti pendidikan anak, kesehatan, perencanaan
keuangan, serta pengembangan karir.

Dalam konteks ini, institusi keagamaan dituntut untuk tidak hanya hadir sebagai sumber nilai,
tetapi juga sebagai penyedia layanan yang mampu menjawab kebutuhan konkret masyarakat.

Dengan mempertimbangkan berbagai perubahan tersebut, dapat disimpulkan bahwa NU
tidak sedang menghadapi satu tantangan tunggal, melainkan kombinasi dari berbagai faktor yang
saling berinteraksi. Urbanisasi, digitalisasi, perubahan demografi, peningkatan pendidikan, serta
mobilitas sosial secara bersama-sama membentuk lanskap baru yang kompleks.

Kompleksitas ini menuntut adanya perubahan pendekatan dalam melihat peran NU ke depan.
Jika pada masa lalu kekuatan utama NU terletak pada basis kultural dan jaringan tradisional, maka
di masa depan kekuatan tersebut perlu dilengkapi dengan kapasitas adaptasi yang lebih tinggi.

Pertanyaan yang kemudian muncul adalah bagaimana NU dapat mempertahankan nilai-nilai
dasar yang menjadi identitasnya, sekaligus beradaptasi dengan perubahan yang terjadi? Jawaban
atas pertanyaan ini tidak dapat ditunda. Hal ini karena periode 2026 hingga 2035 merupakan fase
yang sangat krusial dalam menentukan arah masa depan Indonesia dan tentu saja juga NU. Pada
periode ini, bonus demografi mencapai puncaknya, generasi muda mulai mengambil alih peran
kepemimpinan, dan berbagai kebijakan strategis akan menentukan arah pembangunan jangka
panjang.

Bagi NU, periode ini merupakan “window of opportunity” sekaligus “window of risk”. Jika
mampu memanfaatkan momentum ini untuk melakukan transformasi, maka NU memiliki
peluang besar untuk tetap relevan hingga tahun 2050. Sebaliknya, jika tidak, maka NU berpotensi
mengalami penurunan peran secara gradual. Transformasi yang dimaksud bukan sckadar
perubahan pada level program atau kegiatan, melainkan perubahan paradigma. NU perlu bergerak
dari model organisasi yang berorientasi pada struktur menuju model yang berorientasi pada nilai

dan layanan.
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Perubahan ini dapat dirumuskan sebagai pergeseran dari pendekatan “command and control”
menuju “service and value”. Dalam pendekatan baru ini, NU tidak hanya berfungsi sebagai pemberi
arahan, tetapi juga sebagai penyedia solusi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Dengan
demikian, NU diharapkan tidak hanya hadir dalam ruang ritual keagamaan, tetapi juga dalam
berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, pendidikan, dan digital.

Pada akhirnya, keberlanjutan NU tidak hanya ditentukan oleh besarnya basis massa atau
kuatnya tradisi, tetapi oleh kemampuannya untuk beradaptasi dengan perubahan zaman. Dalam
era yang ditandai oleh disrupsi dan kompleksitas seperti saat ini, organisasi yang mampu bertahan
adalah organisasi yang memiliki fleksibilitas, relevansi, dan kapasitas inovasi. Organisasi yang tidak
mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan kelas menengah berisiko kehilangan daya tarik. Hal
ini menjadi penting mengingat kelas menengah merupakan kelompok yang terus berkembang dan
memiliki pengaruh signifikan dalam membentuk arah sosial dan budaya. Dengan demikian, NU
menghadapi tantangan ganda, yakni mempertahankan basis akar rumput yang selama ini menjadi
kekuatan utama, sekaligus meningkatkan relevansi di kalangan kelas menengah yang semakin besar
dan dinamis.

Perubahan ekspektasi masyarakat terhadap peran organisasi keagamaan juga menjadi aspek
penting yang perlu dicermati. Data survei juga menunjukkan bahwa warga NU tidak hanya
membutuhkan layanan keagamaan dalam arti tradisional, tetapi juga layanan yang bersifat aplikatif
dan kontekstual.

Dalam konteks layanan keagamaan, kebutuhan utama meliputi bimbingan keluarga sakinah,
figth muamalah, serta metode mendidik anak . Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat
mengharapkan pendekatan keagamaan yang mampu menjawab persoalan kehidupan sehari-hari,
bukan sekadar memberikan panduan normatif.

Lebih jauh, kebutuhan terhadap layanan di luar aspek keagamaan juga cukup tinggi. Layanan
ckonomi menjadi kebutuhan utama, diikuti oleh layanan keschatan dan pendidikan . Fenomena
ini menunjukkan bahwa masyarakat memandang organisasi keagamaan sebagai institusi yang
diharapkan mampu berperan dalam meningkatkan kualitas hidup secara menyeluruh.

Berbagai perubahan yang terjadi mensyaratkan NU untuk dapat terus beradaptasi, agar dapat
mewujudkan cita-cita menegakkan Islam ASWAJA, membangun kemaslahatan, dan menciptakan
rahmat bagi semesta.

Lebih lengkapnya mengenai Analisis Lingkungan Strategis NU dapat dibaca dalam Lampiran
2 Peta Jalan NU 2026-2050 Bagian 2 mengenai Konteks Perubahan
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Bagian III
LANDASAN DASAR PROGRAM NU

Seluruh upaya yang dilakukan jam’iyyah NU tidak dapat dilepaskan dari jati diri NU dan
falsafah dasar NU. Perjalanan panjang jam'iyyah telah memberikan jejak kearifan para ulama dan
perkumpulan ini sendiri. Pergumulan yang intens antara jati diri NU dengan perkembangan
peradaban memengaruhi keputusan-keputusan strategis yang telah dijalani NU, dan menjadikan
NU sebagai organisasi masyarakat yang lentur dan adaptif.

NU dituntut untuk setia dengan jatidiri, tapi pada saat yang sama tidak menutup diri dengan
perkembangan-perkembangan baru. Dalam kaitan ini, kaidah istbatu as-stawabit wa taghyir al-
mutghayyirat, setia merawat keajegan sesuatu yang sudah seharusnya ajeg dan mengubah sesuatu
yang memang bisa berubah, relevan menjadi pegangan dalam merespon berbagai perkembangan
baru.

Dalam Muktamar pertama di abad kedua NU tahun 2026 ini, pengembangan program
khidmah NU meneguhkan falsafah dasar NU sebagai landasan penyusunan arah strategis program
jangka panjang 25 tahun maupun jangka pendek 5 tahun (2026-2031). Jati diri NU menjadi cara
pandang (paradigma) utama dalam membaca perkembangan strategis zaman dan menentukan
strategi yang akan digunakan oleh Pengurus NU dalam semua tingkatan struktural.

. JATI DIRI NU

Jati diri NU tidak lahir secara instan, tapi terbentuk melalui proses sejarah panjang, dialogis,
dan kontekstual. Secara ringkas, jati diri NU dibentuk melalui proses perjumpaan antara tradisi
keislaman klasik (zurast), realitas sosial Islam Indonesia, dan perubahan zaman. Karena itu, jati diri
NU bersifat historis sekaligus normatif: mengakar pada tradisi yang kuat, tetapi terus ditafsirkan
ulang sesuai zaman yang berubah.

Dalam Statuten Perkoempoelan Nahdlatoel Oelama atau Qanun Asasi yang dirumuskan para

pendiri NU pada tahun 1926, Pasal 2, disebutkan:

“Adapun maksoed perkoempoelan ini jaitoe memegang dengan tegoch salah satoe dari
mazhabnja imam empat jaitoe Imam Mochammad bin Idris asj-Sjaft’i, Imam Malik bin Anas,
Imam Aboe Hanifah An-Ne’'man, atoe Imam Ahmad bin Hambal, dan mengedjakan apa sadja yang
mendjadikan kemaslahatan agama Islam”.

Dokumen tersebut menjadi spirit seluruh gerak dan khidmah yang dilakukan NU dari waktu
ke waktu. Dalam dokumen Khittah NU yang dirumuskan dalam Muktamar ke27 pada 1984 di
Situbondo Jawa Timur disebutkan, spirit dalam Qanun Asasi tersebut tetap dipegang teguh dimana
NU bertujuan untuk memelihara, melestarikan, mengembangkan dana mengamalkan ajaran Islam
yang berhalauan ahlusunnah wal jama’ah serta untuk mempersatukan langkah para ulama dan
pengikut-pengikutnya dalam melakukan kegiatan yang bertujuan untuk menciptakan
kemaslahatan masyarakat, kemajuan bangsa dan ketinggian harkat dan martabat manusia.
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Tiga Aspek Pembentuk
Jatidiri NU

1. Fikrah: Akidah; figih dan
tasawwuf.

2. Harakah yang membentuk
sikap kemasyarakatan NU.

- Tawasuth; tasamuh; tawazun,
I'tidal; amar ma’ruf nahi
munkar.

3. Amaliyah, manifestasi nyata
dari faham keagamaan yang
tercermin dalam fikrah NU.

PENGURUS BESAR NAHDLATUL ULAMA

JATI DIRI
NU

Integrasi Turats,
Realitas, & Transformasi

Khasais Aswaja an-
Nahdiyah

Mabadi’ Khaira Ummah
sebagai Etika Organisasi:

- ash-shidqu, al-Amanah wal
wafa’ bil ‘ahdi; al-’adalah, at-
ta’awun; al-istigamah.

Trilogi Ukhuwah:

- Ukhuwah Islamiyah;
ukhuwah wathaniyah;

- Ukhuwah insaniyah

Dalam perkembangannya, jatidiri NU dirumuskan dalam tiga rumpun yang saling terkait

berkelindan dalam satu kesatuan, yaitu 1) jatidiri terkait fzk7ah, yaitu pemikiran yang membentuk

identitas NU; 2) jatidiri barakah, yaitu gerakan sosial keagamaan NU; dan 3) jatidiri amaliyah,

yaitu praktik kehidupan keagamaan yang dilakukan NU.
B. VISI MISI

Dengan mengacu kepada jati diri NU dan analisis lingkungan strategis jangka panjang,

ditentukan visi dan misi yang ingin diwujudkan NU pada tahun 2050, yang selanjutnya

diturunkan menjadi tujuan-tujuan dan strategi-strategi program. Visi Misi NU tahun 2031 akan
dicuplik dari Visi Misi NU 2050, sebagai bagian tak terpisahkan dan menjadi tahapan landasan.

1.Visi NU 2050
NU Digdaya 2050:

Tegaknya Islam Ahlussunnah wal Jama’ah (ASWAJA), terwujudnya kesejahteraan
masyarakat, kemaslahatan bangsa, serta terciptanya rahmat bagi semesta melalui

kepemimpinan Jam’iyah NU yang mandiri, terpercaya, dan bermartabat.

Beberapa kata kunci rumusan visi tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

NU Digdaya: kondisi Nahdlatul Ulama yang kuat, berwibawa, berpengaruh, dan mampu

menjadi kekuatan strategis dalam kehidupan keagamaan, sosial, dan kebangsaan.

Tegaknya Islam ASWAJA: terimplementasinya nilai dan ajaran secara nyata dalam

kehidupan individu, masyarakat, dan negara.

Kesejahteraan Masyarakat: kondisi terpenuhinya kebutuhan dasar manusia (ekonomi,

pendidikan, kesehatan, sosial) secara adil dan merata.

Kemaslahatan Bangsa: segala sesuatu yang membawa kebaikan dan mencegah kerusakan

bagi bangsa Indonesia.

Rahmat bagi Semesta: prinsip bahwa Islam hadir sebagai kasih sayang universal bagi seluruh

makhluk, bukan hanya umat Islam.
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* Mandiri: kemampuan berdiri sendiri tanpa ketergantungan yang melemahkan.
* Terpercaya: memiliki integritas, kredibilitas, dan akuntabilitas tinggi.

¢ Bermartabat: memiliki kehormatan, etika, dan nilai luhur.

Visi ini mencerminkan tiga orientasi utama sekaligus:

1. Orientasi keislaman (nilai). Orientasi ini menegaskan peran NU dalam menjaga dan
mengembangkan ajaran Islam berhalauan ahlussunnah wal jama’ah dengan karakteritiknya
yang moderat, seimbang, dan inklusif.

2. Orientasi kebangsaan (kesejahteraan). Orientasi ini untuk memastikan bahwa keberadaan
NU memberikan manfaat riil yang bisa dirasakan dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan

politik bangsa.

3. Orientasi kemanusiaan global (peradaban). Orinetasi ini untuk memperluas peran NU

sebagai aktor dalam membawa nilai rahmat bagi seluruh umat manusia.
2. Misi NU
Untuk mewujudkan visi besar tersebut, ditetapkan tiga misi utama :
1. Penguatan transformasi konsolidasi jam’iyyah dalam tata kelola, kaderisasi dan transformasi
digital.
2. Pewujudan Kesejahteraan Rakyat Melalui Penguatan ASWAJA, Pengembangan Pesantren,
Keunggulan SDM, Kesejahteraan Sosial Ekonomi dan Pelestarian Lingkungan Berkelanjutan

3. Penguatan Peran NU dalam Khidmah Kemaslahatan Bangsa dan Peradaban Dunia

Hal ini mencerminkan perluasan peran NU dari organisasi keagamaan menjadi aktor
perubahan sosial; dari aktor sosial menjadi aktor peradaban dunia. Dengan demikian, NU tidak
hanya melayani kebutuhan internal umat Islam dan Indonesia, tetapi juga menjawab tantangan

besar umat manusia secara global.

Visi Misi NU ini menjadi sebuah cita-cita pergerakan yang akan mengikat seluruh ekosistem
NU. Visi Misi ini akan diturunkan menjadi arah strategis program secara lebih mendetil dan
komprehensif, yang akan dimuat dalam Peta Jalan NU 2026-2050 dan Arah Strategis Program
2026-2031.

Dalam Peta Jalan NU, Visi dan Misi akan diterjemahkan menjadi 7 Dimensi Peta Jalan dan
5 Tahapan, di mana setiap Dimensi akan memiliki Subdimensi yang mewakili sektor-sektor utama.
Dengan penjabaran ini diharapkan seluruh unsur ekosistem Jam'iyyah dapat bergerak secara terarah,
sinergis dan saling memperkuat.
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Bagian IV
PETA JALAN NU
2026-2050

Kesadaran akan kompleksitas tantangan perkembangan zaman semakin menegaskan
pentingnya penyusunan peta jalan jangka panjang, khususnya dalam rentang waktu 25 tahun ke
depan bagi NU sebagai jam’iyyah. Peta jalan ini bukan sekadar dokumen administratif, tetapi
merupakan kerangka strategis yang memuat visi, arah kebijakan, prioritas program, serta indikator
keberhasilan yang terukur. Dengan adanya peta jalan, NU dapat bergerak secara konsisten lintas
generasi kepemimpinan, tanpa kehilangan arah akibat pergantian kepengurusan.

Peta jalan ini juga memiliki fungsi penting sebagai alat konsolidasi internal. Dengan struktur
organisasi NU yang sangat besar dan tersebar hingga ke tingkat akar rumput (ranting), diperlukan
panduan bersama yang mampu menyelaraskan gerak langkah seluruh elemen organisasi. Tanpa ke-
selarasan tersebut, potensi besar NU justru bisa terhambat oleh fragmentasi dan ketidaksinambung-

an kebijakan.

Di sisi lain, peta jalan jangka panjang memungkinkan NU untuk bertransformasi dari
organisasi yang reaktif menjadi organisasi yang proaktif dan antisipatif. Artinya, NU tidak hanya
merespons perubahan setelah terjadi, tetapi mampu membaca tren masa depan dan menyiapkan
langkah-langkah strategis sejak dini. Pendekatan ini sangat penting dalam menghadapi dunia yang
semakin tidak pasti (uncertain), kompleks (complex), dan ambigu (ambiguous).

Dengan demikian, penyusunan peta jalan 25 tahun bagi NU merupakan kebutuhan strategis
yang tidak dapat ditunda. Ini bukan sekadar soal perencanaan teknis, tetapi menyangkut arah
peradaban yang ingin dibangun. Peta jalan tersebut diharapkan mampu menjaga kesinambungan
antara tradisi dan inovasi, antara nilai-nilai keislaman dan tuntutan modernitas, serta antara

kepentingan lokal dan tanggung jawab global.

Pada akhirnya, melalui peta jalan yang terarah dan berkelanjutan, NU diharapkan dapat terus
memainkan peran historisnya sebagai penjaga Islam yang ramah, penopang keutuhan bangsa, dan
kontributor aktif bagi perdamaian dunia. Peta jalan ini menjadi fondasi bagi NU untuk tidak hanya
bertahan, tetapi juga memimpin dalam membentuk masa depan umat dan kemanusiaan secara

lebih luas.
Tujuan Penyusunan Peta Jalan 25 Tahun NU
Penyusunan Peta Jalan (roadmap) 25 tahun NU bertujuan untuk:

1. Memberikan arah strategis jangka panjang yang komprehensif, terukur, dan berkesinambungan
bagi perjalanan organisasi dalam menghadapi tantangan zaman yang semakin kompleks. Sebagai
organisasi keagamaan terbesar yang memiliki pengaruh luas dalam kehidupan sosial, keagamaan,
dan kebangsaan, NU membutuhkan kerangka perencanaan yang mampu menjamin konsistensi
visi di tengah dinamika perubahan kepemimpinan dan perkembangan global.

2. Mempersiapkan NU dalam menghadapi perubahan besar yang meliputi aspek demografi,
teknologi, sosial-politik, serta dinamika geopolitik global. Perubahan struktur penduduk,
terutama meningkatnya dominasi generasi muda, menuntut NU untuk melakukan adaptasi
dalam pendekatan dakwah, pendidikan, dan penguatan kaderisasi. Pada saat yang sama,
kemajuan teknologi digital menghadirkan tantangan sekaligus peluang dalam penyebaran nilai-
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nilai keislaman. Peta jalan ini membantu NU merumuskan strategi yang tepat agar mampu
memanfaatkan teknologi secara produktif, sekaligus meminimalkan dampak negatifnya.

3. Memberikan kerangka prioritas program yang jelas, terukur, dan berkelanjutan bagi seluruh
elemen organisasi di setiap periode kepengurusan. Dengan adanya peta jalan, setiap lembaga,
badan otonom, serta struktur kepengurusan di berbagai tingkatan—mulai dari pusat hingga
ranting—memiliki pedoman kerja yang terintegrasi. Hal ini penting untuk memastikan bahwa
seluruh program yang dijalankan tidak berjalan secara parsial, tetapi saling mendukung dalam
mencapai tujuan besar organisasi.

4. Meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas organisasi. Dengan adanya arah yang jelas, NU
dapat melakukan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan program serta menyesuaikan
strategi jika diperlukan. Pendekatan ini memungkinkan organisasi untuk bergerak lebih adaptif,
berbasis data, dan berorientasi pada hasil (outcome-oriented,).

Lebih jauh lagi, penyusunan peta jalan 25 tahun ini dimaksudkan sebagai sarana konsolidasi
dan integrasi seluruh potensi yang dimiliki NU. Dengan jaringan yang sangat luas dan beragam,
diperlukan keselarasan visi dan koordinasi yang kuat agar potensi tersebut dapat dioptimalkan. Peta
jalan berfungsi sebagai platform bersama yang menyatukan arah gerak, memperkuat sinergi, serta
mendorong kolaborasi antar elemen organisasi.

. KERANGKA KONSEPTUAL

Peta Jalan NU 25 tahun ini dikembangkan sebagai strategi implementasi untuk mewujudkan
Visi Misi NU 2050, yaitu mewujudkan NU Digdaya 2050. Visi diwujudkan melalui tiga misi
utama yang menggambarkan tahapan perjalanan transformasi NU. Urutan tiga misi tersebut
menunjukkan logika transformasi yang sangat jelas: dimulai dari penguatan internal, kemudian
berdampak sosial, dan akhirnya berperan global.

Tiga misi tersebut diterjemahkan ke dalam kerangka konseptual yang memuat tujuh dimensi
Peta Jalan. Tujuh dimensi ini adalah sektor-sektor yang dipandang signifikan dalam perjalanan NU
sampai tahun 2050.

MisI

————

Penguatan peran NU dalam
d I bangsa

KHIDMAH PERADABAN

Peradaban Dunia dan peradaban dunia
Kemaslahatan Bangsa \_ .

PILAR KEMASLAHATAN -* i I rakyat -

melalul penguatan ASWAIA,

pengembangan Pesantren,
keunggulan SDM, kesejahteraan
sosial akonomi dan palestarian
lingkungan barkelanjutan

LANDASAN TRANSFORMASI &N

TRANSFORMASI KONSOLIDASI JAM'IYYAH

isforma: | Konsolidasi Jam'iyyah dalam tata
= kelola, kaderisasi dan

Penguatan Transformasi

transformasi digital

JATI DIRI NU /
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Misi 1: Penguatan Transformasi Konsolidasi Jam’iyah dalam Tata Kelola, Kaderisasi dan
Transformasi Digital

Misi pertama menckankan pentingnya membangun kekuatan dari dalam jam’iyah. Misi ini

difokuskan pada:

e Penguatan tata kelola organisasi
e DPengembangan kaderisasi
o Transformasi digital

Misi ini berangkat dari kesadaran bahwa organisasi yang besar tidak akan efektif tanpa sistem yang
kuat. Karena itu, NU perlu memastikan bahwa seluruh struktur organisasi memiliki kapasitas yang
kurang lebih sama, sistem yang terintegrasi, dan kemampuan kerja yang modern.

Misi 2: Pewujudan Kesejahteraan Rakyat Melalui Penguatan ASWAJA, Pengembangan
Pesantren, Keunggulan SDM, Kesejahteraan Sosial Ekonomi dan Pelestarian Lingkungan
Berkelanjutan

Setelah penguatan internal, langkah berikutnya adalah memastikan bahwa kekuatan tersebut
berdampak nyata bagi masyarakat.

Misi ini menegaskan peran NU dalam:

e Meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi
e Mengembangkan pendidikan dan pesantren
e Meningkatkan kualitas SDM

e Menjaga keberlanjutan lingkungan

Pada tahap ini, NU hadir secara langsung dalam kehidupan masyarakat sebagai agen perubahan
sosial yang membawa manfaat konkret, manfaat yang langsung bisa dirasakan masyarakat terutama
warga NU.

Misi 3: Penguatan Peran NU dalam Khidmah Kemaslahatan Bangsa dan Peradaban Dunia
Misi terakhir memperluas cakupan peran NU ke tingkat yang lebih tinggi, bukan hanya untuk
kepentingan Indonesia tapi juga untuk peradaban global. Khidmah Peradaban adalah bentuk
pengabdian NU pada kehidupan manusia secara global yang melampaui batas-batas wilayah negara.
Misi ini berfokus mengarahkan NU untuk:
o Berkontribusi dalam isu-isu kebangsaan
o Berkontribusi dalam isu-isu global
e Menjadi rujukan dalam pemikiran keislaman dan kemanusiaan
e Berperan dalam membangun peradaban dunia yang berkeadilan
Khidmah peradaban ini diwujudkan dalam dua ruang utama:
e Kemaslahatan Bangsa dengan memperkuat kontribusi NU terhadap kehidupan berbangsa
Indonesia
o Peradaban Dunia dengan memberikan kontribusi terhadap isu-isu global lintas bangsa.
Secara umum, Peta Jalan digambarkan dalam tiga segmen :
1. Landasan Transformasi
Berangkat dari Jati Diri NU, pewujudan NU Digdaya 2050 dimulai dari Transformasi
Konsolidasi Jam’iyyah yang terdiri dari :
a. Tata Kelola
b. Kaderisasi
c. Transformasi Digital
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2.

Pilar Kemaslahatan

Dengan semangat pendekatan yang menyeluruh dan berpijak pada kekhasan NU dengan
menggabungkan dimensi spiritual, sosial, ekonomi, dan ekologi dipilih empat pilar utama
sebagai bidang intervensi strategis bagi NU , yaitu :

a. Pengembangan ASWAJA dan Pesantren
b. Keunggulan SDM NU

Kesejahteraan Sosial Ekonomi

0

d. Pelestarian Lingkungan Berkelanjutan

. Khidmah Peradaban

Khidmah ini diwujudkan dalam dua ruang utama:
a. Kemaslahatan Bangsa dengan memperkuat kontribusi NU terhadap pembangunan nasional

b. Peradaban Dunia dengan memberikan kontribusi terhadap isu-isu global lintas bangsa.

. TUJUH DIMENSI PETA JALAN NU

Dari penjabaran misi tersebut di atas, ditentukan tujuh dimensi Peta Jalan sebagai sektor-sektor

strategis yang menjadi fokus ruang khidmah NU, dengan 20 subdimensi.

1.

Penguatan Konsolidasi Jam’iyyah
a. Tata Kelola Jam'iyyah
b. Kaderisasi

c. Transformasi Digital

. Pengembangan Pesantren dan Aswaja.

a. Aswaja

b. Pesantren

. Keunggulan SDM NU

a. Pendidikan Anak Usian Dini (Day Care)
b. Pendidikan Anak usia Dini (TK/RA)

c. Pendidikan Dasar dan Menengah

d. Pendidikan Tinggi

e. Pendidikan dan Pelatihan Vokasi

f. Talent Management

. Kesejahteraan Sosial Ekonomi

a. Ekonomi
b. Kesehatan

c. Keluarga Maslahat dan Kesetaraan Gender

. DPelestarian Lingkungan Berkelanjutan

. Khidmah Kemaslahatan Bangsa

a. Politik
b. Hukum

c. Demokrasi

d. Kepemimpinan dalam Gerakan Masyarakat Sipil
7. Khidmah Peradaban Dunia
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C. TAHAPAN PETA JALAN

Peta Jalan merupakan sebuah kerangka kerja yang mengawinkan pendekatan tematik
(sektoral) dengan tahapan-tahapan kerja. Tahapan kerja ini bertujuan untuk menata langkah agar
terkonsolidasi dan terukur. Setiap Tema Tahapan menggambarkan tema strategi implementasi
utama yang menjadi target pencapaian terfokus. Tema strategi implementasi ini berlaku selaras
untuk semua sektor.

Sebagai contohnya, pada tahun 2026-2031 tema yang menjadi fokus adalah Transformasi
Jam’iyyah. Maka seluruh dimensi akan diarahkan untuk memperkuat landasan transformasi pada
sektor terkait, baik di sektor pendidikan, pesantren, keluarga, dan seterusnya.

Tema Tahapan tidak berarti tema hal tersebut hanya akan dibahas pada periode tersebut.
Tema Tahapan ditetapkan menjadi fokus strategi implementasi, namun kerja-kerja lainnya tetap
dilaksanakan secara simultan. Tema Tahapan pada periode tertentu seringkali juga dirintis pada
periode-periode sebelumnya. Misalnya Tema Tahapan pada tahun 2045-2050 yaitu Ekosistem
Peradaban di mana NU sudah memiliki ekosistem yang kuat dalam setiap dimensi mensyaratkan
rintisan-rintisan sejak tahun 2026.

Lima Tahapan Peta Jalan NU 2050

2026-2030 2031-2035 2036-2040 2041-2045 2046-2050
Transformasi Akselerasi Kemandirian Kepemimpinan Ekosistem
Jam'iyah Transformasi Jam'iyah Etik Peradaban

Pembenahan mendasar
orgahisasi, sistem, dan budaya
Kerja untuk membangun
fondasi yang adaptif, modern,
dan berdaya saing.

Percepatan implementasi
hasil transformasi
melalui penguatan

kapasitas, inovasi, dan
ekspansi program agar

Kemandirian dalam

pengelolaan sumber

daya, program, dan
pengambilan keputusan,
sehingga organisasi tidak

Penguatan peran sebagai
rujukan kepemimpinan
berbasis nilai etika yang

memberi kentribusi
strategis di tingkat

Pembangunan sistem yang
terintegrasi dan berkelanjutan,
di mana nilai, institusi, dan
praktik sosial membentuk
peradaban maju

menghasilkan dampak bergantung pada pihak nasional dan
yang lebih luas. eksternal. internasional.

Tahapan Peta Jalan NU 2050 disusun sebagai berikut:
1. Transformasi Jam’iyah (2026-2030):

Tahap ini merupakan fase rekonstruksi mendasar yang bertujuan membangun ulang fondasi

organisasi agar selaras dengan tantangan dan perubahan dunia yang begitu cepat. Transformasi
tidak sekadar perubahan administratif, tetapi mencakup reorientasi paradigma gerakan dari pola
tradisional menuju organisasi berbasis sistem, data, dan inovasi. Pembenahan dilakukan pada
struktur kelembagaan, sistem tata kelola (governance), mekanisme pengambilan keputusan, serta
pola relasi antar-unit organisasi.

Di tingkat kultural, tahap ini menjadi momentum membangun etos kerja baru yang
menjunjung profesionalitas, integritas, dan kolaborasi lintas sektor. NU diarahkan untuk
menginternalisasi budaya organisasi yang adaptif terhadap disrupsi digital, perubahan sosial, dan
dinamika global. Di fase ini pula dibangun fondasi digitalisasi organisasi, standardisasi prosedur,

serta pemetaan potensi kader dan sumber daya secara sistematis.
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Dengan demikian, tahap ini berfungsi sebagai “peletakan batu pertama peradaban organisasi
baru”, di mana NU mulai bertransformasi dari organisasi berbasis tradisi menjadi organisasi
modern tanpa kehilangan akar nilai Aswaja.

2. Akselerasi Transformasi Jam’iyah (2030-2035)

Jika tahap pertama bersifat internal dan struktural, maka tahap kedua menitikberatkan
pada akselerasi dan ekspansi hasil transformasi. Fokusnya adalah memastikan bahwa perubahan
yang telah dirancang benar-benar diimplementasikan secara luas dan menghasilkan dampak
yang terukur.

Penguatan kapasitas dilakukan melalui pengembangan sumber daya manusia yang unggul,
peningkatan kualitas kepemimpinan kader, serta penguatan institusi pendidikan, ekonomi, dan
sosial yang berada di bawah NU. Inovasi menjadi kata kunci pada fase ini—baik dalam model
dakwah, pelayanan publik, maupun pengembangan ekonomi umat.

Di sisi lain, NU mulai memperluas jangkauan programnya secara geografis dan sektoral,
sechingga kehadirannya semakin terasa di berbagai lapisan masyarakat. Indikator keberhasilan
tahap ini adalah munculnya dampak nyata (impact-driven organization) yang dapat diukur
dalam bidang kesejahteraan, pendidikan, dan pemberdayaan.

Tahap ini menjadikan NU sebagai organisasi yang tidak hanya “berubah”, tetapi mampu
menghadirkan perubahan bagi lingkungan sekitarnya.

3. Independensi Jam’iyah (2036-2040)

Tahap ketiga adalah fase konsolidasi menuju kemandirian strategis. Pada titik ini, NU
diharapkan telah memiliki kapasitas untuk mengelola sumber daya secara mandiri, baik dalam
aspek keuangan, program, maupun pengambilan keputusan.

Independensi tidak hanya berarti bebas dari ketergantungan cksternal, tetapi juga
mencerminkan ketahanan organisasi (organizational resilience) dalam menghadapi krisis atau
perubahan global. NU memiliki ekosistem ekonomi yang menopang aktivitasnya, sistem
kaderisasi yang berkelanjutan, serta kepemimpinan yang mampu mengambil keputusan secara
cepat dan tepat.

Selain itu, tahap ini juga ditandai dengan penguatan jejaring internal yang solid antarstrukeur
NU, schingga tercipta sinergi yang efektif dari tingkat pusat hingga akar rumput. NU tidak lagi
reaktif terhadap dinamika eksternal, tetapi menjadi organisasi yang proaktif, otonom, dan
berdaya tawar tinggi. Dengan kata lain, fase ini merupakan titik di mana NU berdiri sebagai

entitas yang berdaulat secara organisasi.
4. Kepemimpinan Etik dalam Khidmah Nasional & Global (2041-2045)

Memasuki tahap ini, NU melampaui batas sebagai organisasi nasional dan mulai memainkan
peran sebagai aktor moral global. Dengan modal kemandirian yang telah dibangun, NU
diproyeksikan menjadi rujukan dalam praktik kepemimpinan berbasis nilai etik, khususnya
dalam konteks Islam moderat (wasathiyah) dan kemanusiaan universal.

Peran ini diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti diplomasi kebudayaan, forum
internasional, advokasi perdamaian, serta kontribusi dalam penyelesaian konflik global. NU
hadir sebagai kekuatan yang menawarkan paradigma alternatif terhadap ekstremisme, polarisasi,

dan krisis kemanusiaan.

Di tingkat nasional, NU memperkuat perannya dalam memberikan arah moral bagi kebijakan
publik, tanpa harus larut dalam politik praktdis. Di tingkat global, NU menjadi ‘moral
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compass” yang menjembatani nilai-nilai keagamaan dengan isu-isu global seperti keadilan,
lingkungan, dan keberlanjutan. Tahap ini menjadikan NU sebagai rujukan kepemimpinan etik
lintas bangsa dan peradaban.

5. Ekosistem Peradaban (2046-2050)

Tahap terakhir adalah fase visioner yang melampaui kerangka organisasi menuju
pembentukan ekosistem peradaban yang utuh. Pada tahap ini, NU tidak lagi sekadar
menjalankan program, tetapi telah berkontribusi dalam membangun peradaban.

Ekosistem ini mencakup integrasi antara nilai-nilai keagamaan, institusi sosial, sistem ekonomi,
pendidikan, serta praktik budaya yang harmonis dan berkelanjutan. NU menjadi bagian dari
arsitektur peradaban yang menghubungkan dimensi spiritual, sosial, dan material secara
seimbang.

Ciri utama tahap ini adalah terciptanya masyarakat yang tidak hanya maju secara ekonomi
dan teknologi, tetapi juga berakar kuat pada nilai-nilai etika, keadilan, dan kemanusiaan. NU
berfungsi sebagai katalis yang memastikan bahwa modernitas tidak tercerabut dari nilai, dan tradisi
tidak terasing dari kemajuan. Dengan demikian, fase ini merupakan puncak perjalanan panjang
NU menuju peran sebagai aktor pembentuk peradaban masa depan, yang tidak hanya relevan bagi
Indonesia, tetapi juga bagi dunia.

Elaborasi tersebut menunjukkan bahwa Peta Jalan NU 2050 pada hakikatnya adalah proyek
transformasi historis, yang menempatkan NU sebagai kekuatan sosial-keagamaan yang berevolusi
menjadi arsitek peradaban global berbasis nilai-nilai Islam Nusantara.

Lebih lengkapnya dapat dibaca dalam Lampiran 2. Peta Jalan NU 2026-2050.
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Bagian V
ARAH STRATEGIS PROGRAM
2026-2031

. ARAH STRATEGIS PROGRAM NU 2026-2031

Peta Jalan NU 2026-2050 memberi dasar yang kuat bagi penyusunan program periode masa
khidmah 2026-2031. Visi NU Digdaya 2050 menghubungkan tegaknya Aswaja, kesejahteraan
masyarakat, kemaslahatan bangsa, dan rahmat bagi semesta melalui kepemimpinan NU yang
mandiri, terpercaya, dan bermartabat. Di sisi lain, pentahapan (milestones) dalam Peta Jalan
tersebut menegaskan perlunya membangun landasan pengembangan jangka panjang yang kuat,
melalui tema tahap 1 yaitu Transformasi Konsolidasi Jam’iyyah.

Tahap ini merupakan fase rekonstruksi mendasar yang bertujuan membangun ulang fondasi
organisasi agar selaras dengan tantangan dan perubahan dunia yang begitu cepat. Transformasi
tidak sekadar perubahan administratif, tetapi mencakup reorientasi paradigma gerakan dari pola
tradisional menuju organisasi berbasis sistem, data, dan inovasi. Pembenahan dilakukan pada
struktur kelembagaan, sistem tata kelola (governance), mekanisme pengambilan keputusan, serta
pola relasi antar-unit organisasi.

Di tingkat kultural, tahap ini menjadi momentum membangun etos kerja baru yang
menjunjung profesionalitas, integritas, dan kolaborasi lintas sektor. NU diarahkan untuk
menginternalisasi budaya organisasi yang adaptif terhadap disrupsi digital, perubahan sosial, dan
dinamika global. Di fase ini pula dibangun fondasi digitalisasi organisasi, standardisasi prosedur,

serta pemetaan potensi kader dan sumber daya secara sistematis.

Dengan demikian, tahap ini berfungsi sebagai “peletakan batu pertama peradaban organisasi
baru”, di mana NU mulai bertransformasi dari organisasi berbasis tradisi menjadi organisasi
modern tanpa kehilangan akar nilai Aswaja. Periode 2026-2031 perlu mengubah paradigma
pengelolaan program dari banyak kegiatan menjadi hasil yang terukur; dari program lembaga
menjadi portofolio lintas lembaga; dari aplikasi sektoral menjadi Satu Data NU; dari program
ckonomi sporadis menjadi ekosistem ekonomi jemaah; dari kaderisasi berbasis pelatihan menjadi

manajemen talenta; serta dari digitalisasi administrasi menjadi organisasi berbasis data.

. VISI MISI NU 2026-2031

Dengan merujuk kepada Visi NU DIGDAYA 2050, Visi NU 2026-2031 diformulasikan
sebagai berikut :

NU BARAKAH 2031

Tegaknya Islam ASWAJA an-Nabdliyyah & terwujudnya kesejabhteraan masyarakat,
kemaslabatan bangsa dan terciptanya rabmat bagi semesta melalui konsolidasi & transformasi
jam’iyyah NU yang amanah, adaptif, modern & berkesinambungan.

Sedangkan Misi NU 2026-2031 ditetapkan selaras dengan 3 Misi dalam Peta Jalan NU 2026-
2050 yaitu :

1. Penguatan transformasi konsolidasi jam'iyyah dalam tata kelola organisasi, kaderisasi dan
transformasi digital.
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Pewujudan Kesejahteraan Rakyat Melalui Penguatan ASWAJA, Pengembangan Pesantren,
Keunggulan SDM, Kesejahteraan Sosial Ekonomi dan Pelestarian Lingkungan Berkelanjutan

Penguatan Peran NU dalam Khidmah Kemaslahatan Bangsa dan Peradaban Dunia

C. PRINSIP KERJA

Untuk mewujudkan Visi NU BARAKAH 2031, seluruh upaya khidmah perlu dibangun dengan
prinsip kerja sebagai berikut :

NS =

Berorientasi Jama'ah,
Amanah,

KoheRen,
Akuntabel,
Kesinambungan,
Adaptif,

Handal

Yang disingkat menjadi BARAKAH, dan menjadi bagian dari semboyan Visi NU, yaitu NU
BARAKAH 2031.

D.PROGRAM PRIORITAS

1.

10.

TATA KELOLA ORGANISASI BERSTANDAR INTERNASIONAL
Penguatan tata kelola organisasi berstandar internasional baik dari aspek tata kerja, sistem

perencanaan, serta monitoring dan evaluasi

TRANSFORMASI KADERISASI

mencakup redesign kurikulum adaptif, penatakelolaan database terpadu (profil-
perkembangan-potensi)

SATU DATA NU:

Penguatan layanan ckosistem digital terhadap Jamaah dan Jam'iyyah (Digdaya dan NU online)

WARGA BERDAYA
Penguatan ckosistem kesejahteraan warga Nahdliyyin mulai dari basis sampai layanan dan
badan usaha milik NU

OPTIMALISASI LAYANAN KESEHATAN NU

Peningkatan kualitas kesehatan umat melalui perbaikan layanan & promosi kesehatan
GERAKAN KELUARGA MASLAHAT NU

Transformasi tata kelola GKMNU menjadi gerakan terintegrasi lintas struktural
STANDARISASI MUTU SEKOLAH NU

Peningkatan tata kelola institusi pendidikan NU dari tingkat PAUD sampai Pendidikan Tinggi
TRANSFORMASI PESANTREN

Peningkatan tata kelola pesantren melalui 6 Pilar Transformasi Pesantren

ASWAJA ARUS UTAMA

Pengarusutamaan ideologi ASWAJA sesuai dengan perkembangan demografi Indonesia dan
umat Islam

GERAKAN DARLING (Gerakan Sadar Lingkungan)
Kesadaran Jam'iyyah dan Jama'ah untuk kehidupan yang lebih selaras dengan alam.
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11. SANGGA ETIKA KEBANGSAAN

Revitalisasi peran NU sebagai penyangga etika kebangsaan

12. POSITIONING GLOBAL NU

Penguatan peran NU dalam gerakan agama-agama untuk peradaban dunia

E. TUJUH DIMENSI PROGRAM

1. Penguatan Konsolidasi Jam’iyyah

TATA KELOLA Organisasi NU
dari Pusat sampai
Daerah yang
terkonsolidasi
dan terintegrasi
melalui
Konsolidasi
Organisasi dan
Konsolidasi Aksi

1. Organisasi
stabil.

2. Sistem berjalan.

3. Kinerja mulai
terukur.

. Institusionalisasi

Badan Perencanaan
Pengembangan NU
(Bappenu)

. Implementasi program

kerja berbasis rencana
strategis

. Penguatan tata kelola

organisasi (Sertifikasi
ISO)

. Penerapan sistem

monitoring & evaluasi
(M&E) yang rutin dan
terukur

. Pengumpulan baseline

data untuk
pengambilan
Keputusan

. Konsolidasi dan

manajemen seluruh
asset Jam’iyah

. Pengembangan

kapasitas SDM
(pelatihan dasar dan
manajemen organisasi)

. Membangun budaya

kerja yang disiplin,
akuntabel, dan
kolaboratif
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KADERISASI Penguatan kader | Sistem 1. Review dan/atau
dalam ekosistem pengkaderan redesign kurikulum
internal melalui berjalan rapi, kaderisasi berdasarkan
sistem terukur, dan kebutuhan kader
pengkaderan konsisten maupun perkembangan
yang terstruktur (nilai, ideologi,
dan Kkonsisten. kompetensi)

2. Pembentukan database
kader (profil,
perkembangan,
potensi)

TRANSFORMASI | Terbangunnya 1. Terwujudnya 1. Perluasan ekossistem

DIGITAL ekosistem digital Ekosistem Digdaya berbasis
sebagai basis Digdaya NU layanan
pengorganisasian berbasis 2. Pengembangan
dan layanan. Infrastruktur data NU
pengembangan 2. Terwujudnya terpadu — cloud NU
NU sistem Satu Data nasional, single sign-on

NU.

3. NU Online

menjadi rujukan
utama
keagamaan di
Indonesia.

Nahdliyin

3. Pengembangan NU

Online SuperApps
sebagai platform
raksasa keagamaan

2. Pengembangan ASWAJA dan Pesantren

Pesantren

Penguatan fondasi
kelembagaan
melalui
pembenahan tata
kelola,
kepengasuhan,
kurikulum, serta
integrasi antara
tradisi keilmuan
klasik dan
kebutuhan modern.

1. Standarisasi
tata kelola
pesantren

2. Kurikulum
integratif
(agama, sains,
keterampilan
hidup)

3.Digitalisasi
administrasi
dan
pembelajaran
awal

1. Reformasi manajemen

berbasis good
governance

2. Pelatihan SDM (kiai,

ustaz, tenaga
kependidikan)

3. Penguatan infrastruktur

digital dan jaringan
kolaborasi

4. Pembangunan database

pesantren terafiliasi
NU yang terintegrasi
dengan sistem
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4.Kekerasan
seksual dan
bullying
menurun.

5.Tersedianya
database dan
sistem
akreditasi yang
terintegrasi dan
dapat diakses
public

6. Tersusunnya
skema
pengembangan
pesantren NU
di wilayah 3T
dan luar Jawa

7.Karya kader
pesantren dan
ulama NU
mulai
tersosialisasi
secara luas

akreditasi pesantren
NU.

. Perluasan sosialisasi

SAKA Pesantren,
hotline pengaduan,
serta integrasi dengan
LBH-NU dan
mekanisme
pendampingan korban .

. Merancang

pengembangan
pesantren luar Jawa
dan daerah 3T

. Transformasi

kurikulum pesantren
dengan mulai
memperkuat vokasi
dan STEM.

. Mengintegrasikan Al

dalam
pembelajarannya

Aswaja

Mengarusutamakan
pemahaman Aswaja
Nahdliyah sebagai
manhaj berpikir,
bukan semata-mata
identitas organisasi.

1. Tersedianya
manual Aswaja
Nahdliyah yang
mudah diterima

2.Aswaja
Nahdliyah
menguasai
ruang-ruang
digital

3.Aswaja
Nahdliyah
“baru”
terstandarisasi
di lingkungan
pendidikan NU

4.LLBM, dengan
Aswaja
Nahdliyah,
menjadi pusat
kajian

. Membuat rumusan

Aswaja Nahdliyah
dengan kemasan baru
yang lebih menarik,
mudah dipahami, dan
diterima sesuai dengan
basis demografi warga
N

. Mengarusutamakan

Aswaja Nahdliyah
“baru” yang telah
dirumuskan sebagai
manhaj berpikir -
selain juga sebagai
identitas organisasi

. Menguatkan lembaga

bahtsul masail sebagai
pusat studi Aswaja
Nahdliyah tingkat
internasional
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Ekonomi Terberdayakannya Database 1. Pemetaan &
basis-basis ekonomi kesejahteraan profiling Nahdliyin
kerakyatan warga warga NU lengkap terpadu — Single-
Nahdliyyin & berbasis data ID Nahdliyin, basis

Akses pendidikan data sosio-

tinggi Nahdliyin ekonomi warga

meningkat NU, indeks

signifikan kesejahteraan

UMKM Nahdliyin Nahdliyin

naik kelas dari 2. Akselerasi

mikro ke kecil- pendidikan tinggi

menengah & vokasi —
beasiswa massal
S$1-S3, sekolah
vokasi NU berbasis
industri, sertifikasi
kompetensi
nasional

3. Pemberdayaan
UMKM & ekonomi
informal Nahdliyin
— pendampingan
digitalisasi UMKM,
akses pembiayaan
syariah, koperasi
NU modern
4. Jaring pengaman

sosial NU —
Lazisnu produktif,
santunan
terstruktur untuk
dhuafa Nahdliyin,
asuransi kesehatan
mikro berbasis
takaful

Kesehatan 1. Akses Kesehatan Outcome: Strategi:

jamaah dan 1. Ekosistem 1. Penguatan

prasarana kesehatan NU database dan

Kesehatan NU dengan asistensi, termasuk
awareness bagi asosiasi
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yang tersebar

yang baik dan

profesi kesehatan

merata prasarana NU
. Peningkatan kesehatan . Pembangunan
kualitas kesehatan yang dan/atau
umat melalui terstandarisasi perluasan layanan
perbaikan layanan Kesehatan
& promosi . Promosi Kesehatan
kesehatan bagi jamaah
Keluarga 1. Penguatan Program Gerakan . Transformasi
Maslahat dan kualitas keluarga Keluarga model
Kesetaraan NU melalui Maslahat NU implementasi
Gender transformasi dan terintegrasi GKMNU menjadi
konsolidasi dalam program program
Gerakan struktur lintas terintegrasi dalam
Keluarga lapisan struktur lintas
Maslahat NU Semakin kuatnya lapisan
Penguatan cross ketahanan . Pengarusutamaan
cutting issues keluarga di level kesadaran Keluarga
antara nilai-nilai akar rumput Maslahah an-
Aswaja An- Kebijakan Nahdliyyah dengan
Nahdliyyah organisasi yang mencakup
dengan program responsive kesadaran keadilan
organisasi dan gender di semua hakiki
fondasi sosial institusi NU . Pengarusutamaan
bagi keadilan Meningkatnya kesadaran keadilan
gender dan partisipasi gender di
keluarga Perempuan pesantren,
maslahat. dalam madrasah, dan
kepemimpinan institusi-institusi
Semakin NU.
berkurangnya . Peningkatan
praktik-praktik kapasitas
yang penggerak
membahayakan perubahan di
keluarga (missal: berbagai tingkatan
kawin anak, . Membangun
KDRT). system data dan
indicator sensitive
gender
. Memperkuat
kemitraan gender
dalam
pemerintahan dan
civil society
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4. Keunggulan Sumber Daya Manusia NU

Digitalisasi Tata
Kelola, dan
Penguatan
Karakter Aswaja
An-Nahdliyah
sejak Dini"

Pendidikan Penguatan Tata Terwujudnya layanan . Standardisasi Mutu,
Anak Usia Dini | Kelola Layanan pengasuhan sementara Legalitas dan Akreditasi
(Day Care) Pengasuhan di luar rumah (day care) layanan
anak melalui di lingkungan NU yang . Penyusunan standar
Standarisasi, memiliki legalitas, layanan pengasuhan NU
Legalitas, memenuhi standar berbasis kemaslahatan
Digitalisasi, nasional, menerapkan anak.
Kemaslahatan pedoman kemaslahatan . Digitalisasi Kelembagaan,
Anak dan anak , mengintegrasikan Pengasuh, dan data Anak
Penguatan nilai-nilai Aswaja An- . Sertifikasi dan peningkatan
Karakter Aswaja Nahdliyah, serta kapasitas pengasuh
An-Nahdliyah didukung sistem data . Penguatan sistem
sejak Dini" dan kelembagaan secara pengawasan, pelaporan
digital dan manajemen resiko
Pendidikan Penguatan Terwujudnya tata kelola . Standardisasi Mutu &
Anak usia Dini Kelembagaan TK/RA NU yang Legalitas: Penataan izin
(TK/RA) melalui terakreditasi, berbadan operasional, restrukturisasi
Standardisasi, hukum, memiliki tata kelola (di bawah LP

kurikulum khas Karakter
Aswaja An-Nahdliyah
yang terintegrasi, serta
tersedianya database
pendidik dan
kelembagaan secara
digital.

. Pengembangan Kurikulum

. Digitalisasi Kelembagaan:

. Peningkatan Sertifikasi

Ma'arif NU / Muslimat NU),
dan pendampingan
akreditasi nasional secara
menyeluruh.

Khas NU: Penyusunan
modul pengajaran nilai-
nilai ke-NU-an, moderasi
beragama, dan adab sejak
dini yang terintegrasi
dengan Kurikulum
Nasional.

Penerapan Sistem
Informasi Manajemen
TK/RA NU (SIM-TK/RA NU)
untuk pendataan pendidik,
peserta didik, serta tata
kelola keuangan.

Guru: Pelatihan
kompetensi pedagogis
dasar dan sertifikasi bagi
guru TK/RA di lingkungan
Nahdlatul Ulama.
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Pendidikan Kuatnya fondasi 1. Kurikulum NU 1. Mengintegrasikan nilai-nilai
Dasar dan sekolah dasar, terintegrasi untuk Aswaja An- Nahdliyah,
Menengah sekolah sekolah dasar hingga sains, literasi, numerasi,
menengah menengah atas teknologi, dan pendidikan
pertama, dan 2. Sistem pembelajaran karakter
sekolah berbasis digital di 2. Memperkuat literasi bahasa
menengah atas sekolah Arab, Inggris, dan digital
NU sambil tetap 3. Kerangka kerja tata sejak kelas awal
melestarikan kelola sekolah yang 3. Menstandarisasi sistem
identitas terstandarisasi manajemen sekolah di
keagamaan dan 4. Basis data nasional seluruh sekolah NU.
budaya NU. sekolah dan guru NU
5. Program peningkatan
kompetensi guru
6. Standar kualitas
minimum untuk
semua sekolah NU
Pendidikan Modernisasi Outcome: 1. Mengintegrasikan ilmu-
Tinggi sistem 1. Kerangka kerja ilmu Islam, sains dan
pembelajaran, pendidikan tinggi NU teknologi, kewirausahaan,
reformasi tata yang terintegrasi dan tanggung jawab social
kelola, 2. Sistem pembelajaran |2. Memperkuat studi
transformasi dan manajemen interdisipliner dan
digital, akademik digital pembelajaran berbasis
pengembangan 3. Model tata kelola penelitian
dosen, dan standar untuk 3. Meningkatkan kemampuan
standardisasi pendidikan tinggi NU berbahasa Inggris, Arab,
kualitas 4. Penguatan kualifikasi penulisan akademik, dan
dan kompetensi literasi digital
dosen 4. Menstandarisasi tata kelola
5. Integrasi nasional institusional dan
lembaga pendidikan administrasi akademik
tinggi NU 5. Menerapkan sistem
6. Peningkatan jaminan manajemen yang
kualitas dan akreditasi transparan, akuntabel, dan
dasa berbasis teknologi
6. Mengembangkan Standar
Mutu Pendidikan Tinggi NU
Pendidikan Pengarus- Outcome: 1. Mengembangkan
dan Pelatihan utamaan 1. Terwujudnya agenda perencanaan dan

Vokasi

pendidikan dan
pelatihan vokasi

pengarus-utamaan
pendidikan dan
pelatihan vokasi

implementasi program
pendidikan dan pelatihan
vokasi yang integratif,
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sebagai agenda
prioritas NU

sebagai agenda
prioritas NU

2. Tersedianya database
pendidikan dan
pelatihan vokasi di
lingkungan NU yang
lengkap &
terdayagunakan

koheren, berdampak dan
berkelanjutan.

. Pengembangan peta &

profil lembaga pendidikan
vokasi, lembaga pelatihan
kerja (LPK) dan lembaga
sertifikasi profesi (LSP) di
lingkungan NU

. Melaksanakan pemetaan

sumber daya manusia dan
angkatan kerja di
lingkungan NU

. Mendirikan lembaga

pendidikan vokasi, LPK dan
LSP berdasar potensi pasar
kerja (STEM, ekonomi
kreatif dan ekonomi
perawatan) dan
kewirausahaan

. Mengembangkan program

akses pendidikan vokasi,
pelatihan, sertifikasi,
pemagangan dan
penempatan

. Melaksanakan pemantauan

dan evaluasi terhadap
program-kegiatan bidang
pendidikan dan pelatihan
vokasi di lingkungan NU

. Mengembangkan

pendekatan kolaborasi baik
dengan pemerintah
maupun swasta dalam
agenda pendidikan dan
pelatihan vokasi

Talent
Management

Terbentuknya
Badan Talenta
Nahdlatul Ulama
(BATANU)
Mengembangkan
Data Talenta
secara Digital
(Digitalization of
a Talent Pool)

. Tersedianya data
talenta warga NU
secara digital

. Terwujudnya tata
kelola talenta warga
NU yang
terdayagunakan demi
terbangunnya
meritokrasi di NU dan
terdistribusikan

. Menetapkan pengelola

talenta NU: pembentukan
badan talenta NU

. Membangun pusat data

digital talenta NU:
Membangun platform basis
data SDM dan kader
terintegrasi (Talent
Database System) yang
mencatat rekam jejak,

Kamis — Senin, 27 — 31 Agustus 2026

Di PP Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang Jawa Timur

251




HIMPUNAN MATERI MUKTAMAR KE-35

talenta warga NU
secara luas di luar NU

4. Menetapkan standardisasi

keahlian, sertifikasi, dan
kompetensi kader di
seluruh jaringan NU.

. Menetapkan talenta
prioritas: keulamaan,
dakwah, seni budaya, olah
raga, teknologi, kesehatan,
pertanian, pendidikan,
science, riset-inovasi,
ekonomi-bisnis, pekerja
sosial, dan politik

talenta: kriteria baku
kompetensi, kinerja, peran,
kontribusi dan potensi

. Membangun keterampilan
pendataan dan
pengelolaan talenta:
menyelenggarakan
pelatihan pendataan dan
pengelolaan talenta NU
secara berkala,
menyelenggarakan studi
banding pendataan dan
pengelolaan talenta di
dalam dan luar negeri dan
fasilitasi pelatihan-
sertifikasi talenta.

. Beasiswa khusus bagi
warga Nahdliyin pada
PCNU-PCNU 3T

5. Pelestarian Lingkungan Berkelanjutan

Terbangunnya
kesadaran
secara kuat
keadilan
ekologis,
pelestarian

1. Model percontohan
ekonomi sirkular
berbasis pesantren dan
komunitas

1. Edukasi dan kampanye figh
lingkungan (eco-theology)

2. Kemitraan dengan
pemerintah, NGO, dan
sektor swasta
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lingkungan, dan
kehidupan
berkelanjutan
yang berakar
pada pesan
rahmatan lil
‘alamin, disertai
aksi lingkungan
di level
grassroots.

2. Sistem pengelolaan
sampah terpadu di
jaringan NU

3. Program green jobs
bagi santri dan warga
nahdliyin

4. Inisiatif awal transisi
energi terbarukan
(PLTS, biogas, dll.)

5. Unit respons bencana
berbasis komunitas NU

. Penguatan kapasitas SDM

di bidang lingkungan

. Digitalisasi data lingkungan

dan manajemen program

. Pengembangan LSP Green

Job

. konsolidasi NU Peduli

6. Khidmah NU untuk Kemaslahatan Bangsa

selaras dengan
nilai dan prinsip
Aswaja NU
berbasis pada
keadilan
substantif dan
perlindungan
kelompok rentan

Politik Penguatan nilai- 1. Menjaga Moderasi Menegaskan kembali
nilai Islam Islam Khittah 1926
Inklusif dalam 2. Aktor berpengaruh memperkuat pendidikan
politik dalam Politik politik umat
kebangsaan NU. Elektoral (Konteks mendorong reformasi
politik kebangsaan) kaderisasi kepemimpinan
3. Kontribusi signifikan memperkuat jaringan
dalam kebijakan internasional
publik
4. Stabilitas Politik
Hukum Penguatan 1. Meningkatnya Pendidikan dan
pemahaman kesadaran hukum penyuluhan hukum
hukum yang warga NU berbasis pesantren

2. Pesantren dan PTNU
sebagai pusat literasi
hukum

Advokasi hukum bagi
masyarakat dan kelompok
rentan

Penguatan LBH NU di
semua tingkatan

Kamis — Senin, 27 — 31 Agustus 2026

Di PP Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang Jawa Timur

253




HIMPUNAN MATERI MUKTAMAR KE-35

Demokrasi Penguatan nilai 1. Kader NU aktif 1. Pendidikan Politik warga
dan prinsip memperjuangkan dan kader NU
demokrasi demokrasi di tlngkat 2. Dakwah kebangsaan
substantif nasional dan lokal Penguatan forum warga
berbasis Aswaja | 2. Lembaga di NU
d.' semua lingkungan NU 4. Penguatan literasi warga
tingkatan NU sebagai pusat literasi NU

publik
Konsolidasi Konsolidasi Terbentuknya jaringan leningkatkan kapasitas

Sumber daya
dan orientasi
kepemimpinan
gerakan sipil
NU

Sumber daya dan
orientasi
kepemimpinan
gerakan sipil NU

kepemimpinan dalam
mendorong gerakan dan
advokasi Masyarakat

dan orientasi gerakan
NU yang terintegrasi
dengan sistem
kaderisasi

7. Khidmah NU untuk Peradaban Dunia

Peran NU NU menjadi | 1. NU dikenal luas 1. Memperkuat

Dalam rujukan Islam sebagai representasi kepemimpinan global NU

Peradaban moderat utama Islam dalam tatanan dunia

Dunia sekaligus menjadi Wasathiyah, Islam multipolar.

simpul Islam rahmatan lil ‘alamin, Mengonsolidasikan
global dan Islam berbagai gagasan etika
Humanitarian yang global yang telah lahir
mampu menawarkan melalui forum
solusi damai, inklusif, internasional seperti ICIS,
dan berkeadaban bagi ISOMIL, R20, ISORA, dan
tantangan dunia Humanitarian Islam
global. menjadi narasi yang lebih
2. NU menjadi simpul sistematis, mudah

aktor keagamaan dikenali, dan relevan bagi
transnasional untuk dunia global.
perdamaian dunia 2. Mengarusutamakan
NU berperan sebagai Islam Wasathiyah dan
pusat jejaring Islam Nusantara sebagai
Religious narasi tandingan global
Transnational Actors Memperkuat branding
(RTA) yang aktif internasional Islam
membangun kerja Wasathiyah, Islam
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sama lintas agama,
lintas bangsa, dan
lintas peradaban
dalam mendorong
perdamaian global.

. Menguatnya
diplomasi keagamaan
internasional NU
Jaringan diplomasi
keagamaan NU
semakin aktif dan
berpengaruh di
forum-forum strategis
internasional seperti
OIC, R20, ASEAN
Interfaith Dialogue,
dan forum lintas
agama dunia lainnya.

. Narasi Islam
Wasathiyah Indonesia
menjangkau audiens
global

Gagasan Islam
Nusantara dan Islam
Humanitarian
Indonesia semakin
dikenal di tingkat
internasional melalui
kampanye global,
jejaring pesantren,
media digital, dan
kolaborasi akademik
lintas negara.

rahmatan lil ‘alamin, dan
Islam Nusantara melalui
kampanye global,
diplomasi budaya, serta
penguatan narasi
tandingan terhadap
ekstremisme,
sektarianisme, dan
Islamofobia.

. Memperluas diplomasi

keagamaan multilateral
dan peran NU sebagai
jembatan peradaban
Meningkatkan
keterlibatan aktif dalam
forum-forum global
seperti OIC, R20, UN
Interfaith, dan ASEAN
Interfaith Dialogue, juga
menjadi jembatan dialog
antarperadaban berbasis
pengalaman pluralisme
Indonesia.

. Menginternasionalisasi

pesantren dan jaringan
ulama NU. Memperkuat
internasionalisasi
pesantren melalui
pertukaran santri global,
beasiswa ulama NU ke
universitas dunia, dan
pengembangan jaringan
pesantren ASEAN guna
memperkuat posisi
Indonesia dan kawasan
Muslim ASEAN sebagai
pusat Islam moderat yang
stabil, kolaboratif, dan
berpengaruh global.
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